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Mengingat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017
TENTANG
TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 angka

1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 258/PMK.04/2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit

Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea

dan Cukai tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit

Cukai;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612} sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan,



Menetapkan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; '

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/20j11
tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
258/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas Peratur;an
Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit

Kepabeanan dan Audit Cukai,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAL

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud

dengan:

1.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang—Undahg
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanén
sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undahg
Nomor 17 Tahun 2006. '

Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007. |

Audit adalah Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai.

Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan
keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi
bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan
dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta
surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidap.g

kepabeanan.



10.

11.

12.

13.
14.

15.

Audit Cukai adalah serangkaian kegiatan pemeriksaén
laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang
menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen léin
yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk déta
elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan
di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka
pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang
cukai. |
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Direktur Audit adalah Direktur Audit Kepabeanan dan
Cukai. :
Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu  untuk  melaksanakan  tugas terteﬁtu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan/atau
Undang-Undang Cukai. |
Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
Audit Umum adalah audit yang memiliki ruang lingkup
pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap
pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai.
Audit Khusus adalah audit yang memiliki ruang lingkup
pemeriksaan tertentu terhadap pemenuhan kewajiban
kepabeanan dan/atau cukai. '
Audit Investigasi adalah audit dalam rangka membaﬁtu
proses penyelidikan dalam hal terdapat dugaan tindak
pidana kepabeanan dan/atau cukai.

Auditee adalah orang yang diaudit oleh Tim Audit.

Tim Audit adalah tim yang diberi tugas untuk
melaksanakan audit berdasarkan surat tugas atau surat
perintah.

Auditor adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai

auditor yang diberi tugas, wewenang dan tanggung



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

jawab untuk melaksanakan Audit.

Ketua Auditor adalah Auditor yang telah memperoleh
sertifikat keahlian sebagai Ketua Auditor Bea dan Cukai.
Pengendali Teknis Audit yang selanjutnya disebut PTA
adalah Auditor yang telah memperoleh sertifikat
keahlian sebagai Pengendali Teknis Audit Bea dan
Cukai. ‘
Pengawas Mutu Audit yang selanjutnya disebut PMA
adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian
sebagai PMA Bea dan Cukai. :
Laporan Analisis Obyek Audit yang selanjutnya disingﬁat
LAOA adalah laporan atas hasil analisis yang dilakukan
dalam rangka menentukan obyek audit.
Nomor Penugasan Audit yang selanjutnya disingkat NPA
adalah nomor yang diterbitkan oleh Direktur Audit dan
berfungsi sebagai sarana pengawasan pelaksanaan audit
serta menjadi dasar penerbitan surat tugas atau surat
perintah.

Data Audit adalah laporan keuangan, buku, catatan,
dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan,
surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasﬁk
data elektronik, dan/atau sediaan barang serta sufat
yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan
dan/atau cukali.

Data Elektronik adalah informasi atau rangkaién
informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk
kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim,
disimpah, diproses, diambil kembali, atau diproduksi
secara elektronik dengan menggunakan komputer atau
perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara
lain yang sejenis.

Pekerjaan Kantor adalah pekerjaan dalam rangka Audit
Kepabeanan dan/atau Audit Cukai yang dilakukan di
Kantor Pejabat Bea dan Cukai.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

Pekerjaan Lapangan adalah pekerjaan dalam rangka
audit yang dilakukan di tempat Auditee yang da;ﬁat
meliputi kantor, pabrik, gudang, tempat usaha, atau
tempat lain, yang diketahui ada kaitanny_a dengan
kegiatan usaha Auditee. _
Sediaan Barang adalah semua barang yang terkait
dengan kewajiban di bidang kepabeanan dan/at;au
cukai. _
Tindakan Pengamanan adalah tindakan penyegelan yang
dilakukan untuk menjamin laporan keuangan, buku,
catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar
pembukuan, surat dan dokumen lain yang berkaitan
dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta
surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang
kepabeanan dan/atau cukai, dan barang yang pentihg
agar tidak dihilangkan, tidak berubah atau tidak
berpindah tempat atau ruangan sampai pemeriksaan
dapat dilanjutkan dan/atau dilakukan tindakan lain
yang dibenarkan oleh ketentuan dalam peraturén
perundangan- undangan di- bidang kepabeanén
dan/atau cukai dengan tetap mempertimbangkén
kelangsungan kegiatan usaha.

Teknik Audit Sampling adalah teknik pengujian
substantif yang dilakukan dengan tingkat kurang dari
100% (seratus persen).

Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat KKA
adalah catatan yang dibuat oleh Tim Audit mengeﬁai
prosedur yang digunakan, pengujian yang dilakukan,
informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yahg
didapatkan selama penugasan.

Daftar Temuan Sementara yang selanjutnya disingkat
DTS adalah daftar yang memuat temuan dan

kesimpulan sementara atas hasil pelaksanaan Audit



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Kepabeanan dan/atau Audit Cukai.

Pembahasan Akhir adalah kegiatan pembahasan yahg
dilakukan antara Tim Audit dan Auditee atas DTS. ‘
Penelaahan adalah bagian dari kegiatan pembahasan
akhir yang dilakukan oleh Tim Penelaahan untﬁk
membantu menyelesaikan perbedaan pendapat antara
Tim Audit dengan Auditee terkait penafsiran peraturan
kepabeanan dan/atau cukai.

Tim Penelaahan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur
Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama untuk melakukan penelaahan.

Risalah Penelaahan adalah risalah yang dibuat oleh Tim
Penelaahan yang memuat hasil penelaahan. |
Berita Acara Penghentian Audit yang selanjutﬁya
disingkat BAPA adalah berita acara yang dibuat oleh Tim
Audit tentang penghentian pelaksanaan pekerjaan
lapangan audit. |

Berita Acara Hasil Audit yang selanjutnya disingkat
BAHA adalah berita acara yang dibuat oleh Tim Audit
atas hasil pembahasan akhir. _
Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat LHA
adalah laporan pelaksanaan audit yang disusun oleh
Tim Audit sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Audit
Kepabeanan dan/atau Audit Cukai.
Executive Summary adalah uraian singkat yang berisi
materi temuan dan penjelasan atas KKA. ‘
Direktorat Audit adalah Direktorat Audit Kepabeanan
dan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. :
Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. ;
Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan
Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. ‘
Kantor Pengawasan dan Pelayanan adalah Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.



BAB 1I ‘
WEWENANG PEJABAT BEA DAN CUKAI, TUJUAN DAN JENIS
AUDIT

Pasal 2

Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan Audit terhadﬁp

Orang yang bertindak sebagai:

a. importir; eksportir; pengusaha tempat penimbunan
sementara; pengusaha tempat penimbunan berikat;
pengusaha pengurusan jasa kepabeanan; atau pcngusaiha
pengangkutan sesuai Undang-Undang Kepabeanain;
dan/atau

b. pengusaha pabrik; pengusaha tempat penyimpané_n;
importir barang kena cukai; penyalur; dan pengguna
barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas

pembebasan cukai sesuai Undang-Undang Cukai.

Pasal 3 .
Audit bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas pelaksanaén
pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang

kepabeanan dan/atau cukai.

Pasal 4 |

(1) Audit terdiri dari Audit Umum, Audit Khusus dan Audit
Investigasi.

(2) Audit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terencana atau sewaktu-waktu.

(3) Audit Khusus dan Audit Investigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sewaktil-
waktu.

(4) Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dapat berupa:

a. Audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan

Pejabat Bea dan Cukai; atau



(5)

(6)

(10)

(11)

(12)

b. Audit khusus selain sebégaimana dimaksud pada
huruf a.
Audit yang dilakukan secara terencana sebagaimana
ayat (2) dilaksanakan secara selektif berdasarkan
manajemen risiko.
Audit yang dilakukan sewaktu-waktu sebagaimana ajat
(2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan skala
prioritas.
Audit Khusus dalam rangka keberatan sebagaimana
dimaksud ayat (4) huruf a didasarkan atas permintaén
unit yang menangani keberatan di bidang kepabeanén
dan cukai.
Direktur Audit dapat meminta penjelasan atas usulan
Audit Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
sebelum menyetujui dilakukan Audit. '
Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat :(3)
dilaksanakan  berdasarkan  permintaan Direkfur
Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayéh
atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam rangka
membantu proses penyelidikan.
Permintaan dari Direktur Penindakan dan Penyidikan,
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus
didukung dengan dugaan pelanggaran tindak pidana. -
Direktur Audit dapat meminta penjelasan atas dugaan
pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) sebelum menyetujui dilakukan Audit
Investigasi. '
Pelaksanaan Audit Investigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus didahulukan dari Audit Umum da_n

Audit Khusus guna penyelesaian secepatnya.



(2)

(4)

(6)

BAB 1II
PENENTUAN OBJEK AUDIT DAN PENERBITAN NPA

Pasal 5
Penentuan obyek audit dilakukan melalui proses
perencanaan berdasarkan manajemen risiko atas data
dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan
kepabeanan dan cukai dan/ atau rekomendasi dari unit
terkait.
Dalam melaksanakan proses perencanaan sebagaimaha
dimaksud pada ayat (1), Direktur Audit dapat
melakukan akses secara elektronik dan/atau memiﬁta
data kepada unit kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan/ atau unit lain di lliar
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. .
Berdasarkan permintaan Direktur Audit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), unit kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus memberikan
akses secara elektronik dan/atau memberikan data yang
diminta oleh Direktur Audit.
Dalam hal diperlukan, Pejabat Bea dan Cukai di
Direktorat Audit dapat melakukan observasi lapangan
dan konfirmasi atas obyek audit yang sedang dianalisis
kepada pihak yang terkait. :
Terhadap data, informasi dan/atau rekomendasi dari
unit terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
hasil observasi lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai melakukan analisis
untuk menentukan obyek audit.
Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat ()
dituangkan dalam LAOA dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan



(2)

(3)

(4)

Direktur Jenderal ini.
LAOA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara
selektif dijadikan dasar dalam penentuan obyek audit

untuk pelaksanaan Audit.

Pasal 6
Direktur Audit memberikan persetujuan pelaksanaan
Audit dengan menerbitkan NPA terhadap obyek audit
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (7).
NPA dibuat dengan menggunakan contoh formlilir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yahg
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini. .
NPA harus ditindaklanjuti dengan surat tugas atau
surat perintah paling lambat 10 (sepuluh) hari kei'ja
sejak diterimanya NPA oleh unit yang melaksanakan
audit di Direktorat Audit, Kantor Wilayah atau Kantor
Pelayanan Utama.
Dalam hal NPA tidak ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti
lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja, maka unit yahg
melaksanakan Audit di Direktorat Audit, Kepala Kanfor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama harus
menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Audit
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
NPA disampaikan secara eclektronik (softcopy) atéu
hardcopy menggunakan contoh formulir sebagaimaha
ditetapkan dalam lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

DASAR PELAKSANAAN AUDIT, SURAT TUGAS DAN SURAT

(1)

PERINTAH

Pasal 7 _
Audit sebagaimana pasal 4 ayat (1} dilaksanakan

berdasarkan NPA yang dilengkapi dengan LAOA.



Audit Umum secara terencana sebagaimana pasal 4 ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan NPA terencana umum.
Audit Umum secara sewaktu-waktu sebagaimana paé.al
4 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan NPA sewaktu-
waktu umum. |
Audit Khusus dalam rangka Keberatan sebagaimana
pasal 4 ayat (4) huruf a dilaksanakan berdasarkan NPA
sewaktu-waktu khusus keberatan. |
Audit Khusus lainnya sebagaimana pasal 4 ayat :(4)
huruf b dilaksanakan berdasarkan NPA sewaktu—waktu
khusus lainnya.

Audit Investigasi sebagaimana pasal 4 ayat (9)

dilaksanakan berdasarkan NPA investigasi.

Pasal 8

Penerbitan surat tugas atau surat perintah didasarkan pada

NPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1).

(1)

(2)

Pasal 9

Audit Umum dan Audit Khusus dilaksanakan
berdasarkan surat tugas vyang diterbitkan dan
ditandatangani oleh Direktar Audit, Kepala Kantor
Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan
menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkén
dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini. ‘

Audit Investigasi dilaksanakan berdasarkan surat
perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh
Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepéla
Kantor Pelayanan Utama dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dgri

Peraturan Direktur Jenderal ini.



Pasal 10
Tanggal mulai dan berakhirnya pekerjaan lapangan
ditetapkan di dalam surat tugas atau surat perintah.
Jangka waktu pekerjaan lapangan ditetapkan paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja. ' |
Dalam hal pekerjaan lapangan tidak dapat diselesaikén
dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalém
surat tugas atau surat perintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PMA mengajukan permohonan
perpanjangan surat tugas atau surat perintah disertai
dengan penjelasan tertulis kepada Direktur Jenderal,
Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat
menyetujui permohonan perpanjangan surat tugas atau
surat perintah untuk pekerjaan lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3) dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 11
Apabila dalam pelaksanaan Audit Umum terdaﬁat
potensi temuan atas tarif dan/atau nilai pabean yahg
peka waktu dan potensi temuan lainnya, PMA daﬁat
mengajukan permohonan penyelesaian LHA atas potensi
temuan yang peka waktu dan permohonan penerbitan
NPA Sewaktu-waktu khusus tanpa LAOA atas potensi

temuan lainnya.



(2)

3)

(4)

(5)

Ketentuan pengajuan 'permohonan oleh PMA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut: '
a. PMA pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
mengajukan permohonan penyelesaian LHA dan
permohonan penerbitan NPA sewaktu-waktu khusus
disertai dengan penjelasan tertulis kepada Direkt:ur
Audit dengan menggunakan contoh dokumen
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturén
Direktur Jenderal ini. |
b. PMA pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan
Utama mengajukan permohonan penyelesaian LHA
dan permohonan penerbitan NPA sewaktu-waktu
khusus disertai dengan penjelasan tertulis kepada
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Dalam hal permochonan sebagaimana ayat (2) huruf b
disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama menindaklanjuti dengan mengajukan
surat permohonan kepada Direktur Audit sebagaimaha
ditetapkan dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Dalam hal permchonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b tidak disetujut oleh Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, maka
Tim Audit menyelesaikan proses Audit menggunakan
NPA sebelumnya. '
Direktur Audit memberikan jawaban atas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat
(3) dalam jangka waktu 7 ({tujuh) hari kerja sejak

diterimanya permohonan dengan menggunakan contoh



(1)

(2)

(1)

(@)

(3)

format lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Dalam hal Direktur Audit tidak memberikan jawaban dalém
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
permohonan dianggap ditolak.
Pasal 12 4
Dalam hal Audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit
Kepabeanan dan Cukai maka Direktur Audit menyampaik_an
tembusan surat tugas kepada Direktur yang mempunyai
tugaé menegakkan kepatuhan internal dan Kepala Kan:ftor
Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Utama terkait?.
Dalam hal Audit dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atiau
Kantor Pelayanan Utama maka Kepala Kantor Wilayah atau
Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan tembus{én
surat tugas kepada Direktur Audit, Direktur yang
mempunyai tugas menegakkan kepatuhan internal dan
Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama terkait. |
_ Pasal 13 4
Setiap penerbitan surat tugas harus diikkuti dengan
penerbitan daftar kuesioner untuk Auditee yang diterbitkén
oleh Direktur Audit , Kepala Kantor Wilayah atau Kepéla
Kantor Pelayanan Utama dengan menggunakan cont%oh
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII yaing
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini. _ l
Daftar kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllSl
oleh Auditee dan dikirim kepada Direktur Audit, Kepasfla
Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
dalam amplop tertutup. '
Daftar kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan oleh Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau
Kepé.la Kantor Pelayanan Utama untuk menilai kinerja Tfm

Audit dan tatalaksana Audit.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 14 _
Dalam hal Audit Investigasi berdasarkan surat perinfah
Direktur Jenderal, tembusan surat perintah disampaikan
kepada Direktur Audit, Direktur yang mempunyai tugas
menegakkan kepatuhan intemnal, Direktur yang mempunyai
tugas penindakan dan peryidikan dan Kepala Ka:ftor
Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Utama terkait.isj
Dalam hal Audit Investigasi berdasarkan surat perin{ah
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utarila,
tembusan surat perintah disampaikan kepada Dire&ur
Jenderal, Direktur Audit, Direktur yang mempunyai tugas
menegakkan kepatuhan internal, Direktur yang mempunsyai
tugas penindakan. dan penyidikan dan Kepala Kantor
Wilayah dan/atau Kepala Kantor Pelayanan Utama terkait.?
' BABV |
TIM AUDIT

Pasal 15 ‘
Audit dilaksanakan oleh Tim Audit Direktorat Augit
Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah, atau Kanfftor
Pelayanan Utama. | [

Audit dapat dilaksanakan secara bersama-sama denéan

instansi lain. '

4 Pasal 16 l'
Susunan keanggotaan Tim Audit sebagaimana dimaksfud
dalam Pasal 15 terdiri dari : :

a. PMA;

b. PTA;

¢. Ketua Auditor; dan

d. seorang atau lebih Auditor.

Dalam hal Audit Investigasi, susuhan keanggotaan Tim Aufdit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan
seorang atau lebih Pejabat Bea dan Cukai dari Direkto;‘at
Penindakan dan Penyidikan atau Unit yang melaksanakian
tugas dan fungsi Penindakan dan Penyidikan. ,



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Susunan keanggotaan Tim Audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah:
a. seorang atau lebih Pejabat Bea dan Cukai selain

Auditor; dan/atau

b. seorang atau lebih pejabat instansi lain di luar

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. :
Untuk kepentingan penugasan Audit sebagaimaha
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pejabat instansi ldin
di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat
diberikan penugasan sebagai PMA, PTA, Ketua dan
Auditor.

Pasal 17

PMA, PTA, Ketua Auditor, Auditor, Pejabat Bea dan
Cukai dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud dalém
Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Tim Audit,
dapat diganti jika yang bersangkutan dialihtugaskan,
atas permintaan sendiri atau berdasarkan pertimbangan
Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepéla
Kantor Pelayanan Utama.

Jumlah anggota Tim Audit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, ayat {2) dan ayat t3)
dapat ditambah dalam hal volume pekerjaan dan/atau
tingkat kesulitan tinggi untuk mengoptimalkan

pelaksanaan Audit.

Pasal 18

Dalam hal terdapat penggantian atau penambahan

dalam Tim Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) dan ayat (2), Direktur Jenderal, Direktur Audit,
Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama harus menerbitkan surat tugas atau surat
perintah dengan menggunakan contoh formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.



(2)

Dalam hal terdapat penggantian PMA, PTA, Ketua
Auditor, Auditor, dan/atau pejabat Bea dan Cukai, surat
tugas atau surat perintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara
Serah Terima Penugasan menggunakan contoh formlilir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV ya:ng
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

Pelaksanaan Audit terhadap Orang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, pada periode Audit berikutnya harus
dilakukan oleh Tim Audit yang berbeda.

(3)

BAB VI
PERIODE AUDIT

Pasal 20

Periode Audit Umum ditetapkan selama 2 (dua) tahun

sampai dengan akhir bulan sebelum bulan penerbit:an

surat tugas.

Apabila akhir periode Audit kurang dari 2 (dua) tahun

maka periode Audit dimulai sejak akhir periode Audit

sebelumnya atau sejak Auditee melakukan kegiatan
kepabeanan dan/atau cukai sampai dengan akhir bulan
sebelum bulan penerbitan surat tugas.

Tim Audit dapat mengusulkan perpanjangan perio'de

audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan:

a. terdapat indikasi pelanggaran yang berulang-ulang
baik yang terjadi didalam periode Audit maupun yahg
terjadi diluar periode Audit;

b. terdapat informasi dari pithak lain yang menyatakén
bahwa terdapat indikasi pelanggaran kepabeanan
dan/atau cukai yang terjadi diluar periode Audit;

dan/atau



c. atas perintah atau permintaan Direktur Jenderal,
Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama. '

(4) PMA mengajukan usulan perpanjangan periode Audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direkﬁur
Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama dengan menggunakan contoh formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturén
Direktur Jenderal ini.

(5) Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala-
Kantor Pelayanan Utama dapat menyetujui atau
menolak usulan perpanjangan periode Audit ya_hg
diajukan oleh PMA dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 21
Periode Audit Khusus dan Audit Investigasi sesuai kebutuhan

berdasarkan ruang lingkup NPA dan LAOA.

BAB VII
KEGIATAN AUDIT

Bagian Pertama
Perencanaan Audit
Pasal 22
Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama dapat mengundang Auditee untuk
diberikan penjelasan perihal pelaksanaan Audit yang akan
dilaksanakan dengan menggunakan contoh formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini.



(1)

(3)

Pasal 23
Setelah menerima surat tugas atau surat perintah yang
dilengkapi LAOA, Tim Audit harus menyusun Rencana
Kerja Audit dan Program Audit. '
Penyusunan Rencana Kerja Audit sebagaimaﬁa
dimaksud pada ayat (1} dilakukan dengan menggunakan
contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
~ terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Penyusunan Program Audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan padé peraturan pemndaﬁg—
undangan kepabeanan dan/atau cukai sesuai ruang
lingkup Audit. ' |
Contoh penyusunan Program Audit sebagaimaha
dimaksud pada ayat (3} adalah sebagaimana ditetapkén
dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Audit

Pasal 24

Dalam melaksanakan Audit, Tim Audit berwenang:

. meminta Data Audit;

. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Auditee

dan/atau pihak lain yang terkait;

memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat
untuk menyimpan Data Audit, ruangan tempat untuk
menyimpan Sediaan Barang, dan ruangan tempat untuk
menyimpan barang yang dapat memberi petunjuk tentang
keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatén

kepabeanan dan/atau cukai;

. melakukan Tindakan Pengamanan yang dipandang perlu

terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen

yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan/atau



(3)

(4)

()

cukai.

. melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan/atau

cukai berupa penegahan alat angkut dan/atau penyegelan
barang dan/atau alat angkut yang diduga terkait dengén
tindak pidana Kepabeanan dan/atau Cukai dalam rangka
Audit Investigasi.
melakukan pemeriksaan fisik terhadap Sediaan Barang.
mengambil contoh Sediaan Barang untuk kepentingén
pengujian barang, dan dalam hal diperlukan dapat
meminta bantuan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk atau pihak terkait lainnya.
Pasal 25 :
Pelaksanaan Audit harus diselesaikan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penugasan
sebagaimana tercantum dalam surat tugas atau sufat
perintah.
Yang dimaksud dengan tanggal penugasan sebagajmaha
dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal dimulairfya
kegiatan Pekerjaan Lapangan. '
Penyelesaian Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diperpanjang oleh Direktur Audit, Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama sehingga
menjadi paling lama 12 (dua belas) bulan dengan
periode perpanjangan maksimum 3 ({tiga} bulan untuk
setiap permohonan perpanjangan penyelesaian Audit.
Dalam hal penyelesaian Audit tidak dapat diselesaikan
dalam jangka waktu 9 {sembilan) bulan sejak tanggal
penugasan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau
Kepala Kantor Pelayanan Utama harus mengambil
langkah-langkah  yang  dianggap perlu  untuk
menyakinkan kepastian penyelesaian Audit.
Dalam hal langkah-langkah vyang dianggap perlu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyelesaian

Audit diperkirakan tidak dapat memenuhi jangka waktu



(7)

(8)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Auciit,
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanén
Utama harus mengajukan perpanjangan Kepada
Direktur Jenderal sebelum jangka waktu 12 (dua belas)
bulan berakhir. '
Dalam hal pelaksanaan Audit tidak dapat diselesaikén
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PMA harus mengajukan pérmohonan perpanjangén
jangka waktu penyelesaian Audit sebelum bcrakhirnya
jangka waktu penyelesaian Audit kepada Direktur Audit,
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama  dengan  menggunakan contoch  formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XX yaing
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturén
Direktur Jenderal ini.

Dalam hal pelaksanaan Audit tidak dapat diselesaikan
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada aj}at
(3), Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepr—.ﬂa
Kantor Pelayanan Utama berdasarkan permintaan PMA,
harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka
waktu penyelesaian Audit éebelum berakhirnya jangi{a
waktu penyelesaian Audit kepada Direktur Jenderal
dengan menggunakan contoh formulir sebagajmaha
ditetapkan dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini:.
Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat
menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu
penyelesaian Audit dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.



(1)

(3)

Pasal 26

Pelaksanaan Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (1) meliputi Pekerjaan Lapangan dan Pekerjaan

Kantor. |

Pekerjaan Lapangan sebagéimana dimaksud dalam ayat

(1) terbagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. penyampaian surat tugas atau surat perintah dan
observasi; dan

b. penngumpulan data dan informasi.

Dalam tahap penyampaian surat tugas atau surat

perintah dan observasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, Tim Audit melaksanakan kegiatan
antara lain:

a. menyerahkan surat tugas atau surat perintah,
memperlihatkan tanda pengenal, dan menjelaskan
tujuan pelaksanaan Audit kepada Auditee atau ydng
mewakili.

b. bersama-sama dengan Auditee melakukan
penandatanganan Pakta Integritas dengan
menggunakan  contoh  formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran L;(XIII yang merupakén
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direkfur
Jenderal ini. |

¢. meminta Auditee atau yang mewakili untuk
memberikan penjelasan tentang Sistem Pengendalian
Internal (SPI) yang diterapkannya.

d. melakukan pengujian terhadap pelaksanaan SPI
sebagaimana ayat (3) huruf ¢ guna penyempurnaan
Rencana Kerja Audit dan  Program Audit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Dalam tahap pengumpulan data dan informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tim Audit

meminta  Auditee atau yang mewakili. untﬁk

menyerahkan data sesuai ruang lingkup Audit dengan



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

menggunakan contoch formulir sebagaimana ditetapkén
dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. ‘
Setelah selesai pekerjaan lapangan sampai deng'_an
diterbitkan LHA, Tim Audit membuat laporén
perkembangan pelaksanaan Audit kepada Direkfur
Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama.

Laporan perkembangan pelaksanaan Audit sebagaimaha
ayat (5) dilaporkan tiap bulan dengan menggunakan
contoh formulir sebagaimana ditetapkan Lampiran XXV
yvang merupakan Dbagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 27

Dalam tahap pengumpulan data dan informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b,
Tim Audit dapat melakukan pencacahan fisik Sediaan
Barang sesuai Rencana Kerja Audit dan Program Audit
yang telah disusun.

Sebelum pelaksanaan pencacahan fisik Sediaan Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit harus
memberitahukan rencana pelaksanaannya dengan
menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. |
Ketentuan mengenai pemberitahuan secara tertulis
rencana pelaksanaan pencacahan fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku untuk Audit
Investigasi.
Dalam hal pelaksanaan pencacahan fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memerlukan peralatan dan/atau
keahlian khusus, Auditee wajib menyediakan peralatan

dan tenaga ahli tersebut.



(2)

(1)

Hasil pelaksanaan pencacahan fisik Sediaan Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara dengan menggunakan contch formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXVIL

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 28

Untuk kepentingan pelaksanaan Audit, Auditee wajib:

a. menyerahkan Data Audit dan menunjukkan Sediaan
Barang untuk diperiksa; |

b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis;

c.. menyediakan tenaga dan/atau peralatan deng;em
biaya Auditee apabila penggunaan data elektronik
memerlukan peralatan dan/ atau keahlian khusus;
dan |

d. menyerahkan contoh barang dari Sediaan Barang
bila diminta oleh Tim Audit untuk menunjahg
pemeriksaan Data Audit. '

Dalam hal pimpinan Auditee tidak berada di tempat atau

berhalangan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) beralih kepada yang mewakilinya.

Pasal 29 ,

Berdasarkan permintaan Data Audit sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4}, Auditee wajib

menyerahkan Data Audit secara lengkap.

Terhadap penyerahan Data  Audit sebagaimaha

dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai

berikut :

a. penyerahan Data Audit untuk Audit Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan
Audit Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) huruf b harus dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
diterimanya permintaan Data Audit dan dapat

diperpanjang atas permohonan Auditee sebelum



(4)

(5)

(®)

jangka waktu penyerahan Data Audit berakhir untuk
jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja,

b. penyerahan Data Audit untuk Audit Khusus yang
dilakukan dalam rangka keberatan atas penetapan
Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, harus dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari keija
sejak tanggal diterimanya permintaan Data Audit; .

c. penyerahan Data Audit untuk Audit Investigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus
dilakukan pada saat diterimanya permintaan Data
Audit

Permohonan perpanjangan batas waktu penyerahén

Data Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukan secara tertulis kepada PMA sebelum jangka

waktu penyerahan Data Audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a berakhir.

Perpanjangan batas waktu penyerahan Data Audit

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat

diberikan dengan menggunakan contoh formu;Hr
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXVIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Penyerahan Data Audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan pengembalian Data Audit dilakukan secara
tertulis dengan menggunakan contoh  formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXIX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Data Audit dapat berupa salinan, fotocopy, dan/atau
data elektronik dengan ketentuan Auditee membuat
surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai
bahwa yang diserahkan kepada Tim Audit adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan dengan



(1)

(3)

(4)

(5)

menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 30 .
Dalam hal Auditee tidak menyerahkan Data Audit secara
lengkap sesuai batas waktu penyerahan Data Audit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a,
kepada Auditee diberikan surat peringatan [.
Dalam hal Auditee tidak Dbersedia atau tidak
menyerahkan Data Audit secara lengkap setelah 3 (tiga)
hari kerja sejak surat peﬁngata.n I sebagaimaha
dimaksud pada ayat (1) diterima, kepada Auditee
diberikan surat peringatan II. |
Dalam hal Auditee tidak bersedia atau tidak
menyerahkan Data Audit secara lengkap setelah 3 {tiga)
hari kerja sejak surat peringatan II sebagaimaﬁa
dimaksud pada ayat (2) diterima sehingga menyebabkan
Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat menjalankan
kewenangan melakukan Audit, Auditee dianggap
menolak membantu kelancaran Audit.
Dalam hal pimpinan Auditee atau yang mewakili
menolak  untuk  membantu  kelancaran = Audit
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Auditee
atau yang mewakilinya harus menandatangani surat
pernyataan penolakan diaudit.
Dalam hal pimpinan Auditee atau yang mewakili
menolak untuk menandatangani surat pernyataan
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim
Audit harus membuat Berita Acara dengan
menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. |
Surat peringatan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)}

dan surat peringatan II sebagaimana dimaksud pada



(2)

(2)

ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh PMA
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran XXXII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini.

Pasal 31
Dalam hal Auditee tidak bersedia atau tidak
menyerahkan Data Audit secara lengkap sesuai bat:as
waktu penyerahan Data Audit dalam rangka Audit
Khusus keberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (2) huruf b Tim Audit menyusun LHA
berdasarkan data yang diperoleh. |
Dalam hal Auditee tidak bersedia atau tidak
menyerahkan Data Audit secara lengkap sesuai batas
waktu penyerahan Data Audit dalam rangka audit
investigasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(2) huruf ¢ Tim Audit dapat melakukan Tindakan
Pengamanan dan/atau penindakan sesuai dengan Pasal
24 butir (d) dan (e]).
Pasal 32

Berkaitan dengan Pekerjaan Lapangan sebagaimaha
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2}, dalam hal Auditee
menolak untuk diaudit, Auditee atau wakilnya harus
menandatangani surat pernyataan penolakan diaudit
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran XXXIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan D_irektﬁr
Jenderal ini; dan

Dalam hal Auditee atau wakilnya menolak untuk
menandatangani surat pernyataan penolakan diaudit,
Tim Audit harus membuat berita acara penolakan
diaudit dengan menggunakan contoh formﬁlir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XXXIV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan



Direktur Jenderal ini.

{3) Berkaitan dengan Pekerjaan Lapangan sebagaimaha
dimaksud dalam Pasal 26 ayat {2), dalam hal Auditee
menolak membantu kelancaran Audit : '

a. dalam hal Auditee atau wakilnya tidak berada di
tempat, Audit tetap dilaksanakan dengan terlebih
dahulu meminta pegawai yang ada untuk mewakili
Auditee dan mendampingi Tim Audit guha
membantu kelancaran Audit;

b. Auditee atau pegawai Auditee sebagaimana
dimaksud pada huruf a harus menandatangani Sufat
pernyataan penolakan membantu kelancaran audit
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran XXXV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini; atau |

c. dalam hal Auditee atau pegawai Auditee
sebagaimana dimaksud pada huruf a menolak untuk
menandatangani surat pernyataan penolak_ém
membantu kelancaran audit sebagaimana dimaksud
pada huruf b, Tim Audit harus menyusun berita
acara penolakan membantu kelancaran audit dengén
menggunakan contoh formulir scbagaimana
ditetapkan dalam Lampiran XXXVI yang merupakén
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Pasal 33

Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Paéal

24 huruf d dapat dilakukan dalam hal:

a. Auditee atau wakilnya tidak memberi kesempatan kepada
Tim Audit untuk memasuki bangunan kegiatan usaha,
ruangan tempat untuk menyimpan Data Audit termasuk
sarana/media penyimpan data elektronik, pita cukai atau

tanda pelunasan cukai lainnya, Sediaan Barang,



b.

C.

(1)

(2)

dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentahg
keadaan kegiatan usaha dan/atau tempat lain yang
dianggap penting;

Auditee menolak diaudit atau menolak membantu
kelancaran Audit; dan/atau

Tim Audit memerlukan upaya pengamanan Data Audit.

Pasal 34 '

Direktur Jenderal, Direktur Audit, Kepala Kantor

Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat

menghentikan pelaksanaan Audit dalam hal: .

a. Pekerjaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) tidak dapat dilaksanakan;

b. Audit tidak dapat dilanjutkan setelah Tindakan
Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33; '

c. terdapat alasan selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b. '

Penghentian Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menggunakan BAPA dengén

menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran XXXVII yang .rnerupakan bagian tidﬁk
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. |

BAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dlgunakan

untuk menyusun LHA. |

Dalam hal pelaksanaan Audit dihentikan sebagaimaﬁa

dimaksud pada ayat (1): '

a. Auditee yang bersangkutan dapat direkomendasikan
kepada Direktorat dan/atau Bidang terkait untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

b. Auditee yang Dbersangkutan dapat dilakukan
pemblokiran dan ditindaklanjuti sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(2)

Pasal 35
Berdasarkan data dan informasi yang diterima déri
Auditee, Tim Audit melakukan pengujian berdasark:an
Program Audit yang disusun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1). '
Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan menggunakan Teknik Audit Sampling.

Pasal 36

Terhadap proses dan hasil dari pengujian data dan
informasi yang diterima dari Auditee sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35, Tim Audit membuat KKA.
KKA sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar T:im
Audit untuk menyusun DTS sesuai dengan contoh
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini. :
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} dalam hal:
a. Audit Khusus yang dilakukan dalam rangka

keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai;

atau

b. Audit Investigasi.

Pasal 37
DTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
disampaikan kepada Auditee dengan menggunakan
surat pengantar yang ditandatangani oieh Direktur
Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama sesuai contoh formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran XXXIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini dengan disertai lembar pernyataan

persetujuan DTS sesuai contoh formulir sebagaimana



(2)

(4)

(6)

ditetapkan dalam Lampiran XL yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini:.
Sebelum surat pengantar DTS ditandatangani, Direktur
Audit, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanén
Utama dan/atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta
Tim Audit untuk mempresentasikan temuan auditnya..
Auditee harus menanggapi DTS secara tertulis dengan
cara mengisi dan menandatangani pada kolom yang
telah disediakan serta mengirimkan kembali kepada Tim
Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya surat pengantar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1). '
Apabila diperlukan, sebelum memberikan tanggapan
Auditee dapat meminta penjelasan secara tertulis atas
DTS.

Sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terlewati, Auditee dapat mengajukan permohonan
perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan
secara tertulis kepada Direktur Audit, Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
Berdasarkan  permohonan  Audifee  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Direktur Audit, Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat
memberikan  perpanjangan  waktu  penyampaian
tanggapan.

Perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diberikan 1
(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XLI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.



(8)

(1)

(2)

(1)

(2)

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) daﬁat
berupa: '
a. menerima seluruh temuan dalam DTS;

b. menolak sebagian temuan dalam DTS; atau

c. menolak seluruh temuan dalam DTS.

Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (7) terlewati, Auditee tetap tidak
menyampaikan tanggapan, maka Auditee dianggap
menyetujui seluruh DTS dan atas DTS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pembuatan
BAHA.

Pasal 38
Dalam hal Auditee menerima seluruh temuan hasil
Audit dalam DTS sebagaimana dimaksud dalam Paéal
37 ayat (8) huruf a, Audifee menandatangani Lembar
Persetujuan DTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1).
Lembar Persetujuan DTS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dijadikan dasar pembuatan BAHA.

Pasal 39

Dalam hal Auditee menolak sebagian temuan dalam DTS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) huruf b
atau menolak seluruh temuan dalam DTS sebagaimaha
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) huruf ¢, Tim Audit
dan Auditee melakukan pembahasan akhir yang
dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
setelah tanggal diterimanya tanggapan Auditee .

Direktur Audit u.b Kepala Subdirektorat yahg
melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan audit dan
penelitian ulang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor
Wilayah u.b Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan
tugas dan fungsi di bidang Kepabeanan dan Cukai atau
Kepala Kantor Pelayanan Utama u.b Pecjabat Bea dan

Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang



(5)

(6)

Kepabeanan dan Cukai mengundang Auditee untuk
melakukan Pembahasan Akhir dengan menggunakan
contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. _
Berdasarkan permohonan Auditee, Direktur Audit u.b
Kepala Subdirektorat yang melaksanakan tugas d?m
fungsi pelaksanaan audit dan penelitian ulahg
kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah atau
Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat memberikém
persetujuan perubahan waktu pelaksanaan Pembahasan
Akhir dengan  menggunakan contoh  formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XLII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Perubahan waktu pelaksanaan Pembahasan Akhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} hanya diberikan 1
(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Proses Pembahasan Akhir dituangkan dalam risalah
Pembahasan Akhir dengan menggunakan contoh
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XLIV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini. |
Risalah pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dirangkum dalam Hasil Pembahasan Akhir
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran XLV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini dan ditutup dengan BAHA. '



(7)

(2)

(3)

(5)

(6)

Auditee dianggap menerima seluruh temuan Audit

dalam DTS dan dijadikan dasar pembuatan BAHA,

dalam hal:

a. Auditee tidak menghadiri Pembahasan Akhir;

b. Auditee  hadir tetapi tidak melaksanakéln
Pembahasan Akhir; atau

c. Auditee melaksanakan Pembahasan Akhir tetélpi
tidak menandatangani hasil Pembahasan Akhir,

Pasal 40
BAHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (9),
Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (7) huruf a dén
huruf b dibuat dengan menggunakan contoh formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XLVI yaﬁg
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.
BAHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat t6)
dan Pasal 39 ayat (7) huruf ¢ dibuat dengan
menggunakan contoh formulir sebagaimana ditetapkén
dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (9)
dilampiri dengan DTS yang tidak ditanggapi oleh
Auditee. '
BAHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2)
dilampiri dengan lembar persetujuan DTS yang telah
ditandatangani oleh Auditee.
BAHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7)
huruf a dilampiri dengan:
a. DTS yang telah ditanggapi oleh Auditee; dan
b. undangan Pembahasan Akhir.

BAHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7)
huruf b dilampiri dengan: |
a. DTS yang telah ditanggapi oleh Auditee;

b. undangan Pembahasan Akhir; dan



(7)

(8)

(1)

c. daftar hadir. :

BAHA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7)

huruf ¢ dilampir: dengan:

a. DTS yang telah ditanggapi oleh Auditee ;

b. Undangan Pembahasan Akhir;

c. daftar hadir; dan

d. hasil Pembahasan Akhir yang tidak ditandatangani
oleh Auditee.

BAHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6)

dilampiri dengan: | |

a. DTS yang telah ditanggapi oleh Auditee;

b. Undangan Pembahasan Akhir;

c. hasil Pembahasan Akhir yang ditandatangai Auditee;

d. risalah Pembahasan Akhir; dan :

e. daftar hadir.

Tim Audit dan Auditee harus menandatangani BAHA

beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (8).

Pasal 41

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Tim
Audit dengan Auditee dalam risalah Pembahasan Akhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) yahg
terkait penafsiran peraturan kepabeanan dan/atau
cukai, PMA mengajukan permohonan penelaahan
dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran XLVIII yang rnerupakén
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini kepada Direktur Audit, Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam
waktu 3 hari kerja sejak tanggal Risalah Pembahasan
Akhir.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama dapat menolak atau
menyetujui permohonan penelaahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal permohonan penelaahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditolak, Tim Audit membuat
hasil pembahasan  akhir berdasarkan Risaléh
Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal
39 ayat (5) dan menutup Pembahasan Akhir dengén
membuat BAHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (6). |
Dalam hal permohonan penelaahan sebagaimaha '
dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Audit, Kepala
kantor wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
harus membentuk Tim Penelaahan. '
Tim Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus mulai melakukan penelaahan  selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejék
tanggal pembentukan Tim Penelaahan. '
Hasil Penelaahan harus dituangkan dalam Risalah
Penelaahan dengan menggunakan contoh formulir
sebagaimana  ditetapkan dalam Lampiran XLIX
Peraturan Direktur Jenderal ini dan merupakan bagi._an
dari Risalah Pembahasan Akhir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (5).

Risalah Peneclaahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) disampaikan kepada Direktur Audit, Kepala
Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
dengan menggunakan contch formulir sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran L Peraturan Direktur

Jenderal ini.



(8)

(1)

Tata kerja Tim Penelaahan diatur dalam Lampiran LI

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 42
Hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (8) huruf ¢ memuat:
a. temuan audit yang disetujui oleh Auditee;
b. temuan audit yang dibatalkan oleh Tim Audit;
dan/atau

c. temuan audit yang dipertahankan oleh Tim Audit.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Audit

Pasal 43
Dalam hal Audit Umum sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (2) atau Audit Khusus sebagairnaha
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, LHA disusun
berdasarkan BAPA atau BAHA. '
LHA yang disusun berdasarkan BAHA sebagaimapa
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan
contoh  formulir sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran LII Peraturan Direktur Jenderal ini.
LHA yang disusun berdasarkan BAPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan
contoh formulir sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran LIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
LHA dan KKA disampaikan secara hardcopy dan/atau
data elektronik kepada Direktur Audit, Kepala Kantor
Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. ‘
LHA dan KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
terkait dengan tagihan audit dan kewajiban yahg
menjadi dasar pemeriksaan audit selanjutnjra,

disampaikan secara hardcopy kepada Auditee.



(6)

(8)

(9)

{2)

Dalam hal Audit Khusus yang dilakukan dalam rangka
keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a
atau Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat (1), LHA disusun berdasarkan KKA.

LHA yang disusun berdasarkan KKA sebagaimana
dimaksud pada ayat {6) disusun dengan menggunakan
contoh  formulir sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran LIV yang merupakan bagian tidak terpisahkén
dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Dalam hal Audit Khusus yang dilakukan dalam rangka
keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai
dan/atau Audit Investigasi, LHA dan KKA tidak
disampaikan kepada Auditee.
LHA dan KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus diterima oleh Direktur Audit paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan LHA.

Pasal 44 _
LHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)
digunakan sebagai dasar:
a. penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
b. penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
c. penerbitan surat tindak lanjut; dan/atau
d. penerbitan surat tindak lanjut hasil audit cukai.
Penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam: '
a. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai
Pabean (SPKTNP), dalam hal terdapat kekurangan
dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk, cukai,
pajak dalam rangka impor, dan/atau Sanksi
administrasi berupa denda yang diakibatkan karena

kesalahan tarif dan/atau nilai pabean.



(3)

(4)

(6)

(7)

b. Surat Penectapan Kembali Perhitungan Bea Keluar
(SPKPBK), dalam hal terdapat kekurangén atau
kelebihan pembayaran bea keluar dan/atau sanksi
administrasi berupa denda. '

Penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimaﬁa

dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam:

a. Surat Penetapan Pabean (SPP), dalam hal terdapat
kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, pajék
dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi
berupa denda; atau '

b. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), dalam
hal terdapat pengenaan sanksi administrasi berupa
denda.

Penerbitan surat tindak lanjut sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:

a. tidak terdapat kekurangan pembayaran bea masuk,
cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi
administrasi berupa denda;

b. terdapat rekomendasi kepada pihak-pihak yang
terkait sesuai ketentuan yang berlaku. ‘

Tindak lanjut terhadap rekomendasi sebagaimaﬁa

dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepaida

Direktur Audit dan apabila tidak dapat dilaksanakan

harus memberikan penjelasan tertulis. _

Surat tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diterbitkan dengan menggunakan contoh formulir

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran LV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Surat tindak lanjut hasil audit cukai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan dalam hal

pelaksanaan audit cukai dengan menggunakan contoh

formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran LVI

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



(1)

(2)

(2)

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 45
LHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6)

digunakan sebagai dasar penerbitan surat Tindak Lanjut
Hasil Audit.

Surat Tindak Lanjut Lanjut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan Kkepada unit kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk
ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan perundang-

undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Pasal 46 _
Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) dan Surat Penetapan Kembali Perhitungén
Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimana dimaksud dalam
pasal 44 ayat (2) ditandatangani oleh: '
a. Direktur Audit atas nama Direktur Jenderal dalé_un
hal Audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit
Kepabeanan dan Cukai;
b. Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal
dalam hal Audit dilaksanakan oleh Kantor Wilayah;
atau ’
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur
Jenderal dalam hal Audit dilaksanakan oleh Kantor
Pelayanan Utama.
Surat Penetapan Pabean (SPP) dan Surat Penetapan
Sanksi Administrasi (SPSA) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (3}, surat tindak lanjut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan
surat tindak lanjut hasil audit cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7) ditandatangani oleh:
a. Direktur Audit dalam hal Audit dilaksanakan oleh
Direktorat Audit;
b. Kepala Kantor Wilayah dalam hal Audit

dilaksanakan oleh Kantor Wilayah; atau



(1)

(2)

(3)

c. Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam hal Audit

dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 47

Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabeén

(SPKTNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat

(2) huruf a, Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea

Keluar (SPKPBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

ayat (2) huruf b, Surat Penetapan Pabean (SPP]

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a,

Surat  Penetapan  Sanksi  Administrasi = (SPSA)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf?b,

dan/atau surat tindak lanjut hasil audit cukai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7}):

a. diterbitkan terpisah antara temuan Audit yahg
disetujui dengan temuan Audit yang dipertahankan
untuk setiap Kantor Pelayanan Utama dan/ atau
Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang melakukan
kegiatan monitoring pelaksanaan penagihan;

b. disampaikan kepada:

1. Auditee; :

2. Direktur Audit, dalam hal Audit dilakukan oleh
Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utaﬁa;
dan/atau

3. Kepala Kantor Pelayanan Utarma, Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Keberatan dan/atau Kepala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Surat tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal

44 ayat (4) disampaikan kepada setiap pihak terkait.

Penyampaian Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau

Nilai Pabean (SPKTNP), Surat Penetapan Kembali

Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK), Surat Penetapan

Pabean (SPP), dan/atau Surat Penetapan Sanksi

Administrasi (SPSA) dilakukan dengan menggunakan

contoh  formulir sebagaimana ditetapkan dalam



Lampiran LVII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(4) Atas setiap penyampaian Surat Penetapan Kembali Tarif
dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), Surat Penetapan
Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK]), Suli"at
Penetapan Pabean (SPP), Surat Penetapan Sanksi
Administrasi (SPSA), dan/atau surat tindak lanjut hasil
audit cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (._1),
Kepala Bidang yang menangani penagihan pada Kantor
Pelayanan Utama dan/ atau Kepala Kantor Pengawasén
dan Pelayanan harus melakukan pemantauan atas
pelaksanaan penagihan.

(5) Penyampaian surat penetapan sebagaimana dimaksﬁd
pada ayat (3) dilampiri dengan penjelasan terkait dengan
temuan hasil Audit berupa Executive Summary untuk
masing-masing kantor tujuan.

(6) Executive Summary sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) disusun dengan menggunakan contoh formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran LVIII yahg
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direlktur Jenderal ini.

Pasal 48
Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
huruf a, Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar
(SPKPBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)
huruf b, Surat Penetapan Pabean (SPP} sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a , Surat Penetapan
Sanksi Administrasi (SPSA)} sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (3} huruf b menggunakan contoh formulir
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur bentuk dan isi surat penectapan,

surat keputusan, surat teguran, dan surat paksa.



(1)

(1)

Pasal 49
Direktorat Audit, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan
Utama harus menatausahakan hasil Audit,
Tatacara penatausahaan hasil Audit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran LIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB

Pasal 50

Tim Audit bertanggung jawab terhadap kesimpulan dan/
atau rekomendasi Audit yang dituangkan dalam LHA
yang disusun berdasarkan data yang telah diserahkan
oleh Auditee pada saat pelaksanaan Audit.

Tim Audit harus merahasiakan segala informasi yang
telah diperoleh dari Auditee kepada pihak lain yang
tidak berhak.

Auditee bertanggung jawab terhadap kebenaran dan
kelengkapan data yang telah diserahkan kepada Tim

Audit pada saat pelaksanaan Audit.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51
Pelaksanaan Audit atas surat tugas atau surat perintah yang
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal
ini, diselesaikan dengan menggunakan ketentuan dalam
Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-9/BC/2012 tentang
Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.

Pasal 52
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini,
Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-9/BC/2012 tentang
Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 53
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 November 2017

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-

HERU PAMBUDI
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LAMPIRAN XXX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DATA AUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama e e e (1)

Pekerjaan/Jabatan ... ... (2)

Alamat e e e (3)
Dalam hal ini bertindak selaku :

Pimpinan Wakil Kuasa dari Perusahaan™)

Nama e e e (4)

NPWP L e e (5)

Alamat e e e aa e el (B)
telah menyerahkan data audit dalam rangka pelaksanaan audit kepada Tim Audit Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Tugas/Perintah: .................. tanggal......... (7)

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data audit yang diserahkan berupa salinan/foto
copy/data elektronik* adalah benar dan sesuai dengan aslinya sehingga kebenaran data dapat
kami pertanggungjawabkan.

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa
paksaan dari siapapun serta bersedia bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul
dari pernyataan ini.

Yang membuat pernyataan

Materai*
Rp.6000

..{9)
Cataten :
*} berilah tanda X pada kotak sesuai kedudukan Saudara



Angka (1)

Angka (2)

Angka (3)

Angka (4)
Angka {35)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN AUDITEE

Diisi dengan nama pimpinan, wakil perusahaan,
atau kuasa dari Perusahaan yang diaudit

Diisi dengan jabatan pimpinan,wakil perusahaan,
atau kuasa dari Perusahaan yang diaudit

Diisi dengan alamat rumah pimpinan, wakil
perusahaan, atau kuasa dari perusahaan yang
diaudit

Diisi nama perusahaan yang diaudit

Diisi NPWP perusahaan yang diaudit

Diisi alamat perusahaan yang diaudit

Diisi Nomor dan tanggal Surat Tugas/Perintah

Diisi tempat dan tanggal saat penanda tangan surat
Diisi nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan,
wakil perusahaan, atau kuasa dari perusahaan yang

diaudit.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
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LAMPIRAN XXXI

PERATURAN DIREXTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN

DIAUDIT
Pada hari ini ............. tanggal ......... bulan.........tahun............... (2), sesuai Surat
Tugas/ Perintah Nomor: .........c.cccovvnene (3), maka kami Tim Audit Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai yang ditugaskan/diperintahkan melakukan audit terhadap:

Nama POV ORI (4)
NPWP USSPV UPRRSRPPOOON (5)
Alamat U URTPUTSRTRUUPRPRPPRPPRIN (< )

dalam pelaksanaan audit tersebut, Perusahaan atau Pihak ketiga menolak untuk

menandatangani surat pernyataan menolak diaudit.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Audit.
Tim Audit Bea dan Cukai

Jabatan......................... (9"

Nama Lengkap**)

Catatan :
*} dipilih sesuai kondisi

**} diisi sesuai susunan Tim Audit



PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN
PENOLAKAN DIAUDIT

Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Angka (2) : Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya
berita acara penolakan diaudit/penolakan atau tidak

membantu kelancaran audit.

Angka (3) : Diisi nomor dan tanggal surat tugas/perintah

Angka (4) : Diisi nama Auditee

Angka (5) :  Diisi NPWP Auditee

Angka (6} : Diisi alamat Auditee

Angka (7) : Diisi dengan nama pimpinan/wakil/kuasa/pegawai

perusahaan atau pihak ketiga yang mempunyai
hubungan usaha dengan perusahaan yang diaudit.
Angka (8) :  Diisi dengan jabatan pada perusahaan atau pihak ketiga
yang mempunyai hubungan usaha dengan perusahaan
yang diaudit
Angka (9) :  Diisi jabatan pada Tim Audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-

HERU PAMBUDI
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LAMPIRAN X3{X11

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUERAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor e (2) Tanggal,bulan, tahun
Sifat . Segera
Hal . Peringatan | atas Penyerahan Data Audit
Yth. Pimpinan.............oo
~(3)
Sebagai pelaksanaan dari Surat Tugas/Surat Perintah
Nomor.............. tanggal...........(4), Saudara telah diminta untuk meminjamkan laporan

keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang
berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai Saudara dengan surat Nomor

e tanggal............. (5), namun sampai dengan tanggal.............(6), Saudara :

Sama sekali tidak meminjamkan

Meminjamkan sebagian.

dan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar
Peminjaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar melengkapinya selambat-
lambatnya pada hari.............. tanggal............{8). Dalam hal Saudara tidak menyerahkan Data
Audit secara lengkap atau tidak mengindahkan Surat Peringatan ini, Saudara akan diberikan
Surat Peringatan I

Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP...

Nama Penerima @ .......oocovvveiiveen.n.
Jabatan
Tandatangan ...



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINGATAN I ATAS PENYERAHAN DATA AUDIT

Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Angka (2) :  Diisi nomor surat '

Angka (3) : Diisi Nama dan Alamat perusahaan yang akan diaudit
Angka (4) : Diisi nomor dan tanggal surat tugas/perintah

Angka (5) : Diisi nomor dan tanggal surat peminjaman data audit
Angka (6) : Diisi dengan tanggal belum diterimanya data audit
Angka (7) : Diisi dengan tanda silang (X) pada pilihan dimaksud
Angka (8) : Diisi dengan batas waktu harus diserahkan berkas

data audit dimaksud



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor S s (2) , Tanggal,bulan, tahun
Sifat . Segera
Hal Peringatan || atas Penyerahan Data Audit
Yth. Pimpinan.........ccooociiiiiii i s
............................................................ (3)
Sebagai pelaksanaan dari Surat Tugas/Surat Perintah :
Nomor..............t1anggal........... (4), Saudara telah diminta untuk meminjamkan laporan :

keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang .
berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai Saudara dengan surat Nomor '

e tanggal.............(5), namun sampai dengan tanggal............. (6), Saudara :

Sama sekali tidak meminjamkan

(7)

Meminjamkan sebagian.

dari laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar
Peminjaman. .

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar melengkapinya selambat-
lambatnya pada hari.............. tanggal............(8). Dalam hal Saudara tidak menyerahkan Data
Audit secara lengkap atau tidak mengindahkan Surat Peringatan ini, Tim Audit akan -
menghentikan audit dan terhadap perusahaan Saudara akan direkomendasikan untuk
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP...

Nama Penerima: ..........cooeeeveenn ..
Jabatan e
Tandatangan ...l



PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERINGATAN II ATAS PENYERAHAN DATA AUDIT

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5}
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor surat

Diisi Nama dan Alamat perusahaan yang akan diaudit
Diisi nomor dan tanggal surat tugas/perintah

Diisi nomor dan tanggal surat peminjaman data audit
Diist dengan tanggal belum diterimanya data audit
Diisi dengan tanda silang (X) pada pilihan dimaksud
Diisi dengan batas waktu harus diserahkan berkas

data audit dimaksud

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
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LAMPIRAN XXXIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUEKAI

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIAUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama L e e e e (1)
Pekerjaan/Jabatan ... ... (2)
Alamat O PP (3)
Dalam hal ini bertindak selaku :
Pimpinan Wakil Kuasa dari Perusahaan™)
Nama e e (4)
NPWP T e e (5)
Alamat P (8)
dalam rangka melaksanakan audit kepabeanan dan cukai oleh Tim Audit Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Tugas/Perintah Nomor:........ tanggal......... (7), dengan ini
menyatakan menolak untuk diauditdengan alasan...................cc 1 (8)

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa
paksaan dari siapapun serta kami bersedia bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang
timbul dari pernyataan ini.

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.6000

i (10)
Catatan :
*) berilah tanda X pada kotak sesuai kedudukan Saudara



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIAUDIT

Angka (1) : Diisi dengan nama pimpinan Auditee, wakil Auditee, atau
kuasa dari Auditee

Angka (2) : Diisi dengan jabatan pimpinan Auditee, wakil Auditee,
atau kuasa dari Auditee

Angka (3) : Diisi dengan alamat rumah pimpinan Auditee, wakil

Auditee, atau kuasa dari Auditee

Angka (4) : Diisi nama Auditee

Angka (5) : Diisi NPWP Auditee

Angka (6) : Diisi alamat Auditee

Angka (7) : Diisi Nomor dan tanggal Surat Tugas/Perintah

Angka (8) : Diisi alasan penolakan audit

Angka (9) : Diisi tempat dan tanggal penandatangan surat

Angka (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan

perusahaan, wakil perusahaan, atau kuasa dari

Perusahaan yang diaudit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
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LAMPIRAN XXX1V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Pada hari ini ............. fanggal ......... bulan......... tahun............... (2), sesuai Surat
Tugas/ Perintah Nomor: .......ococovveiiiienin, (3), maka kami Tim Audit Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditugaskan/diperintahkan melakukan audit terhadap:

Nama O O OOV SRV SRRSO RUUUR (4)
NPWP e et b et an ettt nnr e (5)
Alamat L P PP ORISR (+ )

dalam pelaksanaan audit tersebut, Perusahaan atau Pihak ketiga®) yang dalam hal ini diwakili

oleh pimpinan/wakillkuasa/pegawai*):

Nama E R R OUPT R URPP PO (7)
Jabatan PRSPPI ORRPPPRTPI (8)

menolak diaudit /membantu kelancaran audit®)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,

kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Audit.

Tim Audit Bea dan Cukai

Jabatan.............c.coo.. (9)**)

Nama Lengkap™)
NIP ™)

Catatan :
*) dipilih sesuai kondisi
**) diisi sesuai susunan Tim Audit



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENOLAKAN DIAUDIT

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya
berita acara penolakan diaudit/penclakan atau tidak
membantu kelancaran audit.

Diisi nomor dan tanggal surat tugas/perintah

Diisi nama Auditee
Diisi NPWP Auditee
Diis1 alamat Auditee

Diisi dengan nama pimpinan/wakil/kuasa/pegawai
perusahaan atau pihak ketiga yang mempunyai
hubungan usaha dengan perusahaan yang diaudit.
Diisi dengan jabatan pada perusahaan atau pihak
ketiga yang mempunyai hubungan usaha dengan
perusahaan yang diaudit

Diisi jabatan pada Tim Audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
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LAMPIRAN XXXV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-35/BC/2017
TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT

CUKAI

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN AUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama PSRRI (1)
Pekerjaan/Jabatan ... ... (2)
Alamat e e e e e (3)

Dalam hal ini bertindak selaku :

Pimpinan Wakil Kuasa dari Perusahaan*)
Nama e e (4)
NPWP e, (5)
Alamat S PSP (6)

dalam rangka melaksanakan audit kepabeanan dan cukai oleh Tim Audit Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Tugas/Perintah Nomor:........ tanggal......... (7), dengan ini
menyatakan menolak membantu ketancaran audit dengan
alasan............... e e e e e e (8)

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa
paksaan dari siapapun serta kami bersedia bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang

timbul dari pernyataan ini.

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.6000

Catatan :
*) berilah tanda X pada kotak sesuai kedudukan Saudara
**} dipilih sesuai kondisi



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN
MEMBANTU KELANCARAN AUDIT

Angka (1) : Diisi dengan nama pimpinan Auditee, wakil Auditee, atau

kuasa dari Auditee

Angka (2) : Diisi dengan jabatan pimpinan Auditee, wakil Auditee,
atau kuasa dari Auditee

Angka (3) : Diisi dengan alamat rumah pimpinan Auditee, wakil
Auditee, atau kuasa dari Auditee

Angka (4) : Diisi nama Auditee

Angka (5) : Diisi NPWP Auditee

Angka (6) : Diisi alamat Auditee

Angka (7} : Diisi Nomor dan tanggal Surat Tugas/Perintah

Angka (8) : Diisi alasan penolakan audit

Angka (9) : Diisi tempat dan tanggal penandatangan surat

Angka (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan

perusahaan, wakil perusahaan, atau kuasa dari

Perusahaan yang diaudit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
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LAMPIRAN XXXV]

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAIL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BERITA ACARA PENOLAKAN
MEMBANTU KELANCARAN AUDIT

Pada hari ini ............. tanggal ......... bulan......... tahun............... (2), sesuai Surat
Tugas/ Perintah Nomor: ..o, (3), maka kami Tim Audit Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditugaskan/diperintahkan melakukan audit terhadap:

Nama O USRS SU PP (4)
NPWP TSRO UUP RO RUUPSTUSPN (5)
Alamat U DR PP (6)

dalam pelaksanaan audit tersebut, Perusahaan atau Pihak ketiga*) yang dalam hal ini diwakili

oleh pimpinan/wakil’/kuasa/pegawai*):

Nama e e (7)
Jabatan S URPPTURRUPO (8)

menolak membantu kelancaran audit

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,

kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Audit.

Tim Audit Bea dan Cukai

Jabatan........................ )]

Nama Lengkap™*)
NIP **)

Catatan :
*} dipilih sesuai kondisi
**} diisi sesuai susunan Tim Audit



PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENOLAKAN
. MEMBANTU KELANCARAN AUDIT

Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit

Angka (2) : Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya
berita acara penolakan diaudit/penolakan atau tidak
membantu kelancaran audit.

Angka (3) : Diisi nomor dan tanggal surat tugas/perintah

Angka (4) : Diisi nama Auditee

Angka (5) D Diisi NPWP Auditee

Angka (6) : Diisi alamat Auditee

Angka (7) : Diisi dengan nama pimpinan/wakil/kuasa/pegawai

perusahaan atau pihak ketiga yang mempunyai
hubungan usaha dengan perusahaan yang diaudit.
Angka (8) : Diisi dengan jabatan pada perusahaan atau pihak
ketiga yang mempunyai hubungan usaha dengan
perusahaan yang diaudit
Angka (9) : Diisi jabatan pada Tim Audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Vahjlydi/Adrijanto
T P 9700412 198912 1 001
SBorgest,
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LAMPIRAN XXXVII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BERITA ACARA PENGHENTIAN AUDIT

Nomor: BA...........ccooeeeie (2)
Pada hari ini ............. tanggal ......... bulan......... tahun............... (3), bertempat di
..................................................... (4), kami tim audit :
No Nama NIP Jabatan
(M. U P PP U U P PPN (5)

yang melaksanakan audit berdasarkan Surat Tugas

Nomor.............tanggal............... terhadap :
Nama Auditee O DA SO OO TR PURSPPPP (6)
Alamat S PP UR PP P [ (7}
NPWP . L e e e e e (8)
menghentikan pelaksanaan audit dengan alasan :
1 {9)
PSPPI dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan ditandatangani oleh:

Menyetujui, Tim Audit Bea dan Cukai*)

Direktur/Kepala Kantor.......(10) Jabatan,

Nama Lengkap Nama Lengkap

NIP. NIP .o,
Halaman....... dari...... halaman

Catatan :

*) diisi Nama, NIP dan Jabatan sesuai susunan Tim Audit



PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENGHENTIAN AUDIT

Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit

Angka (2) : Diisi nomor Berita Acara Penghentian Audit

Angka (3) : Diisi huruf/tanggal bulan dan tahun pembuatan BAPA

Angka (4) : Diisi tempat / kota ditandatanganinya BAPA

Angka (5) : Diisi Nama, NIP, Jabatan Pelaksana  Surat
Tugas/Perintah Audit

Angka (6) : Diisi Nama Auditee

Angka (7) : Diisi Alamat Auditee

Angka (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Auditee

Angka (9) : Diisi alasan penghentian pelaksanaan audit

Angka (10) : Diisi nama jabatan penerbit Surat Tugas

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
_ Sekretaris Direktorat Jenderal
UhkGitg o> aLb.

Repgéla Bagian Umum
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LAMPIRAN XXXVIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.................................... (0o
DAFTAR TEMUAN SEMENTARA
Nama Auditee: ......................(2) Nomer Surat Tugas  :.............. (6)
NPWP i (3) Tangga! Surat Tugas : .............. (7)
Alamat s 4)
Periode Audit - ................. ... (5)
No. | Uraian Kegiatan Temuan | Rekomendasi| Keterangan Tanggapan
Audit Auditee™)
1 2 3 4 5 6
A | Pemeriksaan SPI
B | Hasil Kegiatan
C | Kriteria
(8) (9) (10) (11) (12)
Ketua Auditor Pengendali Teknis Audit Pengawas Mutu Audit Pimpinan/Wakil/Kuasa
(13)
(oo Yoo ) (e, ) Jabatan.
NIP............. NIP. NIP
Catatan :

*) Bila halaman yang tersedia tidak mencukupi dapat menggunakan kertas tersendiri

Halaman....... dari....... halaman.....



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4}
Angka (9)
Angka {6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)

Angka (10)

Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR TEMUAN SEMENTARA

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nama Auditee

Diisi NPWP Auditee

Diisi alamat Auditee

Diisi periode audit

Diisi Nomor Surat Tugas

Diisi Tanggal Surat Tugas

Diisi uraian kegiatan audit yang dilaksanakan

Diisi Temuan Audit dari adanya perbedaan antara
kondisi dan criteria

Diisi rekomendasi dari Tim Audit terhadap temuan
tersebut

Diisi nomor Lampiran/Nomor KKA

Diisi tanggapan Auditee terhadap temuan tersebut

Diisi dengan Pimpinan, Wakil atau Kuasa. Dalam hal
bertindak sebagai kuasa harus melampirkan surat
kuasa

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

UAKGA

N

Selcretaris Direktorat Jenderal
S u.b.
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LAMPIRAN XXXIX

FERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR FER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... 2 ) TP

Nomor D e (2) Tanggal, bulan, tahun
Sifat L e (3)
Lampiran @ oo e 4
Hal :  Penyampaian DTS
Yth. Pimpinan ..........................

..{5)

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor @ .............. tanggal.......... (6), bersama ini

disampaikan kepada Saudara Daftar Temuan Sementara (DTS) sebagaimana diuraikan dalam

lampiran ini.

Mengingat DTS tersebut berkaitan dengan kewajiban kepabeanan dan cukai yang
harus Saudara laksanakan, maka Saudara diberikan kesempatan untuk menanggapi secara
tertulis disertai dengan bukti pendukung dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

sejak diterimanya surat ini.

Apabila Saudara menyetujui selurun DTS, diminta agar Saudara menandatangani
Lembar Pernyataan Persetujuan DTS (terlampir), dan mengirimkannya kembali beserta DTS
yang telah ditanggapi kepada Tim Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterimanya surat ini.

Bilamana Saudara tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut diatas,
maka DTS tersebut dianggap telah Saudara setujui dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti

dengan penyusunan Laporan Hasil Audit

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Nama Lengkap
NIP.

Diterima oleh ST

Jabatan UTURU

Tanggal s

Tandatangan/Cap ..o



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR DTS

Angka (1) Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Angka (2) : Diisi nomor surat

Angka (3} Diisi sifat surat

Angka (4) : Diisi jumlah dan satuan dari lampiran

Angka (5) : Diisi nama Auditee

Angka (6) : Diisi Nomor dan Tanggal Surat Tugas audit

Angka (7) : Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai bila audit

dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU bila audit
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan

Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
~ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

m&ﬁ.&retaris Direktorat Jenderal
i . u.b,
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LAMPIRAN XL

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG .
TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
DAFTAR TEMUAN SEMENTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama e (1)
Pekerjaan/Jabatan . ... ... (2)
Alamat U PP (3)

Dalam hal ini bertindak selaku* :

D Pimpinan l:] Wakil D Kuasa dari Auditee

Nama e ()
NPWP e e et (5)
Alamat O SO RO (6)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, menyetujui seluruh temuan daiam
Daftar Temuan Sementara sebagaimana disampaikan melalui Surat Direktur Audit
Kepabeanan dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama .......... (7) Nomor: ................ tanggal .................... hal Penyampaian Daftar
Temuan Sementara.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan saya tandatangani untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

Catatan :

*) berilah tanda X pada kotak sesuai kedudukan Saudara



PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN DTS

Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (3)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

Diisi nama sendiri, wakil atau kuasa dari Auditee
Diisi pekerjaan/jabatan dari penandatangan lembar
pernyataan persetujuan

Diisi alamat domisili dari penandatangan lembar
pernyataan persetujuan

Diisi nama Auditee

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Auditee

Diisi alamat Auditee

Diisi salah satu pejabat penandatangan Surat
Penyampaian DTS

Diisi tempat dan tanggal penandatangan lembar
pernyataan persetujuan

Diisi tandatangan dan nama jelas

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Adrijanto

$700412 198912 1 001
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LAMPIRAN XLI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOCR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... (1 ) N
Nomor PR (2) Tanggal, bulan,tahun
Sifat L e e 3)
Lampiran | .o, (4)
Hal . Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian

Tanggapan Daftar Temuan Sementara

Yth. Pimpinan ...
...(5)

Sesuai dengan Surat Saudara Nomor @ ... tanggal..........(6), tentang
permchonan perpanjangan jangka waktu penyerahan tanggapan atas DTS, yang disampaikan
dengan Surat Nomor : ............... tanggal.......... (7) tentang Penyampaian DTS, dengan ini

kami beritahukan bahwa permohonan Saudara :

ditolak, sehingga jangka waktu penyampaian tanggapan paling lama 7 (tujuh)

hari sejak diterimanya Surat Penyampaian DTS.
(8)

diizinkan sampai dengan tanggal...............

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Nama Lengkap
NIP.



PETUNJUK PENGISIAN
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN TANGGAPAN DTS

Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Angka (2) : Diisi nomor surat

Angka (3} Diisi sifat surat

Angka (4) : Diisi jumlah dan satuan dari lampiran

Angka (5} Diisi nama Auditee

Angka (0) : Nomor dan Tanggal dari Auditee

Angka (7) : Diisi nomor dan tanggal surat pengantar DTS

Angka (8) : Pada kotak diisi tanda X, sesuai dengan keputusan yang
Angka (9) : diberikan.

Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai bila audit
dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU bila
audit dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau Kantor

Pelayanan Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

2> ub.
‘Bagian Umum
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LAMPIRAN XLIT

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN
DAN AUDIT CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

................................ (2) Tanggal, bulan, tahun
Hal ¢ Undangan Pembahasan Akhir

Yth. Pimpinan .........................

Sesuai dengan tanggapan Saudara atas Daftar Temuan Sementara, dengan ini

diminta kehadiran Saudara untuk melakukan pembahasan akhir pada :

Tanggal e (4)
Jam e (5)
Tempat O (&)
Agenda P (7)

Demi kelancaran jalannya pembahasan, agar dipersiapkan data dan bukti pendukung
yang diperiukan, serta diminta untuk menghadirkan pegawai yang terkait dan berkompeten

dengan permasalahan yang dimaksud pada agenda pembahasan.

Dalam hal Saudara tidak dapat menghadiri pembahasan dimaksud, maka terhadap

Wakil atau Kuasa dari Perusahaan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa.

Apabila Saudara tidak menghadiri Pembahasan Akhir, menghadiri tetapi tidak
mefaksanakan Pembahasan Akhir atau melaksanakan Pembahasan Akhir tetapi tidak

menandatangani Hasil Pembahasan Akhir maka Saudara dianggap menyetujui seluruh DTS.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima
kasih.

..(8)

Nama Lengkap
NIP.
Tembusan :
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai/Kepala Kantor Wilayah/Kepala KPU



PETUNJUK PENGISIAN
UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR

Angka (1) . Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit

Angka (2) : Diisi nomor surat

Angka (3) : Diisi nama Auditee

Angka (4) : Diisi tanggal pembahasan akhir

Angka (5) : Diisi jam pembahasan akhir

Angka (6) : Diisi tempat pembahasan akhir

Angka (7) : Diisi dengan pokok-pokok permasalahan yang akan
dibahas

Contoh: klarifikasi, pembahasan dan penyelesaian
permasalahan selisih kurang bahan baku.

Angka (8) . Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai u.b.
Kasubdit Pelaksanaan Audit bila audit dilaksanakan oleh
Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala KPU bila audit dilaksanakan oleh

Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

rijanto
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LAMPIRAN XLIIT

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKATI :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... (1) e
Nomor e (2) Tanggal, bulan, tahun
Hal : Persetujuan Perubahan Wakiu Pembahasan
Akhir
Yth. Pimpinan ..........................
............................................. (3)
Sesuai dengan Surat Saudara Nomor : .............tanggal............... (4), tentang

permohonan perubahan waktu pembahasan akhir, dengan ini kami beritahukan bahwa

permohonan Saudara :

Ditolak, sehingga pembahasan akhir tetap dijadwalkan sesuai dengan undangan

(5) pembahasan akhir.

Disetujui sesuai dengan permintaan Saudara

Tanggal PP (6)
(5) Jam e e (7)
Tempat e e (8)

Dilakukan perubahan jadwal, sehingga pembahasan akhir dilaksanakan pada

Tanggal e e (6)
Jam RSP (7)
Tempat L e s (8)

Demi kelancaran jalannya pembahasan, agar dipersiapkan data dan bukti pendukung
yang diperlukan, serta diminta untuk menghadirkan pegawai yang terkait dan berkompeten

dengan permasalahan yang dimaksud pada agenda pembahasan.

Dalam hal Saudara tidak dapat menghadiri pembahasan dimaksud, maka terhadap

Wakil atau Kuasa dari Perusahaan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa.

Apabila Saudara tidak menghadiri Pembahasan Akhir, menghadiri tetapi tidak
melaksanakan Pembahasan Akhir atau melaksanakan Pembahasan Akhir tetapi tidak

menandatangani Hasil Pembahasan Akhir maka Saudara dianggap menyetujui seluruh DTS.



Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima ;
kasih. |

Nama Lengkap
NIP.
Tembusan :

Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai/Kepala
Kantor Wilayah/Kepala KPU



PETUNJUK PENGISIAN

IJIN PERUBAHAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBAHASAN AKHIR

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)

Angka (5)

Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor surat

Diisi nama Auditee

Diisi nomor dan tanggal surat yang dikirim oleh
Auditee tentang permohonan perubahan waktu
pembahasan akhir

Pilih salah satu sesuai dengan keputusan. Pada kotak
cantumkan tanda X

Diisi tanggal pembahasan akhir

Diisi jam pembahasan akhir

Diisi tempat pembahasan akhir

Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai u.b.
Kasubdit Pelaksanaan Audit bila audit dilaksanakan
oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kepala
Kantor Wilayah atau Kepala KPU bila audit
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau Kantor

Pelayanan Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
o Sekretaris Direktorat Jenderal

drijanto
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LAMPIRAN XLIV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKA!

RISALAH PEMBAHASAN AKHIR

Auditee . .................
Surat Tugas Nomor: .........

I, Temuan Audit

..........................................

..........................................

e Tanggal.............. 3)
...................... @)
...................... (5)
...................... (6)
...................... )
...................... (8)

Demikian risalah ini dibuat dengan sebenarnya yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Berita Acara Hasil Audit dan ditandatangani oleh

Pimpinan/Wakil/Kuasa*) (9)

Paraf {11)

Catatan :
*) dipilih sesuai kondisi

**) diisi sesuai rencana susunan Tim Audit

Tempat, Tanggal, bulan,tahun

Tim Audit Bea dan Cukai*™) (10)
Jabatan

Nama Lengkap
NiIP................

Paraf (11)

Halaman...... dari...... halaman(12)



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)

Angka (5)
Angka (6)
Angka (7}
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10}

Angka (11}

Angka (12)

PETUNJUK PENGISIAN

RISALAH PEMBAHASAN AKHIR
Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi Nama Auditee
Diisi nomor dan tanggal Surat Tugas
Diisi uraian permasalahan temuan Tim Audit yang
dibahas dalam pembahasan akhir
Diisi peraturan/ketentuan yang menjadi dasar temuan
Diisi sanggahan Auditee atas temuan audit
Diisi pendapat Tim Audit atas sanggahan perusahaan
Diisi kesimpulan atas pembahasan akhir
Diisi nama dan tandatangan wakil dari Auditee
Diisi nama dan jabatan dalam audit sesuai dalam surat
tugas
Pada setiap lembar risalah diparaf oleh pihak Auditee
dan pihak Tim Audit

Diisi halaman ke sekian dari seluruh halaman

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
i u.b.
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LAMPIRAN XLV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

),
BERITA ACARA HASIL AUDIT
Nomor: .......ceeviiinnennn (2)

Pada hari ini ............. tanggal ......... bulan......... tahun...............(3), bertempat di
..................................................... (4), kami

No Nama NIP Jabatan

) (6) (7) (8)
menyatakan bahwa:

Nama Auditee L e ee ettt ee et eeeie—hareeserataar e eae s e et naerenaenenraaee s (9)

Alamat OO PSS USRS UPSPPRUPRON (10)
diaudit berdasarkan Surat Tugas Nomor: ...................... tanggal ... (12)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Tanggal, Bulan, Tahun

Tim Audit Bea dan Cukai*)
Jabatan,

Nama Lengkap
NIP e

Catatan :
*} diisi sesuai susunan Tim Audit



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)

Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)

PETUNJUK PENGISIAN
BAHA TANPA PEMBAHASAN AKHIR

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor Berita Acara

Diisi huruf/tanggal bulan dan tahun pembuatan berita
acara
Diisi tempat pembuatan berita acara

Diisi nomor urut

Diisi nama PMA, PTA, Ketua Auditor, dan Auditor
Diisi NIP PMA, PTA, Ketua Auditor, dan Auditor
Diisi jabatan dalam Tim Audit

Diisi nama Auditee

Diisi alamat Auditee

Diisi NPWP Auditee

Diisi Nomor dan Tanggal Surat Tugas Audit

Diisi dengan salah satu pilihan di bawah ini:

a. Menyetujui seluruh temuan dalam DTS

b. Tidak menanggapi DTS sampail dengan batas waktu
yvang ditentukan

¢. Menanggapi DTS namun tidak menghadiri
pembahasan akhir

d. Menanggapi DTS, menghadiri undangan
pembahasan akhir namun tidak melakukan
pembahasan akhir

e. Menanggapi DTS, mengikuti pembahasan akhir
namun tidak menandatangani hasil pembahasan
akhir

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

~ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
. Sekretaris Direktorat Jenderal

PN
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LAMPIRAN XLVI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor :.......coococemrenen. (2)
Pada hari ini.............tanggal......... bulan......... tahun............... (3), bertempat di
..................................................... (4), kami
No Nama NIP : Jabatan
(5) (6) (7) (8)

Telah melaksanakan pembahasan akhir, sebagai tindakianjut proses pelaksanaan audit

terhadap:
Nama Auditee PRSP (9)
Alamat HE PP S PV SROTEPRIN (10)
NPWP e e e e (11)
Yang diaudit berdasarkan Surat Tugas Nomor:...............tanggal.......................... (12)

Pembahasan akhir dilaksanakan bersama dengan pihak Auditee :

1. Nama e et (13)
Jabatan et (14)
PO OO PSPPI dst (15)

Adapun hasil pembahasan akhir tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Tanggal, Bulan, Tahun

Auditee/Wakil/Kuasa *} Tim Audit Bea dan Cukai**(17}
1. Jabatan,



Jabatan ... (14)
Catatan : *(16)

Catatan :
**} diisi sesuai susunan Tim Audit

Nama Lengkap

NIP



Angka (1)

Angka (2)
Angka (3)

Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)

Angka (17)

PETUNJUK PENGISIAN
BAHA DENGAN PEMBAHASAN AKHIR

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan
audit
Diisi nomor Berita Acara

Diisi huruf/tanggal bulan dan tahun selesainya
pembahasan akhir
Diisi tempat pembahasan akhir

Diisi nomor urut

Diisi nama PMA, PTA, Ketua Auditor, dan Auditor
Diisi NIP PMA, PTA, Ketua Auditor, dan Auditor
Diisi jabatan dalam Tim Audit

Diisi nama Auditee

Diisi alamat Auditee

Diisi NPWPAuditee

Diisi Nomor danTanggal Surat Tugas Audit
Diisi nama diri pihak Auditee

Diisi jabatan pihak Auditee

Ditambah sesuai dengan pihak Auditee

*Diisi dalam hal Auditee/Wakil/Kuasa tidak bersedia
menandatangani berita acara

Diisi nama dan jabatan dalam audit sesuai dalam
surat tugas

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
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LAMPIRAN XLVII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.................................... (D
HASIL PEMBAHASAN AKHIR
Auditee ... (2)
Surat Tugas Nomor: ...............Tanggal............ (3)

Berdasarkan Risalah Pembahasan Akhir dan/atau Risalah Penelaahan*) dapat disimpulkan
bahwa:

I.  Temuan Disetujui (4)*)

No. Temuan Audit Alasan Keterangan

(5) (6) (7) (8)

Il. Temuan Dibatalkan {4)*)

No. Temuan Audit Alasan Keterangan

(5) (9) (10) (1)

lIl. Temuan Dipertahankan {4)*)

No. Temuan Audit Alasan Keterangan
(5) (12) (13) (14)
Pimpinan/Wakil/Kuasa*) (15) Tim Audit Bea dan Cukai**) (16)
................................... Jabatan
(oo ) Nama Lengkap
Jabatan................. NIP.
Paraf (17) Paraf (17)

Halaman....... dari....... halaman
Catatan :

*) dipilih sesuai kondisi
** diisi sesuai susunan Tim audit



\!\i'dkm

Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)

Angka (5}
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)

Angka (16)

Angka (17}

Petunjuk Pengisian
Hasil Pembahasan Akhir

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nama Auditee

Diisi Nomor dan Tanggal Surat Tugas

Angka  Romawi

sebenarnya:

- Temuan Disetujui dalam hal Auditee menyetujui
temuan
Kedua pihak bersikukuh pada pendapat masing-
masing

- Temuan  Dibatalkan dalam hal Tim  Audit
membatalkan temuan setelah mendapatkan bukti
yang nyata dari Auditee

- Temuan Dipertahankan dalam hal Tim Audit
mempertahankan temuan audit, sedangkan Auditee
tidak menyetujui temuan tersebut.

Diisi nomor urut

disesuiakan  dengan = keadaan

Diisi temuan tim audit yang disetujui oleh Auditee

Diisi alasan persetujuan temuan

Diisi KKA yang terkait

Diisi temmuan tim audit yang tidak disetujui oleh Auditee

Diisi alasan penolakan Auditee terhadap temuan
tersebut
Diisi KKA yang terkait

Diisi temuan tim audit yang dibatalkan
Diisi alasan pembatalan temuan
Diisi KKA yang terkait

Diisi dengan Pimpinan, Wakil atau Kuasa . Auditee,
dalam hal bertindak sebagai kuasa harus melampirkan
surat kuasa

Diisi nama dan jabatan dalam audit sesuai dalam Surat
Tugas

Pada setiap lembar hasil pembahasan akhir diparaf oleh
pihak Auditee dan pihak Tim Audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
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LAMPIRAN XLVIIL

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOTA DINAS
Nomor: ND-............ (2)
Kepada : Yth..........(3)
Dari : Pengawas Mutu Audit
Hal :  Permohenan Penelaahan
Tanggal

Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat antara Tim Audit dengan auditee

yang terdapat dalam Risalah Pembahasan Akhir Tanggal.......... (4) atas pelaksanaan audit
terhadap:

Nama Perusahaan L e e e (5)

NPWP e e (8)

Alamat e e (7)

maka kami mohon agar dilakukan Penelaahan atas hasil perbedaan pendapat tersebut.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP...

Tembusan : Kasubdit Pelaksanaan Audit/ Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit

Kepabeanan dan Cukai



WEUARGAY
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Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)

Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)

Angka (7)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENELAAHAN

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit

Diisi nomor Nota Dinas

Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai bila audit
dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU bila
audit dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau Kantor
Pelayanan Utama.

Diisi Tanggal Risalah Akhir

Diisi nama perusahaan yang audit

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang
diaudit

Diisi alamat perusahaan yang diaudit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
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LAMPIRAN XLIX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIL
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUEKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

RISALAH PENELAAHAN
Auditee : ... (2)
Surat Tugas Nomor: .................. Tanggal.................. (3)

I. Hasil Risalah Pembahasan Akhir
A. Pendapat Tim Audit

B. Pendapat Auditee
................................................................ (5)
11. Krirteria
................................................................ (8)
11, Hasil Penelaahan
IV.  Kesimpulan
................................................................ (8)

Demikian risalah ini dibuat dengan sebenarnya yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Risalah Pembahasan Akhir dan ditandatangani oleh

Tanggal, bulan, tahun

Tim Penelaah (11)
Jabatan

Nama Lengkap

Paraf (12) Paraf (12}

Halaman... ... dari...... halaman.......

Catatan :
*} dipilih sesuai kondisi; dalam hal auditee

dilibatkan dalam pembahasan penelaahan



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)

Angka (5)

Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

Angka (11)
Angka (12)

PETUNJUK PENGISIAN
RISALAH PENELAAHAN

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi Nama Auditee

Diisi nomor dan tanggal Surat Tugas Penelagahan

Diisi pendapat Tim Audit yang dibahas dalam
pembahasan akhir

Diisi pendapat Auditee yang dibahas dalam pembahasan
akhir

Diisi peraturan perundang-undangan

Diisi pendapat Tim Penelaahan

Diisi kesimpulan atas hasil Tim Penelaahan

Diisi nama dan tandatangan wakil dari Auditee

Diisi nama dan jabatan dalam audit sesuai dalam surat
tugas

Diisi nama dan jabatan dalam Tim Penelaah

Pada setiap lembar risalah diparaf cleh pihak Auditee
dan pihak Tim Audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKA],
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LAMPIRAN L

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... [ ) U
NOTA DINAS
NOMOR: ND............ (2)

Kepada . Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai/ Kepala Kantor Wilayah/

Kepala Kantor Pelayanan Utama™*
Dari : Ketua Tim Penelaahan
Hal : Penyampaian Risalah Penelaahan
Lampiran (B
Tanggal — :......... )

Sehubungan dengan surat tugas penelaahan nomor............... (5), tentang.......... (6)

dengan ini kami sampaikan risalah penelaahan sesuai lampiran nota dinas ini untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan sebagai laporan.

Nama Lengkap

Tembusan: Pengawas Mutu Audit

Halaman...... dari...... halaman

Catatan :
*) dipilih sesuai kondisi; dalam hal auditee dilibatkan dalam pembahasan penelaahan



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENYAMPAIAN RISALAH PENELAAHAN

Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit

Angka (2) : Diisi nomor Nota Dinas

Angka (3) : Diisi nomor dan tanggal Surat Tugas Penelaahan

Angka {4} : Diisi pendapat Tim Audit yang dibahas dalam
pembahasan akhir

Angka (5) : Diisi nomor dan tanggal Surat Tugas Penelaahan

Angka (6) : Diisi tentang penugasan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN LI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

TATA KERJA TiIM PENELAAHAN
A. Prosedur Pembentukan

1. Dalam hal audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

a. Pengawas Mutu Audit membuat surat permohonan penelaahan kepada Direktur
Audit.

b. Surat permohonan diterima oleh Direktur Audit dan dibuatkan disposisi kepada
Kasubdit Pelaksanaan Audit untuk dilakukan telaah.

c. Surat permohonan diterima oleh Kasubdit Pelaksanaan Audit dan, dalam hal
permohonan diterima, dibuatkan konsep pembentukan Tim Penelaahaan untuk
disampaikan kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.

d. Dalam hal permohonan tidak diterima, dibuatkan surat penolakan penelaghan
kepada Tim Audit,

e. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai menelaah konsep pembentukan Tim
Penelaahan dari Kasubdit Pelaksanaan Audit.

f. Dalam hal konsep Surat Tugas Pembentukan Tim Penelaahan disetujui, Direktur
Audit Kepabeanan dan Cukai menandatangani konsep Surat Tugas
Pembentukan Tim Penelaahan dan disampaikan kepada Tim Penelaahan yang
ditunjuk.

g. Dalam hal tidak disetujui, konsep Surat Tugas dikembalikan kepada Kasubdit
Pelaksanaan Audit untuk direvisi.

h. Dalam hal diperlukan tenaga dari Direktorat lain dan/ atau instansi lain, Direktur
Audit Kepabeanan dan Cukai menyampaikan surat permintaan kepada pimpinan
Direktorat lain dan/ atau instansi {ain menunjuk pejabat Bea dan Cukai untuk

ditkutsertakan ke dalam Tim Penelaahan.

2. Dalam hal audit dilaksanakan oleh Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama

a. Pengawas Mutu Audit membuat surat permohonan penelaahan kepada Kepala
Kantor Witayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama.

b. Surat permohonan ditterima oleh Kepala Kantor Witayah/ Kepala Kantor
Pelayanan Utama dan didisposisikan kepada Kepala Bidang yang menangani
kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai untuk ditelaah.

c. Surat permohonan diterima oleh Kepala Bidang Audit dan, dalam hal
permohonan diterima, dibuatkan konsep Surat Tugas Pembentukan Tim
Penelaahaan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor

Pelayanan Utama.



Dalam hal permohonan tidak diterima, dibuatkan surat penolakan penelaahan
kepada Tim Audit. |

Dalam hal konsep Surat Tugas disetujui, Kepala Kantor Wifayah/Kepala Kantor
Pelayanan Utama menyampaikan Surat Tugas kepada Tim Penelaahan. ‘
Dalam hal tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan :
Utama mengembalikan konsep Surat Tugas kepada Kepala Bidang yang
menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai untuk direvisi.
Dalam hal diperlukan tenaga dari Direktorat lain dan/ atau instansi lain, Kepala
Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan surat |
permintaan kepada pimpinan Direktorat lain dan/ atau instansi lain menunjuk -
pejabat Bea dan Cukai untuk dilkutsertakan ke datam Tim Penelaahan.

B. Susunan Tim Penelaahan

Tim Penelaahan terdiri dari seorang Ketua Tim dan beberapa orang anggota tim.

1. Untuk audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukati

Ketua Tim adalah pejabat setingkat minimal eselon 3 (tiga) yang tugas dan fungsinya

terkait dengan kebijakan atas hal yang menjadi perbedaan pendapat antara Tim A-udit :
dan Auditee.

Anggota Tim terdiri dari:

a.

seorang Kepala Subdirektorat di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai yang f
tidak termasuk dalam Tim Audit atas Auditee yang akan dilakukan penelaahan ,
dan/atau _
1 {satu) orang atau lebih Kepala Seksi di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
yang tidak termasuk dalam Tim Audit atas Auditee yang akan dilakukan :
penelaahan, dan/ atau

1 {satu) orang pelaksana yang memiliki kualifikasi sebagai Ketua Auditor yang
tidak termasuk dalam Tim Audit atas Auditee yang akan dilakukan penelaahan,
dan/ atau

1 {satu) orang atau lebih Kepala Seksi dari Direktorat yang menangani peraturan,
dan/ atau

1 (satu) orang atau lebih Kepala Seksi dari Direktorat lain

2. Untuk audit yang dilakukan oleh Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama

Ketua Tim adalah pejabat setingkat eselon 3 (tiga) yang tugas dan fungsinya terkait

dengan kebijakan atas hal yang menjadi perbedaan pendapat antara Tim Audit dan
Auditee.



Anggota Tim terdiri dari:

a. seorang pejabat setingkat eselon 3 (tiga) di lingkungan Kantor Wilayah/ Kantor
Pelayanan Utama yang tidak termasuk dalam Tim Audit atas Auditee yang akan
dilakukan penelaahan, dan/atau

b. 1(satu) orang atau lebih Kepala Seksi di Bidang Audit yang tidak termasuk dalam -
Tim Audit atas Auditee yang akan dilakukan penelaahan, dan/ atau

c. 1 {satu) orang pelaksana yang memiliki kualifikasi sebagai Ketua Auditor yang
tidak termasuk dalam Tim Audit atas Auditee yang akan dilakukan penelaahan,
danfatau '

d. 1 (satu) orang atau lebih Kepala Seksi dari Bidang Kepabeanan dan Cukai,
dan/atau

e. 1 (satu) orang atau lebih Kepala Seksi dari Bidang lain.

C. Tata Kerja Tim Penelaahan
1. Tata Kerja dalam hal audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
a. Tim Audit :
1) Membuat surat permohonan penelaahan kepada Direktur Audit Kepabeanan
dan Cukai
2) Mengikuti rapat dengan Tim Penelaahan jika diminta
3) Menerima Risalah Penelaahan dari Tim Penelaahan
4) Menerima Surat dari Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai perihal
penoiakan pembentukan Tim Penelaahan.
b. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai
1) Menerima surat permohonan penelaahan dari Tim Audit dan
mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kasubdit Pelaksanaan
Audit.
2) Menerima dan menelaah konsep pembentukan Tim Penelaahan dari T
Kasubdit Pelaksanaan Audit
3) Dalam hal disetujui, menandatangani konsep Surat Tugas pembentukan Tim
Penelaahan dan disampaikan kepada Tim Penelaahan
4) Dalam hal tidak disetujui, mengembalikan konsep Surat Tugas pembentukan

Tim Penelaahan kepada Kasubdit Pelaksanaan Audit untuk direvisi

c. Kasubdit Pelaksanaan Audit
1) Menerima disposisi dari Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai tentang surat .
permohonan penelaahan dari Tim Audit.

2) Meneruskan disposisi tersebut di atas kepada Kasi Pelaksanaan Audit untuk
dilakukan telaah.



Menerima hasil penelitian mengenai pembentukan Tim Penelaahan dari Kasi
Pelaksanaan Audit

Menelaah perlu atau tidaknya pembentukan Tim Penelaahan.

Dalam hal diperlukan Tim Penelaahan, meneruskan konsep pembentukan
Tim Penelaahan kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.

Dalam hal Tim Penelaahan tidak diperlukan, meneruskan konsep surat |
perihal penoclakan permohonan kepada Direktur Audit Kepabeanan dan .
Cukai.

d. Kasi Pelaksanaan Audit

1)

2)

3)

4)

Menerima disposisi dari Kasubdit Pelaksanaan Audit perilah surat
permintaan Tim Penelaahan.
Meneliti surat permintaan Tim Penelaahan terkait perlu tidaknya dibentuk :
Tim Penelaahan.

Dalam hal permintaan disetujui, Kasi Pelaksanaan Audit membuat konsep
pembentukan Tim Penelaahan dan menyampaikannya kepada Kasubdit .
Pelaksanaan Audit.
Dalam hal permintaan tidak disetujui, membuat konsep surat penclakan
pembentukan Tim Penelaahan dan menyampaikan terlebih dahulu kepada
Kasubdit Pelaksanaan Audit untuk ditelaah.

e. Tim Penelaahan

1)

2)

3)

Menerima Surat Tugas dari Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai atau dari .
Direktur Jenderal
Melakukan penelaahan terhadap hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat
antara Tim Audit dan Auditee
Membuat Ri‘sa|ah Penelaahan dan disampaikan kepada Direktur Audit :
Kepabeanan dan Cukai.

2.  Tata kerja dalam hal audit dilaksanakan oleh Kantor Witayah/ Kantor Pelayanan Utama

a. Tim Audit

1)

2)
3)
4)

Membuat surat permohonan penelaahan kepada Kepala Kantor Wilayah/

Kepala Kantor Pelayanan Utama

Mengikuti rapat dengan Tim Penelaahan jika diminta

Menerima Risalah Penelaahan dari Tim Penelaahan

Menerima Surat dari Kepala Kantor/Kepala Kantor Pelayanan Utama perihal ?

penolakan pembentukan Tim Penelaahan.



Kepata Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama

1)

Menerima surat permohonan penelaahan dari Tim Audit dan mendisposisikan .
surat permochonan tersebut kepada Kepala Bidang yang menangani kegiatan
Audit Kepabeanan dan Cukai.
Menerima dan menelaah konsep pembentukan Tim Penelaahan dari Kepala :
Bidang yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai. :
Dalam hai disetujui, menandatangani konsep Surat Tugas pembentukan Tim
Penelaahan dan disampaikan kepada Tim Penelaahan. '
Dalam hal tidak disetujui, mengembalikan konsep Surat Tugas pembentukan |
Tim Penelaahan kepada Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit
Kepabeanan dan Cukai untuk direvisi.

Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai

1)

2)
3)

Menerima surat permohonan penelaahan dari Tim Audit yang telah

didisposisikan oleh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama. 7
Menelaah perlu atau tidaknya pembentukan Tim Penelaahan. :
Dalam hal diperlukan Tim Penelaahan, membuat konsep pembentukan Tim |
Penelaahan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor
Pelayanan Utama. _
Dalam hal Tim Penelaahan tidak diperlukan, menerbitkan surat perihal

penolakan permohonan kepada Pengawas Mutu Audit.

Kasi yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai

1)

2)

Menerima disposisi dari Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit -
Kepabeanan dan Cukai perihal surat permintaan Tim Penelaahan. ‘
Meneliti surat permintaan Tim Penelaahan terkait perlu tidaknya dibentuk Tim -
Penelaahan.
Dalam hal permintaan disetujui, Kasi yang menangani kegiatan Audit
Kepabeanan dan Cukai membuat konsep pembentukan Tim Penelaahan dan :
menyampaikannya kepada Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit
Kepabeanan dan Cukai.
Dalam hal permintaan tidak disetujui, membuat konsep surat penolakan '
pembentukan Tim Penelaahan dan menyampaikan terlebth dahulu kepada
Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai untuk .
ditelaah. -



e. Tim Penelaahan

1) Menerima Surat Tugas dari Kepala Kantor W ilayah/Kepala Kantor Pelayanan

Utama

2) Melakukan penelaahan terhadap hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat

antara Tim Audit dan Audites

3) Membuat Risalah Penelaahan dan disampaikan kepada Kepala Kantor

Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama

Salinan sesuai dengan aslinya
___ Sekretaris Direktorat Jenderal

3 EMG s uLb.
k4 Baglan Umum
N
£

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMIBUDI


dell
Draft


LAMPIRAN LII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR PER-35/BC/2017
TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN
AUDIT CUKAI
NOMOR LHA D (1 .........
TANGGAL e (2)........
NPA e (3a)........
JENIS NPA D (3b)

LAPORAN HASIL AUDIT

Nama Auditee (4)

NPWP Auditee (4)
Alamat Auditee (5)
Jenis Audit (6)

PERIODE AUDIT

e SDe e (D)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



DAFTAR iS!

Halaman
Uraian Hasil Audit

1.Dasar Hukum

2. Tujuan Audit

3.Sifat dan Luas Audit

4. Prosedur Audit

5.Hasi! Audit
a. Pemeriksaan atas Rekomendasi Tim Audit sebelumnya
b. Pengendalian internal Auditee

T
Profil Auditee
Kesimpulan dan Rekomendasi
1.Kesimpulan
2.Rekomendasi
Lampiran {(jika berkaitan dengan audit atas fasilitas kepabeanan dan/atau cukai)
a. Saldo Fisik Barang Fasilitas Kepabeanan dan/atau cukai dan/atau
b. Saldo Barang yang Harus Dipertanggungjawabkan



SUSUNAN TIM AUDIT

Nomor ST : 8T- (10)
Tanggal ST : {11)
Pengawas Mutu Audit : (12)
Pengendali Teknis Audit : (12)
Ketua Auditor : (12)
Auditor L (12)

2. (12)

3. (12)
Ketua Auditor Pengendali Teknis Audit
Nama Lengkap Nama Lengkap
NiP ... NIP ...

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP ...



BAB I
URAIAN HASIL AUDIT

Berdasarkan Surat Tugas ........ {(13).......... Nomaor:......... (14).........., Kami telah |
melakukan audit atas .. {18) e, dengan -
alamat............... (16} ieeeeen ... dalam kapasitasnya
sebagai..................o T e dengan
....................................................... (1) e

Tim Audit bertanggung jawab terhadap kesimpulan dan/atau rekomendasi audit -
berdasarkan data yang telah diserahkan oleh auditee pada saat pelaksanaan audit. Sedangkan Auditee -
bertanggung jawab ternadap kebenaran dan kelengkapan data yang telah diserahkan kepada Tim Audit
pada saat pelaksanaan audit

Tim Audit telah melakukan audit sesuai dengan Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan -
Cukai Noror: ............{19)......... tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. -
Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai mengharuskan Tim Audit untuk merencanakan dan -
melaksanakan audit untuk menguji kepatuhan Auditee terhadap ketentuan kepabeanan dan/atau cukai. .
Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian terhadap bukti-bukti
audit yang diterima oleh Tim Audit selama penugasan audit dan membandingkan dengan ketentuan
kepabeanan dan cukai

1. Dasar Hukum

5. Hasil Audit
5.1. Pemeriksaan atas Rekomendasi Tim Audit sebelumnya

............................................................................... (24). e s
5.2 Pengendalian Internal

....................................... (25 e e e e
5.3.... Pemeriksaan ............. {26).......inen
Sasaran Pemeriksaan M T (26)... .o,
Jenis Dokumen/Laporan ) e 27
Jumlah Dokumen/Laporan ol 28
Jumlah Dokumen/Laporan Yang Diperiksa Dl 29
Nilai Pabean/Ekspor/Nilai Lainnya............ [ TP TOTOPON (30)....coiii
Dokumen/Buku /Catatan/Laporan Penguji/............... N ITOTSTTOTeoN (31,
Hasil Pengujian Do 32
Ketentuan yang Dilanggar S PP (33).iei e,
Kesimpulan D e 3
Kodifikasi Temuan N IPTETTTPOy 35)
Uralan Terjadinya Temuan Pelanggaran Dol e 36N

Kekurangan/kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai danfatau Pajak dalam rangka Impor
(jika ada) ‘

Jenis Penerimaan Nilai Tagihan
Bea Masuk S TR (37)...
BM Anti Dumping Dol BT
BM Imbalan T IPTORTORTOTIos 37

BM Safeguard I PP A3 e




Bea Keluar

(B37) i,
cekat e (37,
PPN e (37
rPBM e (37}
PP e aaea (37)........
Denda 37N
Bunga < (37)
Sanksi Administrasi 0 (B7) e
Lainnya. oo i esnnaees | 5| eecerieienian, (38). i

Total

Catatan Lainnya




BAB Il

PROFIL AUDITEE
No | Jenis Isian Isian
| Data Umum
NPWP/identitas Lainnya A0)
NPPBKC/NPP/NPPPJK/NIPER/Lainnya A1)
Nomordan Tangal PKP. 1] e, (42). i
Kelompok Lapangan Usaha (KLU) 1 | s (43)..
Jenis [ndustri .. (44)... ...
Nama Auditee ] e (458)..cciiii
Alamat Kantor - {46)......
Nomor Telp/Faks AT
AlamatPabrik (48) .
Nomor Telp/fFaks e (49)... .
Emall e (BO). e
Data Perijinan
Nomor dan Tahun Akte Pendirian B,
Notaris e {62)....
Kota i (B3
SK Menkumham e (54)..
Nomor dan Tahun Akte Perubahan (55)..
Terakhir
Notarls ] e e {56). ..
Kota e (BT )
SK Menkumham Perubahan Terakhir BB)
swee b (B9
ToPAUT e e, (B0). e
AL (61)...
NPIK ...{62)...
Perijinan Lainnya ©......ooeeeees L e {63) e,
Data Fasilitas Kepabeanan dan Cukal (Bisa
febih dari satu)
Jenis Fasilitas (B,
Skep Fasilitas T T TP UUUTTUUN (1) TP
Penerbit Fasilitas OO OO TUTORUURTI (51 ) IO PP
Penanggung Jawab ( Direksi dan komisaris
dan bisa lebih dari satu)
Jabatan ] e (B7) i i
Nama = e BB,
Alamat e e (69).. i
KTPIND Lainnya sl e (70).
Penandatangan Dokumen Kepabeanan dan
Cukai
Jabatan s (71)...
Nama ] e e 2 e
Alamat e T3)
KTP/ID Lainnya T4
Riwayat Audit Kepabeanan dan Cukai (dapat
lebih dari satu LHA)
Jumlah Audit (fermasuk audit saatind) [ ¢ | oo ) e
Unit Audit (76).. i
LHA Nomordan Tanggal |0 | iiiiiiirenenses (F7) i,
L Tag_ihan Audit ...{78)..
Periode Audit U e (79) e,
Data Keuangan Terakhir Auditee
Tgl dan Tahun Laporan Keuangan [0 | .oooiiniiininnznnns (80)e e
Periode Lapkeu e8]
Nama KAP(jika ada) .-(82)......
Jenis Laporan Keuangan Audnted/BIm D|aud1t (coret Jang t:da J:»er!u)
Penjualan ] e (83} oo
Harga Pokok Penjualan 10 e (83). i

Persediaan Awal




Pembelian/Harga Pokok Produksi 1@ | ... GE) T
Persedigan Akhir L (83).. it
Laba/RugiKotor (B3). i
Behan Administrasi dan Penjualan P | (83
Laba/Rugi Bersih B3
Assetlancar b e (B3,
AsetTetap e ...(83).....
AsetlLainnya e {83) i,
Total Asset e (83).e e,
Hutang JangkaPendek @ | i (83)..
Hutang JangkaPanjang | | (B3). e
TotalHutang e (83)....
Modal (B3) i
Laba Ditahan (83). oo
Data Barang Impor (5 ltem Utama saja)
HS ( 6 Digif) ..{84)
NamaBarang it e, N
Data Barang Ekspor ( & ffem Utama Saja)
HS ( 6 Digif) ..(88)...
NamaBarang i {87)...
Data Barang Kena Cukai {c)
Jenis BKC .(88)....
Merek(Jikaada) L iy (89)... .o,
Data Barang Jadi Untuk Auditee sebagai
Produsen (Maksimal 5)
HS(6Digit) ] e A90).
NamaBarangdadi 1} (O1).




BAB it
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan
Berdasarkan Hasil Audit dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan penilaian ferhadap struktur pengendalian internal Auditee dapat disimpulkan |
hal-hal sebagai berikut :

2 ... (92)
b (92)
c. Dst.
2. Berdasarkan penilaian terhadap .............. {93)

3. Terdapat kekuranganfkelebihan pembayaran pungutan pabean & PDRI (BM, BK, PPN, PPh,
dll) yang waijib dilunasi oleh Auditee atas temuan audit sebesar.................. (94) dengan
rincian sebagai berikut: ‘

Program Audit Jumlah Tagihan
| | Pemeriksaan Nilai Pabean ...{96)... .(96)... | -{96)..dst Total
1. ... (958)....

2. ... {95)....

a. ... (958)....

4, -..-(95)....

5. Dst.

Subtotal

Pemeriksaan terkait

il | Klasifikasi dan
Pembebanan

1.1 ... (85)....

2.1 ....(95)....

3. | Dst.
Subtotal

I { dst

Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Audit, Tim Audit merekomendasikan sebagal berikut :
1. Rekomendasi temuan terkait Sistem Pengendalian internal
2. Rekomendasi temuan terkait kebijakan/ pelaksanaan peraturan

3. Perusahaan agar membayar ................. (84) dengan rincian sebagal berikut:
Pasai yg
Kantor Dilanggar | Kodifikasi Surat
No Pengawasan Pelanggaran dan Pasal | Temuan | Penetapan Pungutan LHA
Sanksi
(87) (98) {99) {100} (101) {102}
Total




Ketua Auditor

Nama Lengkap
NIP ...

Pengendali Teknis Audi

Nama Lengkap
NIP ...

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP ...



Pelanggar

NO|  Resiko i Sanksi Sanksi Sub Resiko pen':;‘::pan Temuan Audit | Kodifikasi
1 |Bea Keluar  [Psl 2A Psi 2A ayat |Diatur dalam peraturan Pemerintab [Resiko pemberitahuan pabean]| SPKPBK |Kesalahan PAB-

3 ekspor saltah menyebabkan -|dumiah Barang |002A.0-
tidak dilunasinya Bea Keluar Ekspor 002A.3-01
atas barang ekspor tertentu

1 (Bea Keluar |Psl 2A Psi 2A ayat [Diatur dalam peraturan Pemerintah [Resiko pemberitahuan pabean| SPKPBK [Kesalahan PAB-

3 ekspor salah menyebabkan Jenis Barang  |002A.0-
tidak dilunasinya Bea Keluar Ekspor 002A.3-02
atas barang ekspor tertentu

1 |Bea Keluar |Psi 2A Psl 2A ayat |Diatur dalam peraturan Pemerintah |Resiko pemberitahuan pabean| SPKPBK |Kesalahan HFE |PAB-

3 ekspor salah meryebabkan 002A.0-
tidak dilunasinya Bea Keluar 002A.3-03
atas barang ekspor tertentu '

1 {Bea Keluar |Ps|2A Psi 2A ayat | Diatur dalam peraturan Pemerintah |Resiko pemberitahuan pabean| SPKPBK |Kesalahan PAB-

3 ekspor salah menyebabkan penetapan tarif |002A.0-
tidak dilunasinya Bea Keluar PE 002A.3-04
atas barang ekspor tertentu

1 |Bea Keluar |Psl 2A Ps) 2A ayat |Diatur dalam peraturan Pemerintah [Resiko pemberitahuan pabean| SPKPBK |Kesalahan Kurs |PAB-

3 ekspor salah menyebabkan 0024,.0-
tidak dilunasinya Bea Keluar 002A.3-05
atas barang ekspor tertentu

1 |Bea Keluar  |Psl ZA Ps| 2A ayat |Diatur dalam peraturan Pemerintah |Resika pemberitahuan pabean| SPKPBK |[Temuan PAB-

3 ekspor salah menyebabkan Lainnya D02A.0-
tidak dilunasinya Bea Keluar 002A.3-08
atas barang ekspor tertentu :

2 |RKSP Psl 7 A Psl 7 A ayat|Pengangkut yang tidak memenuhi|Risiko tidak memberitahukan| SPSA  [Tidak PAB-
ayat 1 7 ketentuan sebagaimana dimaksud|RKSP akan dikenakan sanksi memberitahuka |007A.1-
pada ayat (1) dikenai sanksi|administrasi n RKSP 007A.7-01
adminisfrasi berupa denda paling ‘
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah} dan  paling  banyak
Rp50.000.000,0¢ (lima puluh juta
rupiah).
2 |RKSP Psl7A  |Psl7 A ayat|Pengangkut yang tidak memenuhi|Risiko tidak memberitahukan| SPSA  [Temuan PAB-
ayat 1 7 ketentuan sebagaimana dimaksud|RKSP akan dikenakan sanksi Lainnya QG7A.1-
pada avat (1) dikenai sanksijadministrasi 007A.7-02
administrasi berupa denda paling :
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dan  paling  banyak
Rp5¢.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
3 |Manifest Psl7A Psl| 7 A ayat|Pengangkut yang tidak memenuhifRisiko tidak memberitahukan| SPSA {Tidak PAB-
ayat 3 8 ketentuan sebagaimana dimaksud|manifest {termasuk nihil} akan Menyerahkan {007A.3-
pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (6)|dikenakan sanksi adminitrasi Pemberitahuan [007A.8-01
dikenai sanksi administrasi berupa Pahean ‘
denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan  paling  banyak
Rp100.000.600,00 (seratus juta
rupish).
3 |Manifest Psl 7 A Ps| 7 A ayat|Pengangkut yang tidak memenuhi|Risiko tidak memberitahikan, SPSA  [Temuan PAB-
ayat 3 2] ketentuan sebagaimana dimaksud|manifest (termasuk nihil} akan Lainnya 007A.3-
pada ayat (3}, ayat (4), atau ayat (6){dikenakan sanksi adminitrasi 007A.8-02

dikenai sanksi administrasi berupa
denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah)  dan pafing  banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juia
rupiah}.




NO

Resika

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

-Kedifikasi

Manifest

Psl 7 A
ayat 4

Ps| 7 A ayat
8

Pengangkut yang tidak memenuhi
ketenfuan sebagalmana dimaksud
pada ayat {3), ayat (4), atau ayat ()
dikenai sanksi administrasi berupa
denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta
fFupiah}.

Risiko tidak segera melakukan
pembongkaran akan
dikenakan sanksi adminitrasi

SPSA

Tidak Segera
melakukan
Pembongkaran

PAB-
007A.4-
007A.8-01

Manifest

Psl 7 A
ayat 4

Psl 7 A ayat
8

Pengangkut yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (4), atau avat (6)
dikenai sanksi administrasi berupa
denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiazh) dan  pafing  banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Risiko tidak segera melakukan
pembongkaran akan
dikenakan sanksi adminitrasi

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
007A.4-
007A.8-02

Manifest

Psl 7 A
ayat 6

Psl 7 A ayat
8

Pengangkut yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat {4), atau ayat (6)
dikenai sanksi administrasi berupa
denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan  paling  banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Risiko  tidak  melaporkan
pembongkaran terlebih dahutu
akan dikenakan sanksi
adminitrasi

SPSA

Tidak
Melaporkan
Pembongkaran
Terlebih Dahuiu

PAB-
007A.6-
007A.8-01

Manifest

Psi 7 A
ayat 6

Psl 7 A ayat
8

Pengangkut yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3}, ayat (4), atau ayat (6)
dikenai sanksi administrasi berupa
denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh jula
rupiah}  dan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Risiko  tidak  melaporkan
pembongkaran terlebih dahutu
akan dikenakan sanksi
adrinitrasi

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
007A.6-
007A.8-02

Manifest

Psi 8 A
ayat 2

Pst 8 A ayat
2

Pengusaha atau importir yang telah
memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetapi
jumlah barang impor yang dibongkar
kurang dari yang diberitahukan
dalam pemberitahuan pabean dan
tidak dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di [uar
kemampuannya, wajib membayar
bea masuk alas barang impor yang
kurang dibongkar dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit Rp25.000.000,00 {dua
putuh fima juta rupiah) dan paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima putuh juta rupiah).

Resiko  pengangkutan dan
pembongkaran barang dari
TPS atau TPB ke TPS atau
TPB lainnya untuk ditimbun
kedapatan selisth kurang

SPSA

Kekurangan
atas Barang
yang Dibongkar

PAB-
008A.2-
008A.2-01




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

"Kodifikasi

Manifest

Psi 8 A
ayat2

Psi 8 A ayat
2

Pengusaha atau importir yang telah
memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetapi
jurtlah barang impor yang dibongkar
kurang dari yang diberitahukan
dalam pemberitahuan pabean dan
tidak dapat membuktkan bahwa
kesalahan fersebut terjadi di luar
kemampuannya, wajib membayar,
bea masuk atas barang impor yang
kurang dibongkar dan dikenai
sankst administrasi berupa denda
paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah} dan paling
banyak Rp250.000.000,00 ({dua
ratus lima puluh juta rupiah).

Resiko pengangkutan dan
pembongkaran barang  dari
TPS atau TPB ke TPS atau
TPB fainnya untuk ditimbun
kedapatan selisih kurang

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
008A 2-
008A.2-02

Manifest

Psl 8 A
ayat 3

Psi 8 A ayat
3

Pengusaha atau importir yang telah
memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetapi
jumlah barang impor yang dibongkar
lebih dari yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membukiikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puiluh juta rupiah).

Resiko pengangkutan dan
pembongkaran barang dari
TPS atau TPB ke TPS atau
TPB lainnya untuk ditimbun
kedapatan selisih lebih

SPSA

Kelebihan atas
Barang yang
Dibongkar

PAB-
008A.3-
008A.3-01

Manifest

Psl 8 A
ayat 3

Psl 8 A ayat
3

Pengusaha atau importir yang telah
memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetapi
jumlah barang impor yang dibongkar
lebih dari yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean dan . tidak
dapat mermbuktikan hahwa
kesatahan tersebut terjadi di luar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp250.000.000,00 {dua ratus lima
pulut juta rupiah).

Resikc pengangkutan dan
pembongkaran barang  dari
TPS atau TPB ke TPS atau
TPE lainnya untuk ditimbun
kedapatan selisih lebih

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
008A 3-
00BA.3-02

Manifest

Psi8C
ayat 1

Psl 8 C ayat
3

Pangangkut yang telah memenuhi
kewsajiban sebagaimana dimaksid
pada ayat (1), tetapi jurmiahnya
kurang atau lebih dari yang
diberitahukan dan tidak dapat
membuktikan bahwa kesalahan
tersebut terjadi di luar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dan  paling banyak
Rp50.000.000,00 (fima puluh juia
rupiah),

Resiko pengangkutan barang
tertentu  kedapatan jumiah
dibongkar kurang atau lebih

SPSA

Kekurangan
atas Barang
tertentu yang
Diberitahukan

PAB-
008C.1-
008C.3-01




NO

Resiko

Petanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resike

Dak
Panetapan

Temuan Audit

Kodifikasi

Manifest

Psl8C
ayat 1

Ps| 8 C ayat
3

Pengangkut yang telah memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumiahnya
kurang atau lebih dari yang
diberitahukan dan tidak dapat
membuktikan bahwa kesalahan
tersebut terjadi di luar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dan  paling  banyak
Rp50.000.000,00 {lima puluh juta
rupiah).

Resiko pengangkutan barang
fertenty  kedapatan jumiah
dibongkar kurang atau lebih

SPSA

Kelebihan atas
Barang tertentu
Yang
Diberitahukan

PAB-
008C.1-
008C.3-02

Manifest

Psl8C
ayat 1

Ps! 8 C ayat
3

Pengangkut yang telah memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumlahnya
kurang atau lebih dari yang
diberitahukan dan tidak dapat
memhuktikan bahwa kesalahan
tersebut terjadi di luar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiahy dan  paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Resiko pengangkutan barang
tertenty  kedapatan jumlah
dibongkar kurang atau lebih

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
008G.1-
008C.3-03

Manifest

Psi8 C
ayat 2

Psi 8 C ayat
4

Pengangkut yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).

Risiko pengangkutan barang
tertentu tidak  dilindungi
dokumen yang sah

SPSA

Mengangkut
Barang Tertentu
yang Tidak
Ditlindungi
dengan
Dokurnen yang
Sah

PAB-
008C.2-
008C.4-01

Manifest

Psl8C
ayat 2

Psl 8 C ayat
4

Pengangkut yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 {dua puluh
lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
pulub juta rupiah).

Risiko pengangkutan barang
tertentu  tidak  dilindungi
dokumen yang sah

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
008C.2-
008C.4-02

Manifest

PsiS A
ayat 1

Psl 9 A ayat
3

Pengangkut yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) dan paling banyak
Rpt100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Risika pengangkutan tidak
menyerahkan pemberitahuan
pabean barang diangkut yang
melalui luar daerah pabean.

SPSA

Tidak
menyerahkan
Dokumen
Pemberitahuan
pabean

FAB-
009A1-
009A.3-01

Manifest

Psig A
ayat 1

Psi 9 A ayat
3

Pengangkut yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp10.000.000,00 (sepuiuh
juta rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000,00 {seratus juta
rupiah).

Risiko pengangkutan tidak
menyerahkan pemberitahuan
pabean barang diangkut yang
melaiui luar daerah pabean.

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
DOYA.1-
009A.3-02




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

"Kodifikasi

Manifest

Psl 10 A
ayat 3

Psl 10 A
ayat 3

Pengangkut yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumlah barang
impor yang dibongkar kurang dari
yang diberftahukan dalam
pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar
kemampuannya, wajib membayar
bea masuk atas barang impor yang
kurang dibongkar dan  dikenai
sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua
puluh iima juta rupiah) dan pafing
banyak Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah).

Resikc pengangkutan barang
impor  kedapatan selisih
kurang jumlah dibongkar

SPSA

Kekurangan
atas Barang
[mpor yang
Dibongkar

PAB-
010A.3-
010A.3-01

Manifest

Psi 10 A
ayat 3

Pst10 A
ayat 3

Pengangkut yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumlah barang
impor yang dibongkar kurang dari
yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di fuar
kemampuannya, wajib membayar
bea masuk aias barang impor yang
kurang dibongkar dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah} dan paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua
ratus [ima puluh juta rupiah).

Resiko pengangkutan barang
impar kedapatan selisih
kurang jumiah dibongkar

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
010A.3-
010A.3-02

Manifest

Psl 10 A
ayat 4

Psl 10 A
ayat 4

Pengangkut yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumlah barang
impor yang dibongkar tebih banyak
dari yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 {dua puluh
lirma juta rupiah} dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Resiko pengangkutan barang
impor kedapatan selisin lebih
jurmiah dibongkar

SPSA

Kelebihan atas
Barang Impor
yang Dibongkar

PAB-
010A.4-
010A.4-01

Manifest

Psl 10 A
ayat 4

Psi 10 A
ayat 4

Pengangkut yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumlah barang
impor yang dibongkar lebih banyak
dari yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan hahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 {dua puluh
lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lma ratus juta
ruptah).

Resiko pengangkutan barang
impor kedapatan selisih lebih
jumiah dibongkar

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
010A.4-
010A.4-02




NO

Reslke

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resikn

Dok
Penetapan

Temuan Audit

2Kodiﬁkasi

Manifest

Psl 10 A
ayat 6

Psl 10 A
ayat 8

Orang yang mengelvarkan barang
impor dari kawasan pabean atau
tempat lain sebagaimana dimaksud
pada ayat {8), setelah memenuhi
semua Ketentuan tetapi  belum
mendapat perseiujuan pengeluaran
dari pejabat bea dan cukai, dikenai
sanksi administrast berupa denda
sebesar Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah).

Ristko pengeluaran barang
impor dari KP atau TPS tanpa
persetujuan Pejabat

SPSA

MENGELUARK
AN BARANG
IMPOR
SEBELUM
PERSETWJIUA
N PEJABAT
BEA DAN
CUKAI

PAB-
010A.8-
010A.8-01

Manifest

Psl 10 A
ayat 6

Psl 10 A
ayat 8

Orang yang mengeluarkan barang
impor dari kawasan pabean atau
tempat lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), setelah memenuhi
semua ketentuan tetapi belum
mendapat persetujuan pengeluaran
dari pejabat bea dan cukai, dikenai
sanksi adminisirasi berupa denda
sebesar RpZ5.000.000,00 {(dua
puluh lima juta rupiah}.

Risiko pengeluaran barang
impor dari KP atau TPS tanpa
persetujuan Pejabat

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
010A.6-
010A.8-02

Manifest

Psl
ayat 2

108

Psl 10B
ayat 6

Orang vyang tidak melunasi bea
masuk atas barang impor
sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) huruf b atau huruf ¢ dalam
jangka wakiu vyang ditetapkan
menuryt undang-undang ini wajik
membayar bea masuk  vang
terutang dan  dikenal  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
10% ({sepuluh persen) darl bea
masuk yang wajib dilunasi,

Risikc pengeluaran barang
dengan penjaminan namun
tidak dilunasi sesuai jangka
wakfu yang ditetapkan

SPP

KETERLAMBA
TAN
PENYERAHAN
Dokumen
Pabean,
Dokumen
Pelengkap
Pabean DAN
JAMINAN

PAB-
0108.2-
0108.6-01

Manifest

Psl
ayat 2

108

Psl 10 B
ayat 6

Orang yang tidak melunasi bea
masuk  atas  barang  impor
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) buruf b atau huruf c dalam
jangka waktu yang ditetapkan
menurut undang-undang ini wajib
membayar bea fasuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
10% (sepuluh persen) dari bea
masuk yang wajib dilunasi.

Risiko pengeluaran barang
dengan penjaminan namun
tidak dilunasi sesuai jangka
wakfu yang ditetapkan

SPP

Keterlambatan
Pelunasan bea
masuk

PAB-
0108.2-
010B.6-02

Manifest

Psl
ayat 2

108

Psi10B
ayat 6

Orang yang tidak melunasi bea
masuk atas barang impor
sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) huruf b atau huruf ¢ dalam
jangka wakiu vyang ditetapkan
menurut undang-undang ini waljib
membayar bea masuk yang
ferutang dan  dikenai  sanksi
adminisirasi berupa denda sebesar
10% (sepuluh persen} dari bea
masuk yang wajib dilunasi.

Risiko pengeluaran barang
dengan penjaminan namun
fidak dilunasi sesuai jangka
waktu yang ditetapkan

SPP

Temuan
Lainnya

PAB-
010B.2-
0108.6-03

Manifest

Psl  10B

ayat 2

Psl 10 B
ayat 6 jo
Psi 114

Qrang yang fidak mefunasi bea
masuik atas barang impor
sehagaimana dimaksud pada ayat
{(2) huref b atau huruf ¢ dalam
jangka waktu vang ditetapkan
menurut undang-undang ini wajib
membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
10% (sepuluh persen) dari bea
masuk yang wajib dilunasi.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0%)

SPP

Tarif BM=0%

PAB-
010B.2-
0114.0-01




Pelanggar |

NO|  Resiko . Sanksi Sanksi Sub Resiko Pen[:t):pan Temuan Audit | Kodifkasi
4 limpor Pst10D |Psl10D Orang yang terlambat mengekspor|Risiko terfambat ekspor atas SPP KETERLAMBA [PAB-
sementara ayat 5 ayat 5 kembali barang impor sementaralimpor sementara, diekspor TAN 010D.5-
dalam jangka waktu yang diizinkan|dengan barang yang berbeda MENGEKSPOR|010D.5-01
dikenai sanksi administrasi berupa KEMBALI
denda sebesar 100% (seratus BARANG
persen) dari bea masuk yang IMPOR
seharusnya dibayar. SEMENTARA
\ |lmpor Psl 10D [Psl10D Orang yang terlambat mengeksporiRisiko terlambat ekspor atas SPP Kefidaksesuaia |PAB-
sementara ayat 5§ ayat 5 kembali barang impor sementaralimpor sementara, diekspor n Barang yang (010D.5-
dalam jangka waktu yang diizinkan|dengan barang yang berbeda Diekspor 10D.5-02
dikenai sanksi administrasi berupa dengan yang
denda sebesar 100% (seraius Diimpor
persen} dari bea masuk yang
seharusnya dibayar.
4 |tmpor Psl10D [Psl10D Orang yang terlambat mengekspor|Risiko terlambat ekspor atas SPP Temuan PAB-
semeniara ayat § ayath kembali barang impor sementaralimpor sementara, diekspor Lainnya 010D.5-
dalam Jangka waktu yang diizinkan|dengan barang yang berbeda 010D.5-03
dikenai sanksi adminisirasi berupa
denda sebesar 100% (seratus
persen)’ dari bea masuk yang
seharusnya dibayar,
4 1lmpor Psi10D |Psi10D Orang yang tidak mengekspor|Risiko tidak difakukan ekspor SPP Tidak PAB-
sementara  |ayat 6 ayat 6 kembali barang impor sementara|atas impor sementara Mengekspar 010D.6-
datam jangka waktu yang dilzinkan Kembali Barang |010D.6-01
wajib membayar bea masuk dan Impor
dikenai sanksi administrasi berupa Sementara
denda 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
4 |Impor Pst10D |[PsI10D Orang vyang tidak mengekspor|Risiko tidak dilakukan ekspor SPP Temuan PAB-
sementara  jayal 6 ayat 6 kembali barang impor sementara|atas impor sementara Lainnya 010D.6-
dalam jangka waktu yang diizinkan 010D.6-02
wajib membayar bea masuk dan :
dikenai sanksi administrasi berupa
denda 100% {seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
5 |Batal Ekspor [Psl11A [Psl11A Eksportir yang tidak melaporkan|Risiko  tidak  melaporkan! SPSA  |Tidak PAB-
ayat 6 ayat 6 pembatalan ekspor sebagaimana|pembatalan ekspor Melakukan 011A.6-
dimaksud pada ayat (5) dikenai Pembatalan 011A.6-01
sanksi administrasi berupa denda Ekspor
sebesar Rp5.000.000,00 (ima juta
rupiah).
5 |Batal Ekspor [Psl11 A (Psl11A Eksportir yang tidak metaporkaniRisiko  tidak  melaporkan] SPSA  |Temuan PAB-
ayat 6 ayat 6 pembatalan ekspor sebagaimana|pembatalan ekspor Lainnya 011A.6-
dimaksud pada ayat (5) dikenai 011A.6-02
sanksi administrasi berupa denda
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah).
8 |Klasifikasi Psl 12 Psl 17 Ayat (Dalam hal penetapan sebagaimana/Resiko Pemberitahuan Impor| SPKTNP Kekurangan BM |PAB-0012.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|saiah karena  kesalahan 0017.2-01

dengan penetapan sebagaimana
dimaksud datam Pasai 16, Direktur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada importir untuk: a.
melunasi bea masuk yang kurang
dibayar,

Penulisan Tarif menyebabkan
kekurangan permbayaran bea
masuk.




NO Resike Pelaannggar Sanksi Sanksi Sub Resiko Pengg:pan Temuan Audit | Kodifikasi
6 (Klasifikasi Psl 12 Psl 17 Ayat|Dalam hal penetapan sebagaimanalApabila mengakibatkan] SPKTNP |Kelebihan BM  |PAB-0012.1
dan Tarif Ayat 1 2 j.o. Ps| 27|dimaksud pada ayat (1) berbedaladanya kelebihan bea masuk 0017.2-02

ayat 1(a) |dengan penetapan sebagaimanalyang dibayar
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada Importir untuk: b.
mendapatkan pengembalian bea
masuk yang febih dibayar.
6 (Klasifikasi Psl12 Psl 17 Ayat|Dalam hal penetapan sebagaimana)Apabila mengakibatkan] SPKTNP [Temuan PAB-0012.1
dan Tarif Ayat 1 2 j.o. Psl 27|dimaksud pada ayat (1) berbedajadanya kelebihan bea masuk Lainnya 0017.2-03
ayat 1(a) |dengan penetapan sebagaimanalyang dibayar
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada importir untuk: b.
mendapatkan pengembalian bea
masuk yang lebih dibayar.
7 [Kiasifikasi Psl13 Psl 17 Ayat [Dalam hal penetapan sebagaimanalResiko Pemberitahuan Impor| SPKTNP |Pembatalan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2(a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|salah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-01
dengan penetapan sebagaimanaikriteria perjanjian dan/atau .
dimaksud dalam Pasal 16, Direkiur|kesepakatan  terkait tarif
Jenderal memberitahukan secara|menyebabkan kekurangan
tertulis kepada importir untuk: a.|pembayaran bea  masuk
melunasi bea masuk yang kurang|{skema FTA).
dibayar;
7 Klasifikasi Psl 13 Psl 17 Ayat |Dalam hal penetapan sebagaimanalResiko Pemberitahuan Impor| SPKTNP |Pembatalan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1} berbeda|salah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-02
dengan penetapan sebagaimanalkriteria perjanjian  dan/atau )
dimaksud dalam Pasal 18, Direkiur{kesepakatan  terkait  tarif
Jenderal memberitahukan secara|menyebabkan kekurangan
tertulis kepada importir untuk: a.|pembayaran bea  masuk
melunasi bea masuk yang kurangj{skema FTA).
dibayar;

7 |Klasifikasi Psl13 Psl 17 Ayat |Dalam hal penetapan sebagaimanajResiko Pemberitahuan Impor] SPKTNP |Pembatatan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat {1) berbeda|salah karena fidak memenuhi FTA 0017.2-03
dengan penetapan sebagaimanalkriteria perjanjian  dan/atau
dimaksud dalam Pasal 16, Direkiurikesepakatan  terkait  tarif
Jenderal memberitahukan secarafmenyebabkan kekurangan
terfulis kepada importir urituk: a.|pembayaran  bea  masuk
melunasi bea masuk yang kurang|(skema FTA).

dibayar;

7 |Klasifikasi Psl 13 Psl 17 Ayat |Dalam hal penetapan sebagaimana|Resiko Pemberitahuan Impor] SPKTNP [Pembatalan PAB-D013.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbedalsalah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-04
dengani penetapan sebagaimanalkriteria  perjanjian  dan/atau
dimaksud dalam Pasal 16, Direkiur|kesepakatan  ferkait  tarif
Jenderal memberitahukan secara|menyebabkan kekurangan
tertulis kepada importir untuk: a.|pembayaran bea  masuk

melunasi bea masuk yang kurang|{skema FTA).
dibayar;
7 |Klasifikasi Psl 13 Psl 17 Ayat [Dalam hal penetapan sebagaimana|Resiko Pemberitahuan Impor| SPKTNP (Pembatalan PAB-0013.4
dan Tarif Ayat 1 2 {a) dimaksud pada ayat (1) berbedajsalah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-05

dengan penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Direkiur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada importir untuk: a.
melunasi bea masuk yang kurang
dibayar;

kriteria  perjanjian dan/atau
kesepakatan  terkait  tarif
menyebabkan kekurangan
pembayaran  bea  masuk
(skema FTA).




Pelanggar

NO|  Resiko " Sarksi Sanksi Sub Resiko PenZ?:pan Temuan Audit | Kodifikas!
7 |Klasifikasi Psl 13 Pst 17 Ayat |Dalam hal penetapan sebagaimanal|Resiko Pemberitahuan tmpor| SPKTNP |Pembatatan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2 {(a) dimaksud pada ayat (1) berbedalsalah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-06
dengan penetapan sebagaimanalkriteria perjanjian  dan/atau
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur|kesepakatan  terkait  tarif
Jenderal memberitahukan secaralmenyebabkan kekurangan
tertulis kepada importir untuk: a.[pembayaran bea  masuk

metunasi bea masuk yang kurang|(skema FTA).
dibayar;
7 |Klasifikasi Psl 13 Psl 17 Ayat [Dalam hal penetapan sebagaimana|Resike Pemberitahuan Impor] SPKTNP |Pembataian PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|salah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-07
dengan penetapan sebagaimanalkriteria  perjanjian  danfatau :
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur|kesepakatan  terkait  tarif
Jenderal memberitahukan secara]menyebabkan kekurangan
tertulis kepada importir untuk: a.[pembayaran bea  masuk
melunasi bea masuk yang kurangj(skema FTA).
dibayar;
7 |Klasifikasi Psl 13 Ps! 17 Ayat |Dalam hal penetapan sebagaimana|Resiko Pemberitahuan Impor| SPKTNP |Temuan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1} berbedalsalah karena tidak memenuhi Lainnya 0017.2-08
dengan penetapan sebagaimanalkriteria perjanjian  dan/atau :
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur|kesgpakatan  terkait  tarif
Jenderal memberitahukan secara|menyebabkan kekurangan
tertufis kepada importir untuk: a.|pembayaran bea  masuk
melunasi bea masuk yang kurang|{skema FTA).
dibayar;
7 |Klasifikasi Psl 13 Psl 17 Ayat|Dalam hal penetapan sebagaimana|Apabila mengakibatkan| SPKTNP [Kelebihan BM |PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2 j.0. Psl 27|dimaksud pada ayat (1) berbedajadanya kelebihan bea masuk 0017.2-09
ayat 1(a) |dengan penetapan sebagaimanalyang dibayar
dimaksud dalam Pasal 16, Direkiur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada importir untuk: b.
mendapatkan pengembalian bea
masuk yang lebih dibayar. )
8 Klasifikasi PSL 14 Psl 17 Ayat|Dalam hal penetapan sebagaimana|Resiko Pemberitahuan Impar] SPKTNP |Kesalahan PAB-0014.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|salah karena tidak tepat Klasifikasi 0017.2-01
dengan penetapan sebagaimanalklasifikasi barang yang i
dimaksud dalam Pasal 16, Direkiurlmenyebabkan kekurangan
Jenderal memberitaiukan secara|pembayaran bea masuk.
teriulis kepada importir untuk: a.
melunasi bea masuk yang kurang
dibayar;

8 |Klasifikasi PSL14  [Psl 17 Ayat|Dalam hal penetapan sebagaimana|Resiko Pemberitahuan tmpor| SPKTNP [Temuan PAB-0014.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbada|salah karena tidak tepat Lainnya 0017.2.02
dengan penetapan sebagaimanaiklasifikasi barang yang
dimaksud dalam Pasal 18, Direkiur|menyebabkan kekurangan

Jenderal memberitahukan secara|pembayaran bea masuk.
tertulis kepada importir untuk: a.
melunasi bea masuk yang kurang
dibayar;
8 |Klasifikasi PSL 141Psl 17 Ayat|Dalam hal penetapan sebagaimana|Apabila mengakibatkan] SPKTNP |Kelebihan BM |PAB-0014.1
dan Tarif Ayat 1 2 j.o. Psl 27 dimaksud pada ayat (1) berbedaladanya kelebihan bea masuk 0017.2-03
ayat 1(a) (dengan penetapan sebagaimana|yang dibayar

dimaksud dalam Pasal 16, Direktur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada impartir uniuk: b
mendapatkan pengembalian bea
masuk yang lebin dibayar.




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

Kodifikasi

Nilai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psi 17 Ayat
2j0.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan  pembayaran  bea
masuk, dikenal sanksi administrasi
berupa denda paling  sedikit
100%(seratus persen) dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.

Resike Pemberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nilaj
Pabean vyang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Adanya Biaya
yang dibayar
pembeli

PAB-0015.1
0017.2-01

Nijai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2j0.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2}, apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nitai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%(seratus persen) dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.

Resiko Pemberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nilai
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk,

SPKTNP

Nitai dari barang
dan jasa

PAB-0015.1
0017.2-02

Nilai Pabean

Psi 15
Ayat 1

Psl i7 Ayat
2j0.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan  pembayaran  bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling  sedikit
100%(seratus persen} dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen} dari bea masuk yang
kurang dibayar.

Resiko Permberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nitat
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Royaiti dan
Lisensi

PAB-0015.1
0017.2-03

Nilai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psi 17 Ayat
2j0.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan pemnbayaran bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%(seratus persen) dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.

Resiko Pemberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nilai
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Proceeds

PAB-0015.1
0017.2-04

Nilai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2j0. 4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan  pembayaran  bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%(seratus persen) dari bhea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 41000% ({seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.

Resikoe Pemberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nilai
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Freight

PAB-0015.1
0017.2-05
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Nitai Pabean

Psi 16
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2i0.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga - mengakibatkan
kekurangan  pembayaran  bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%{seratus persen)} dari bea
rmasuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk vyang
kurang dibayar.

Resiko Pemberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nilai
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pernbayaran bea
masuk.

SPKTNP

Biaya
pemuatan,
pembongkaran,
dan
penanganan
barang impor

PAB-0015.1
0017.2-06

Nitai Pabean

Psi 16
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2i0.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nitai transaksi yang diberitahukan
sehingga rmengakibatkan
kekurangan pembayaran bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%(seratus persen) dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk vyang
kurang dibayar.

Resikae Pemberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nilai
Pabean yang menycbabkan
kekurangan permbayaran bea
masuk.

SPKTNP

Biaya Asuransi

PAB-0015.1
0017.2-07

Nilai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2j0.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang dlberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%(seratus persen} dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.

Resiko Pemberitahuan impor
salah karena tidak tepat Milai
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Ternuan
Lainnya

PAB-0015.1
0017.2-08

Nilai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2 jo. Psl 27
ayat 1(a)

Dalam hal penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbeda
dengan penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada importir untuk: b.
mendapatkan pengembalian  bea
masuk yang febih dibayar.

Apabila mengakibatkan
adanya kelebihan bea masuk
yang dibayar

SPKTNP

Kelebihan BM

PAB-0015.1
0017.2-09

Nilai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2fo.4jo
Psi 114

Dalam hal penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbeda
dengan penetapan sebagaimana
dirmnaksud dalarm Pasal 16, Direkiur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada importir untuk: b.
mendapatkan pengembalian bea
masuk yang lebih dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPKTNP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-01

10

BMAD

Psl 18

Ps!
ayat 2

23D

Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan
BMP sebagiamana dimaksud pada
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri

Resiko tidak dibayarnya Bea
Masuk Aanti Dumping (BMAD)
menyebabkan kekurangan
pembayaran bea masuk.

SPKTNP

Kesalahan Trf
BMAD

PAB-0018.0
023D.2-01

10

BMAD

Psl 18

Psi
ayat 2

230

Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan
BMP sebagiamana dimaksud pada
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri

Resiko tidak dibayarnya Bea
Masuk Aanti Dumping (BMAD)
menyebabkan kekurarngan
pembayaran bea masuk.

SPKTNP

Temuan
Lainnya

PAB-0018.0
023D.2-02




Pelanggar

NO Resiko an Sanksi Sanksi Sub Resiko Penzz(pan Temuan Audit | Kodifikasi
11 {8BMIL Psl 21 Psl 2303 Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan[Resiko tidak dibayarnya Bea| SPKTNP |Kesalahan Trf PAB-0021.0
ayat 2 BMP sebagiamana dimaksud pada|Masuk Imbalan (BMI) Bt 023D.2-01
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri menyebabkan kekurangan
pembayaran bea masuk. .
11 [BMI Psl| 21 Psl 23D Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan|Resiko tidak dibayarnya Bea] SPKTNP |Temuan PAB-0021.0
ayat 2 BMP sebagiamana dimaksud pada|Masuk Imbalan (BMI) Lainnya 0230.2-02
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri menyebabkan kekurangan
pembayaran bea masuk.
12 {BMTP Psl 23 A [Psl 23D Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan|Resiko tidak dibayarnya Bea| SPKTNP [Kesalahan Trf  |PAB-
ayat 2 BMP sebagiamana dimaksud padajMasuk Tindak Pengamanan BMTP 0023.A-
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri {BMTP}) menyebabkan 023D.2-01
kekurangan pembayaran bea
masuk. ‘
12 |BMTP Psl23 A |Psi 23D Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan|Resike tidak dibayarnya Bea] SPKTNP [Termiuvan PAB-
ayat 2 BMP sebagiamana dimaksud padaz|Masuk Tindak Pengamanan Lainnya 0023.A-
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri {BMTP) menyebabkan 023D.2-02
kekurangan pembayaran bea '
masuk.

13 1BMP Psl23C |23 D ayat 2 |Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan|Resiko tidak dibayarnya Bea| SPKTNP |Kesaiahan Tif  [PAB-
BMP sebagiamana dimaksud pada|Masuk Pembalasan (BEMP) BMP 0023.C-
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri menyebabkan kekurangan 023D.2-01

pembayaran bea masuk. :

13 |BMP Psi23C |23 D ayat 2 |Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan|Resiko tidak dibayarnya Beal SPKTNP |Termuan PARB-
BMP sebagiamana dimaksud pada|Masuk Pembalasan (BMP) Lainnya 0023.C-
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri menyebabkan kekurangan 023D.2-02

pembayaran bea masuk.

14 |Pembebasan |Psi 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1

Impor Ayat1 hrf 14 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan brang perwakilan Ketentuan 0025.4-01
a masuk yang ditetapkan menurut negara asing beserta para :
undang-undang ini wajib membayar |pejabatnya tidak mermenuhi
bea masuk yang terutang dan ketentuan, yaitu tidak sesuai
dikenai sanksi administrasi berupa |dengan fujuan dan fidak
denda sebesar paling sedikit 100% |memenuhi persyaratan,
(seratus persen} dari bea masuk menyebabkan kesempatan
yang seharusnya dibayar dan paling jnegara unfuk memperoleh bea
banyak 500% {lima ratus persen)  [masuk menjadi hilang.
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat1 hrf {4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan barang Ketentuan 0025.4-02
b masuk yang ditetapkan menurut keperiuan badan internasional :
undang-undang ini wajib membayar |dan para pejabatnya tidak
bea masuk yang terutang dan memenuhi  ketentuan, yaitu
dikenai sanksi administrasi berupa [tidak sesual dengan tujuan
denda sebesar paling sedikit 100% {dan yidak memenuhi
{seratus persen) dari bea masuk persyaratan, mernyebabkan
yang seharusnya dibayar dan paling |kesempatan negara  untuk
banyak 500% (lima ratus persen) memperoleh  bea  masuk
dari bea masuk yang seharusnya  [menjadi hilang.
dibayar.
14 {Pembebasan [Ps| 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hif |4 ketentuan tentang pembebasan bea {pembebasan buku it Ketentuan 0025.4-03
c masuk yang ditetapkan menurut pengetahuan tidak memenuhi

undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenal sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan pabing
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

ketentuan, yaitu tidak sesuai

dengan tujuan dan yidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan

negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.




NO Resiko Pelaannggar Sanksi Sanksi Sub Resiko Pen[;?:pan Temuan Audit Kodifikasi
14 |Pembebasan |Psl 25 Ps| 25 Ayat |Qrang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPRP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrf {4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan barang kiriman Ketentuan 0025.4-04
d masuk yang ditetapkan menurut hadiah/hlbah utk keperiuan .
undang-undang ini wajib membayar |ibadah utk urmum, amal, sosial,
bea masuk yang terutang dan kebudayaan atau
dikenai sanksi administrasi berupa {penanggulangan bencana
denda sebesar paling sedikit 100% |alam tidak memenuhi
(seratus persen) dari bea masuk ketentuan, yaitu tidak sesuai
yang seharusnya dibayar dan paling |dengan tujuan dan  yidak
banyak 500% (lima ratus persen) memenuhi persyaratan,
dari bea masuk yang seharusnya  |menyebabkan kesempatan
dibayar. negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.
14 |Pembebasan |Psl 25 Pst 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasifitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impar Ayat 1 hrf {4 ketentuan teniang pembebasan bea |pembebasan barang museum, Ketentuan 0025.4-05
e masuk yang ditetapkan menurut kebun bianatang, tempat lain
undang-undang ini wajfio membayar |utk umum atau konservasi
bea masuk yang terutang dan alam fidak memenuhi
dikenai sanksi administrasi berupa |ketentuan, vaitu tidak sesuai
denda sebesar paling sedikit 100% [dengan tujuan dan vidak
(seratus persen) dari bea masuk rmemenuhi persyaratan,
yang seharusnya dibayar dan paling [menyebabkan kesempatan
banyak 800% (lima ratus persen} negara untuk memperoleh bea
dari bea masuk yang seharusnya  |masuk menjadi hilang.
dibayar.
14 [Pembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat (Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrf f|4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan  barang  utk Ketentuan 0025.4-06
masuk yang ditetapkan menurut penelitian dan pengembangan
undang-undang ini wajib membayar |ilmu pengetahuan tidak
bea masuk yang terutang dan memenuhi  ketentuan, yaitu
dikenai sanksi administrasi berupa jtidak sesuai dengan fujuan
denda sebesar pating sedikit 100% |dan yidak memenuhi
(seratus persen) dari bea masuk persyaratan, menyebabkan
yang seharusnya dibayar dan paling [kesempatan negara  untuk
banyak 500% (lima ratus persen) |memperoleh bea  masuk
dari bea masuk yang seharusnya  |menjadi hilang.
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat |Crang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrf 14 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan  barang  utk Ketentuan 0025.4-07
g masuk yang ditetapkan menurut tunanetra dan penyandang
undang-undang ini wajib membayar |cacat tidak memenuhi
bea masuk yang ierutang dan ketentuan, yaitu tidak sesuai
dikenai sanksi administrasi berupa [dengan tfujuan dan  vidak
denda sebesar paling sedikit 100% |memenuhi persyaratan,
{seratus persen) dari bea masuk menyebabkan kesempatan
yang seharusnya dibayar dan paling [negara untuk memperoleh bea
banyak 500% (lima ratus persen) masuk menjadi hitang.
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 |Pembebasan |Psi25 Psl 25 Ayat [Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrf |4 ketentuan tentang pembebasan bea {pembebasan persenjataart, Ketentuan 0025.4-08
h masuk yang ditetapkan menurut amunist, perlengkapan rmiliter, :
undang-undang ini wajib membayar |kepoiisian, dan suku

bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan pating
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

cadangnya utk pertahanan dan
keamanan tidak memenuhi
ketentuan, yaitu tidak sesuai
dengan tujuan dan tidak
memenithi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.




Pelanggar

NO Resiko an Sanksi Sanksi Sub Resiko Penz?:pan Temuan Audit Kodifikasi
14 |Pembebasan |Psl 25 Ps| 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pernanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
impor Ayat 1 hrfi{4 ketentuan tentang pembebasan bea [pembebasan  barang Ltk Ketentuan 0025.4-09
masuk yang ditetapkan menurut menghasilkan barang .
undang-undang ini wajib membayar |pertahanan keamanan tidak
bea masuk yang terutang dan memenuhi  ketentuan, yaitu
dikenai sanksi administrasi berupa |tidak sesuai dengan tujuan
denda sebesar paling sedikit 100% |dan yidak memenuhi
(seratus persen) dari bea masuk persyarafan, menyebabkan
yang seharusnya dibayar dan paling (kesempatan negara  untuk
banyak 500% (lima ratus persen) |memperoleh hea  masuk
dari bea masuk yang seharusnya  |menjadi hilang.
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl 25 Ps] 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
impor Ayat 1 hrf j|4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan barang contoh Ketentuan 0025.4-10
masuk yang ditetapkan menurut tidak memenuhi ketentuan,
undang-undang ini wajib membayar |yaitu tidak sesuai dengan
bea masuk yang terutang dan tujuan dan tidak memenuhi
dikenal sanksi administrasi berupa |persyaratan, menyebabkan
denda sebesar paling sedikit 100% |kesempatan negara untuk
(seratus persen)} dari bea masuk memperoleh  bea  masuk
yang seharusnya dibayar dan paling [menjadi hilang.
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 |Pembebasan jPs| 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resike pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
‘mpor Ayat 1 hrf |4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan peti kemasan utk Keteniuan 0025.4-11
k masuk yang ditetapkan menurut jenazah atau abu jenazah
undang-undang ini wajib membayar [tidak memenuhi ketentuan,
bea masuk yang terutang dan yaitu tidak sesuai dengan
dikenaj sanksi adminisfrasi berupa [juan dan tidak memenuhi
denda sebesar paling sedikit 100% |persyaratan, menyebabkan
(seratus persen) dari bea masuk kesempatan negara  untuk
yang seharusnya dibayar dan paling |memperoleh  bea  masuk
banyak £§00% (lima ratus persen) menjadi hilang.
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl 25 Pst 25 Ayat |QOrang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hef )4 ketentuan tentang pembebasan bea [pembebasan barang pindahan Ketentuan 0025.4-12
masuk yang ditetapkan menurut lidak memenuhi ketentuan, :
undang-undang ini wajib membayar |yaitu tidak sesuai dengan
bea masuk yang terutang dan tujuan dan tidak memenuhi
dikenai sanksi administrasi berupa (persyaratan, menyebabkan
denda sebesar paling sedikit 100% Jkesempatan negara untuk
{seratus persen) dari bea masuk memperoleh bea mastik
yang seharusnya dibayar dan paling {menjadi hilang.
banyak 500% (lima ratus persen}
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 {Pembebasan [Psl 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB—OOZS.H
Impor ayat 1 hrf |4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan barang Ketentuan 0025.4-13
m masuk yang ditetapkan menurut penumpang, awak sarku, ’
undang-undang ini wajib membayar [pelintas batas, dan kiriman

bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%

|(seratus persen) dari bea masuk

yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

sampail fimit nilai dan jumiah
tertentu  tidak  memenuhi
ketentuan, yaitu tidak sesuai
dengan tujuan dan tidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.




Pelanggar

NO Resike an Sanksi Sanksi Sub Resiko Pen?a(tj:pan Termuan Audit Kodifikasi
14 |Pembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resike pemanfaatan fasilitas sSpp Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor ayat1 hrf {4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan obat dg Ketentuan 0025.4-14
n masuk yang ditetapkan menurut anggaran negara guna ’
undang-undang inf wajib membayar |masyarakat tidak memenuhi
bea masuk yang terutang dan ketentuan, yaitu tidak sesuai
dikenai sanksi administrasi berupa {dengan  fujuan dan yidak
denda sebesar paling sedikit 100% [memenuhi persyaratan,
{seratus persen) dari bea masuk menyebabkan kesempatan
yang seharusnya dibayar dan paling {negara untuk memperoleh bea
banyak 500% (lima ratus persen)  {masuk menjadi hilang.
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor ayat 1 hrf |4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan  ekspor  utk Ketentuan 0025.4-15
o] masuk yang ditetapkan menurut perbaikan, pengerjaan ,
undang-undang ini wajib membayar |pengujian  tidak memenuhi
bea masuk yang terutang dan ketentuan, yaitu tidak sesual
dikenai sanksi administrasi berupa [dengan tujuan dan tidak
denda sebesar paling sedikit 100% [memenuhi persyaratan,
(seratus persen) dari bea masuk menyebabkan kesempatan
yang seharusnya dibayar dan paling |negara untuk memperoteh bea
banyak 500% (lima ratus persen) masuk menjadi hilang.
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 |Pembebasan |Pst 25 1Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
impor ayat1 hrf |4 ketentuan tentang pernbebasan bea [pembebasan impor kembali Ketentuan 0025.4-16
p masuk yang ditetapkan menurut dengan kualitas dan kuantitas
undang-undang Ini wajib membayar |sama saat ekspor tidak
bea masuk yang terutang dan memenuhi  ketentuan, yaitu
dikenai sanksi administrasi berupa ltidak sesuai dengan tujuan
denda sebesar paling sedikit 100% |dan tidak memenuhi
(seratus persen) dari bea masuk persyaratan, menyebabkan
yang seharusnya dibayar dan paling |kesempatan negara  untuk
banyak 500% (lima ratus persen) memperoieh  bea  masuk
dari bea masuk yang seharusnya meniadi hilang.
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resika pemanfaatan fasilitas 3PP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor ayat 1 hef |4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan  barang  terapi Ketentuan 0025.4-17
q masuk yang ditetapkan menurut manusia, pengelompokan oo
undang-undang ini wajib membayar [darah, penjenisan  jaringan
bea masuk yang terutang dan tidak memenuhi ketentuan,
dikenai sanksi administrasi berupa |yaitu fidak sesuai dengan
denda sebesar paling sedikit 100% (tujuan dan tidak memenuhi
{seratus persen) dari bea masuk persyaratan, menyebabkan
yang seharusnya dibayar dan paling |kesempatan  negara  untuk
banyak 500% {lima ratus persen) memperoleh  bea  masuk
dari bea masuk yang seharusnya  jmenjadi hilang.
dibayar.
14 |Pembebasan {Psl 25 Psi 114 Orang yang tidak memenuhi Apabila tidak mengakibatkan SPP Tarif BM =0 % |PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrf ketentuan tentang pembebasan hea |kekurangan bea masuk (tarif q114.0-01
a masuk yang ditetapkan menurut BM = 0 %)

undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenati sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% {lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
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Resiko

Pelanggar
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Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

Kodifikasi

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
Ayat 1 hrf
b

Psl 114

Crang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila fidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarf BM =0 %

PAB-0015.1
0114.002

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
Ayat 1 hrf
c

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM = 0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-03

13

Pembebasan
impor

Psi 25
Ayat 1 hrf
d

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk {tarif
BM =0 %)

SPP

TarifBM=0%

PAB-0015.1
0114.0-04

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
Ayat 1 hrf
e

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan fentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang inf wafib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan pafing
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-05

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
Ayat 1 hrf f

Psl 114

QOrang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan palfing
banyak 500% (lima ratus persen)
dart bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM=0 %

PAB-0015.1
0114.0-08
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14

Pembebasan
impor

Psl 25
Ayat 1 hrf
g

Psi 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

TarifBM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-07

14

Pembebasan
fmpor

Psl 25
Ayat 1 hrf
h

Psi 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar,

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarf BM=0%

PAB-0015.1
0114.0-08

14

Pembebasan
lmpor

Psl 25
Ayat 1 hrfi

Ps| 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang Ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenal sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% {lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 o/o)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB0D15.1
0114,0-09

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
Ayal 1 hrf j

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan hea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatikan
kekurangan bea masuk (tarif
BM = 0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-10

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
Ayat 1 hrf
k

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen)} dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% {lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =10 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-11
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14

Pembebasan
Impor

Psi 25

Ayat 1 hrf |

Pst 114

Orang yang tidak mermenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM=0%

PAB-0015.1
0114.0-12

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
ayat 1 hrf
m

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenal sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-13

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
ayat 1 hrf
n

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM=0°/Q)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-14

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
ayat 1 hrf
o

Psl 114

Orang yang fidak mernenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatian
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-15

74

Pembebasan
impor

Psl 25
ayat 1 hrf

p

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarf BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-16
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14

Pembebasan
impor

Psl 25
ayat 1 hrf

q

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM=0%

PAB-0015.1
0114.017

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
a

Psl 26 Ayat
4

Orang vyang tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk vyang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar,
paling sedikit 100% (seratus persen)
darl bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar,

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
BARANG UTK
PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
tidak memenuhi ketentuan,
yaitu tidak sesuai dengan
tujuan dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoieh bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-01

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
b

Psl 26 Ayat
4

Orang yang
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

tidak  memenuhi

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
MESIN UTK PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN
INDUSTR! tidak memenuhi
ketentuan, yaitu tidak sesuai
dengan tujuan dan tidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara uniuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-D026.1
0026.4-02

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Pst 26
ayat 1 hrf
C

Psl 26 Ayat
4

Orang vang tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bhea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) darl bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
BARANG DAN BAHAN UTK
PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
UTK  JANGKA WAKTU
TERTENTU tidak memenuhi
ketentuan, yaitu tidak sesuai
dengan tujuan dan fidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk mempercleh bea
masuk menjadi hitang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-03

16

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
d

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling hanyak 500%
(tima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

QOrang yang

Resike pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
peralatan dan bahan utk
mencegah pencemaran
lingkungan tidak memenuhi
ketentuan, vaitu tidak sesuat
dengan tujuan dan tidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-04
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15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Pst 26
ayat 1 hrf
e

Psl 26 Ayat
4

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar,

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
BIBIT DAN BENIH UTK
PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
PERTANIAN, PETERNAKAN,
PERIKANAN tidak memenuhi
ketentuan, yaitu tidak sesuai
dengan tujvan dan fidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-05

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psi 26
ayat 1 hrf
f

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan -atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dkenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
HASIL LAUT DARI SARKU
YG MENDAPAT IJIN tidak
memenuhi  ketentuan, vyaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesernpatan negara untuk
memperoleh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-06

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psi 26
ayat 1 hrf

g

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wafib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenal  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(ima ratus persen} dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang  yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang ya mengalami
kerusakan, penurunan mutu,
kemusnahan atau penyusutan
valume atau berat sebab
alamiha saat timbun sd saat
sppb impor tidak memenuhi
ketentuan, yaite tidak sesuai
dengan tujuan dan tidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-07

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
h

Psl 28 Ayat
4

tigcak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk vyang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang pemerintah utk
kepentingan  umum  tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh bea masuk
menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-08
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Resiko
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Sanksi
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15

Pembekasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
i

Psi 26 Ayat
4

tidak  memenunhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen} dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang keperluan olah raga
diimpor oleh induk organisasi
olahraga nasional tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
fidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh bea masuk
menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-09

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hif
j

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% {seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
vang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang proyek pemerintah
pembiayaan pinjaman
danfatau hibah dr Intidak
memenuhi  ketentuan, vaitu
tidak sesuai dengan fujuan
dan Tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh bea masuk
menjadi hitang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-10

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hif
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
Keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(fima ratus persen} dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain tujuan ekspor tidak
memenuhl  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperocleh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

TIDAK SESUAI
JENIS BAN
SPESIFIKAS)

PAB-0026.1
0026.4-11

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen}
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketenfuan, vyaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan fidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

OVERQUOTA

PAB-0026.1
0026.4-12

15

Pembebasan
dan
keringanart
impor

Pst 26
ayat 1 hif
k

Psl| 26 Ayat
4

tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebssar
paling sedikit 100% {seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada hrg

lain  tujuan  ekspor tidak
memenuhi ketentuan, yaitu
fidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh  bea  masuk

menjadi hilang.

SPP

TIDAK SESUAI
DENGAN
PERIODE
WAKTU (86A)

F.;AB—0026.1
0026.4-13




NO

Resike

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

.Kodifikasi

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diclah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan  ekspor  tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tfidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperolen  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

SELISIH
KURANG
BAHAN BAKU

PAB-0026.1
0026.4-14

16

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psi 26
ayat 1 hwf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan alau
kefinganan bea masuk yang
ditetapkan menuruf undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima raius persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Reslko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, vyaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak mermenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara  untuk
memperoleh bea masuk
menjadi hitang.

SPP

SELISIH
KURANG
BARANG JADI

PAB-0026.1
0026.4-15

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psi 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan alau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar,
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk vang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memanuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

SELISIH
KURANG
BARANG SISA

PAB-0026.1
0026.4-16

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  fujuan ekspor tidak
memenuhi  Kketentuan, vyaitu
tidak sesuai dengan fujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara uniuk
memperoteh bea masuk
menjadi hitang.

SPP

LEWAT
WAKTU 12
BULAN

PAB-0026.1
0026.4-17

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
K

Psl| 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  ftujuan  ekspor fidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

PENJUALAN
LOKAL

PAB-0026.1
0026.4-18




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

"Kodifikasi

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Pst 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut ndang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
vang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diglah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, vaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

SUBSTITUS!
BARANG
FASILITAS

PAB-0026.1
0026.4-19

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
inj wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
adrministrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen}
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar,

Orang vang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diotah,
dirakif, atau dipasang pada brg
fain  tjuan  ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesual dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara  untuk
mempercleh bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

KETIDAKSESU
AJAN JAMINAN

PAB-0026 1
0026.4-20

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

Orang vyang ftidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyzk 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, vaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memendithi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
mempercleh  bea masuk
menjadi hilang.

SPP

KELEBIHAN
PENGEMBALIA
N BEA MASUK

FAB-0026.1
0026.4-21

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psi 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib memhayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan pafing banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
tain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
lidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
mempercleh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

NON KUOTA

PAB-0026.1
0026.4-22

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psit 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
adminisfrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen})
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling hanyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar,

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilifas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketenfuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

DISEWAKAN/TY
DAK SESUAI
PERUNTUKAN

PAB-0026.1
0026.4-23




Pelanggar

NO|  Resiko o Sanksi Sanksi Sub Resiko PenZ?:pan Temuan Audit | Kodifikasi

15 [Pembebasan |Psl 26 Psl 26 Ayat |Orang  yang tidak memenuhi|Resiko pemanfaatan fasilitas SPP TIDAK SESUAL |PAB-0026.1
dan ayat 1 hef {4 ketentuan pembebasan atau/pembebasan atau Kkeringanan PELABUHAN [|0026.4-24
keringanan |k keringanan bea masuk yang|barang dan bahan utk diolah, BONGKAR
impor ditetapkan menurut undang-undang|dirakit, atau dipasang pada brg ‘

ini wajib membayar bea masuk yangflain  tujuan  ekspor tidak
terutang dan dikenai sanksilmemenuhi ketentuan, yaitu
administrasi berupa denda sebesarftidak sesuai dengan tujuan
paling sedikit 100% (seratus persen){dan tidak memenuhi
dari bea masuk yang seharusnya|persyaratan, menyebabkan
dibayar dan palting banyak 500%kesempatan negara untuk
{lima ratus persen) dari bea masuk|memperaleh bea  masuk
yang seharusnya dibayar. menjadi hilang.

15 |Pembebasan [Psl| 26 Psl 26 Ayat |Orang yang tidak memenuhi|Resiko pemanfaatan fasilitas SpP TIDAK SESUAI |PAB-0026.1
dan ayat 1 hrf |4 ketentuan pembebasan atauipembebasan atau keringanan PELABUHAN  |0026.4-25
keringanan |k keringanan bea masuk yang|barang dan bahan utk diolah, MUAT :
impor ditetapkan menurut undang-undang dirakit, atau dipasang pada brg

ini wajib membayar bea masuk yang|tain  tujuan  ekspor  tidak
terutang dan  dikenai  sanksijmemenuhi ketentuan, yaitu
administrasi berupa denda sebesar|tidak sesuaji dengan tujuan
paling sedikit 100% (seratus persen)|dan tidak memenuhi
dari bea masuk yang seharusnya|persyaratan, menyebabkan
dibayar dan paling banyak 500%|kesempatan negara untuk
(lima ratus persen) dari bea masuk|/memperoleh  bea  masuk
yang seharusnya dibayar, menjadi hilang.

15 [Pembebasan |Psl 26 Pst 26 Ayat |Orang  yang tidak memenuhi|Resiko pemanfaatan fasiitas SPP Temuan PAB-0026.1
dan ayat 1 hrf |4 ketentuan pembebasan atau|pembebasan atau keringanan Lainnya 0026.4-26
keringanan |k keringanan bea masuk yang|barang dan bahan utk diolah,
impor ditetapkan menurut undang-undang|dirakit, atau dipasang pada brg

ini wajib membayar bea masuk yang|lain  fujuan ekspor tidak
terutang dan  dikenai  sanksiimemenuhi ketentuan, yaitu
administrasi berupa denda sebesarjtidak sesuai dengan tujuan
paling sedikit 100% (seratus persen)|dan tidak memenuhi
dari bea masuk yang seharusnyal|persyaratan, menyebabkan
dibayar dan paling banyak 500%|kesempaian negara untuk
(ima ratus persen) dari bea masuk{memperoleh  bea  masuk
yang seharusnya dibayar. menjadi hilang.

15 |Pembebasan |Psi 26 Psl 26 Ayat (Orang yang tidak memenuhilApabila tidak mengakibatkan SPP Tarif BM =0 % |PAB-0026.1
dan ayat1 hrf [4 ketentuan pembebasan ataulkekurangan bea masuk (tarif 0114.0-01
keringanan |a keringanan bea masuk yangiBM =0 %) i
impor ditetapkan menurut undang-undang .

ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharushya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen} dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

15 Pembebasan [Psl 26 Psl 26 Ayat |Orang  yang tidak  memenuhijApabila tidak mengakibatkan SPP Tarif BM =0 % [PAB-0026.1
dan ayat 1 hrf [4 ketentuan pembebasan atau|kekurangan bea masuk (larif 0114.0-02
keringanan |b keringanan  bea masuk yang|BM =0 %) '
impor ditetapkan menurut undang-undang

ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.




NO

Resika

Pelanggar
an

Sanksi

Sarksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

'Kodifikasi

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl| 26
ayat 1 hef
C

Pst 26 Ayat
4

Orang vyang tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk vang
ditetapkan menurut undang-undang
int wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-03

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
d

Psl 26 Ayat
4

Orang vyang tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratlus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar,

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tanf
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-04

15

Pemhebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
=]

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuni
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-05

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
f

Psi 26 Ayat
4

tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajlb membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM=0%

PAB-0026.1
0114.0-06

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
g

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pémbebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
adminisirasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen}
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(fima ratus persen} dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

QOrang yang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-07




NO

Resiko

Pefanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

‘Kodifikasi

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
h

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketenfuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea mastk
yang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM=QCVD)

SPP

Tarif BM = 0%

PAB-0026.1
0114.0-08

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
i

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
keteniuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paiing sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar,

Orang vyang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

TarifBM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-09

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
j

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk vyang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikepai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% {seratus persen)
dari bea masuk vang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarlf BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-010

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hif
k

Psl 26 Ayat
4

tidek  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-11

16

Pengembalia
n

Psl 27
ayat 1 jo
psl
12,13,14,
154dll

Pmk
pengembali
an

Bila permohonan pengembalian
tidak memenubhi kriteria , ditolak,

Bila perrmahonan
pengembalian tidak memenuhi
kriteria , ditolak,

SPP

PAB-0027.1
0000.0-01

17

Tanggung
Jawab 8M

Pasal 30
ayat 4

PMK tig
Bunga

Resiko kesalahan penetapan
NDPBM yang berakibat kurangnya
BM (PIB berkala)

Resiko kesalahan penetapan
NOPBM yang  berakibat
kurangnya BM {PIB berkala)

SPKNTP

PAB-0030.4
0000.0-01




Pelanggar

NO|  Resko " Sanksi Sanksi Sub Resiko penif:pan Temuan Audit | Kodifikas:
18 |TPS Psl 43 Psl 43 Ayat |Pengusaha tempat penimbunan|Resiko barang impor hilang di SFP PENGUSAHA {PAB-0043.1
Ayat 1 3 sementara  yang tidak  dapat|TPS TPS TIDAK 0043.3-M1
mempertanggungjawabkan barang DAPAT
yang seharusnya berada di tempat MEMPERTANG]| .
tersebut dikenai sanksi administrasi GUNGJAWABK
berupa denda sebesar dua puluh AN BARANG
lima persen dari bea masuk yang YANG
seharusnya dibayar. SEHARUSNYA
ADA
18|TPS Psl 43 Psl 43 Ayat [Pengusaha tempat  penimbunan|Resiko barang impor hilang di SPP Temuan PAB-0043.1
Ayat 1 3 sementara yang tidak dapat|TPS Lainnya 0043.3-02
mempertanggungjawabkan barang .
yang seharusnya berada di tempat
tersebut dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar dua puluh
lima persen dari bea masuk yang
seharusnya dibayar.
19|TPB Psl 44 Psl 45 Ayat |Risiko pengeluaran barang impor|Risike pengeluaran barang| SPSA |PENGELUARA [PAB-0044.1
ayal 1 3 yang mendapat Penangguhan BM|impor yang mendapat NBARANG  |0045.3-01
dari TPB tanpa persetujuan Pegjabat |Penangguhan BM dari TPB DARI TPB
tanpa persetujuan Pejabat SEBELUM
PERSETUJUA
N PEJABAT
12(TPB Psl 44 Psl 45 Ayat |Risiko pengeluaran barang impor|Risikc pengeluaran barang] SPSA  |Temuan PAB-0044.1
ayat 1 3 yvang mendapat Penangguhan BM|impor yang mendapat Lainnya 0045.3-02
dari TPB tanpa persetujuan Pejabat |Penangguhan BM dari TPB
tanpa persetujuan Pejabat
18 1TPB Psi 44 Psl| 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunaniRisiko selisih kurang barang SPP PENGUSAHA [PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat TPB TIDAK 0045.4-01
mempertanggungjawabkan barang{Penangguhan BM dan tidak DAPAT
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan MEMPERTANG]| -
tersebut  wajib membayar bea GUNGJAWABK]| :
masuk yang terutang dan dikenai AN BARANG
sanksi administrasi berupa denda YANG
sebesar 100% (seratus persen) dari SEHARUSNYA
bea masuk vyang seharusnya ADA
dibayar.
19|TPB Psl 44 Psl 45 Ayat |Pengusaha  tempat  penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang fidak dapat|impor yang mendapat KURANG 0045.4-02
mempertanggungjawabkan barangiPenangguhan BM dan tidak BAHAN BAKU
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
16 [TPB Psl 44 Psl 45 Ayat |Pengusaha  tempat  penimbunan|Risiko selisin kurang barang SPP SELISIH PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat KURANG 0045 .4-03
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak BARANG JADI | -

yang seharusnya berada di tempat
fersebut  wajib  membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.

dapat dipertanggungj awabkan




NO Resiko Pelaanr?gar Sanksi Sanksi Sub Resiko PenDe(tJ:pan Ternuan Audit | Kodifikasi
19 |TPB Psl 44 Psi 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunan|Risiko sefisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat| KURANG 0045.4-04
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak BARANG SISA | -
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen} dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
19 |TPB Psi 44 Psl 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapatiimpor yang mendapat KURANG 0045.4-05
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak MESIN DAN
yang seharusnya berada di tempat|{dapat dipertanggungj awabkan PERALATAN
tersebut  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenal
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.
19|TPB Psl 44 Psl 45 Ayat [Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP PENJUALAN  [PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat LOKAL 0045.4-06
mempertanggungjawabkan barangiPenangguhan BM dan tidak
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sankst administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen} dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
19 TPB Psl 44 Psl 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPpP KETIDAKSESU |PAB-0044.1
ayat1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat AlAN 0045.4-07
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak SUBKONTRAK
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut wajib  membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
19 | TPB Psl 44 Psl 45 Ayat |Pengusaha tempat pepimbunan|Risiko selisin kurang barang SPP SUBSTITUS|  |PAB-0044 .1
ayat 1 4 berikal  yang  tidak  dapat|impor yang mendapat BARANG 0045.4-08
mernpertanggungjawabkan barangiPenangguhan BM dan tidak FASILITAS Co
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut  wajib  membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.
18, TPB Psl 44 Psl 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP NILAI PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat TRANSAKSI 0045.4-09
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak PENJUALAN :
yang seharusnya berada di tempatjdapat dipertanggungj awabkan LOKAL

fersebut  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.




Pelanggar

NO Resiko an Sanksi Sanksi Sub Resiko Pen[;?:pan Temuan Audit | - Kedifikasi
19|TPB Psl 44 Psl 45 Ayat |Pengusaha  tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP Temuan PAB-(044 1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat Lainnya 0045.4-10
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak
yang seharusnya berada di tempatidapat dipertanggungj awabkan
tersebut wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar,
19 |TPB Psl 45(Psl 45 Ayat|Orang yang mengeluarkan barang|Risiko pengeluaran barang] SPSA |PENGELUARA |PAB-0045.1
ayat 1 3 darl tempat penimbunan berikatiimpor yang mendapat, N BARANG 0045.3-01
sebelum diberikan persetujuan oleh|Penangguhan BM dari TPB DARI TPB
pejabat bea dan cukai tanpa|tanpa persetujuan Pejabat SEBELUM
bermaksud mengelakkan kewajiban PERSETUJUA
pabean, dikenai sanksi administrasi N PEJABAT
herupa denda sebesar
Rp75.000.000,00 (tujuh putuh lima
juta rupiah}.
19 [TPB Psl 45|Psl 45 Ayat|Orang yang mengeluarkan barang(Risiko pengeluaran barang] SPSA  |Termuan PAB-0045.1
ayat 1 3 dari tempat penimbunan berikat{impor yang mendapat Lainnya 0045.3-02
sebelum diberikan persetujuan cleh|Penangguhan BM dari TPB .
pejabat bea dan cukai tanpajtanpa persetujuan Pejabat
bermaksud mengelakkan kewajiban
pabean, dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima
juta rupiah),
19 |TPB Psl 45|Psl 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunamRistko sefisih kurang barang SPP PENGUSAHA |PAB-0045.1
ayat 1 4 herikat yang tidak dapat|impor yang mendapat TPB TIDAK 0045.4-01
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak DAPAT )
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan MEMPERTANG
tersebut wajib membayar bea GUNGIAWABK
masuk yang terutang dan dikenai AN BARANG
sanksi administrasi berupa denda YANG
sebesar 100% (seratus persen) dari SEHARUSNYA
bea masuk vyang seharusnya ADA
dibayar.
19 |TPB Psl 45|Psl 45 Ayat |Pengusaha tempat  penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat KURANG 0045.4-02
mempertanggungjawabkan  barang|Penangguhan BM dan tidak BAHAN BAKU |-
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebul  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.
19| TPB Psl 45]Psl 45 Ayat |Pengusaha  tempat  penimbunan|Risiko selisih kurang barang sPp SELISIH PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor vang mendapat KURANG 0045.4-03
mempertanggungjawabkan barang{Penangguhan BM dan tidak BARANG JAD!

yang seharusnya berada di tempat
fersebut  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen} dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.

dapat dipertanggungj awabkan




NO|  Resiko | HM9 | gani Sanks! Sub Resiko Pen'jej’:pan Temuan Audit | Kodifikasi
19({TPB Psi 45)Psl 45 Ayat |Pengusaha  tempat  penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat KURANG 0045.4-04
mempertanggungjawablkan barang|Penangguhan BM dan tidal BARANG SISA
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
19(TPB Psl 45Ps| 45 Ayat [Pengusaha tempat penimbunan|Risiko sefisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat vang tidak dapat{impor yang rmendapat KURANG 0045.4-05
mempertanggungjawabkan barang{Penangguhan BM dan tidak MESIN DAN :
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan PERALATAN
tersebut  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.
191TPB Pst 45|Psl 45 Ayat [Pengusaha tempat  penimbunan|Risiko selisit kurang barang SPP PENJUALAN  |PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor vang mendapat LOKAL 0045.4-06
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut  wajib membayar hea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vang seharusnya
dibayar.
19(TPB Psl 45|Pst 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP KETIDAKSESLW! [PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat AlAN 0045.4-07
mempertanggungjawabkan farang{Penangguhan BM dan tidak SUBKONTRAK | -
yang seharusnya berada di tempat{dapat dipertanggungj awabkan |.
tersebut wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% {seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.
18 [TPB Psi 45|Pst 45 Ayat IPengusaha  tempat  penimbunan|Ristko selisih kurang barang SPP SUBSTITUS!  |PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat BARANG 0045.4-08
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak FASILITAS ’
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggung] awabkan
tersebut wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vang seharusnya
dibayar.
19|TPB Pst 45(Psl 45 Ayat (Pengusaha tempat penimbunan|Risiko sefisih kurang barang SFP NILAI PAB-0045.1
ayat 1 4 herikat yang tidak dapat{impor vang rmendapat TRANSAKSI 0045.4-09
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak PENJUALAN
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan LOKAL

fersebut wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

Kodifikasi

19

TPB

Psl
ayat 1

45

Psl 45 Ayat
4

Pengusaha tempat penimbunan
berikat yang tidak dapat
mempertanggungjawabkan barang
yang seharusnya berada di tempat
tersebut  wajib  membayar bea
masuk vang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Risiko selisih kurang barang
impor yang mendapat
Penangguhan BM dan tidak
dapat dipertanggungj awabkan

SPP

Temuan
Lainnya

PAB-0045 1
0045.4-10

19

TFB

Psl 46
ayat 2 dan
4

Psl 47

Bilamana izin tempat penimbunan
berikat telah dicabut sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 486,
pengusaha dalam batas waktu tiga
puluh hari sejak pencabutan izin
harus : a. melunasi semua bea
masuk yang terutang; b.
mengekspor kembali barang yang
masih ada di tempat penimbunan
herikat;, atau c¢. memindahkan
barang yang masih ada di iempat
penimbunan  berikat ke tempat
penimbunan berikat lain.

Risiko pencabutan penetapan
TPB

SPP

PAB-0046.2
0047.0-01

19

TPB

Psi 46
ayat 2 dan
4

Psl 47

Bilamana izin tempat penimbunan
berikat telah dicabut sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 48,
pengusaha dalam batas waktu tiga
pulth hari sejak pencabutan izin
harus @ a. melunasi semua bea
masuk yang terutang; b.
mengekspor kembali barang yang
masih ada di tempat penimbunan
berikat; atau c¢. memindahkan
barang yang masih ada di tempat
penimbunan berikat ke tempat
penimbunan berikat fain.

Risiko pencabutan penetapan
TPB

SPP

Temuan
Lainnya

PAB-0046.2
0047.0-02

20

Pembukuan

Psl 49

Psl 52 Ayat
1

Orang yang tidak
menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar
Rp50.000.000,00 {lima puluh juta
rupiah).

Resiko enfitas tidak
menyelenggarakan

pembukuan

SPSA

TIDAK
MENYELENGG
ARAKAN
PEMBUKUAN

PAB-0049.0
0052.1-01

20

Pembukuan

Psl 49

Psl 52 Ayat
1

Orang yang tidak
menyealenggarakan pembukuan
sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 49 dikenal sanksi administrasi
berupa denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah}.

Resiko entitas tidak
menyelenggarakan

pembukuan

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-0049.0
0052.1-02

20

Pembukuan

Psl 50
Ayat 1

Psl 86 Ayat
2

Orang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 yang menysbabkan
pejabat bea dan cukai tidak dapat
menjalankan  kewenangan audit
kepabeanan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
Rp75.000.000,00 {tujuh puluh lima
juta rupiah).

Resiko entitas tidak
menyerahkan pembukuannya

SPSA

Tim Audit tidak
dapat
menjalankan
kewenangan
audit

PAB-0050.1
0086.2-01

20

Pembukuan

Psl 50
Ayat 1

Pst 86 Ayat
2

Orang sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 49 yang menyebabkan
pejabat bea dan cukai tidak dapat
menjalankan  kewenangan  audit
kepabeanan dikenai sanksi
adminisirasi berupa denda sebesar
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima
juta rupiah).

Resiko entitas tidak
menyerahkan pembukuannya

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-0050.1
0086.2-02




Pelanggar

NO|  Resiko an Sanksi Sanksi Sub Resiko Pen'g?:pan Temuan Audit | Kodifikasi
20 |Pembukuan |Psi 51 Psl 52 Ayat |Orang  yang tidak  memenuhi|Pembukuan sebagaimanal SPSA |PEMBUKUAN [PAB-0051.1
Ayat 1 2 ketentuan sebagaimana dimaksud|dimaksud dalam Pasal 49 TIDAK 0052.2-01
dalam Pasal 51 ayat (1), ayat {2),|wajib diselenggarakan dengan MENGGAMBA
atau ayat (3} dikenai sanksilbaik agar menggambarkan RKAN
administrasi berupa denda sebesar|keadaan atau kegiatan usaha KEGIATAN
Rp25.000.000,00 {dua puluh lmajyang sebenarnya, dan USAHA
juta rupiah) sekurang-kurangnya terdiri
dari catatan mengenai harta,
kewajiban, modal,
pendapatan, dan biaya.
20 [Pembukuan  |Psl 51 Psl 62 Ayat [Orang  yang tidak  memenuhi|Pembukuan sebagaimanal SPSA  |Temuan PAB-0051.1
Ayat 1 2 ketentuan sebagaimana dimaksudidimaksud dalam Pasal 49 Lainnya 0052.2-02
dalam Pasal 51 ayat (1), ayat {(2),|wajib diselenggarakan dengan '
afau ayat (3) dikenai sanksilbaik agar menggambarkan
administrasi berupa denda sebesar|keadaan atau kegiatan usaha
Rp25.000.000,00 {dua puluh flimajyang sebenarnya, dan
juta rupiah) sekurang-kurangnya terdiri
dari catatan mengenai harta,
kewajiban, maodal,
pendapatan, dan biaya.
20 |Pembukuan |Psl 51 Psl 52 Ayat [Orang  yang tidak  memenuhi|Pembukuan wajib| SPSA  [HURUF, PAB-0051.2
Ayat 2 2 ketentuan sebagaimana dimaksud|diselenggarakan di Indonesia ANGKA DAN  |0052.2-01
dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2),|dengan menggunakan huruf] BAHASA YANG
atau ayat (3) dikenal sanksillatin, angka Arab, mata uang DIGUNAKAN
administrast berupa denda sebesar|rupiah, dan bahasa Indonesia, TIDAK SESUAI
Rp25.000.000,00 (dua puluh fimalatau dengan mata uang asing DENGAN
juta rupiah) dan bahasa asing yang YANG
diizinkan oteh menter. DININKAN
20 [Pembukuan [Psl 51 Psl 52 Ayat |Orang  yang tidak memenuhi|Pembukuan wajibl SPSA  |Temuan PAB-0051.2
Ayat 2 2 ketentuan sebagaimana dimaksud|diselenggarakan di Indonesia Lainnya 0052.2-02
dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2),|dengan menggunakan huruf
atau ayat (3} dikenai sanksi|latin, angka Arab, mata uang
administrasi berupa denda sebesar|rupiah, dan bahasa indonesia,
Rp25.000.000,00 {dua puluh limajatau dengan mata uang asing
juta rupiah) dan bahasa asing vyang
diizinkan oleh menteri,
20 |Pembukuan  [Psl 51 Psl 52 Ayat |Orang  vyang tidak memenuhi|Laporan keuangan, buku,| SPSA [JANGKA FAB-0051.3
Ayat 3 2 ketentuan sebagaimana dimaksud|catatan dan dokumen yang WAKTU 0052.2-01
dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2},|menjadi bukti dasar|. PENYIMPANA | -
atau ayat (3) dikenai sanksi|pembukuan, surat  yang N SELAMA 10
administrasi berupa denda sebesar|berkaitan dengan kegiatan TAHUN
Rp25.000.000,00 (dua puluh limajusaha termasuk data
juta rupiah) elektronik, surat yang
berkaitan dengan kegiatan di
bidang kepabeanan wajib
disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun pada tempat usahanya
di [ndonesia.
20 |Pembukuan [Pst 51 Psl 52 Ayat |Orang yang fidak memenuhilLaporan keuangan, buku,| SPSA [Temuan PAB-0051.3
Ayai 3 2 ketentuan sebagaimana dimaksud|catatan dan dokumen yang Lainnya 0052.2-02
dalam Pasai 51 ayat (1), ayat {2),[menjadi bukti dasar
atay ayat (3) dikenai sanksijpembukuan, surat  yang
administrasi berupa denda sebesar|berkaitan dengan kegiatan
Rp25.000.000,00 (dua puluh limajusaha termasuk data
juta rupiah) elektronik, surat yang
berkaitan dengan kegiatan di
bidang kepabeanan wajib
disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun pada tempat usahanya
di Indonesia.
21 [Lartas Psl 53 - - - - PAB-0053.0
0000.0-01
22 |Terorisme  [PsI64A [ - - - PAB-
084A.0-

0000.0-01
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23 Pemeriksaan (Psl 86 Psi B5 ayat |Pejabat bea dan cukai berwenang|'mportir, eksportir, pengusaha PAB-0086.1
Pembukuan |Ayattijo |3 menotak memberikan  pelayanan|tempat penimbunan 0085.3-01
Psl 48 jo kepabeanan dalam hal orang yang{sementara, pengusaha tempat
Psi BA bersangkutan  belum  memenuhi|penimbunan berikat,
Ayat 1 kewajiban kepabeanan berdasarkan|pengusaha pengurusan jasa
undang-undang ini. DAPAT |kepabeanan, atau pengusaha
DIBLOKIR pengangkutan wajib
menyelenggarakan
pembukuan. WAJIB
REGISTRASI
23 |Pemeriksaan |Psl 86 Psl 86 ayat (Orang sebagaimana  dimaksud|Resiko Pejabat tidak dapat] SPSA  [Tim Audit tidak PAB-0086.1
Pembukuan jAyatt A 12 dalam Pasal 49 yang menyebabkan|menjaiankan kewenangan dapat 0086.2-01
pejabat bea dan cukai tidak dapat|audit ; Meminta Pembukuan, menjatankan
menjalankan  kewenangan  audit|Meminta keterangan, kewenangan
kepabeanan dikenai sanksi| Memasuki Bangunan, audit
administrasi berupa denda sebesariMelakukan Tindak
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh fima|Pengamanan
juta rupiah).
23 |Pemeriksaan |Psi86 A |Psl 86 Ajo.|orang wajib membayar bea masuk|Risike Kkurang bayar Bea SPpP SALAH PAB--
Pembukuan Psl 82 Ayat |yang kurang dibayar dan dikenailMasuk  akibat  kesalahan JUMLAH 086A.0-
5 sanksi adminisirasi berupa denda|pemberitahuan jumtah BARANG 0082.5-01
sebagaimana dimaksud dalam|dan/atau jenis barang impor IMPOR
Pasal B2 ayat (5) dan sanksildalam Audit Kepabeanan
administrasi berupa denda paiing
sedikit 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1.000% (seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.
23 |Pemeriksaan [Psl86 A |Ps| 86 Aj.0.|orang wajib membayar bea masuk|Risiko kurang bayar Bea SPP SALAH JENIS |PAB-
Pembukuan Psl 82 Ayat [yang kurang dibayar dan dikenailMasuk  akibat  kesalahan BARANG 086A.0-
5 sanksi administrasi berupa dendalpemberitahuan jumlah IMPOR 0082.5-02
sebagaimana  dimaksud dalam|dan/atau jenis barang impor .
Pasai 82 ayat (5) dan sanksijdalam Audit Kepabeanan
administrasi berupa denda paling
sedikit 100% ({seratus persen) dari
bea masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1.000% (seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.
23 |Pemeriksaan |PsI 86 A  |Psl 868 Ajo.lorang wajib membayar bea masuk|Risiko kurang bayar Bea SPP Temuan PAB-
Pembukuan Psl 82 Ayat Jvang kurang dibayar dan dikenai{Masuk  akibat  kesalahan Lainnya 08BA.0-
5 sanksi administrasi berupa dendajpemberitahuan jumtah 0082.5-03
sebagaimana  dimaksud dalamldan/atau jenis barang impor
Pasal 82 ayat (5) dan sanksi{dalam Audit Kepabeanan
administras] berupa denda paling
sedikit 100% (seratus persen} dari
bea masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1.000% ({seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.
23 |Pemeriksaan |Pst 93 Psl 93 ayat|Apabila keberatan sebagaimana|Apabila keberatan SPP PAB-0093.0
Pembukuan 3 dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh|sebagaimana dimaksud pada

Direktur Jenderal, jaminan dicairkan
untuk  membayar bea masuk
danfatau sanksi administrasi berupa
denda yang ditetapkan, dan apabila
keberatan  dikabulkan  jaminan
dikembalikan.

ayat (1) ditotak oleh Direktur
Jenderal, jaminan dicairkan
untuk membayar bea masuk
dan/atau sanksi administrasi

berupa denda yang ditetapkan,
dan apabila keberatan
dikabulkan jaminan

dikembalikan,

0093.3-1
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23 |Pemeriksaan |Psl 93A  [Psl 93A(Apabila  keberatan sehagaimanalApabila keberatan SPP PAB-
Pembukuan ayat (5) dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh|sebagaimana dimaksud pada 093A.0-
Direktur Jenderal, jaminan dicairkan{ayat (1) ditolak oleh Direktur 093A.5-01
untuk membayar bea masukjJenderal, jaminan dicairkan .
dan/atau sanksi administrasi berupaluntuk membayar bea masuk
denda yang ditetapkan, dan apabilajdan/atau sanksi administrasi
keberatan  dikabulkan  jaminan|berupa denda yang ditetapkan,
dikembalikan. dan apabila keberatan
dikabulkan jaminan
dikembalikan.
23 |Pemeriksaan |Pst 94 Psl 94 ayatiApabila keberatan sebagaimanalApabila keberatan SPP PAB-0094.0
Pembukuan {3) dimaksud pada ayat (1) ditolak olehjsebagaimana dimaksud pada 0084.,3-01
Direktur Jenderal, jaminan dicairkan|ayat (1) difolak oleh Direktur
untuk membayar sanksi administrasi|Jenderal, jaminan dicairkan
berupa denda yang ditetapkan, danjuntuk  membayar  sanksi
apabila keberatan  dikabulkan,[administrasi berupa denda
Jaminan dikembalikan. yang ditetapkan, dan apabila
keberatan dikabulkan, jaminan
dikembalikan.
1|Pembayaran |Pasal 7A [Pasal 7A  {10% dari nilai cukai yang terutang  |Pengusaha pabrik atau STLHC Keterlambatan |CUK-
Cukai ayat (2) |ayat(B) importir BKC yang mendapat Pembayaran Q07A.2-
penundaan yang tidak Cukai Secara  |007A.8-01
membayar cukai sampai Berkala
dengan jatuh tempo
penundaan -
STLHC Tidak CUK-
Metakukan 0O7A2-
Pembayaran 007A.8-02
Cukai Sampai :
Dengan Jatuh
Tempo
Penundaan
STLHC tidak diangkut |CUK-
terus atau 007A.2-
diangkut lanjut |007A.8-03
STLHC tidak digkspor [CUK-
007A.2-
007A.8-04
STLHC tidak CUK-
dimasukkan ke |007A.2-
dalam pabrik 007A.8-05
atau tempat .
penyimpanan
STLHC fidak digunakan |CUK-
untuk barang 007A.2-
akhir non bkc  [007A.B-06
STLHC tidak musnah  |CUK-
atau rusak 007A.2-
007A.8-07
STLHC temuan lainnya [CUK-
007A.2-
007A.8-08
Pasal 7A |Pasal TA  |10% dari nilai cukai yang terutang STLHC keterlambatan [CUK-
ayat (3) {ayat(8) pembayaran 00TA.3-
cukai secara 007A.8-01
berkala
STLHC tidak melakukan|CUK-
pembayaran 007A.3-
cukai sampai  |007A.8-02
dengan jatuh
tempo
penundaan
STLHC tidak diangkut | CUK-
ferus atau Q07A.3-
diangkut lanjut [007A.8-03
STLHC tidak diekspor  [CUK-
007A.3-
007A.8-04
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STLHC tidak CUK-
dimasukkan ke |0D7A.3-
datam pabrik  |007A.8-05
atau tempat :
penyimpanan
STLHC tidak digunakan |CUK-
untuk barang 007A.3-
akhir non bke  |00TA.8-06
STLHC tidak musnah  |CUK-
atau rusak 007A.3-
007A.8-07
STLHC temuan lainnya |CUK-
007A.3-
Q07A.8-08
2|Fasilitas Pasal8 [Pasal 8 Pengusaha pabrik, pengusaha Menilai resiko penggunaan EA |STLHC tidak diangkut [CUK-
Cukai ayat(2) |ayat(3) ternpat penyimpanan, importir dan TIS yang tidak sesuai terus atau 0008.2-
barang kena cukai, atau sefiap peruntukan diangkut lanjut |0008.3-01
orang yang melanggar ketentuan '
tentang tidak dipungutnya cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dikenai sanksi administrasi
berupa denda paiing sedikit 2 (dua)
kali nilai cukai dan paling banyak 10
(sepuluh) kali nifai cukai yang
seharusnya dibayar.
STLHC tidak diekspor  |CUK-
0008.2-
0008.3-02
STLHC tidak CUK-
dimasukkan ke (0008.2-
dalam pabrik 0008.3-03
atau ternpat
penyimpanan
STLHC tidak digunakan |{CUK-
untuk barang  |0008.2-
akhir non bkc  |0008.3-04
STLHC fidak musnah |CUK-
atau rusak 0008 .2-
0008.3-05
STLHC temuan lainnya {CUK-
0008.2-
0008.3-06
3|Fasilitas Pasal & Pasal 9 denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai |Penyalahgunaan fasilitas STLHC tidak digunakan |CUK-
Cukai ayat (1) (ayat(3) cukal dan paling banyak 10 Pembebasan cukai untuk barang  |0C09.1-
(sepulun) kali nifai cukai yang akhir non bke  [0009.3-01
seharusnya dibayar
STLHC tidak untuk CUK-
penelitian dan  |0009.1-
ilmu 0009.3-02
pengetahuan
STLHC tidak untuk CUK-~
keperluan 0009.1-
perwakilan 0009.3-03
negara asing
yang timbal
balik .
STLHC tidak untuk CUK-
keperluan 0009.1-
tenaga ahli 0009.3-04
bangsa asing )
STLHC tidak dibawa CUK-
oleh 0009.1-
penumpang, 0009.3-05
awak sarana ‘
pengangkut
dalam jumtah
yang ditentukan
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STLHC tidak untuk CUK-
tujuan sosial 0009.1-
(009.3-06
STLHC tidak CUK-
dimasukkan ke |0009.1-
tpb 0008.3-07
STLHC ternuan lainnya [CUK-
0009.1-
0009.3-08
Pasal9 |Pasal9 STLHC tidak digunakan |CUK-
ayat (2} layat (3) untuk barang  |0009.2-
akhir non bk 10009.3-01
STLHC fidak untuk CUK-
penelitian dan  |0009.2-
ifmu 0009.3-02
pengetahuan
STLHC tidak untuk CUK-
keperluan 0009.2-
perwakilan 0009.3-03
negara asing
yang timbal
balik
STLHC tidak untuk CUK-
keperluan 0008.2-
tenaga ahli 0008.3-04
bangsa asing
STLHC tidak dibawa CUK-
cleh 0009.2-
penumpang, 0009.3-05
awak sarana :
pengangkut
dalam jumlah
yang diteniukan
STLHC tidak untuk CUK-
tujuan sosial 0009.2-
0009.3-06
STLHC tidak CUK-
dimasukkan ke (0009.2-
tpb 0009.3-G7
STLHC ternuan lainnya |CUK-
0009.2-
0009.3-08
4{Pembukuan Ipasal 16 |pasal 16 denda sebesar Rp. 50.000.000,00 |Resiko entitas tidak SPSA tidak CUK-
ayat 1 ayat 4 (lima puluh juta rupiah} menyelenggarakan menyelenggara {0016.1-
pembukuan kan pembukuan {0016.4-01
SPSA temuan lainnya |CUK-
0016.1-
0016.4-02
5|Pencatatan |pasal 16 |pasal 16 denda sebesar Rp. 10.000.000,00 {Resiko entitas tidak SPSA tidak CUK-
ayat 2 ayat 5 {sepuluhjuta rupiah) menyelenggarakan pencatatan menyelenggara |0016.2-
kan pencatatan 0016.5-01
SPSA temuan lainnya [CUK-
0016.2-
0016.5-02
6|Produksi pasal 16 |pasal 16 denda sebesar 2 {dua} kali nilai tidak melakukan STLHC fidak melakukan|CUK-
ayat 3 ayat 6 cukai dari barang kena cukai yang |pemberitahuan barang yang pemberitanuan (0016.3-
tidak diberitahukan selesai dibuat (secara berkala) barang yang 0016.6-01
selesai dibuat
(secara berkala)
STLHC temuan lainnya |CUK-
0016.3-
0016.6-02
7|Pembukuan |pasal 16A |pasal 16B |[denda sebesar Rp25.000.000,00 tidak menyelenggarakan SPSA tidak CUK-
{dua puluh lima juta rupiah) pembukuan dengan baik menyelenggara {016A.0-
kan pembukuan |0168.0-01

dengan baik
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SPBA temuan lainnya |CUK-
016A.0-
016B.0-02
8|Produksi Pasal 21 |pasal 23 denda paling banyak sepuluh kali  |selisih lebih/kurang STLHC selisih kurang  |CUK-
ayat 2 ayat 2 nilai cukai dan paling sedikit dua kali 0021 .2-
nilai cukai dari Barang Kena Cukai 0023.2-01
yang kedapatan kurang atau lebih
STLHC selisih lebih CUK-
0021.2-
0023.2-02
STLHC temuan lainnya |CUK-
0021.2-
0023.2-03
Pasal 22 {pasal 23 denda paling banyak sepuluh kali  [selisih lebih/kurang STLHC salisih kurang  [CUK-
ayat 2 nilai cukai dan paling sedikit dua kali 0022.0-
nilai cukal dari Barang Kena Cukai 0023.2-01
yang kedapatan kurang atau lebih
STLHC selisih lebih CUK-
0022.0-
0023.2-02
STLHC temuan lainnya |CUK-
0022.0-
‘ 0023.2-03
9jMutasi BKC |pasal 25 |pasal 26 denda sebesar 2 (dua) kali nilai Pengeluaran BKC tanpa STLHC pengeluaran CUK-
ayat (1} |ayat4d cukai dari barang kena cukai yang [dokumen cukai dan izin kepala bkc tanpa 0025.1-
dikeluarkan kantor dokumen cukai {0025.4-01
10|Mutasi BKC |pasal 25 |pasal 25 denda paling sedikit Pemasukan BKC tanpa SPSA pemasukan bkc |CUK-
ayat (1) |ayat4da Rp10.000.000,00 (sepuiuh juta dokumen cukai dan izin kepala tanpa dokumen |0025.1-
rupiah) dan paling banyak kantor cukaidanizin  {0025.4-G2
Rp50.000.600,60 (lima puluh juta kepala kantor .
rupiah)
SPSA temuan lainnya {CUK-
0025.1-
0025.4-03
11{Mutasi BKC |pasal 25 |Pasal 52 Pengusaha pabrik atau pengusaha |Pengeluaran BKC tanpa STLHC CUK-
ayat (1) tempat penyimpanan yang dokumen cukai dan izin kepala 0025.1-
mengetuarkan barang kena cukai  |kantor dengan maksud 0052.0-01
dari pabrik atau tempat mengelakkan pembayaran
penyimpanan tanpa mengindahkan |cukal
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) dengan
maksud mengelakkan pembayaran
cukai
dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu} tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling sedikit 2 {(dua)
kali nilai cukai dan paling banyak 10
(sepuluh) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.
STLHC temnuan lainnya |CUK-
0025.1-
0052.0-02
12|Mutasi BKC Pasal 26 |pasal 26 denda paling sedikit tidak metaporkan pemindahan |SPSA tidak CUK-
ayat 2 ayat 3 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)  |barang kena cukai yang belum melaporkan 0026.2-
dan paling banyak Rp10.000.000,00 {dilunasi cukainya karena pemindahan 0026.3-01
{sepuluh juta rupiah) keadaan darurat barang kena
cukai yang
belum dilunasi
cukainya karena| .
keadaan darurat
SPSA temuan lainnya {CUK-
0028.2-
0026.3-02
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13|Mutasi BKC  [pasal 27  [pasal 27 denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai Pengangkutan barang kena  |STLHC pengangkutan [CUK-
ayat 1 ayat 3 cukai dan paling banyak 10 cukai tidak dilindungi dengan barang kena 0027.1-
{sepuluh) kali nilai cukai yang dokumen cukai cukai tidak 0027.3-01
seharusnya dibayar (ayat 3) dilindungi :
dengan
dokumen cukai
STLHC termuan lainnya |CUK-
0027.1-
0027.3-02
pasal 27 |pasal 27 cenda paling sedikit Pengangkutan barang kena [SPSA pengangkutan |CUK-
ayat 2 ayat 4 Rp5.000.000,00 {lima juta rupiah)  |cukai tidak dilindungi dengan barang kena 0027.2-
dan paling banyak Rp50.000.000,00 [dokumen cukai cukai tidak 0027.4-01
{lima puluh juta rupiah) {ayat 4) dilindungi
dengan
dokumen cukai
SPSA temuan lainnya |CUK-
0027.2-
0027.4-02
14 Tarif dan HJE |Pasal 29 [pasal 29 Pengusaha pabrik atau impartir Menilai resiko ketidaksesuaian [STLHC CUK-
ayat 1 ayat (2a) |barang kena cukai yang melekatkan |tarif dan HJE pita cukai 0029.1-
pita cukai atau membubuhkan tanda|dengan ketentuan dan strata 0029.2-01
pelunasan cukai lainnya pada produksi
barang kena cukai yang tidak sesuai
dengan pita cukai atau tanda
pelunasan cukai lainnya yang
diwajibkan, yang menyebabkan
kekurangan pembayaran cukal,
wajib melunasi cukainya dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit 2 {dua) kali nilai cuka
dan paling banyak 10 {sepuluh) kali
nilai cukat dari nHai cukai yang
seharusnya ditunasi.
STLHG temuan lainnya [CUK-
0029.1-
0029.2-02
15|Pita Cukai Pasal 20 |Pasal 54  |Setiap orang yang menawarkan, Penjual HT dengan tidak STLHC CUK-
ayat 1 menyerahkan, menjual, atau dilindungi pita cukai 0029.1-
menyediakan untuk dijual brang 0054.0-01
kena cukai yang tidak dikemas :
untuk enjualan eceran atau tidak
dilekafi pita cukai atau tidak
dibubuhi tanda pelunasan cukai
lainya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1} dipidana
dengan pidana penjara paling
singkat 1 {satu) tahun dan paling
lama & (lima) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai
cukai dan paling banyak 10
{sepuluh} kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar.
STLHC temuan lainnya |CUK-
0029.1-
0054.0-02
Pasal 20 |pasal 29 STLHC CUK-
ayat 2 ayat (2a) 0029.2-
0029.2-01
STLHC temuan lainnya |CUK-
0029.2-
0028,2-02
16|NPPBKC pasal 30 |pasal 14 1zin dapat dicabut memproduksi BKC tidak STLHC CUK-
ayat 4 sesuai izin, kecuali produksi 0030.0-
terpadu dan atau ada

pernisahan antara produk BKC

dan Non BKC

0014.4-01
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STLHC temuan tainnya |CUK-
0030.0-
0014.4-02
17|Pita Cukai pasal 32 |pasal 32 denda paling sedikit 2 {dua) kali nilai |[menyimpan atau menyediakan |STLHC CUK-
ayat 1 Ayat 2 cukai dan paling banyak 10 | pita cukai danfatau tanda 0032.1-
{sepuluh) kali nilai cukai dari pita pelunasan cukai lainnya yang 0032.2-01
cukai atau tanda pelunasan cukai  |felah dipakai; dan/atau '
lainnya yang didapati telah dipakai
STLHC temuan lainnya |CUK-
0032.1-
0032.2-02
18{Pemeriksaan [pasal 36 |pasal 36 Minimum Rp. 25.000.000,- tidak menyediakan tenaga SPSA CUK-
BKC ayat 1 ayat 2 Maksimum Rp. 250.000.000,- aftau peralatan atau tidak 0038.1-
menyerahkan buku, catatan, 0036.2-01
dan/atau dokumen pada waktu
dilakukan pemeriksaan
SPSA temuan lainnya {CUK-
0036.1-
0036.2-02
19|Pembukuan |pasal 36 |pasal 53 dipidana dengan pidana penjara menyerahkan buku, catatan, [SPSA CUK-
ayat 1 paling singkat 1 (satu) tahun dan dokumen palsu 0036.1-
paling fama 6 {(enam) tahun dan 0053.0-01
pidana denda paling sedikit i
Rp75.000.000C,00 {tujuh puluh lima
juta rupiah) dan paling banyak
Rp750.000.000,00 {tujuh ratus lima
puluh juta rupiah)
SP3A temuan fainnya CUK-
0036.1-
0083.0-02
201 Audit pasal 3@ [pasal 39 Denda sebesar Rp. 75.000.000,- Menyebabkan pejabat bea SPSA CUK-
Ayat 1 dan|Ayat 2 cukai tidak dapat melakukan 0039.1-
1a kewenangan audit 0039.2-01
SPSA temuan fainnya |[CUK-
0039.1-
0039.2-02
21|Pembukuan [pasal 32 |pasal 53 dipidana dengan pidana penjara menyerahkan buku, catatan, [SPSA CUK-
ayat1b paling singkat 1 (satu) tahun dan dokumen palsu 0039.1-
paling lama 6 (enam} tahun dan 0053.0-01
pidana denda paling sedikit
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima
juta rupiah) dan paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puiuh juta rupiah)
SPSA temuan lainnya [CUK-
0032.1-
0053.0-02
221Pita Cukai pasal 58 |Pasai 58 |pidana penjara paling singkat 1 Menilai resiko penyalahgunaan|STLHC CUK-
(satu) tahun dan paling lama 3 pita cukai tidak semestinya 0058.0-
{lima) tahun dan/atau pidana denda 0058.0-01
paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai
dan paling banyak 10 (sepuluh) kali
nilai cukai yang seharusnya dibayar.
STLHC temuan lainnya |CUK-
0058.0-
0058.0-02




Angka (1)
Angka (2)
Angka (3a)

Angka (3b)

Angka (4)
Angka (5}

Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)

Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)

Angka (18)

Angka (19)

Angka (20)

Petunjuk Pengisian
Laporan Hasil Audit berdasarkan BAHA

Diisi Nomor Laporan Hasl Audit
Diisi Tanggal Laporan Hasil Audit

Diisi dengan Nomor Penugasan Audit yang diterbitkan oleh
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai

Diisi dengan Jenis Nomor Penugasan Audit apakah Terencana
atau Sewaktu-waktu

Diisi dengan Nama dan NPWP Auditee yang diaudit

Diisi dengan Alamat Kantor Auditee dan alamat Pabrik Auditee
(jika ada)

Diisi dengan Jenis Audit seperti Audit Umum atau Audit Khusus

Diisi dengan Periode Audit dalam hal audit yang terdapat perlode
auditnya

Diisi dengan unit audit yang melaksanakan audit contoh «
Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai” atau “Kantor Wilayah
Jakarta” atau yang lainnya

Diisi dengan Tahun terbitnya Laporan Hasil Audit
Diisi dengan Nomor Surat Tugas Audit
Diisi dengan Tanggal Surat Tugas Audit

Diisi dengan Nama Tim Audit sesuai dengan Jabatan dalam Tim
Audit

Diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan Surat Tugas Audit
Diisi dengan Nomor Surat Tugas Audit dan tanggalnya

Diisi dengan Nama Auditee yang sedang diaudit _
Diisi dengan Nama Alamat Kantor Auditee yang sedang diaudit

Diisi dengan ruang lingkup audit Seperti “KITE”, “Kawasan
Berikat”, “Importir Umum” atau bisa dalam hal audit umum bisa
juga menyebutkan beberapa yang menjadi sasaran audit seperti
“KITE sekaligus sebagai Importir Umum”, “Penerima Fasilitas
BKPM sekaligus sebagai penerima Fasﬂltas Gudang Berikat dan
sebagai Importir Umum”

Diisi dengan periode audit dalam hal Audit memiliki periode audit.
Periode audit dapat lebih dari satu jika audit memiliki periode
audit yang berbeda yang disesuaikan dengan ruang lingkup audit.
Dalam hal audit tidak memiliki periode audit seperti dalam audit
khusus maka disebutkan dokumen kepabeanan dan tanggal yang
menjadi sasaran pemeriksaan

Diisi dengan nomor dan tanggal Peraturan Standara Audit
Kepabeanan dan Audit Cukai yang berlaku saat LHA disusun

Diisi dengan Dasar Hukum Pelaksanaan audit seperti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan Menteri Keuangan,
Peraturan Direktur Jenderal, Surat Edaran yang terkait dengan
pelaksanaan audit tersebut.



Angka (21)
Angka (22)
Angka (23)
Angka (24)

Angka (25)

Angka (26)

Angka (27)

Angka (28)

Angka (29)
Angka (30)

Angka (31}

Angka (32}

Angka (33)

Angka (34)

Angka (35)

Diisi dengan Tujuan Audit
Diisi dengan Sifat dan Luas Audit
Diisi dengan Prosedur Audit

Diisi dengan Tindak Lanjut atas Rekomendasi oleh Tim Audit
sebelumnya seperti Rekomendasi atas perbaikan pengendalian
Internal apakah telah ditindaklanjuti atau tidak, Rekomendasi
terkait tagihan Audit apakah sudah dibayar, keberatan atau
banding, dalam hal Rekomendasi telah ditindaklanjuti atau belum
ditindaklanjuti maka harus dijelaskan.

Diisi dengan hasil pengendalian intern auditee dan hasil
pengujiannya termasuk dalam hal auditee tidak memiliki
pembukuan atau pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan
serta pengenaan sanksi administrasinya

Diisi dengan sasaran pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
tentang program audit.

Diisi dengan Jenis Dokumen atau jenis laporan yang akan diaudit
contoh: Jika sasarannya adalah Nilai Transaksi dalam Impor maka
diisi Jenis Dokumen diisi dengan Dokumen PIB atau Jika
Sasarannya adalah Uji Eksistensi Bahan Baku fasilitas maka diisi
dengan jenis laporan diisi dengan Laporan Saldo Fisik Bahan
Baku

Diisi dengan Jumlah Dokumen atau Laporan sesuai periode audit
atau ruang lingkup audit

Diisi dengan Jumlah Dokumen atau Laporan yang diperiksa

Diisi dengan nilai pabean atau nilai ekspor atau nilai lainnya. Jika
dalam sasaran pemeriksaan tidak terdapat nilai dalam mata uang
maka tidak perlu diisi :

Diisi dengan dokumen, buku, catatan, dan laporan yang dijadikan
sebagai penguji contoh: Jika sasarannya adalah nilai transaksi
maka scbagai pengujinya adalah Buku Kas, Bukti Transfer
Payment/LC, Buku Pembelian dan lainnya

Diisi dengan hasil pengujian seperti “ Sesuai” dalam hal se$uai
atau “Selisih Kurang” dalam hal terdapat selisih kurang, etc

Diisi dengan Ketentuan yang dilanggar apabila hasil pengujian
menunjukan ketidaksesuaian contoh: apabila terdapat selisih
kurang dalam audit kawasan berikat maka ketentuan yang
dilanggar adalah pasal 45 ayat (4) UU No. 17 tahun 2006 Jo PP No.
28 tahun 2007 Jo Pmk.... '

Diisi dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut. Contoh:
dalam Pengujian Nilai Transaksi terdapat nilai pembayaran yang
belum termasuk dalam nilai pabean maka kesimpulan dapat diisi
“Terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan Pajak dalam
rangka impor serta denda” atau jika hasil pengujian “sesuai” maka
kesimpulan dapat diisi dengan “Tidak terdapat kekurangan
pembayaran bea masuk dan Pajak dalam rangka impor serta
denda yang disebabkan karena kesalahan nilai transaksi”

Diisi dengan nomor kodifikasi tagihan berdasarkan daftar
kodifikasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari lampiran
ini. Apabila dalam satu dokumen pabean terdapat lebih dari satu
jenis temuan maka kodifikasi yang dituliskan adalah atas temuan



Angka (36)
Angka (37)
Angka (38)

Angka (39)

Angka (39a)
Angka (40}
Angka (41}

Angka (42)

Angka (43)

Angka (44)

Angka (45)
Angka {46)
Angka (47)
Angka (48)
Angka (49)
Angka (50)
Angka (51)
Angka (52)
Angka (53}
Angka (54)

Angka (55}
Angka (56)
Angka (57)

Angka (58)

Angka (59)

yang paling dominan

Diisi dengan ringkasan uraian terjadinya temuan pelanggaran
sesuai kodifikasi

Diisi dengan jumlah kekurangan atau kelebihan dalam mata uang
rupiah sesuai jenis penerimaan

Diisi dengan jumlah kekurangan atau kelebihan dalam mata ﬁang
rupiah atas jenis penerimaan lainnya

Diisi dengan total kekurangan atau kelebihan bea masuk, bea
keluar, cukai ,dan/atau pajak dalam rangka impor , dan/atau
Denda, dan/atau Bunga, dan/atau sanksi administras dan/ atau
denda

Diisi dengan hal-hal yang perlu ditambahkan oleh Tim Audit
Diisi dengan NPWP atau identitas lainnya

Diisi dengan NPPBKC atau NPP atau NPPPJK/NIPER atau lamnya
(jika ada)

Diisi dengan nomor dan tanggal Pengukuhan sebagai pengusaha
Kena Pajak (jika ada) :

Diisi dengan Kelompok Lapangan Usaha (KLU) yang ditetapkan
oleh Dirktur Jenderal Pajak. Hal ini dapat dilihat pada SPT Masa
PPN atau SPT Tahunan

Diisi dengan jenis industri sesuai dengan kelompok industri
auditee

Diisi dengan Nama Auditee

Diisi dengan Alamat Kantor

Diisi dengan Nomor Telelpon atau Faks Kantor (jika ada)
Diisi dengan Alamat Pabrik (jika ada)

Diisi dengan Nomor Telelpon atau Faks Pabrik (jika ada)
Diisi dengan Email Auditee

Diisi dengan Nomor dan Tahun Akte Pendirian yang pertama
Diisi dengan Notaris pertama

Diisi dengan Kota tempat Notaris yang mengesahkan

Diisi dengan Surat Keputusan Menkumham ({jika ada). Dalam hal
perusahaan berbentuk CV atau perseorangan maka diisi dengan
nompo dan tanggal pengesahan dari pengadilan negeri setempat

Diisi dengan nomor dan tahun akte perubahan terakhir sebelum
surat tugas audit ditandatangani

Diiisi dengan Notaris akte perubahan terakhir sebelum Surat
Tugas Audit Ditandatangani

Diisi dengan Kota tempat Notaris yang mengesahkan scbclum
Surat Tugas Audit Ditandatangani

Diisi dengan Surat Keputusan Menkumham yang terakhir sebelum
Surat Tugas Audit ditandatangani (jika ada). Dalam hal
perusahaan berbentuk CV atau perseorangan maka diisi dengan
nomor dan tanggal pengesahan dari pengadilan negeri setempat

Diisi dengan Nomor dan tanggal SIUPP terakhir sebelum Surat



Angka (60)
Angka (61)
Angka (62)

Angka (63)

Angka (64)

Angka (65)

Angka (66)

Angka (67)
Angka (68)
Angka (69}
Angka (70)
Angka {71}

Angka (72)

Angka (73)
Angka (74)
Angka (75)

Angka (76)
Angka (77)
Angka (78)
Angka (79}
Angka (80)

Angka (81)
Angka (82)

Tugas ditandatangani

Diisi dengan Nomor dan tanggal TDP terakhir sebelum Sﬁrat
Tugas ditandatangani

Diisi dengan Nomor dan tanggal API terakhir sebelum Surat Tugas
ditandatangani

Diisi dengan Nomor dan tanggal NPIK terakhir sebelum Surat
Tugas ditandatangani

Diisi dengan Nomor dan tanggal Perijinan lainnya terakhir sebelum
Surat Tugas ditandatangani ( jika ada dan bisa lebih dari satu
sesuat kebutuhan)

Diisi dengan jenis fasilitas seperti “Kawasan Berikat”, “KITE” da.n
bisa lebih dari satu

Diisi dengan Nomor Skep Fasilitas Terakhir. Contoh “Kawasan
Berikat” maka diisi dengan “Skep Pendirian Kawasan Berikat”.
Dalam hal perusahaan seperti KITE atau BKPM atau fasilitas
lainnya yang memiliki skep lebih dari satu maka nomor skep

fasilitas diisi dengan nomor skep fasilitas terakhir sebelum periode
audit berakhir”

Diisi dengan instansi penerbit fasilitas minimal yang disebutkan
adalan nama unit eseleon 1. Contoh” Kawasan Berikat” walaupun
ditandatangani oleh Direktur Fasilitas maka pada kolom ini diisi
dengan “DJBC” atau Fasilitas BKPM maka yang diisi adalah
“BKPM”

Diisi dengan nama jabatan seperti Direktur Utama atau Komisaris
Diisi dengan nama orang '
Diisi dengan alamat sesuai Identitasnya-

Diisi dengan Nomor KTP atau ID lainnya

Diisoc dengan Jabatan yang menandatangani dokumen
kepabeanan dan/atau cukai. Contoh penandatangan PIB b1sa
dilihat pada API/APIT

Diisi nama orang yang menandatangani Dokumen Kepabeanan
dan/atau cukai

Diisi dengan alamat sesuai Identitasnya
Diisi dengan Nomor KTP atau ID lainnya

Diisi- dengan jumlah audit yang mendapat NPA termasuk audit
yang sedang dilakukan. Untuk Audit Keberatan Nilai Pabean atau
Audit Investigasi tidak perlu dihitung

Diisi dengan nama kantor yang melakukan audit

Diisi dengan Nomor dan Tanggal LHA

Diisi dengan Tagihan Audit

Diisi dengan Periode audit atau ruang lingkup audit lainnya

Diisi dengan tanggal dan tahun laporan keuangan sebelum per1ode
audit berakhir Ditandatangani

Diisi dengan Periode laporan sesuai angka (80)

Diiisi dengan Nama KAP yang melakukan audit sesuai angka { 80)

jika ada



Angka (83)
Angka (84)

Angka (85)
Angka (86)

Angka (87)
Angka (88)
Angka (89)
Angka (90)

Angka (91)
Angka (92)
Angka (93)
Angka (94)
Angka (95)
Angka (96)
Angka (97)

Angka (98)

Angka (99)

Angka (100)

Angka (101)
Angka (102)

Diisi dengamn nilai yang terdapat dalam laporan keuangan

Diisi dengan Nomor HS barang impor maksimal 5 jenis yang
dominan

Diisi dengan nama barang impor maksimal 5 jenis yang dominan

Diisi dengan Nomor HS barang ekspor maksimal 5 jenis yang
dominan

Diisi dengan nama barang ekspor maksimal 5 jenis yang dominan
Diisi dengan jenis barang kena cukai
Diisi dengan nama merek BKC jika ada

Diisi dengan nomor HS barang jadi untuk auditee yang bertindak
sebagai produsen maksimal S jenis yang dominan

Diisi dengan Nama barang jadi untuk auditee yang bertindak
sebagai produsen maksimal 5 jenis yang dominan

Diisi dengan temuan terkait Sistem Pengendalian Internal sesuai
dengan hasil audit.

Diisi dengan temuan terkait kebijakan/ pelaksanaan peraturan.

Diisi dengan total kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran
dalam mata uang rupiah sesuai jenis penerimaan, seperti bea
masuk, bea keluar, cukai, PDRI, denda, bunga, dll

Diisi dengan jenis temuan sesuai dengan Bab I, seperti Royalti,
Freight, Kesalahan pemberitahuan form SKA, dll.

Diisi dengan jenis pungutan pabean dan PDRI, seperti bea masuk,
bea keluar, cukai, PDRI, denda, bunga, dll.

Diisi dengan Nama Kantor Pengawasan dimana dokumen pabean
terdaftar

Diisi jenis pelangaran sesuai dengan program audit pemeriksaan.
Misalnya kesalahan pemberitahuan nilai pabean, Selisih kurang
Bahan Baku, Ketidaksesuaian pemberitahuan form SKA, dll.

Diisi dengan pasal dan ayat dalam Undang-undang yang
dilanggar.

Diisi dengan kodifikasi jenis temuan sesuai dengan Daftar
kodifikasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
lampiran ini

Diisi dengan jenis surat penetapan sesuai dengan temuan audit.

Diisi dengan jumlah pungutan pabean dan PDRI, seperti bea
masuk, bea keluar, cukai, PDRI, denda, bunga, dll.

Y. HIE

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
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LAMPIRAN LIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG
TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

NOMO'R LHA S (1) ceenes
TANGGAL ... 2)........

NPA e (3a)........
JEN'S NPA D (3b)

LAPORAN HASIL AUDIT

Nama Auditee (4)

NPWP Auditee: (4)
Alamat Auditee (5)
Jenis Audit (6)

I

TN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



1. Uraian Kegiatan
2. Kesimpulan
3. Rekomendasi

Nomor ST

Tanggal ST

Pengawas Mutu Audit
Pengendali Teknis Audit
Ketua Auditor

Auditor

Ketua Auditor

Nama Lengkap
NIP ...

DAFTAR ISI

Halaman

SUSUNAN TIM AUDIT

: ST- {9)
: {10}
(1)
(11)
: {(11)
1. (11)
2, {11)
3. (11)

Pengendali Teknis Audi

Nama Lengkap
NIP ...

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP ...



BABI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Surat Tugas ........ (12).......... Nomor:......... {(13).... ... , Kami telah -
melakukan audit atas L (4) e, dengan °
alamat...... ... (15 dengan.......ccocieiiin e (18).....

Tim Audit bertanggung jawab terhadap kesimpulan dan/atau rekomendasi audit -
berdasarkan data yang telah diserahkan oleh auditee pada saat pelaksanaan audit. Sedangkan Auditee
bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data yang telah diserahkan kepada Tim Audit :
pada saat pelaksanaan audit

Tim Audit telah melakukan audit sesuai dengan Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
yvang ditetapkan oleh ...........{17}............. dengan Peraturan............... {(18). e tentang
Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai mengharuskan -
Tim Audit untuk merencanakan dan melaksaksanakan audit untuk menguji kepatuhan Auditee terhadap |
ketentuan kepabeanan dan/atau cukai. Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai meliputi pemeriksaan
atas dasar pengujian terhadap bukti-bukti audit yang diterima cleh Tim Audit selama penugasan audit -
dan membandingkan dengan ketentuan kepabeanan dan cukai

1.1. Uraian Pelaksanaan Audit

a ) e
o U PP UPTEPRU 12 ) U U PTUEPRP
o P S U (1) e
d. ett:‘.-

1.2 Kesimpulan

Berdasarkan Berita Acara Penghentian Audit tersebut, Tim Audit menyimpulkan bahwa Audit
tidak dapat dilaksanakan dengan .
alasan .

1.3. Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, Tim Audit merekomendasikan sebagai berikut:

1. (21 s

2. (21).

3. (21

4. Efc
Ketua Auditor Pengendali Teknis Audit
Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP ... NIP ...

Pengawas Mufu Audit

Nama Lengkap
NIP ...



Angka (1)
Angka (2}
Angka (3a)

Angka (3b)

Angka (4)
Angka (5}
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (10)

Angka (17)
Angka (18)

Angka (19)

Angka (20)
Angka (21)

Petunjuk Pengisian
Laporan Hasil Audit berdasarkan BAPA

Diisi nomor Laporan Hasil Audit
Diisi tanggal Laporan Hasil Audit

Diisi dengan Nomor Penugasan Audit yang diterbitkan oleh
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai

Diisi dengan Jenis Nomor Penugasan Audit apakah Terencana
atau Sewaktu-waktu

Diisi Nama|[ dan Nomor NPWP Auditee
Diisi Alamat Audite
Diisi Jenis Auditee

Diisi nama unit audit yang melakukan audit contoh ¢ Kantor
Wilayah Jakarta”

Diisi tahun pelaksanaan Audit

Diisi Nomor Surat Tugas Audit

Diisi tanggal Surat Tugas Audit

Diisi Nama Tim Audit sesuai jabatan dalam Tim Audit

Diisi dengan penerbitan Surat Tugas/Surat Perintah

Diisi dengan Nomor dan tanggal Surat Tugas/Surat Perintah
Diisi dengan Nama Auditee

Diisi dengan Alamat Auditee

Diisi dengan “periode audit “ dalam hal audit umum, dalam hal
audit khusus diisi dengan “ lingkup terbatas Dokumen ......”

Diisi dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Diisi dengan Nomor dan tanggal ketentuan tentang Standar Audit
Kepabeanan dan Audit Cukai

Diisi dengan kronoligis dalam

pelaksanaan audit

dan kondisi yang terjadi

Diisi dengan kesimpulan hasil audit

Diisi dengan Rekomendasi audit

Salinan sesuai dengan aslinya
_Sekretaris Direktorat Jenderal
Yo u.b.
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LAMPIRAN LIV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35 /BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

NOMORLHA o (1) .o,

TANGGAL 2,

NPA {3a)

JENIS NPA (3bY........

LAPORAN HASIL AUDIT

Nama Auditee (4)

NPWP Auditee (4)
Alamat Auditee (5)
Jenis Audit (6)

ALY

Il

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



Uraian Kegiatan dan Kesimpulan
1.Uralan Kegiatan
2.Kesimpulan

Nomor ST

Tanggal ST

Pengawas Mutu Audit
Pengendali Teknis Audit
Ketua Auditor

Auditor

Ketua Auditor

Nama Lengkap
NIP ..

DAFTAR ISI

Halaman

SUSUNAN TIM AUDIT

: ST- (9)
: (10)

(11}

(11)

: (11)

01, (11)

2. (11)

3. (11)

Pengendali Teknis Audit

Nama Lengkap
NIP ...

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP ...



BAB |

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Surat Tugas/Surat Perintah .........{12).......... Nomor.......... (13).......... , Kami
telah melakukan audit - atas e (18 dengan
alamat..................... (15) e dengan lingkup terbatas pada
.................................... (16).. e .

Tim Audit bertanggung jawab terhadap kesimpulan danfatau rekomendasi audit
berdasarkan data yang telah diserahkan oleh auditee pada saat pelaksanaan audit. Sedangkan Auditee

berlanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data yang telah diserahkan kepada Tim Audit -
pada saat pelaksanaan audit

Tim Audit telah melakukan audit sesuai dengan Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
yang ditetapkan oleh ...........(17).............dengan Peraturan............... (18)ec e tentang -
Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai mengharuskan -
Tim Audit untuk merencanakan dan melaksaksanakan audit untuk menguiji kepatuhan Auditee terhadap
ketentuan kepabeanan dan/atau cukai. Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai meliputi pemeriksaan .
atas dasar pengujian terhadap bukti-bukti audit yang diterima oleh Tim Audit selama penugasan audit -
dan membandingkan dengan ketentuan kepabeanan dan cukai

1.1. Uraian Pelaksanaan Audit
B e e e e e e
b,
Ao Bl e

1.2 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Audit dapat disimpulkan bahwa:

= TSR (10 e e
D e (1D e e e
c (19)
d. efc

Ketua Auditor PengendahTekms Audit ------

Nama Lengkap MNama Lengkap

NIP ... NIP ...

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP ...



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3a)

Angka (3b)

Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)

Angka (17)
Angka (18)

Angka (19)

Petunjuk Pengisian
Laporan Hasil Audit berdasarkan KKA
Diisi nomor Laporan Hasil Audit
Diisi tanggal Laporan Hasil Audit

Diisi dengan Nomor Penugasan Audit yang diterbitkan oleh
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai

Diisi dengan Jenis Nomor Penugasan Audit apakah Terencana
atau Sewaktu-waktu

Diisi Nama dan NPWP Auditee
Diisi Alamat Auditee
Diisi Jenis Auditee

Diisi nama unit audit yang melakukan audit contoh “ Kantor
Wilayah Jakarta”

Diisi tahun pelaksanaan Audit

Diisi Nomor Surat Tugas Audit

Diisi tanggal Surat Tugas Audit

Diisi Nama Tim Audit sesuai jabatan dalam Tim Audit

Diisi dengan penerbitan Surat Tugas/Surat Perintah

Diisi dengan Nomor dan tanggal Surat Tugas/Surat Perintah
Diisi dengan Nama Auditee

Diisi dengan Alamat Auditee

Diisi sesuai dengan permintaan unit yang meminta dilakukan
audit contoh diisi dengan nomor dan tanggal PIB, diisi dengan no
dan tanggal PEB atau lingkup lainnya sesuai permintaan”

Diisi dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Diisi dengan Nomor dan tanggal ketentuan tentang Standar Audit
Kepabeanan dan Audit Cukai

Diisi dengan kesimpulan hasil audit

e

<

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN LV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL EEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... ) PP
Nomor D e {2) Tanggal, bulan,tahun
Sifat P 3)
Lampiran  © .. (4)
Hal :  Tindak Lanjut Hasil Audit Kepabeanan terhadap ...... )]
Yth.
................................. (8)

Berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-...... (7), Tim Audit ......... (8) telah melaksanakan
audit terhadap ......... () BT untuk periode ...............s.d..........(9) dengan Laporan
Hasil Audit Nomor.....tanggal............... (10)

Dari hasil audit itu tersebut, direkomendasikan bahwa.................................(11).

Demikian disampaikan.

Direktur Jenderal

u.b.
e {12)

Nama Lengkap
NIP ...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal

2. Direktur Audit Kepabeanan dan
Cukaif Kepala Kantor Wilayah .../
Kepala Kantor Pelayanan
Utama...(13)

3. Pimpinan........ (5)



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka {4)
Angka (5)
Angka (6)

Angka (7}
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)

Angka (12)

Angka (13)

Petunjuk Pengisian

Surat Tindak Lanjut atas Hasil Audit Kepabeanan

Diisi kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor surat
Diisi sifat surat
Diisi jumlah dan satuan lampiran
Diisi nama Auditee yang diaudit
Diisi nama pihak terkait yang direkomendasikan seperti
Auditee, direktorat lain, KPU/KPPBC atau instansi lain)
Diisi nomor dan tanggal surat tugas
Diisi kantor DJBC yang melakukan audit.
Diisi periode audit
Diisi nomor dan tanggal LHA
Diisi rekomendasi ke pihak terkait. Misal untuk rekomendasi
kepada auditee dapat direkomendasikan untuk
mempertahankan SPI, terkait penetapan ulang atas tarif
dan/atau nilai pabean, rekomendasi untuk dilakukan
penyelidikan dalam hal terdapat indikasi tindak pidana atau
rekomendasi lainnya yang dianggap perlu pada pihak yang
terkait.
Diisi
1. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai dalam hal audit
dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC dalam hal audit dilakukan
oleh Kantor Wilayah.
3. Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam hal audit
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama
Diisi |
1. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai dalam hal audit
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan
Utama
2. Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama dalam
hal audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit

Kepabeanan dan Cukai



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... & ) TR
NOTA DINAS
Nomeor : ND-.......... (2)
Kepada Kepala Bidang............. (3)
Dari Kepala Kantor Pelayanan Utama
Hal Tindak Lanjut atas hasil audit Kepabeanan
terhadap ...... 4) '

Tanggal

Berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-...... (5), Tim Audit ......... (6) telah melaksanakan
audit terhadap .........(4)................ untuk periode ............... sd.......... (7) dengan Laporan .
Hasil Audit Nomor.....tanggal............... (8)

Dari hasil audit itu tersebut, direkomendasikan bahwa..................c......l (9)

Demikian disampaikan.

Direktur Jenderal
u.h.

Nama Lengkap
NIP ...



Petunjuk Pengisian
Nota Dinas Tindak Lanjut atas Hasil Audit Kepabeanan

Angka (1) : Diisi Kop surat Kantor Pelayanan Utama yang
melakukan audit

Angka (2) : Diisi nomor Nota Dinas

Angka (3) : Diisi nama pihak terkait yang direkomendasikan
seperti Auditee, unit lain yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor Pelayanan Utama/Kepala Kantor Wilayah atau

instansi lain)

Angka (4) : Diisi nama Auditee

Angka (5) : Diisi nomor dan tanggal surat tugas

Angka (6) : Diisi kantor DJBC yang melakukan audit

Angka (7) : Diisi periode audit

Angka (8) : Diisi nomor dan tanggal LHA

Angka (9) : Diisi rekomendasi ke pihak terkait. Misal untuk

rekomendasi kepada auditee dapat direkomendasikan
untuk mempertahankan SPI, terkait penetapan ulang
atas tarif dan/atau nilai pabean, rekomendasi untuk
dilakukan penyelidikan dalam hal terdapat indikasi
tindak pidana atau rekomendasi lainnya yang dianggap
perlu pada pthak yang terkait.

Angka (10) :  Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama yang melakukan

audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
S u.b.
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LAMPIRAN LVI :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... e TS
Nomor L i e (2)
Sifat T (3)
Lampiran et (4)
Hal :  Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai terhadap ...... (5)
Tanggal
Yth, o (8)

Berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-...... (7), Tim Audit telah melaksanakan audit
terhadap .........................untuk periode ...............s.d..........(8) dengan Laporan Hasil Audit
Nomor.....tanggal............... (9)

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti
dengan melakukan ................. (10).

Demikian disampaikan dan agar pada kesempatan pertama menyampaikan laporan
hasil pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
u.b.

Nama Lengkap
NIP ...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal

2. Direktur Audit Kepabeanan dan
Cukai/ Kepala Kantor Wilayah .../
Kepala Kantor Pelayanan
Utama...(12)

3. Pimpinan........ (5)



Petunjuk Pengisian :
Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai

Angka (1) : Diisi kantor DJBC yang melaksanakan audit

Angka (2) : Diisi nomor surat

Angka (3) : Diisi sifat surat

Angka (4) : Diisi lampiran

Angka (5) : Diisi nama perusahaan yang diaudit

Angka (6) : Diisi KPU/KPPBC terkait

Angka (7) : Diisi nomor surat tugas

Angka (8) : Diisi periode audit

Angka (9) : Diisi nomor dan tanggal LHA

Angka {10} : Diisi dengan uraian tagihan yang mengakibatkan

kekurangan pembayaran pungutan Negara di bidang

cukai atau rekomendasi lainnya yang terkait Audit

Cukai

Angka (11) : Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai/ Kepala
Kantor Wilayah/ Kepala KPU

Angka (12) : 1. Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai

dalam hal audit dilaksanakan oleh Kanwil/ KPU
2. Diisi Kepala Kantor Wilayah /Kepala KPU dalam
hal audit dilakukan oleh Direktorat Audit

Kepabeanan dan Cukai.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... o TP
NOTA DINAS
Nomor : ND-..........{2)
Kepada . KepalaBidang.............(3)
Dari . Kepala Kantor Pelayanan Utama
Hal :  Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai terhadap ...... (4)
Tanggal

Berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-...... (5), Tim Audit telah melaksanakan audit
terhadap ........................(4) untuk periode ............... sd.......... (6) dengan Laporan Hasil -
Audit Nomor.....tanggal............... (7) :

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti :
dengan melakukan .................(8).

Demikian disampaikan dan agar pada kesempatan pertama menyampaikan laporan
hasil pelaksanaannya.

Direkiur Jenderal
u.b.

..(9)

Nama Lengkap
NIP ...



Petunjuk Pengisian
Nota Dinas Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai

Angka (1) : Diisi Kop surat Kantor Pelayanan Utama yang

melakukan audit

Angka (2) :  Diisi nomor Nota Dinas

Angka (3) :  Diisi Kepala Bidang yang melakukan penagihan

Angka (4) :  Diisi nama Auditee

Angka (5) Diisi nomor dan tanggal surat tugas

Angka (6) Diisi periode audit

Angka (7) :  Diisi nomor dan tanggal LHA

Angka (8} Diisi dengan Diisi dengan wuraian tagihan yang
mengakibatkan kekurangan pembayaran pungutan
Negara di Bidang Cukai atau rekomendasi lainnya yang

_ terkait Audit Cukai
Angka (9) : Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama yang melakukan

audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
_-Sekretaris Direktorat J enderal
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LAMPIRAN LVI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor i e eann(2) Tanggal, bulan,tahun
Sifat TP (3)

Lampiran @ 4)

Hal . Penyampaian Surat Penetapan atas Hasil Audit

Yth, o (8)

Berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-...... (7), Tim Audit telah melaksanakan audit

terhadap .........................untuk periode ............... sd.......... (8) dengan Laporan Hasil Audit
Nomor.....tanggal...............(9)
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan................ (10). diminta

kepada Saudara untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan penagihan terhadap Surat

Penetapan tersebut.

Demikian disampaikan dan agar pada kesempatan pertama menyampaikan laporan

hasil pelaksanaannya.
Direktur Jenderal

u.b.

Nama Lengkap
NIP ...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal

2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukail
Kepala Kantor Wilayah .../ Kepala Kantor
Pelayanan Utama...(12)

3. Pimpinan........ (5)



Angka (1}
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

Angka (11)

Angka {12)

Petunjuk Pengisian
Penyampaian Surat Penetapan Atas Hasil Audit
Diisi kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor surat
Diisi sifat surat
Diisi lampiran
Diisi nama perusahaan yang diaudit
Diisi KPU/KPPBC terkait
Diisi nomor surat tugas
Diisi periode audit
Diisi nomor dan tanggal LHA
Diisi dengan nomor dan tanggal SPKTNP, SPKPBK, SPP
dan/atau SPSA
Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai/ Kepala
Kantor Wilayah/ Kepala KPU
1. Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai
dalam hal audit dilaksanakan oleh Kanwil/ KPU
2. Diisi Kepala Kantor Wilayah /Kepala KPU dalam
hal audit dilakukan oleh Direktorat Audit

Kepabeanan dan Cukai.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... 8 T
NOTA DINAS
Nomor : ND-.......... (2)

Kepada :  KepalaBidang.............(3) Tanggal, bulan,tahun
Dari . Kepala Kantor Pelayanan Utama
Hal :  Penyampaian Surat Penetapan atas Hasil Audit

Berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-...... (5), Tim Audit telah melaksanakan audit
terhadap ........................(4}) untuk periode ...............s.d..........(6) dengan Laporan Hasil
Audit Nomor.....tanggal............... (7) '

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan................ (8). diminta .

kepada Saudara untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan penagihan terhadap Surat -
Penetapan tersebut.

Demikian disampaikan dan agar pada kesempatan pertama menyampaikan taporan
hasil pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
u.b.

Nama Lengkap
NIP ...

Tembusan:

1.  Direktur Jenderal

2. Direktur Audit Kepabeanan dan
Cukai

3. Pimpinan........ (4)



Petunjuk Pengisian
Penyampaian Surat Penetapan Atas Hasil Audit

surat Kantor

Pelayanan Utama yang

Diisi Kepala Bidang yang melakukan penagihan

Diisi nomor dan tanggal surat tugas

Diisi dengan nomor dan tanggal SPKTNP, SPKPBK, SPP

Angka (1) Diisi Kop

melakukan audit
Angka (2) Diisi nomor Nota Dinas
Angka (3)
Angka (4) Diisi nama Auditee
Angka (5)
Angka (6) Diisi periode audit
Angka (7) Diisi nomor dan tanggal LHA
Angka (8)

dan/atau SPSA
Angka (9)

audit

Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama yang melakukan

Salinan sesuai dengan aslinya

Ao Wb,

s \I\_\»Bagian Umum
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LAMFIRAN LVIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG
EXECUTIVE SUMMARY TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit CUKAI
Surat Tugas NOmMor: .....coceevvrivvveennnnn (1)

2. Profil Singkat Auditee

a. Nama Auditee PR U (2)

b. NPWP e (3)

¢. Kegiatan Usaha T USSP {4)

d. Fasilitas Kepabeanan ...{8)

e. Jumlah Dokumen U O UUTU {6)
3. Pericde Pemeriksaan

............................................................................... {7)

4. Nemor Laperan Hasit Audit @ (8)
5. Materi Temuan

No. Jenis Pelanggaran Detail Pelanggaran Keterangan Nilai Tagihan
6. Kertas Kerja Audit

No. Lampiran Pemeriksaan Uraian Kegiatan Temuan Tim Audit Rekomendasi
Ketua Auditor Pengendali Teknis Audit Pengawas Mutu Audit
............................. (9) rterrreeeninneenineeenee (10) eereeereenerireeemneens (11)
NIP. NIP. NIP.




Petunjuk Pengisian
Executive Summary

Angka (1) : Diisi nomor Surat Tugas

Angka (2) : Diisi nama Auditee

Angka (3) : Diisi nomor NPWP Auditee

Angka (4) : Diisi jenis kegiatan Auditee

Angka (5) : Diisi fasilitas kepabeanan yang dimiliki oleh Auditee

Angka (6) : Diisi jumlah dokumen pabean yang dilaporkan Auditee
selama periode audit

Angka (7) : Diisi tanggal mulai dan selesai periode pemeriksaan

Angka (8) : Diisi dengan nomor LHA

Angka (9) : Diisi nama dan NIP Ketua Auditor

Angka (10} : Diisi nama dan NIP Pengendali Teknis Audit

Angka (11) : Diisi nama dan NIP Pengendali Mutu Audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
e S, UL b
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LAMPIRAN LIX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

TATACARA PENATAUSAHAAN HASIL AUDIT

Dalam rangka tertib administrasi terhadap hasil audit yang berupa LHA dan KKA
dilakukan penatausahaan yang meliputi :
A. Penyampaian LHA dan KKA ke Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

1. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan LHA
kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai dalam bentuk data fisik (hardcopy) dan
data elektronik (softcopy).

2. LHA dalam bentuk data elektronik (soffcopy) sebagaimana dimaksud pada angka 1
(satu), disampaikan dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Cover LHA;

Daftar Isi;

Susunan Tim Audit;

Bab I. Uraian Hasil Audit;

Bab Il. Profil Auditte;

Bab lIl. Kesimputan dan Rekomendasi; dan/atau

@ m o o o0 TP

Lampiran Saldo Fisik Barang Fasilitas dan/atau Saldo Barang yang Harus

Dipertanggungjawabkan.

3. Penyampaian LHA dalam bentuk data elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
angka 2 (dua) disertai dengan lampiran dalam bentuk data elektronik (softcopy), antara
lain:

a. Rencana Kerja Audit (RKA);

Surat Permintaan Data;

Surat Pernyataan Penyerahan Data;

Penyerahan/ Pengembalian Data Audit;

Pakta Integritas (P1);

Surat Rekomendasi;

Surat Pernyataan Penolakan Diaudit®;

@ ™o oo O

Berita Acara Penolakan Diaudit™;

Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Audit*;

Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Audit*;

—_

k. ljin Perpanjangan ST/ Surat Perintah™;

ST Pengganti/ Penambahan Tim Audit*;
. Berita Acara Penggantian Tim Audit*;
Surat Peringatan®;
liin Perpanjangan Batas Waktu Penyerahan Data Audit®;

ljin Perpanjangan Periode Audit®;

2 v o0 23 3

ljin Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Audit*;



4,

r. Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pencacahan Fisik Sediaan Barang*;

s. Berita Acara Pencacahan Fisik Sediaan Barang™;
t. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian DTS*;
u. Berita Acara Penghentian Audit (BAPA)*;

v. Pembahasan Akhir*;

1) Undangan;
2) ljin Perubahan Wakiu;
3) Risalah Pembahasan Akhir;
4) Hasil Pembahasan Akhir,
5) Surat Kuasa;
6) Daftar Kehadiran,
w. Risalah Peneiaahan®;
x. Lembar Daftar Temuan Sementara (DTS),
1) Surat Pengantar,;
2) Lembar Pernyataan Persetujuan DTS;
3) Surat Tanggapan DTS;
y. Berita Acara Hasil Audit (BAHA);
z. Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai*;
aa. Surat Penetapan;
bb. Executive Summary.

*bersifat opsional

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan KKA .
kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai dalam bentuk data fisik (hardcopy) dan
data elektronik (softcopy).

Rincian data LHA sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan lampiran -
sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), disimpan masing-masing dalam 1 (satu) file
data dengan format portable document format (pdf) minimal versi 710.1.0.

. KKA sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), disimpan masing-masing dalam 1 A

(satu) file data dengan format file asal (misalnya: ms excel,ms access) dan masing-
masing dalam 1 (satu) file data dengan format porfable document format (pdf) minimal
versi 10.1.0.

. LHA dan KKA dalam bentuk data elektronik (softcopy) dikirim dalam 1 (satu) media 3

penyimpanan data berupa Flashdisk.

. Flashdisk sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) diberi tulisan kode 7 (tujuh) digit

angka dan diikat dengan fabel tag sebagaimana dimaksud dalam Lampiran | Surat °
Edaran Direktur Jenderal ini.

. Validasi atas kelengkapan dan kebenaran file-file yang disimpan dalam Flashdisk yang

akan dikirim dilakukan oleh:
a. Kepala Seksi yang berada di bawah Subdirektorat Pelaksanaan Audit, untuk unit °
kerja pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai; dan



b. Kepala Seksi yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai, untuk unit :
kerja pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.

10. Validasi atas kelengkapan dan kebenaran file-file yang disimpan dalam Flashdisk yang
akan dikirim sebagaimana yang dimaksud pada angka (9) menggunakan formulir -
validasi pengiriman LHA dan KKA data elektronik (softcopy) sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

1}

FORMULIR VALIDASI PENGIRIMAN
LHA DAN KKA DATA ELEKTRONIK (SOFTCOPY}

A. Data Umum

1 NN 2

1. Nama Perusahaan {2}

2. Nomor { Tanggal LHA {3)

3. Nomor / Tanggal Surat “)
Tugas

B. LHA
No. | Nama File 1 Validasi

1 2 3
5 (6) @

C. KKA
No. | Nama File | Validasi

1§ 2 I 3

(5) {€) 1)

D. Lampiran
No. [ Nama File T Validasi

8 (8) ™

Catatan :
(8}

Dibuat oleh : Disetujui vleh :
{9) (10}

Nama : Nama :
NIP NIP




Petunjuk Pengisian Formulir Valtdasi Pengiriman LHA dan KKA Data Elektronik

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

(softcopy)

: diisi kop surat dan alamat Kantor Pusat/Kantor Wilayah/KPU
. diisi nama perusahaan

. diisi nomor dan tanggal LHA

: diisi nomor dan tanggal surat tugas

: dilsi nomor urut

: diisi nama file

: diisi paraf Kepala Seksi yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan

dan Cukai

: diisi uraian dalam hal diperiukan penjelasan lanjutan.
: diisi tanda tangan, nama dan NIP Ketua Auditor

- diisi tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi pada unit kerja

Pelaksanaan Audit



11. Desain atas label tag dan pengkodean Flashdisk adalah sebagai berikut:

Desain Label Tag dan Flashdisk

Label Tag

Flashdisk

4 ICH Js

Ngma
No dan Tgl LHA

it Lamgpiran

{5CN ) Dibunt Glgh : Pisetujul Qleh !
18] m
Kama : Nama :
Kie Hip
11.5CM;
i Hode H {81

Jenis kertas
Warna kertas

: Buffalo, 150 gr
: Putih

Kada Flashdrsk : 01-001-42

l“‘b@m 8 j]

Kode Flashiisk

1. Terdii dad 7 dign angia

2. Duz angka pertams kode Hamwl 7
KPU T At Audit

3 Tigs angka kedus adaizh nomor uill,
Roshdisk

4. Dum angha ketiga adelah koda tehen

$ Kode Mashdisk diuls dengan spidal

perrmanen




Petunjuk Pengisian Desain Tag Label dan Flashdisk:
Angka (1) : diisi nama perusahaan |
Angka (2) : diisi nomor dan tanggal LHA
Angka (3) : diisi jumlah file LHA
Angka (4) : diisi jumlah file KKA
Angka (5) : diisi jumiah file Lampiran
Angka (6) : diisi tanda tangan, nama dan NIP Ketua Auditor
Angka (7) : diisi tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi pada unit kerja
Pelaksanaan Audit
Angka (8) : diisi kode penyimpanan
Angka (9) : diisi kode Flashdisk dengan formula 7 (tujuh} angka, yaitu :
- 2 (dua) angka pertama diisi kode kantor, yaitu :
1. 01 : Direktorat Audit Kepaheanan dan Cukai
02 : Kantor Wilayah DJBC Aceh
03 : Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
04 ; Kantor Wilayah DJBC Riau
05 : Kantor Witayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
06 : Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur
07 : Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
08 : Kantor Wilayah DJBC Banten
9. 09 : Kantor Wilayah DJBC Jakarta
10. 10 : Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
11. 11 : Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah & DIY
12. 12 : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur |
13. 13 : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I1
14. 14 ; Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT
15. 15 : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat
16. 16 : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan
17. 17 : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
18. 18 : Kantor Witayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
19. 19 : Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara
20. 20 : Kantor Wilayah DJBC Maluku
21. 21 : Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua
22. 22 : Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok

o N o Ok Wb

23. 23 : Kantor Pelayanan Utama Batam

24. 24 : Kantor Pelayanan Utama Soekarno Hatta
- 3 (tiga) angka kedua diisi nomor urut pengarsipan Flashdisk
- 2 (dua) angka ketiga diisi 2 digit tahun pengarsipan



B. Penyimpanan LHA dan KKA

1. Arsip LHA dan KKA pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai disimpan oleh
Kepala Subdirektorat Evaluasi Audit.

2. Arsip LHA dan KKA pada Kantor Witayah dan Kantor Pelayanan Utama disimpan
oleh Kepala Seksi Evaluasi Audit.

3. Arsip penyimpanan LHA dan KKA menggunakan formulir daftar penyimpanan LHA
dan KKA sebagai berikut:

DAFTAR PENYIMPANAN LHA DAN KKA

............................. (0 T,
Tahun................. (2)
Kode Lokasi Penyimpanan Petugasf_
No Tanggal]l Kode Nama [No/{ Tgl|Kantor Arsi
‘| Terima |Flashdisk| Perusahaan| LHA | Asal | Data elektronik

(softcopy) | 1@rdcopy  [NamalParaf

ﬂzJ 3T§4j_5L6 7 af9|1o
‘ | ' i !

(3

@ G5 1 ©® 0 ®) © T (o) [

WIN | =

dst

Petunjuk Pengistan Daftar Penyimpanan LHA dan KKA:

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)

Angka (10)
Angka (11)

. diisi nama unit eselon !l yang melakukan penyimpanan

. diisi tahun arsip penyimpanan

: diisi tangga!l penerimaan

. diisi kode Flashdisk

: diisi nama perusahaan

. diisi nomor dan tanggal LHA

: diisi nama kantor asal

: diisi kode lokasi penyimpanan LHA dan KKA Data elektronik (soficopy)
: diisi kode lokasi penyimpanan LHA dan KKA Hardcopy

: diisi nama petugas yang melfakukan penyimpanan arsip LHA dan KKA
: diisi paraf petugas yang melakukan penyimpanan arsip LHA dan KKA

C. Administrasi Peminjaman dan Pengembalian LHA

1. Administrasi peminjaman dan pengembalian LHA pada Direktorat Audit Kepabeanan -
dan Cukai dilakukan oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi Audit.

2. Administrasi peminjaman dan pengembalian LHA pada Kantor Wilayah dan Kantor -

Pelayanan Utama dilakukan oleh Kepala Seksi Evaluasi Audit.




3. Administrasi Peminjaman dan pengembalian LHA menggunakan formulir sebagai
berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

(1)

FORMULIR PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN LHA

Nomor
Tanggal :.........ccovuee (3)
A. Pihak Peminjam Data
1. | Nama Unit / instansi : 4)
2. | Data yang Dipinjam g mgﬁgﬁi‘r&sahaan Eg;
¢. Tanggal LHA : (N
3. | Dasar Peminjaman a. Nomor : (8}
b. Tanggal : (9)
c. Oftorisator : (1)

B. Kelengkapan LHA yang dipinjam
Cedlz e [e] s o] [0 [ [ (e
(o ][] [a] (] [s]

20, Lairinya e e eeeemme e caererme e e

................................................................................................

Kasi.. oo Catatan ;
(1n {12)
Nama :
NIP
D. Tanda Terima Data
Nama NIP Tanda Tangan
1. Peminjaman Yang Menyerahkan (15) (16) (17)
Tanggal: (13)
Yang Menerima (18) (19) (20)
2. Pengembalian | yang Menyerahkan (15) (18) (17)
Tanggal: (14)
Yang Menerima {18) (19} {20)




Petunjuk Pengisian Formulir Peminjaman dan Pengembalian LHA:

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)

Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (18}
Angka (19}
Angka (20)

. diisi kop surat dan alamat Kantor Pusat/Kantor Wilayah/KPU
: diisi nomor formulir peminjaman dan pengembalian

: diisi tanggal formulir peminjaman dan pengembalian

: diisi nama unit atau instansi peminjam

- diisi nama perusahaan dari LHA yang dipinjam

. diisi nomor LHA yang dipinjam

. diisi tanggal LHA yang dipinjam

: diisi nomor surat peminjaman LHA

: diisi tanggal surat peminjaman LHA

: diisi nama yang memberikan persetujuan peminjaman LHA

: diisi jabatan unit kerja pada evaluasi audit, nama, NIP dan tanda

tangan pejabat

- diisi uraian yang dalam hal diperlukan penjelasan lanjutan,
: diisi tanggal penyerahan LHA

: diisi tanggal pengembalian LHA

: diisi nama yang menyerahkan LHA

: diisi NIP yang menyerahkan LHA

. diisi tanda tangan yang menyerahkan LHA

: diisi nama yang menerima LHA

: diisi NIP yang menerima LHA

: diisi tanda tangan yang menerima LHA

Kolom B: diisi dengan tanda centang ( ¥ ) pada kotak sesuai dengan nomor sebagai

berikut -

N o e N

Cover LHA.

Daftar Isi.

Susunan Tim Audit.

Bab |. Uraian Hasil Audit.

Bab [l. Profil Auditte.

Bab Iit. Kesimpulan dan Rekomendasi.

Lampiran Saldo Fisikk Barang Fasilitas dan/atau Saldo Barang yang Harus |

Dipertanggungjawabkan.
Rencana Kerja Audit (RKA).
Surat pengantar Daftar Temuan Sementara (DTS)
10. Daftar Temuan Sementara (DTS).
11. Lembar Persetujuan DTS.
12. Berita Acara Hasil Audit (BAHA).
13. Berita Acara Penghentian Audit (BAPA).
14. Risalah Pembahasan Akhir.



15. Surat Penetapan.

16. Risalah Penelaahan.

17. Surat Rekomendasi.

18. Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai.
19. Lembar Evaluasi Hasil Audit.

20. Diisikan dengan nama data lainnya.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-
HERU PAMBUDI

_ Salinan sesuai dengan aslinya
Uklsaﬂ%ctans Direktorat Jenderal
%a}y.b.
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LAMPIRAN XXX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DATA AUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama S P (1)

Pekerfaan/Jabatan ... (2)

Alamat e ()
Dalam hal ini bertindak selaku :

Pimpinan Wakil Kuasa dari Perusahaan®)

Nama e e (4)

Alamat e e e e (B)
telah menyerahkan data audit dalam rangka pelaksanaan audit kepada Tim Audit Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Tugas/Perintah ; .................. tanggal.........(7)

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data audit yang diserahkan berupa salinan/foto
copy/data elektronik* adalah benar dan sesuai dengan aslinya sehingga kebenaran data dapat
kami pertanggungjawabkan.

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa
paksaan dari siapapun serta bersedia bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul
dari pernyataan ini.

creeieeen..(8)
Yang membuat pernyataan

Materai*
Rp.6000

Catatan :
*) berilah tanda X pada kotak sesuai kedudukan Saudara



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN AUDITEE

Angka (1) : Diisi dengan nama pimpinan, wakil perusahaan,
atau kuasa dari Perusahaan yang diaudit

Angka (2) : Diisi dengan jabatan pimpinan,wakil perusahaan,
atau kuasa dari Perusahaan yang diaudit

Angka (3) : Diisi dengan alamat rumah pimpinan, wakil

perusahaan, atau kuasa dari perusahaan yang

diaudit
Angka (4) : Diisi nama perusahaan yang diaudit
Angka (5) : Diisi NPWP perusahaan yang diaudit
Angka (6) : Diisi alamat perusahaan yang diaudit
Angka (7) : Diisi Nomor dan tanggal Surat Tugas/Perintah
Angka (8) : Diisi tempat dan tanggal saat penanda tangan surat
Angka (9) : Diisi nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan,

wakil perusahaan, atau kuasa dari perusahaan yang

diaudit.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Sahnan sesuai dengan aslinya

»\1‘97‘00412 198912 1 001


dell
Draft


LAMPIRAN XXXI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN

DIAUDIT
Pada hari ini ............. tanggal ......... bulan......... tahun............... (2), sesuai Surat
Tugas/ Perintah Nomor: ..........cccoeveieens (3), maka kami Tim Audit Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai yang ditugaskan/diperintahkan melakukan audit terhadap:

Nama PO PO TSRO PORUURP RSP (4)
NPWP et et e e abas (5)
Alamat PP PPIPUUP ( - )

dalam pelaksanaan audit tersebut, Perusahaan atau Pihak ketiga menolak untuk

menandatangani surat pernyataan menolak diaudi.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,
kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Audit.
Tim Audit Bea dan Cukai

Jabatan...................... (9"

Nama Lengkap™)

Catatan :
*) dipilih sesuai kondisi

**) diisi sesuai susunan Tim Audit



PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENOLAKAN MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN
PENOLAKAN DIAUDIT

Angka (1) : Diisi kop surat kantor DIJBC yang melaksanakan audit
Angka (2) : Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya
berita acara penolakan diaudit/penolakan atau tidak

membantu kelancaran audit.

Angka (3) : Diisl nomor dan tanggal surat tugas/perintah

Angka (4) : Diisi nama Auditee

Angka (9) :  Diisi NPWP Auditee

Angka (6) : Diisi alamat Auditee

Angka (7) : Diisi dengan nama pimpinan/wakil/kuasa/pegawai

perusahaan atau pihak ketiga yang mempunyai
hubungan usaha dengan perusahaan yang diaudit.
Angka (8) : Diisi dengan jabatan pada perusahaan atau pthak ketiga
yang mempunyai hubungan usaha dengan perusahaan
yang diaudit
Angka (9) : Diisi jabatan pada Tim Audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
__ Sekretaris Direktorat Jenderal
TP, u.b.
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LAMPIRAN XXXII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor RPN (2) Tanggal,bulan, tahun
Sifat . Segera
Hal . Peringatan | atas Penyerahan Data Audit
Yth. Pimpinan............c.ocoooiiii e
............................................................ (3)

Sebagai pelaksanaan dari Surat Tugas/Surat Perintah
Nomor.............. tanggal........... (4), Saudara telah diminta untuk meminjamkan laporan

keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang
berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai Saudara dengan surat Nomor

e tanggal.............(5), namun sampai dengan tanggal............. (6), Saudara :

Sama sekali tidak meminjamkan

Meminjamkan sebagian.

dari laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar
Peminjaman.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar melengkapinya selambat-
lambatnya pada hari..............tanggal............(8). Dalam hal Saudara tidak menyerahkan Data
Audit secara lengkap atau tidak mengindahkan Surat Peringatan ini, Saudara akan diberikan
Surat Peringatan 1.

Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP...

Diterima tanggal ... ........ccoooe it

Nama Penerima . ................oeees

Jabatan e

Tanda tangan



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINGATAN I ATAS PENYERAHAN DATA AUDIT

Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Angka (2) : Diisi nomor surat '

Angka (3) : Diisi Nama dan Alamat perusahaan yang akan diaudit
Angka (4) : Diisi nomor dan tanggal surat tugas/perintah

Angka (5) : Diisi nomor dan tanggal surat peminjaman data audit
Angka (6) : Diisi dengan tanggal belum diterimanya data audit
Angka (7) : Diisi dengan tanda silang (X) pada pilihan dimaksud
Angka (8) : Diisi dengan batas waktu harus diserahkan berkas

data audit dimaksud



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor e (2) _ Tanggal,bulan, tahun
Sifat . Segera
Hal . Peringatan Il atas Penyerahan Data Audit
Yth. Pimpinan...........cocoiiiiiiiicniee e
..{3)
Sebagai pelaksanaan dari Surat Tugas/Surat Perintah :
Nomor.............. tanggal........... (4), Saudara telah diminta untuk meminjamkan laporan :

keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang
berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan -
kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai Saudara dengan surat Nomor '

Yveee.nootanggal.. (5), namun sampai dengan tanggal.............(6), Saudara :

Sama sekali tidak meminjamkan

(7)

Meminjamkan sebagian.

dari laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen sebagaimana tercantum dalam Daftar
Peminjaman. :

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar melengkapinya selambat- °
lambatnya pada hari.............. tanggal............(8). Dalam hal Saudara tidak menyerahkan Data
Audit secara lengkap atau tidak mengindahkan Surat Peringatan ini, Tim Audit akan
menghentikan audit dan terhadap perusahaan Saudara akan direkomendasikan untuk
ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP...

NamaPenerima : ............cooeeeinnne.
Jabatan
Tandatangan ...



PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERINGATAN II ATAS PENYERAHAN DATA AUDIT

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor surat

Diisi Nama dan Alamat perusahaan yang akan diaudit
Diisi nomor dan tanggal surat tugas/perintah

Diisi nomor dan tanggal surat peminjaman data audit
Diisi dengan tanggal belum diterimanya data audit
Diisi dengan tanda silang (X) pada pilihan dimaksud
Diisi dengan batas waktu harus diserahkan berkas

data audit dimaksud

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

. Salinan sesuai dengan aslinya

/4
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LAMPIRAN XXXI1I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIAUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama S PP m

Pekerjaan/Jabatan @ ... (2)

Alamat L e (3}
Dalam hal ini bertindak selaku :

Pimpinan Wakil Kuasa dari Perusahaan*}

Nama PP 4

Alamat PR (6)
dalam rangka melaksanakan audit kepabeanan dan cukai oleh Tim Audit Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Tugas/Perintah Nomor;........ tanggal......... (7), dengan ini
menyatakan menolak untuk diauditdengan alasan...................... (8)

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa
paksaan dari siapapun serta kami bersedia bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang
timbul dari pemyataan ini.

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.6000

Catatan :
*) berilah tanda X pada kotak sesuai kedudukan Saudara



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN DIAUDIT

Angka (1) : Diisi dengan nama pimpinan Auditee, wakil Auditee, atau
kuasa dari Auditee

Angka (2) : Diisi dengan jabatan pimpinan Auditee, wakil Auditee,
atau kuasa dari Auditee

Angka (3) : Diisi dengan alamat rumah pimpinan Auditee, wakil

Auditee, atau kuasa dari Auditee

Angka (4) : Diisi nama Auditee

Angka (5) : Diisi NPWP Auditee

Angka (6) : Diisi alamat Auditee

Angka (7) : Diisi Nomor dan tanggal Surat Tugas/Perintah

Angka (8) : Diisi alasan penolakan audit

Angka (9) : Diisi tempat dan tanggal penandatangan surat

Angka (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan

perusahaan, wakil perusahaan, atau kuasa dari

Perusahaan yvang diaudit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
_Sekretaris Direktorat Jenderal



dell
Draft


LAMPIRAN XXXIV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUEAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BERITA ACARA PENOLAKAN AUDIT

Pada hari int ............. tanggal .........bulan......... tahun............... (2), sesuai Surat
Tugas/ Perintah Nomor: ........cc.ocoveevien. (3), maka kami Tim Audit Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai yang ditugaskan/diperintahkan melakukan audit terhadap:

Nama e ee e e Eb e e oo re e entrreeseaanrtteeae s e b atnetreaasaannerteaeeas (4)
NPWP ket et e teeeueaeeieitereeteseieteteeneeenaiane e reeaeaenraeraaes (5)
Alamat U PP (8)

dalam pelaksanaan audit tersebut, Perusahaan atau Pihak ketiga*) yang dalam hal ini diwakili
oleh pimpinan/wakil/kuasa/pegawai*):

Nama et et ee et e e e e eerteaeree et aaeeeesanaees (7)
Jabatan PO UP PPN (8)

menolak diaudit /membantu kelancaran audit™)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,

kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Audit.

Tim Audit Bea dan Cukai

Jabatan.......................... (9)*)
Nama Lengkap**)
NIP e **

Catatan :
*) dipilih sesuai kondisi
** diisi sesuai susunan Tim Audit



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka {5)
Angka (6)
Angka {7)

Angka (8)

Angka (9)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENOLAKAN DIAUDIT

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya
berita acara penoclakan diaudit/penolakan atau tidak
membantu kelancaran audit.

Diisi nomor dan tanggal surat tugas/perintah

Diisi nama Auditee
Diisi NPWP Auditee
Diisi alamat Auditee

Diisi dengan nama pimpinan/wakil/kuasa/pegawai
perusahaan atau pihak ketiga yang mempunyai
hubungan usaha dengan perusahaan yang diaudit.
Diisi dengan jabatan pada perusahaan atau pihak
ketiga yang mempunyai hubungan usaha dengan
perusahaan yang diaudit

Diisi jabatan pada Tim Audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
__ Sekretaris Direktorat Jenderal

P
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LAMPIRAN XXXV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-35/BC/2017
TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT

CUKAI

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN MEMBANTU KELANCARAN AUDIT

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama e e (1)
Pekerjaan/Jabatan ... (2)
Alamat e e e (3)

Dalam hal ini bertindak selaku :

Pimpinan Wakil Kuasa dari Perusahaan™)
Nama e e e e e e i (4)
NPWP e (5)
Alamat e ea0. (B)

dalam rangka melaksanakan audit kepabeanan dan cukai oleh Tim Audit Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai sesuai dengan Surat Tugas/Perintah Nomor:........ tanggal......... (7), dengan ini
menyatakan menolak membantu kelancaran audit dengan
BlASAN. .. e (8)

Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran tanpa
paksaan dari siapapun serta kami bersedia bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang

timbul dari pernyataan ini.

..(9)

Yang membuat pemyataan

Materai
Rp.6000

e (10)

Catatan :
*) berilah tanda X pada kotak sesuai kedudukan Saudara

**Y dipilih sesuai kondisi



Angka (1)

Angka (2)

Angka (3)

Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN

MEMBANTU KELANCARAN AUDIT
Diisi dengan nama pimpinan Auditee, wakil Auditee, atau
kuasa dari Auditee
Diisi dengan jabatan pimpinan Auditee, wakil Auditee,
atau kuasa dari Auditee
Diisi dengan alamat rumah pimpinan Auditee, wakil
Auditee, atau kuasa dari Auditee
Diisi nama Auditee
Diisi NPWP Auditee
Diisi alamat Auditee
Diisi Nomor dan tanggal Surat Tugas/Perintah
Diisi alasan penolakan audit
Diisi tempat dan tanggal penandatangan surat
Diisi dengan nama dan tanda tangan pimpinan
perusahaan, wakil perusahaan, atau kuasa dari

Perusahaan yang diaudit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN XXXVI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BERITA ACARA PENOLAKAN
MEMBANTU KELANCARAN AUDIT

Pada hari ini ............. tanggal ......... bulan......... tahun............... (2), sesuai Surat
Tugas/ Perintah Nomor; .......c..cccoiine (3), maka kami Tim Audit Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditugaskan/diperintahkan melakukan audit terhadap:

Nama E PO SO U PSPPSR (4)
NPWP PO SRS URP USROS (5)
Alamat e e (6)

dalam pelaksanaan audit tersebut, Perusahaan atau Pihak ketiga®) yang dalam hal ini diwakili

oleh pimpinan/wakil/kuasa/pegawai*):

Nama e e e (7)
Jabatan D et ere et et e e aa et a e e e e e eaes (8)

menolak membantu kelancaran audit

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan,

kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Audit.

Tim Audit Bea dan Cukai

Jabatan.........................(9)")

Nama Lengkap™™)

NIP ™)

Catatan :
*} dipilih sesuai kondisi
**) diisi sesuai susunan Tim Audit



PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENOLAKAN
. MEMBANTU KELANCARAN AUDIT

Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit

Angka (2) : Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya
berita acara penolakan diaudit/penclakan atau tidak
membantu kelancaran audit.

Angka (3) : Diisi nomor dan tanggal surat tugas/perintah

Angka (4) : Diisi nama Auditee

Angka (5) y Diisi NPWP Auditee

Angka (6) : Diisi alamat Auditee

Angka (7) : Diisi dengan nama pimpinan/wakil/kuasa/pegawai

perusahaan atau pihak ketiga yang mempunyai
hubungan usaha dengan perusahaan yang diaudit.
Angka (8) : Diisi dengan jabatan pada perusahaan atau pihak
ketiga yang mempunyai hubungan usaha dengan
perusahaan yang diaudit
Angka (9) : Diisi jabatan pada Tim Audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
_— Sekretaris Direktorat Jenderal
REARGAy s b

>R¢a\Bagian Umum
4; AL

LY
W

Mabijud) Adrijanto
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LAMPIRAN XXXVII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor:BA..........cccocoeinl (2)
Pada hari ini ............. tanggal ......... bulan......... tahun............... (3), bertempat di
..................................................... (4), kami tim audit :
Noﬁ Nama NIP Jabatan
(1) | o ] i | (5)

yang melaksanakan audit berdasarkan Surat Tugas

Nomaor.............tanggal............... terhadap :
Nama Auditee © et e aetereeeeeeiretereseenenraneeeasseiaanbteereaeananteieeans (6)
Alamat et it rrea et e rae et eae e nrees YO (7
menghentikan pelaksanaan audit dengan alasan :
1 PO TIPSR (9)
OO PURPURTEPPPRPPTPIN dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Menyetujur, Tim Audit Bea dan Cukai*)

Direktur/Kepala Kantor....... (10) Jabatan,

Nama Lengkap Nama Lengkap

NIP. o NIP e
Halaman....... dari...... hataman

Catatan :

*} diisi Nama, NIP dan Jabatan sesuai susunan Tim Audit



PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENGHENTIAN AUDIT

Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit

Angka (2) : Diisi nomor Berita Acara Penghentian Audit

Angka (3) : Diisi huruf/tanggal bulan dan tahun pembuatan BAPA

Angka (4) : Diisi tempat / kota ditandatanganinya BAPA

Angka (5) : Diisi Nama, NIP, Jabatan Pelaksana Surat
Tugas/Perintah Audit

Angka (6) : Diisi Nama Auditee

Angka (7) : Diisi Alamat Auditee

Angka (8) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Auditee

Angka (9) : Diisi alasan penghentian pelaksanaan audit

Angka (10) : Diisi nama jabatan penerbit Surat Tugas

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
._f-kretans Direktorat Jenderal
u. b
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LAMPIRAN XXXVIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DAFTAR TEMUAN SEMENTARA

Nama Auditee: ......................(2) Nomor Surat Tugas  :.............. (6)
NPWP D (3) Tanggal Surat Tugas © .............. (7)
Alamat e (4)
Periode Audit : ......................(B)
No. | Uraian Kegiatan Temuan | Rekomendasi | Keterangan Tanggapan
Audit Auditee*)

1 2 3 4 5 6

A | Pemeriksaan SPI

B | Hasil Kegiatan

C | Kriteria

(8) (9) (19) a1 (12)
Ketua Auditor Pengendali Teknis Audit Pengawas Mutu Audit Pimpinan/Wakil/Kuasa
(13)

(ceevirieiieeens Yo () (e ) Jabatan.
NIP............. NIP............... NIP...............

Catatan :

*) Bila halaman yang tersedia tidak mencukupi dapat menggunakan kertas tersendiri

Halaman....... dari....... halaman.....



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR TEMUAN SEMENTARA

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nama Auditee

Diisi NPWP Auditee

Ditsi alamat Auditee

Diisi periode audit

Diisi Nomor Surat Tugas

Diisi Tanggal Surat Tugas

Diisi uraian kegiatan audit yang dilaksanakan

Diisi Temuan Audit dari adanya perbedaan antara
kondisi dan criteria

Diisi rekomendasi dari Tim Audit terhadap temuan
tersebut

Diisi nomor Lampiran/Nomor KKA

Diisi tanggapan Auditee terhadap temuan tersebut

Diisi dengan Pimpinan, Wakil atau Kuasa. Dalam hal
bertindak sebagat kuasa harus melampirkan surat
kuasa

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya



dell
Draft


LAMPIRAN XXXIX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKALI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... (1)

Nomor D (2) Tanggal, bulan, tahun
Sifat P PPN (3)
Lampiran 4)
Hal : Penyampaian DTS
Yth. Pimpinan ...
............................................. (5)

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor : ...............tanggal.......... (6), bersama ini

disampaikan kepada Saudara Daftar Temuan Sementara (DTS) sebagaimana diuraikan dalam

lampiran ini.

Mengingat DTS tersebut berkaitan dengan kewajiban kepabeanan dan cukai yang
harus Saudara laksanakan, maka Saudara diberikan kesempatan untuk menanggapi secara
tertulis disertai dengan bukti pendukung dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

sejak diterimanya surat ini.

Apabila Saudara menyetujui seluruh DTS, diminta agar Saudara menandatangani
Lembar Pernyataan Persetujuan DTS (terlampir), dan mengirimkannya kembali beserta DTS
yang telah ditanggapi kepada Tim Audit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak

diterimanya surat ini.

Bilamana Saudara tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut diatas,
maka DTS tersebut dianggap telah Saudara setujui dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti

dengan penyusunan Laporan Hasil Audit

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Nama Lengkap
NIP.

Diterima oleh e

Jabatan e

Tanggal

Tanda tangan/Cap ..o



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7}

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGANTAR DTS
Diisi kop surat kantor DJUBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor surat
Diisi sifat surat
Diisi jumlah dan satuan dari lampiran
Diisi nama Auditee
Diisi Nomor dan Tanggal Surat Tugas audit
Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai bila audit
dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU bila audit
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan

Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
o Sckretaris Direktorat Jenderal

4oox. u.b,
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LAMPIRAN XL

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017
TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
DAFTAR TEMUAN SEMENTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama P (1)
Pekerjaan/Jabatan @ ... (2)
Alamat e (3)

Dalam hal ini bertindak selaku* :

D Pimpinan l___] Wakil [:l Kuasa dari Auditee

Nama L e e (4)
Alamat T U U (6)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, menyetujui seluruh temuan dalam
Daftar Temuan Sementara sebagaimana disampaikan melalui Surat Direktur Audit
Kepabeanan dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama ..........(7) Nomor: ................ tanggal ... hal Penyampaian Daftar
Temuan Sementara.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dan saya tandatangani untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

............. e (8)

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

Catatan :

*) berilah tanda X pada kotak sesuai kedudukan Saudara



Angka (1)
Angka (2)

Angka (3)
Angka (4)
Angka (D)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

PETUNJUK PENGISIAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN DTS

Diisi nama sendiri, wakil atau kuasa dari Auditee
Diisi pekerjaan/jabatan dari penandatangan lembar
pernyataan persetujuan

Diisi alamat domisili dari penandatangan lembar
pernyataan persetujuan

Diisi nama Auditee

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Auditee

Diisi alamat Auditee

Diisi salah satu pejabat penandatangan Surat
Penyampaian DTS

Diisi tempat dan tanggal penandatangan lembar
pernyataan persetujuan

Diisi tandatangan dan nama jelas

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

e

U
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—Sekretaris Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN XLI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKA!

..................... (1),
Nomor e (2) Tanggal, bulan,tahun
Sifat P (3)
Lampiran ...l (D)
Hal :  Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian

Tanggapan Daftar Temuan Sementara

Yth, Pimpinan .........................

Sesuai dengan Surat Saudara Nomor : ..............tanggal..........(6), tentang
permohonan perpanjangan jangka waktu penyerahan tanggapan atas DTS, yang disampaikan
dengan Surat Nomor : ...............tanggal.......... (7) tentang Penyampaian DTS, dengan ini

kami beritahukan bahwa permohonan Saudara :

ditolak, sehingga jangka waktu penyampaian tanggapan paling lama 7 (tujuh)

hari sejak diterimanya Surat Penyampaian DTS.
(8)

diizinkan sampai dengan tanggal...............

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Nama Lengkap

NIP.



PETUNJUK PENGISIAN

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN TANGGAPAN DTS

Angka (1)
Angka (2}
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor surat

Diisi sifat surat

Diisi jumlah dan satuan dari lampiran

Diisi nama Auditee

Nomor dan Tanggal dari Auditee

Diisi nomor dan tanggal surat pengantar DTS

Pada kotak diisi tanda X, sesuai dengan keputusan yang
diberikan.

Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai bila audit
dilaksanakan oleh Dircktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU bila
audit dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau Kantor

Pelayanan Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

!&dkm

47,

— Bekretaris Direktorat Jenderal
\ . b.
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LAMPIRAN XLII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN
DAN AUDIT CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

................................ (2) Tanggal, bulan, tahun

Sesuai dengan tanggapan Saudara atas Daftar Temuan Sementara, dengan ini

diminta kehadiran Saudara untuk melakukan pembahasan akhir pada :

Tanggal e (4)
Jam L e e (5)
Tempat PSPPI <)
Agenda e e e e e e (7}

Demi kelancaran jalannya pembahasan, agar dipersiapkan data dan bukti pendukung
yang diperlukan, serta diminta untuk menghadirkan pegawai yang terkait dan berkompeten

dengan permasalahan yang dimaksud pada agenda pembahasan.

Daiam hal Saudara tidak dapat menghadiri pembahasan dimaksud, maka terhadap

Wakil atau Kuasa dari Perusahaan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa.

Apabila Saudara tidak menghadiri Pembahasan Akhir, menghadiri tetapi tidak
melaksanakan Pembahasan Akhir atau melaksanakan Pembahasan Akhir tetapi tidak
menandatangani Hasil Pembahasan Akhir maka Saudara dianggap menyetujui seluruh DTS.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima
kasih.

...(8)

Nama Lengkap
NIP.
Tembusan :
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai/Kepala Kantor Wilayah/Kepala KPU



Angka (8)

PETUNJUK PENGISIAN
UNDANGAN PEMBAHASAN AKHIR

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor surat

Diisi nama Auditee

Diisi tanggal pembahasan akhir

Diisi jam pembahasan akhir

Diisi tempat pembahasan akhir

Diisi dengan pokok-pokok permasalahan yang akan
dibahas

Contoh: klarifikasi, pembahasan dan penyelesaian
permasalahan selisih kurang bahan baku. |

Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai u.b.
Kasubdit Pelaksanaan Audit bila audit dilaksanakan oleh
Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala KPU bila audit dilaksanakan oleh

Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
_Sekretaris Direktorat Jenderal

(EUANGAY 5 ML

b.
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LAMPIRAN XLIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... 2 ) PPN
Nomor L e (2) Tanggal, bulan, tahun
Hal : Persetujuan Perubahan Woakiu Pembahasan
Akhir
Yth, Pimpinan ...................o..
............................................. (3)
Sesuai dengan Surat Saudara Nomor @ ............... tanggal............... (4), tentang

permohonan perubahan waktu pembahasan akhir, dengan ini kami beritahukan bahwa

permohonan Saudara :

Ditolak, sehingga pembahasan akhir tetap dijadwalkan sesuai dengan undangan

(5) pembahasan akhir.

Disetujui sesuai dengan permintaan Saudara

Tanggal O PP (8)
(5) Jam RS {7
Tempat R PPN (8)

Difakukan perubahan jadwal, sehingga pembahasan akhir dilaksanakan pada

Tanggal e e e e (B)
Jam e (7)
Tempat e e (8}

Demi kelancaran jalannya pembahasan, agar dipersiapkan data dan bukti pendukung
yang diperlukan, serta diminta untuk menghadirkan pegawai yang terkait dan berkompeten

dengan permasalahan yang dimaksud pada agenda pembahasan.

Dalam hal Saudara tidak dapat menghadiri pembahasan dimaksud, maka terhadap

Wakil atau Kuasa dart Perusahaan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa.

Apabila Saudara tidak menghadiri Pembahasan Akhir, menghadiri tetapi tidak
melaksanakan Pembahasan Akhir atau melaksanakan Pembahasan Akhir tetapi tidak

menandatangani Hasil Pembahasan Akhir maka Saudara dianggap menyetujui seluruh DTS.



Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima -
kasih. '

Nama Lengkap
NIP.
Tembusan :

Direkiur Audit Kepabeanan dan Cukai/Kepala
Kantor Wilayah/Kepala KPU



PETUNJUK PENGISIAN

IJIN PERUBAHAN WAKTU PELAKSANAAN PEMBAHASAN AKHIR

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4}

Angka (5)

Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor surat

Diisi nama Auditee

Diisi nomor dan tanggal surat yang dikirim oleh
Auditee tentang permohonan perubahan waktu
pembahasan akhir

Pilih salah satu sesuai dengan keputusan. Pada kotak
cantumkan tanda X

Diisi tanggal pembahasan akhir

Diisi jam pembahasan akhir

Diisi tempat pembahasan akhir

Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai u.b.
Kasubdit Pelaksanaan Audit bila audit dilaksanakan
oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Kepala
Kantor Wilayah atau Kepala KPU bila audit
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau Kantor

Pelayanan Utama.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN XLIV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

RISALAH PEMBAHASAN AKHIR

Auditee : .............
Surat Tugas Nomor . .........

I.  Temuan Audit

Ill.  Tanggapan Auditee

IV Pendap-éi.:';iﬁr'r;"&ijai't""'“'"'"""'”””"'"“'"““'"“"

o Tanggal...........(3)

(2)

Demikian risalah ini dibuat dengan sebenarnya yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Berita Acara Hasil Audit dan ditandatangani oleh

Pimpinan/Wakil/Kuasa®) (9)

...................................

Jabatan.. ...

Paraf (11)

Catatan :
*) dipilih sesuai kondisi

**) diisi sesuai rencana susunan Tim Audit

Tempat, Tanggal, bulan,tahun

Tim Audit Bea dan Cukai**) (10)
Jabatan

Nama Lengkap
NP,

Paraf (11)

Halaman...... dari...... halaman(12)



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)

Angka {5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

Angka (11)

Angka (12)

PETUNJUK PENGISIAN

RISALAH PEMBAHASAN AKHIR
Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi Nama Auditee
Diisi nomor dan tanggal Surat Tugas
Diisi uraian permasalahan temuan Tim Audit yang
dibahas dalam pembahasan akhir
Diisi peraturan/ketentuan yang menjadi dasar temuan
Diisi sanggahan Auditee atas temuan audit
Diisi pendapat Tim Audit atas sanggahan perusahaan
Diisi kesimpulan atas pembahasan akhir
Diisi nama dan tandatangan wakil dari Auditee
Diisi nama dan jabatan dalam audit sesuai dalam surat
tugas
Pada setiap lembar risalah diparaf oleh pihak Auditee
dan pihak Tim Audit

Diisi halaman ke sekian dari seluruh halaman

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Seckretaris Direktorat Jenderal

u.b,
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LAMPIRAN XLV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BERITA ACARA HASIL AUDIT

Nomor : ......cococciinnnnn. (2)

Pada bhari ini ............ tanggal ......... bulan......... tahun............... (3), bertempat di
..................................................... (4), kami:

No Nama NIP Jabatan

(5) (6) 7 (8)
menyatakan bahwa:

Nama Auditee D et eee et treeeetre e b arraeaieareteteeeeaaernaeteeaaannenaeann (9}

Alamat U TP OT PP UR OISR (10)

NPWP T e e (11)
diaudit berdasarkan Surat Tugas Nomor: ...................... tanggal ... (12}

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Tanggal, Bulan, Tahun

Tim Audit Bea dan Cukai*)
Jabatan,

Nama Lengkap

Halaman.......dari... ... halaman......

Catatan :
*} diisi sesuai susunan Tim Audit



Angka (1)
Angka (2}

Angka (3)

Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10}
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)

PETUNJUK PENGISIAN
BAHA TANPA PEMBAHASAN AKHIR

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor Berita Acara

Diisi huruf/tanggal bulan dan tahun pembuatan berita
acara
Diisi tempat pembuatan berita acara

Diisi nomeor urut

Diisi nama PMA, PTA, Ketua Auditor, dan Auditor
Diisi NIP PMA, PTA, Ketua Auditor, dan Auditor
Diisi jabatan dalam Tim Audit

Diisi nama Auditee

Diisi alamat Auditee

Diisi NPWP Auditee

Diisi Nomor dan Tanggal Surat Tugas Audit

Diisi dengan salah satu pilihan di bawah ini:

a. Menyetujui seluruh temuan dalam DTS

b. Tidak menanggapi DTS sampai dengan batas waktu
yang ditentukan

¢. Menanggapi DTS namun tidak menghadiri
pembahasan akhir

d. Menanggapi DTS, menghadiri undangan
pembahasan akhir namun tidak melakukan
pembahasan akhir

e. Menanggapi DTS, mengikuti pembahasan akhir
namun tidak menandatangani hasil pembahasan
akhir

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

Adrijanto
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LAMPIRAN XLVI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomor @ .....c.cvveiiinnnnne (2)
Pada  hari ini............. tanggal.........bulan......... tahun...............(3), bertempat di
..................................................... (4), kami;
 No Nama NIP : Jabatan
(5) (6) (7) (8)

Telah melaksanakan pembahasan akhir, sebagai tindaklanjut proses pelaksanaan audit

terhadap:
Nama Auditee OO OPRERS USRS (9)
Alamat LSS O PO USSR USUP SO (10)
NPWP T PR (11)
Yang diaudit berdasarkan Surat Tugas Nomor:................ tanggal..........................(12)

Pembahasan akhir dilaksanakan bersama dengan pihak Auditee :

1. Nama e e e e (13)
Jabatan et e s (14)
2 OOV S U UOPRITPN dst (15)

Adapun hasil pembahasan akhir tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Tanggal, Bulan, Tahun

AuditeefWakil/Kuasa *) Tim Audit Bea dan Cukai**(17)
1. Jabatan,



Jabatan ... (14)
Catatan : *(16)

Catatan :
**) diisi sesuai susunan Tim Audit

Nama Lengkap

NIP

..........................................



PETUNJUK PENGISIAN
BAHA DENGAN PEMBAHASAN AKHIR

Angka (1) Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan
audit

Angka (2) Diisi nomor Berita Acara

Angka (3) Diisi huruf/tanggal bulan dan tahun selesainya
pembahasan akhir

Angka (4) Diisi tempat pembahasan akhir

Angka (5) Diisi nomor urut

Angka (6) Diisi nama PMA, PTA, Ketua Auditor, dan Auditor

Angka (7) Diisi NIP PMA, PTA, Ketua Auditor, dan Auditor

Angka (8) Diisi jabatan dalam Tim Audit

Angka (9) Diisi nama Auditee

Angka (10) Diisi alamat Auditee

Angka (11) Diisi NPWPAuditee

Angka (12) Diisi Nomor danTanggal Surat Tugas Audit

Angka (13) Diisi nama diri pihak Auditee

Angka (14) Diisi jabatan pihak Auditee

Angka (15) Ditambah sesuai dengan pihak Auditee

Angka (16) *Diisi dalam hal Auditee/Wakil/Kuasa tidak bersedia
menandatangani berita acara

Angka (17) Diisi nama dan jabatan dalam audit sesuai dalam

surat tugas

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Direktorat Jenderal
== F."--‘:"'T} u.b.
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LAMPIRAN XLVII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-35/BC/2017
TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT

CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Berdasarkan Risalah Pembahasan Akhir dan/atau Risalah Penelaahan*) dapat disimpulkan

bahwa:

I.  Temuan Disetujui (4))

No. Temuan Audit Alasan Keterangan
(5) (6) (7) (8)

ll. Temuan Dibatalkan (4)*)
No. Temuan Audit Alasan Keterangan
(5) (9) (10) (1)

Ill. Temuan Dipertahankan (4)*)
No. Temuan Audit Alasan Keterangan
(5) (12) (13) (14)

Pimpinan/Wakil/Kuasa*) (15)

...................................

Paraf (17)

Catatan :
*} dipilih sesuai kondisi
**) diisi sesuai susunan Tim audit

Tim Audit Bea dan Cukai**) (16)
Jabatan

Nama Lengkap

Paraf (17)
Halaman....... dari....... halaman



Angka (1)
Angka {2)

Angka (3)
Angka (4)

Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10}
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15}

Angka (16)

Angka (17)

Petunjuk Pengisian
Hasil Pembahasan Akhir

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nama Auditee

Diisi Nomor dan Tanggal Surat Tugas

Angka  Romawi  disesuiakan dengan  keadaan

sebenarnya:

- Temuan Disetujui dalam hal Auditee menyetujui
temuan
Kedua pihak bersikukuh pada pendapat masing-
masing

- Temuan Dibatalkan dalam hal Tim  Audit
membatalkan temuan setelah mendapatkan bukti
yang nyata dari Auditee

- Temuan Dipertahankan dalam hal Tim Audit
mempertahankan temuan audit, sedangkan Auditee
tidak menyetujui temuan tersebut.

Diisi nomor urut

Diisi temuan tim audit yang disetujui oleh Auditee

Diisi alasan persetujuan temuan

Diisi KKA yang terkait

Diisi temuan tim audit yang tidak disetujui oleh Auditee

Diisi alasan penolakan Auditee terhadap temuan
tersebut
Diisi KKA yang terkait

Diisi temuan tim audit yang dibatalkan
Diisi alasan pembatalan temuan
Diisi KKA yang terkait

Diisi dengan Pimpinan, Wakil atau Kuasa . Auditee,
dalam hal bertindak sebagai kuasa harus melampirkan
surat kuasa

Diisi nama dan jabatan dalam audit sesuai dalam Surat
Tugas

Pada setiap lembar hasil pembahasan akhir diparaf oleh
pihak Auditee dan pihak Tim Audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
-z e u‘b-
Jala Bagian Umum
N\
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LAMPIRAN XLVIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOTA DINAS
Nomor: ND-............ (2)
Kepada : Yth...........(3)
Dari :  Pengawas Mutu Audit
Hal . Permohonan Penelaahan
Tanggal

Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat antara Tim Audit dengan auditee

yang terdapat dalam Risalah Pembahasan Akhir Tanggal.......... (4) atas pelaksanaan audit
terhadap:

Nama Perusahaan L e e (D)

NPWP PP (6)

Alamat L e e, {7)

maka kami mohon agar dilakukan Penelaahan atas hasil perbedaan pendapat tersebut.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP...

Tembusan : Kasubdit Pelaksanaan Audit/ Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit

Kepabeanan dan Cukai



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)

Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)

Angka (7)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENELAAHAN

Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit

Diisi nomor Nota Dinas

Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai bila audit
dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU bila
audit dilaksanakan oleh Kantor Wilayah atau Kantor
Pelayanan Utama.

Diisi Tanggal Risalah Akhir

Diisi nama perusahaan yang audit

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang
diaudit

Diisi alamat perusahaan yang diaudit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN XLIX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

RISALAH PENELAAHAN
Auditee . ..o e (2)
Surat Tugas Nomar: .................Tanggal.................. (3)

Hasil Risalah Pembahasan Akhir
A. Pendapat Tim Audit

................................................................ 4)
B. Pendapat Auditee
................................................................ (5)
Krirteria
Hasil Penelaahan
................................................................ (7}
Kesimpulan
................................................................ (8)

Demikian risalah ini dibuat dengan sebenarnya yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari Risalah Pembahasan Akhir dan ditandatangani oleh

Tanggal, bulan, tahun

Tim Penelaah {(11)
Jabatan

Nama Lengkap

Paraf (12) Paraf (12)

Halaman...... dari...... halaman.......

Catatan :

*) dipilih sesuai kondisi; dalam hal auditee

dilibatkan dalam pembahasan penelaahan



PETUNJUK PENGISIAN
RISALAH PENELAAHAN

Angka (1} : Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit

Angka (2) : Diisi Nama Auditee

Angka (3) : Diisi nomor dan tanggal Surat Tugas Penclaahan

Angka (4} : Diisi pendapat Tim Audit yang dibahas dalam
pembahasan akhir

Angka (5) : Diisi pendapat Auditee yang dibahas dalam pembahasan
akhir

Angka (6) :  Diisi peraturan perundang-undangan

Angka (7) : Diisi pendapat Tim Penelaahan

Angka (8) : Diisi kesimpulan atas hasil Tim Penelaahan

Angka (9) : Diisi nama dan tandatangan wakil dari Auditee

Angka (10) : Diisi nama dan jabatan dalam audit sesuai dalam surat
tugas

Angka (11) : Diisi nama dan jabatan dalam Tim Penelaah

Angka (12} : Pada setiap lembar risalah diparaf oleh pihak Auditee

dan pihak Tim Audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
. Sekretaris Direktorat Jenderal
Cp&iaiBagian Umum

a\!
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LAMPIRAN L

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... ) T
NOTA DINAS
NOMOR: ND............ (2)

Kepada : Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai/ Kepala Kantor Wilayah/

Kepala Kantor Pelayanan Utama™
Dari : Ketua Tim Penelaahan
Hal : Penyampaian Risalah Penelaahan
Lampiran D A3
Tanggal DA

Sehubungan dengan surat tugas penelaahan nomor.............., (5), tentang.......... (6)

dengan ini kami sampaikan risalah penelaahan sesuai lampiran nota dinas ini untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan sebagai laporan.

Nama Lengkap
NIP. oo

Tembusan: Pengawas Mutu Audit

Halaman...... dari...... halaman

Catatan :
*) dipilih sesuai kondisi; dalam hal auditee dilibatkan dalam pembahasan penelaahan



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENYAMPAIAN RISALAH PENELAAHAN

Angka (1) : Diisi kop surat kantor DJBC yang melaksanakan audit

Angka (2) : Diisi nomor Nota Dinas

Angka (3) : Diisi nomor dan tanggal Surat Tugas Penelaahan

Angka (4) : Diisi pendapat Tim Audit yang dibahas dalam
pembahasan akhir

Angka () ; Diisi nomor dan tanggal Surat Tugas Penelaahan

Angka (6) : Diisi tentang penugasan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

g u.b.
@wﬂiuﬁﬁﬁ%‘g Bagian Umum
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LAMPIRAN LI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

TATA KERJA TIM PENELAAHAN

A. Prosedur Pembentukan

1. Dalam hal audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

a. Pengawas Mutu Audit membuat surat permohonan penelaahan kepada Direktur
Audit.

b. Surat permohonan diterima oleh Direktur Audit dan dibuatkan disposisi kepada
Kasubdit Pelaksanaan Audit untuk dilakukan telaah.

c. Surat permchonan diterima oleh Kasubdit Pelaksanaan Audit dan, dalam hal
permohonan diterima, dibuatkan konsep pembentukan Tim Penelaahaan untuk
disampaikan kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai.

d. Dalam hal permohonan tidak diterima, dibuatkan surat penolakan penelaahan
kepada Tim Audit.

e. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai menelaah konsep pembentukan Tim
Penelaahan dari Kasubdit Pelaksanaan Audit.

f.  Dalam hal konsep Surat Tugas Pembentukan Tim Penelaahan disetujui, Direktur
Audit Kepabeanan dan Cukai menandatangani konsep Surat Tugas
Pembentukan Tim Penelaahan dan disampaikan kepada Tim Penelaahan yang
ditunjuk.

g. Dalam hal tidak disetujui, konsep Surat Tugas dikembalikan kepada Kasubdit
Pelaksanaan Audit untuk direvisi.

h. Dalam hai diperlukan tenaga dari Direktorat lain dan/ atau instanst [ain, Direktur
Audit Kepabeanan dan Cukai menyampaikan surat permintaan kepada pimpinan
Direktorat lain dan/ atau instansi lain menunjuk pejabat Bea dan Cukai untuk

diikutsertakan ke dalam Tim Penelaahan.

2. Dalam hal audit dilaksanakan oleh Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama

a. Pengawas Mutu Audit membuat surat permchonan penelaahan kepada Kepala
Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama.

b. Surat permohonan ditterima oleh Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor
Pelayanan Utama dan didisposisikan kepada Kepala Bidang yang menangani
kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai untuk diteiaah.

c. Surat permohonan diterima oleh Kepala Bidang Audit dan, dalam hal
permohonan diterima, dibuatkan konsep Surat Tugas Pembentukan Tim
Penelaahaan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor

Pelayanan Utama.



Dalam hal permohonan tidak diterima, dibuatkan surat penolakan penelaahan
kepada Tim Audit. -

Dalam hal konsep Surat Tugas disetujui, Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor
Pelayanan Utama menyampaikan Surat Tugas kepada Tim Penelaahan. '
Dalam hal tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan :
Utama mengembalikan konsep Surat Tugas kepada Kepala Bidang yang
menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai untuk direvisi.
Dalam hal diperlukan tenaga dari Direktorat lain dan/ atau instansi lain, Kepala
Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan surat 5
permintaan kepada pimpinan Direktorat lain dan/ atau instansi lain menunjuk

pejabat Bea dan Cukai untuk diikutsertakan ke dalam Tim Penelaahan.

B. Susunan Tim Penelaahan

Tim Penelaahan terdiri dari seorang Ketua Tim dan beberapa orang anggota tim.

1. Untuk audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Ketua Tim adalah pejabat setingkat minimal eselon 3 (tiga) yang tugas dan fungsinya :

terkait dengan kebijakan atas hal yang menjadi perbedaan pendapat antara Tim Audit

dan Audites.

Anggota Tim terdiri dari:

a.

seorang Kepala Subdirektorat di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai yang
tidak termasuk dalam Tim Audit atas Auditee yang akan dilakukan penelaahan ,
dan/atau '
1 (satu) orang atau lebih Kepala Seksi di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai -
yang tidak termasuk dalam Tim Audit atas Auditee yang akan dilakukan °
penelaahan, dan/ atau

1 (satu) orang pelaksana yang memiliki kualifikasi sebagai Ketua Auditor yang
tidak termasuk dalam Tim Audit atas Auditee yang akan dilakukan penetaahan,
dan/ atau

1 (satu) orang atau lebih Kepala Seksi dari Direktorat yang menangani peraturan, -
dan/ atau :

1 (satu) orang atau lebih Kepala Seksi dari Direktorat lain

2. Untuk audit yang dilakukan oleh Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama

Ketua Tim adalah pejabat setingkat eselon 3 (tiga) yang tugas dan fungsinya terkait

dengan kebijakan atas hal yang menjadi perbedaan pendapat antara Tim Audit dan .
Auditee.



Anggota Tim terdiri dari:

a. seorang peiabat setingkat eselon 3 (tiga) di lingkungan Kantor Wilayah/ Kantor
Pelayanan Utama yang tidak termasuk dalam Tim Audit atas Auditee yang akan
dilakukan penetaahan, dan/atau

b. 1(satu} orang atau lebih Kepala Seksi di Bidang Audit yang tidak termasuk dalam
Tim Audit atas Auditee yang akan dilakukan penelaahan, dan/ atau

c. 1 (satu) orang pelaksana yang memiliki kualifikasi sebagai Ketua Auditor yang
tidak termasuk dalam Tim Audit atas Auditee yang akan dilakukan penelaahan,
dan/atau ‘

d. 1 (satu) orang atau lebih Kepala Seksi dari Bidang Kepabeanan dan Cukai,
dan/atau

e. 1 (satu) orang atau lebih Kepala Seksi dari Bidang lain.

C. Tata Kerja Tim Penelaahan

1. Tata Kerja dalam hal audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
a. Tim Audit _ A
1} Membuat surat permohonan penelaahan kepada Direktur Audit Kepabeanan
dan Cukai |
2) Mengikuti rapat dengan Tim Penelaahan jika diminta
3) Menerima Risalah Penelaahan dari Tim Penelaahan
4) Menerima Surat dari Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai perihal

penolakan pembentukan Tim Penelaahan.

b. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai

1} Menerima surat permohonan penelaahan dari Tim Audit dan
mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kasubdit Pelaksanaan 7
Audit.
2) Menerima dan menelaah konsep pembentukan Tim Penelaahan dari l
Kasubdit Pelaksanaan Audit
3) Dalam hal disetujui, menandatangani konsep Surat Tugas pembentukan Tim -
Penelaahan dan disampaikan kepada Tim Penelaahan | :
4) Dalam hal tidak disetujui, mengembalikan konsep Surat Tugas pembentukan
Tim Penelaahan kepada Kasubdit Pelaksanaan Audit untuk direvisi

c. Kasubdit Petaksanaan Audit
1) Menerima disposisi dari Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai tentang surat
permohonan penelaahan dari Tim Audit.
2) Meneruskan disposis! tersebut di atas kepada Kasi Pelaksanaan Audit untuk
dilakukan telaah.



3)

4)
9)

6)

Menerima hasil penelitian mengenai pembentukan Tim Penelaahan dari Kasi
Pelaksanaan Audit

Menelaah perlu atau tidaknya pembentukan Tim Penelaahan.

Dalam hal diperlukan Tim Penelaahan, meneruskan konsep pembentukan
Tim Penetaahan kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai. ,
Dalam hal Tim Penelaahan tidak diperlukan, meneruskan konsep surat |
perihal penolakan permohonan kepada Direktur Audit Kepabeanan dan .
Cukai.

d. Kasi Pelaksanaan Audit

1)

2)

3)

4)

Menerima disposisi dari Kasubdit Pelaksanaan Audit perilah surat :
permintaan Tim Penelaahan.
Meneliti surat permintaan Tim Penelaahan terkait periu tidaknya dibentuk
Tim Penelaahan.
Dalam hal permintaan disetujui, Kasi Pelaksanaan Audit membuat konsep
pembentukan Tim Penelaahan dan menyampaikannya kepada Kasubdit .
Peltaksanaan Audit.
Datam hal permintaan tidak disetujui, membuat konsep surat penolakan -
pembentukan Tim Penelaahan dan menyampaikan terlebih dahulu kepada
Kasubdit Pelaksanaan Audit untuk ditelaah.

e. Tim Penelaahan

1)

2)

3)

Menerima Surat Tugas dari Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai atau dari .
Direktur Jenderal
Melakukan penelaahan terhadap hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat
antara Tim Audit dan Auditee '
Membuat Risalah Penelaahan dan disampaikan kepada Direktur Audit
Kepabeanan dan Cukai.

2. Tata kerja dalam hal audit dilaksanakan oleh Kantor Wilayah/ Kantor Pelayanan Utama

a.

Tim Audit

1)

2)
3)
4)

Membuat surat permohonan penelaahan kepada Kepala Kantor Wilayah/

Kepala Kantor Pelayanan Utama

Mengikuti rapat dengan Tim Penelaahan jika diminta

Menerima Risalah Penelaahan dari Tim Penelaahan

Menerima Surat dari Kepala Kantor/Kepala Kantor Pelayanan Utama perihal ;

penolakan pembentukan Tim Penelaahan.



d.

Kepala Kantor Wilayah/ Kepala Kantor Pelayanan Utama

1)

3)

4)

Menerima surat permohonan penelaahan dari Tim Audit dan mendisposisikan
surat permchonan tersebut kepada Kepala Bidang yang menangani kegiatan
Audit Kepabeanan dan Cukai.
Menerima dan menelaah konsep pembentukan Tim Penelaahan dari Kepala
Bidang yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai.
Dalam hal disetujui, menandatangani konsep Surat Tugas pembentukan Tim
Penelaahan dan disampaikan kepada Tim Penelaahan.
Dalam hal tidak disetujui, mengembalikan konsep Surat Tugas pembentukan
Tim Penelaahan kepada Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit -
Kepabeanan dan Cukai untuk direvisi.

Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai

1

2)
3)

4)

Menerima surat permohonan penelaahan dari Tim Audit yang telah '
didisposisikan oleh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama. l
Menelaah perlu atau tidaknya pembentukan Tim Penelaahan. _
Dalam hal diperlukan Tim Penelaahan, membuat konsep pembentukan Tim
Penelaahan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Witayah/ Kepala Kantor -
Pelayanan Utama.
Dalam hal Tim Penelaahan tidak diperlukan, menerbitkan surat perihal
penolakan permohonan kepada Pengawas Mutu Audit.

Kasi yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai

1)

2)

3)

4)

Menerima disposisi dari Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit -
Kepabeanan dan Cukai perihal surat permintaan Tim Penelaahan.

Meneliti surat permintaan Tim Penelaahan terkait periu tidaknya dibentuk Tim
Penelaahan.

Dalam hal permintaan disetujui, Kasi yang menangani kegiatan Audit -
Kepabeanan dan Cukai membuat konsep pembentukan Tim Penelaahan dan
menyampaikannya kepada Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit :
Kepabeanan dan Cukai.

Dalam hal permintaan tidak disetujui, membuat konsep surat penolakan
pembentukan Tim Penelaahan dan menyampaikan terlebih dahulu kepada
Kepala Bidang yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai untuk
ditelaah.



e. Tim Penelaahan
1} Menerima Surat Tugas dari Kepala Kantor W ilayah/Kepala Kantor Pelayanan
Utama
2) Melakukan penelaahan terhadap hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat
antara Tim Audit dan Auditee
3} Membuat Risalah Penelaahan dan disampaikan kepada Kepala Kantor
Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Utama

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMI3UDI

Salinan sesuai dengan aslinya

__ Sekretaris Direktorat Jenderal
LEUAKGAY f& u.b.

peda \Bagian Umum
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LAMPIRAN LH

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR PER-35/BC/2017
TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN
AUDIT CUKAI
NOMORELHA  :.....(1) ...,
TANGGAL )
NPA feee(38)
JENIS NPA S ee(3D)e

LAPORAN HASIL AUDIT

Nama Auditee (4)

NPWP Auditee (4)
Alamat Auditee (5)
Jenis Audit (6)

PERIODE AUDIT

oS (D)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



I
i

V.

DAFTAR ISI

Halaman
Uraian Hasil Audit

1.Dasar Hukum

2. Tujuan Audit

3.Sifat dan Luas Audit

4 Prosedur Audit

5.Hasil Audit
a. Pemeriksaan atas Rekomendasi Tim Audit sebelumnya
b. Pengendalian Internal Auditee

Profil Auditee

Kesimpulan dan Rekomendasi

1.Kesimpuian

2.Rekomendasi

Lampiran (jika berkaitan dengan audit atas fasilitas kepabeanan dan/atau cukai)
a. Saldo Fisik Barang Fasilitas Kepabeanan dan/atau cukai dan/atau
b. Saldo Barang yang Harus Dipertanggungjawabkan



SUSUNAN TIM AUDIT

Nomor ST : 8T- (10)
Tanggal ST : {11)
Pengawas Mutu Audit : {12)
Pengendaii Teknis Audit : (12)
Ketua Audifor : (12)
Auditor L (12}

2. {12)

3. {12)
Ketua Auditor Pengendali Teknis Audit
Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP ... NIP ...

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP ...



BAB |
URAIAN HASIL AUDIT

Berdasarkan Surat Tugas ......... (13 Nomor:......... (14).......... . Kami telah .
melakukan audit atas e (18)e L dengan -
alamat............... (16)...ce oo oo dalam kapasitasnya -
sebagai.................. (1) e e dengan
....................................................... (18)..

Tim Audit bertanggung jawab terhadap kesimpulan dan/atau rekomendasi audit -
berdasarkan data yang telah diserahkan oleh auditee pada saat pelaksanaan audit. Sedangkan Auditee
bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data yang telah diserahkan kepada Tim Audit
pada saat pelaksanaan audit

Tim Audit telah melakukan audit sesuai dengan Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai .
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan -
Cukai Nomor: ............... (19).. i, tentang Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. j
Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai mengharuskan Tim Audit untuk merencanakan dan '
melaksanakan audit untuk menguji kepatuhan Auditee terhadap ketentuan kepabeanan dan/atau cukai. .
Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai meliputi pemeriksaan atas dasar penguijian terhadap bukti-bukti
audit yang diterima oleh Tim Audit selama penugasan audit dan membandingkan dengan ketentuan
kepabeanan dan cukai

1. Dasar Hukum

.......................................................................................

5. Hasil Audit
5.1. Pemeriksaan atas Rekomendasi Tim Audit sebelumnya

............................................................................... (24). o
5.2 Pengendalian Internal

....................................... (25 et e e e,
5.3.... Pemeriksaan ........... {26}
Sasaran Pemeriksaan S IESTEPTPPoO LA{28)
Jenis Dokumen/Laporan Do 27
Jumlah Dokumen/Laporan S TP (8,
Jumiah Dokumen/Laporan Yang Diperiksa Do (29} i
Nilai Pabean/Ekspor/Nilai Lainnya............ N IETTR TSI (30).. e
Dokumen/Buku /Catatan/Laporan Penguijif............... N TTTOTTUTOUO ¢ ) T O

[ Hasil Pengujian 2 (32)s oo,

Ketentuan yang Dilanggar Dol e (B3
Kesimpulan Dol (B4
Kodifikasi Temuan S I < 1= P T
Uralan Terjadinya Temuan Pelanggaran : j)_

Kekurangan/kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai danlatau Pajak da!am rangka Impor
(jika ada)

Jenis Penerimaan Nilai Tagihan
Bea Masuk Sl e B e '
BM Anti Dumping P ST TRV (< O PUPUTpT
| BM Imbalan N TP 3T

BM Safeguard N T BT




Bea Keluar

............ 3T
Cukai e e (BN,
kN {37)...
PPoBM ] s {37)....
ke e 78 Oy
Dendka .. (B7) i,
Bunga e (37)......
Sanksi Administrasi v (37)
LainnVa. i e iseess ] L | veeeieeiin 38,
Totad oy (39).........
Catatan Lainnya (39a) e




BAB i

PROFIL AUDITEE
No [ Jenis Isian Isian

Data Umum
NPWP/Identitas Lainnya 40).
NPPBKC/NPP/NPPPJKINIPER/Lainnya | 1 | .oooeiiiiiiin . (A1),
NomordanTangal PKP 1] e, {42)..
Kelompok Lapangan Usaha (KLU) A3
Jenisindustri L (A4) il
NamaAuditee sl e (45).. . il
Alamat Kantor PO U (- 1< ) T R
Nomor Telp/Faks e i (A7) i
AlamatPabrik (48)eiiiiiiiin
Nomor Telp/fFaks 1l GL ) e
Email {50)...

Data Perijinan
Nomor dan Tahun Akte Pendirian (61
Notaris ...-.{82)...
Keta e (53)...
SK Menkumham b (54) o
Nomor dan Tahun Akte Perubahan |: | ...l (85) i
Terakhir
Notaris ] e (58).. i
Keta s e (B7) i i,
SK Menkumbam Perubahan Terakhir {58)..
SiUPP. i e (59). e
TDPAUT ] e e, -{60)....
AP] B
NPIK L(B2)
Perijinan Lainnya .......o...oooe. L e, (B3).......

Data Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (Bisa

febih dari satu)
Jenis Fasilifas ..{64)....
SkepFasilitas e (65)....
Penerbit Fasilitas ] e {66).. oo

Penanggung Jawab ( Direksi dan komisaris

dan bisa lebih dari satu)
Jabatan ] e BT e
Nama BB
Alamat {B9)
KTP/ID Lainnya e (4 T

Penandatangan Dokumen Kepabeanan dan

Cukai
Jabatan e e (A o
Nama Tl i (T
Alamat ) O
KTP/tD Lainnya b | {74)...

Riwayat Audit Kepabeanan dan Cukai (dapat

lebih dari safu LHA)
Jumlah Audit (fermasuk audit saat ini) e (TB)
Unit Audit L ATB)
LHA Nomor dan Tanggal A77)...
Tagihan Audit e (78)...
Periode Audit e (7).,

Data Keuangan Terakhir Auditee
Tgl dan Tahun Laporan Keuangan (80)...
Periode Lapkeu e (B1) e
Nama KAP(ikaada) | i, (82). i
Jenis Laporan Keuangan Audited/Bim Diaudit (coret yang tidak pen'u)
Penjualan e {83)...
Harga Pokok Penjualan | @ | i (B3) it s

Persediaan Awal




Pembelian/Harga Pokok Produksi Dl i (B3
Persediaan Akhir ] i (B3
Laha/Rugi Kotor D] e {83).. s
Beban Administrasi dan Penjualan i TP O UUTTo (83)... e
Laba/Rugi Bersih Dl e, AB3) s
Asset Lancar P TSP PO (- 1< ) IO
Aset Tetap T e B3
Aset Lainnya N T TUTTTOU T (B3
Total Asset D] e B3 e,
Hutang Jangka Pendek Tl B3
Hutang Jangka Panjang e B3)
Total Hutang i I Ty (83 . e
Modal S TP PR UDPTOR (83). .t
Laba Ditahan I T AB3)Y e
Data Barang Impor (5 item Utama saja) :
HS { 6 Digit) Dl B,
» Nama Barang Dl BB)
Data Barang Ekspor ( 5 /tem Utama Saja) :
HS ( 6 Digit) D] eereeeeeeeiieeeaiioas {86)....coiiiriiia
Nama Barang S P (87)............ e eerieees
Data Barang Kena Cukai (c)
Jenis BKC Tl (B8)..cieieeiiiiiiin
Merek(Jika ada) D i (B9
Data Barang Jadi Untuk Auditee sebagai
Produsen {(Maksimal 5)
HS ( 6 Digif) S NPT TO PPN (90). i
Nama Barang Jadi S T P TpTe I T p




Kesimpulan

BAB

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Audit dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan penilaian terhadap struktur pengendalian internal Auditee dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut :

= I {92)
b, ... {(92)
¢. Dst.

2. Berdasarkan penilaian terhadap

..............

(93)

3. Terdapat kekurangan/kelebihan pembayaran pungutan pabean & PDRt (BM, BK, PPN, PPh, |

dll) yang wajib dilunasi oleh Auditee atas temuan audit sebesar

(94) dengan -

rincian sebagai berikut:
Program Audit Jumlah Tagihan
| | Pemeriksaan Nilai Pabean ..{96) ...(986)... ..(986).. dst Total
1. ... (95)....
2 ... (95)....
3, ... {95)....
4. ... (98)....
5. Dst.
Subtotal

Pemeriksaan terkait
Il | Klasifikasi dan

Pembebanan
1.1 ... (99)....
2.1...{95)....
3. | Dst.

Subtotal
W dst

Rekomendasi

Berdasarkan Hasil Audit, Tim Audit merekomendasikan sebagai berikut :

1. Rekomendasi temuan terkait Sistem Pengendalian Internal

2. Rekomendasi temuan terkait kebijakan/ pelaksanaan peraturan

(94) dengan rincian sebagai berikut:

3. Perusahaan agar membayar

Pasal yg
Kantor Dilanggar | Kodifikasi Surat
No Penga\wasanPemnggaran dan Pasal | Temuan | Penetapan Pungutan LHA
Sanksi
(97) (98) (99) (100) (101) (102)

Total




Ketua Auditor

Nama Lengkap
NIP ...

Pengendali Teknis Audi

Nama Lengkap
NIP ...

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP ...



NO|  Resiko Pe'znr?gar Sanksi Sanksi Sub Reslka Pen:?:pan Temuan Audit | Kodifikasi
1 |Bea Keluar {Psi2A Pst 2A ayat |Diatur dalam peraturan Pemerintah |[Resiko pemberitahuan pabean] SPKPBK |Kesalahan PAB-

3 ekspor salah menyebabkan Jumiah Barang [0024.0-
tidak dilunasinya Bea Keluar Ekspor 002A.3-01
atas barang ekspor tertentu

1 |Bea Keluar  |Psi 2A Psl 2A ayat |Diatur dalam peraturan Pemerintah |Resiko pemberitahuan pabean| SPKPBK |Kesalahan PAB-

3 ekspor salah menysbabkan Jenis Barang 0024.0-
fidak dilunasinya Bea Keluar Ekspor 002A.3-02
atas barang ekspor tertentu

1 |Bea Keluar |Psl 2A P8l 2A ayat | Diatur dalam peraturan Pemerintah |Resiko pemberitahuan pabean| SPKFBK |Kesalahan HPE IPAB-

3 ekspor satah menyebabkan 0024A.0-
tidak dilunasinya Bea Keluar 002A.3-03
atas barang ekspor tertentu ‘

1 |Bea Keluar |Ps]2A Psl 2A ayat [Diatur dalam peraturan Pemerintah |Resiko pemberitahuan pabean| SPKPBK [Kesalahan PAB-

3 ekspor salah menyebabkan penetapan tarif |002A.0-
tidak dilunasinya Bea Keluar PE D02A.3-04
atas barang ekspor tertentu

1 |Bea Keluar  |Psl 2A Psl 2A ayat |Diatur datam peraturan Pemerintah |Resiko pemberitahuan pabean] SPKPBK |Kesalahan Kurs |PAB-

3 ekspor salah menyebabkan 002A.0-
tidak dilunasinya Bea Keluar 002A.3-05
atas barang ekspor tertentu

1 |Bea Keluar |Psl 2A Psl 2A ayat [Diatur dalam peraturan Pemerintah |Resiko pemberitahuan pabean| SPKPBK {Temuan PAB-

3 ekspor salah menyebabkan Lainnya 002A.0-
tidak dilunasinya Bea Keluar, Q02A.3-06
atas barang ekspor tertentu '

2 [{RKSP Psl 7 A Ps! 7 A ayat|Pengangkut yang tidak memenuhilRisiko tidak memberitahukan| SPSA  [Tidak PAB-
ayat 1 7 ketentuan sebagaimana dimaksud|RKSP akan dikenakan sanksi memberitahuka [007A.1-
pada ayat (1) dikenai sanksiladministrasi n RKSP Q07A.7-01
administrasi berupa denda paling ‘
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dan  paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupian).
2 |RKSP Psl7A Psi 7 A ayat|Pengangkut yang tidak memenuhi|Risiko tidak memberitahukan| SPSA  [Temuan PAB-
ayat 1 7 ketentuan sebagaimana dimaksud|RKSP akan dikenakan sanksi Lainnya 007A.1-
pada ayat (1) dikenal sanksiladministrasi 007A.7-02
administrasi berupa denda paling ‘
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dan paling banyak
Rp50.000.000,00 {lima puluh juta
rupiah).
3 [Manifest Psl 7 A Pst 7 A ayat|Pengangkut yang tidak memenuhi|Risiko tidak memberitahukan) SPSA  [Tidak PAB-
ayat 3 8 ketentuan sebagaimana dimaksud|rmanifest {termasuk nihil) akan Menyerahkan |007A.3-
pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (6)|dikenakan sanksi adminitrasi Pemberitahuan |007A.8-01
dikenal sanksi administrasi berupa Pabean .
denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 {sepuluh juta
rupigh) dan  paling  banyak
Rp100.000.200,00 (seratus juta
rupiah).
3 |Manifest Psl 7 A Psl 7 A ayat|Pengangkut yang tidak memenuhiiRisiko tidek memberitahukan| SPSA  |Temuan PAB-
ayat 3 8 ketentuan sebagaimana dimaksud|manifest (termasuk ninhil) akan Lainnya 007A.3-
pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (6){dikenakan sanksi adminitrasi 007A.8-02

dikenai sanksi administrasi berupa
denda pating sedikit
Rp10.000.000,00 {sepuluh juta
rupiah}  dan pating  banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah}.




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resika

Dok
Penetapan

Temuan Audit

-Kodifikasi

Manifest

Psl 7 A
ayat 4

Ps| 7 A ayat
8

Pengangkut yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3}, ayat (4), atau ayat (6)
dikenai sanksi administrasi berupa
denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah)  dan  paling  banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Rislko tidak segera melakukan
pembongkaran akan
dikenakan sanksi adminitrasi

SPSA

Tidak Segera
melakukan
Pembongkaran

PAB-
007A.4-
007A.8-01

Manifest

Psl 7 A
ayat 4

Psl 7 A ayat
8

Pengangkut yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3}, ayat (4), atau ayat ()
dikenai sanksl administrasi berupa
denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepufuh juta
rupiah) dan  paling  banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Risiko tidak segera melakukan
pembongkaran akan
dikenakan sanksi adminitrasi

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
007A.4-
007A.8-02

Manifest

Psl 7 A
ayat 6

Ps| 7 A ayat
8

Pengangkut yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat {3), ayat (4), atau ayat (6)
dikenai sanksi administrasi berupa
denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah)  dan  paling  banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Risiko  tidak  melaporkan
pembongkaran terlebih dahulu
akan dikenakan sanksi
adminitrasi

SPSA

Tidak
Metaporkan
Pembongkaran
Terlebih Dahulu

PAB-
007A.6-
007A.8-01

Manifest

Psi7A
ayat 6

Psl 7 A ayat
8

Pengangkul yang tidak memenuthi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (6)
dikenai sanksi administrasi berupa
denda paling sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).

Risiko  fidak melaporkan
pembongkaran terlebih dahulu
akan dikenakan sanksi
adminitrasi

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
007A.6-
007A.8-02

Manifest

Psl B A
ayat 2

Psl 8 A ayat
2

Pengusaha atau importir yang telah
memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetapi
jumlah barang impor yang dibhongkar
kurang dari yang diberitahukan
dalam pemberitahuan pabean dan
tidak dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar
kemampuannya, wajib membayar
bea masuk atas barang impor yang
kurang dibongkar dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit Rp25.000.000,00 {dua
puluh lima juta rupiah) dan paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah).

Resiko pengangkutan dan
pembongkaran barang dari
TPS atau TPB ke TPS atau
TPB lainnya untuk ditimbun
kedapatan selisih kurang

SPSA

Kekurangan
atas Barang
yang Dibongkar

PAB-
008A.2-
00BA.2-01




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

‘Kodifikasi

Manifest

Psl 8 A
ayat 2

Psi 8 A ayat
2

Pengusaha atau importir yang telah
memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetapi
jumlah barang impor yang dibongkar
kurang dari vang diberitahukan
dalam pemberitahuan pabean dan
tidak dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar
kKemampuannya, wajib membayar
bea masuk atas barang impor yang
kurang dibongkar dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah} dan paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah).

Resiko pengangkutan dan
pembongkaran barang dari
TPS atau TPB ke TPS atau
TPB fainnya untuk ditimbun
kedapatan selisih kurang

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
0D08A.2-
008A.2-02

Manifest

Psl 8 A
ayat 3

Ps| 8 A ayat
3

Pengusaha atau importir yang telah
memenuhl kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetapf
jumlah barang impaor yang dibongkar
lebih dari yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di Juar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 {dua puluh
lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).

Resiko pengangkutan dan
pembongkaran barang dari
TPS atau TPB ke TPS atau
TPB lainnya untuk ditimbun
kedapatan selisih lebih

SPSA

Kelehihan atas
Barang yang
Dibongkar

PAB-
008A.3-
QOSA.3—01

Manifest

Psi 8 A
ayat 3

Psl 8 A ayat
3

Pengusaha atau importir yang telah
memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tetapi
jumlah barang impor yang dibongkar,
lebih dari yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean dan . tidak
dapat membuktikan bahwa
kesatahan tersebut terjadi di Iuar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 {dua puluh
lima juta rupiah) dan paling hanyak
Rp250.000.000,00 {(dua ratus lima
puluh juta rupiah),

Resiko  pengangkutan dan
pembangkaran barang dari
TPS atau TPB ke TPS atau
TPB iainnya untuk ditimbun
kedapatan selisih lebih

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
008A.3-
008A.3-02

Manifest

Psl8C
ayat 1

Psl 8 C ayat
3

Pengangkut yang telah memenuhij
kewsajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumlahnya
kurang atau lebih dari vyang
diberitahukan dan tidak dapat
membuktikan bahwa kesalahan
tersebut terjadi di fuar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah) dan  paling  banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Resiko pengangkutan barang
tertents  kedapatan jumiah
dibongkar kurang atau lebih

SPSA

Kekurangan
atas Barang
tertentu yang
Diberitahukan

PAB-
008C.1-
008C.3-01




NO

Resiko

Petanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

Kadifikasi

Manifest

PsIBC
ayat 1

Psl 8 C ayat
3

Pengangkut yang telah memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumlahnya
kurang atau lebih dari vang
diberitahukan dan tidak dapat
membukiikan  bahwa kesatahan
tersebut terjadi di fuar
kemampuannya, dikenai  sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp5.000.000,00 (fima juta
rdpiah) dan  paling  banyak
Rp&0.000.000,00 {lima puluh juta
rupiah).

Resiko pengangkutan barang
tertentu  kedapatan jumiah
dibongkar kurang atau lebih

SPSA

Kelebihan atas
Barang tertentu
yang
Diberitahukan

PAB-
008C.1-
008C.3-02

Manifest

Psl&C
ayat 1

Psl 8 C ayat
3

Pengangkut yang telah memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, tetapi jumlahnya
kurang ataur lebih dari  yang
diberitahukan dan ftidak dapat
membuklikan bahwa kesalahan
tersebut terjadi di luar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp5.000.000,00 {lima juta
rupiah) dan  paling  banyak
Rp50.000.000,00 (lima pulub juta
rupiah).

Resiko pengangkutan barang
tertentu  kedapatan jumiah
dibongkar kurang atau lebih

SP8A

Temuan
Lainnya

FAB-
008C.1-
008C.3-03

Manifest

Psi8C
ayat 2

Psl 8 C ayat
4

Pengangkut yang tidak memenuhi
kewafiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) dan pating banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah).

Risiko pengangkutan barang
tertentu tidak  difindungi
dokumen yang sah

SPSA

Mengangkut
Barang Tertentu
yang Tidak
Dilindungi
dengan
Dokumen yang
Sah

PAB-
008C.2-
008C.4-01

Manifest

Psi8C
ayat 2

Psl 8 C ayat
4

Pengangkut yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp250.000.000,00 {(dua ratus lima
puluh juta rupiah).

Risiko pengangkutan barang
tertentu tidak  dilindungi
dokumen yang sah

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
008C.2-
008C.4-02

Manifest

Psl 9 A
ayat 1

Psl 9 A ayat
3

Pengangkut yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenal sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) dan paling banyak
Rp100.060.000,00 (seratus juta
rupiah).

Risiko pengangkutan tidak
menyerabkan pemberitahuan
pabean barang diangkut yang
melalui luar daerah pabean.

SPSA

Tidak
menyerahkan
Dokumert
Pemberitahuan
pabean

PAB-
009A.1-
009A.3-01

Manifest

Psig A
ayat 1

Psl @ A ayat
3

Pengangkut yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenal sanksi
administrasi berupa denda paling
gedikit Rp10.000.000,00 ({sepuluh
juta rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juia
rupiah).

Risiko pengangkutan tidak
menyerabkan pemberitahuan
pabean barang diangkut yang
melalui luar daerah pabean.

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
002A.1-
D08A.3-02




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

- Kodifikast

Manifest

Psl 10 A
ayat 3

Psl10A
ayat 3

Pengangkut yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumlah barang
impor yang dibongkar kurang dari
yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean dan fidak
dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar
kemampuannya, wajib membayar
bea masuk atas barang impor yang
kurang dibongkar dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit Rp25.000.000,00 {(dua
puluh lima juta rupiah) dan paling
banyak Rp250.000.000,00 {dua
ratus lima puluh juta rupiah).

Resiko pengangkutan barang
impor  kedapatan selisih
kurang jumlah dibongkar

SPSA

Kekurangan
atas Barang
impor yang
Dibongkar

PAE-
010A.3-
010A.3-01

Manifest

Psl 10 A
ayat 3

Psl 10 A
ayat 3

Pengangkut yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumlah barang
impor yang dibongkar kurang dari
yang diberitahukan datam
pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar
kemampuannya, wajib membayar
bea masuk atas barang impor yang
kurang dibongkar dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua
puluh fima juta rupiah) dan paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua
ratus fima puluh juta rupiah).

Resiko pengangkutan barang
impor  kedapatan  selisih
kurang jumiah dibongkar

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
010A.3-
010A.3-02

Manifest

Psl 10 A
ayat 4

Psi 10 A
ayat 4

Pengangkut yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumlah barang
impor yang dibongkar lebih banyak
dari yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terjadi di luar
kemampuannya, dikenai sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 (dua pulub
lima juta rupiah} dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juia
rupiah).

Resiko pengangkutan barang
impor kedapatan selisih lebih
jumfah dibongkar

SPSA

Kelebihan atas
Barang Impor
yang Dibongkar

PAB-
010A.4-
010A.4-01

Manifest

Psi 10 A
ayat 4

Psl 10 A
ayat 4

Pengangkut yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetapi jumlah barang
impor yang dibongkar lebih banyak
dari yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean dan tidak
dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut terfadi di luar
kemampuannya, dikenal sanksi
administrasi berupa denda paling
sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juia rupiah) dan paling banyak
RpS500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Resike pengangkutan barang
impor kedapatan selisih lebih
jumiah dibongkar

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
010A4-
010A.4-02




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

.Kodifikasi

Manifest

Psl 10 A
ayat 6

Psl 10 A
ayat 8

Orang yang mengeluarkan barang
impor dari kawasan pabean atau
tempat lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), setelah memenuhi
semua ketentuan tetapi  belum
mendapat persetujuan pengeluaran
dari pejabat bea dan cukai, dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar Rp25.000.000,00 {(dua
putuh lima juta rupiah).

Risiko pengeluaran barang
impor dari KP atau TPS tanpa
persetujuan Pejabat

SPSA

MENGELUARK
AN BARANG
IMPOR
SEBELUM
PERSETUJUA
N PEJABAT
BEA DAN
CUKAI

PAB-
010A.6-
010A.8-01

Manifest

Psl 10 A
ayat 6

Psl 10 A
ayat 8

Orang yang mengeluarkan barang
impor dari kawasan pabean atau
fempat lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (6}, setelah memenuhi
semua ketentuan tetapi belum
mendapat persetujuan pengeluaran
dari pejabat bea dan cukai, dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah}.

Risiko pengetuaran barang
impor dari KP atau TPS tanpa
persetujuan Pejabat

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-
010A.6-
010A.8-02

Manifest

Psl
ayaf 2

108

Psi10B
ayat 6

Orang yang tidak melunasi bea
masuk atas barang impor
sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) huruf b atau huruf c dalam
jangka waktu vang ditetapkan
menurut undang-undang ini wajib
membayar bea masuk vang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
10% (sepuluh persen) dari bea
masuk yang waijib dilunasi.

Risiko pengeluaran barang
dengan penjaminan namun
tidak dilunasi sesuval jangka
waktu yang ditetapkan

SPP

KETERLAMBA,
TAN
PENYERAHAN
Dokumen
Fabean,
Dokumen
Pelengkap
Pabean DAN
JAMINAN

PAB-
0108.2-
0108.6-01

Manifest

Psl
ayat 2

108

Psl10B
ayat 6

Orang yang tidak melunasi bea
masuk atas barang impor
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b atau huruf c dalam
jangka waktu vyang ditetapkan
menurut undang-undang ini wajib
membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanisi
administrasi berupa denda sebesar
10% (sepuluh persen) dari bea
masuk yang wajib dilunasi.

Risike pengeluaran barang
dengan penjaminan namun
tidak dilunasi sesuai jangka
waklu yang ditetapkan

SPP

Keterlambatan
Pelunasan bea
masuk

PAB-
010B.2-
010B.6-02

Manifest

Psl
ayat 2

108

Psl10B
ayat 6

Orang vyang ftidak malunasi bea
masuk atas barang impor
sebagaimana dimaksud pada ayat
{2} huruf b atau huruf ¢ dalam
jangka wakiy vyang ditetapkan
menurut undang-undang ini wajib
membayar bea masuk vyang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
10% (sepuluh persen) dari bea
masuk yang wajib dilunasi.

Risiko pengeluaran barang
dengan penjaminan namun
tidak dilunasi sesuai jangka
waktu yang difetapkan

SPP

Temuan
Lainnya

PAB-
010B.2-
010B.6-03

Manifest

Psl 108

ayat 2

Psl 108
ayat6io
Psl 114

QOrang yang tidak melunasi bea
masuk atas barang impor,
sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) huruf b atau huruf ¢ dalam
jangka waktuy vyang ditetapkan
menurut undang-undang ini wajib
membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
10% (sepuluh persen} dari bea
masuk yang wajib dilunasi.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM=09’D)

SPP

Tarff BM =0 %

PAB-
010B.2-
0114.0-01




Pelanggar |

NO Resiko an Sanksi Sanksi Sub Resiko Pen[;?:pan Temuan Audit | Kodifikasi
4 |impor Psl10D |Ps!10D Orang yang terlambat mengekspor|Risiko terlambat ekspor atas SPP KETERLAMBA |PAB-
sementara ayat 5 ayat 5 kembali barang impor sementaralimpor sementara, diekspor TAN 010D.5-
dalam jangka wakiu yang diizinkan{dengan barang yang berbeda MENGEKSPOR 010D.5-01
dikenai sanksi administrasi berupa KEMBALI
denda sebesar 100% {seratus BARANG
persen) dari bea masuk yang IMPOR
seharusnya dibayar. SEMENTARA
\ |Impor Pst10D [Psi10D Orang yang terlambat mengekspor|Risiko terlambat ekspor atas SPP Ketidaksesuaia |PAB-
sementara ayat 5 ayat b kembali barang imper sementarajimpor sementara, diekspor n Barang yang |010D.5-
dalam jangka waktu yang diizinkan|dengan barang yang berbeda Diekspor 010D.5-02
dikenal sanksi administrasi berupa dengan yang
denda sebesar 100% (seratus Diimpor
persen) dari bea masuk yang
seharusnya dibayar.
4 |impor Psi10D [PsI10D Orang yang terlambat mengekspor|Risiko terlambat ekspor atas SPP Temuan PAB-
sementara ayat 5 ayat5s kembali barang impor sementara|impor sementara, diekspor Lainnya 010D.5-
dalam jangka waktu yang diizinkan{dengan barang yang berbeda 010D.5-03
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar 100% (seratus
persen)- dari bea masuk vyang
seharusnya dibayar.
4 limpor Pst10D |Psl10D Orang yang tidak mengekspor|Risiko tidak dilakukan ekspor sPp Tidak PAB-
sementara ayat 6 ayat 6 kerbali barang impor sementaralatas impor sementara Mengekspor 010D.6-
dalam jangka wakiu yang diizinkan Kembali Barang J010D.8-01
wajib membayar bea masuk dan Impor
dikenai sanksi administrast berupa Sementara
denda 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar,
4 limpor Psl 10D |Psl10D Orang yang tidak mengekspor|Risiko tidak dilakukan ekspor SFP Temuan PAB-
sementara ayat 6 ayat 8 kembali barang impor sementarajatas impor sementara Lainnya 010D.6-
dalam jangka wakiu yang diizinkan 010D.6-02
wajib membayar bea masuk dan :
dikenai sanksi administrasi berupa
denda 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
5 |Batal Ekspor |[Psl 11 A |[Psi11A Eksportir yang tidak melaporkaniRisiko tidak  melaporkan| SPSA |Tidak PAB-
ayat 6 ayat 6 pembatalan ekspor sebagaimana|pembatalan ekspor Metakukan 011A.6-
dimaksud pada ayat (5} dikenai Pembatalan 011A.6-01
sanksi administrasi berupa denda Ekspor
sebesar Rp5.000.000,00 {lima juta
rupiah).
5 {Batal Ekspor |Psl11 A (Psl11A Eksportir yang tidak melaporkan|Risiko  tidak  melaporkanl SPSA  |Temuan PAB-
ayat 6 ayat 6 pembatalan ekspor sebagaimanaipembatalan ekspor Lainnya 011A.6-
dimaksud pada ayat (5} dikenai 011A.6-02
sanksi administrasi berupa denda
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiahy).
6 |Klasifikasi Psl 12 Psl 17 Ayat [Dalam hal penetapan sebagaimanaiResiko Pemberitahuan Impor|] SPKTNP |Kekurangan BM|PAB-0012.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbedajsalah  karena  kesalahan 0017.2-01

dengan penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur
Jenderal memberitahukan secara
terfulis kepada importir untuk: a.
melunasi bea masuk yang kurang
dibayar;

Penulisan Tarif menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.




Pelanggar

NO Resiko an Sanksi Sanksi Sub Resiko PenDettj:pan Temuan Audit | Kodifikasi
6 |Klasifikasi Psl 12 Psl 17 Ayat|Dalam hal penetapan sebagaimana|Apabila mengakibatkan| SPKTNP Kelebihan BM |[PAB-0012.1
dan Tarif Ayat 1 2 j.o. Psl 27|dimaksud pada ayat (1) berbeda|adanya kelebihan bea masuk 0017.2-02

ayat1(a) |dengan penetapan sebagaimanalyang dibayar
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada importir untuk: b.
mendapatkan  pengembalian  bea
masuk yang lebih dibayar.

6 |Klasifikasi Pst 12 Psl 17 Ayat{Dalam hal penetapan sebagaimanajApabila mengakibatkan| SPKTNP |Temuan PAB-0012.1
dan Tarif Ayat 1 2 j.0. Ps! 27)dimaksud pada ayat {1) berbedaladanya kelebihan bea masuk Lainnya 0017.2-03

ayat1{a) |dengan penetapan sebagaimanal|yang dibayar
dimaksud dalam Pasal 18, Direktur
Jdenderal memberitahukan  secara
tertulis kepada importir untuk: b,
mendapatkan  pengembalian  bea
masuk yang lebih dibayar.

7 {Klasifikasi Pst 13 Pst 17 Ayat [Dalam hal penetapan sebagaimanajResiko Pemberitahuan Impor] SPKTNP |Pembatalan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|salah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-01

dengan penetapan sebagaimanalkriteria perjanjian  danfatau .
dirmaksud dalam Pasal 16, Direkiurlkesepakatan  terkait  tarif
Jenderal memberitahukan secara|menyababkan kekurangan
tertulis kepada importir untuk; a.|pembayaran bea  masuk
melunasi bea masuk yang kurang|{skema FTA).
dibayar;

7 |Klasifikasi Psi13 Psl 17 Ayat |Datam hal penetapan sebagaimanalResiko Pemberitabuan Impor| SPKTNP |Pembatalan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2(a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|salah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-02
dengan penetapan sebagaimanalkiiteria perjanjian  dan/atay
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur{kesepakatan  terkait  tarif
Jenderal memberitahukan secaralmenyebabkan kekurangan
tertulis kepada immportir untuk: a.jpembayaran bea  masuk
melunasi bea masuk yang kurang}(skema FTA}.

dibayar;

7 |Klasifikasi Pst 13 Psl 17 Ayat [Dalam hal penetapan sebagaimana|Resiko Pemberitahuan Impor] SPKTNP |Pembatalan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2{a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|salah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-03
dengan penetapan sebagaimanalkrlieria perjanjian  dan/atau
dimaksud dalam Pasal 16, Direkiur|kesepakatan  terkait  ftarif
Jenderal memberitahukan secara|msnyebabkan kekurangan
tertulis kepada importir untuk: a.|pembayaran bea  masuk
melunasi bea rmasuk yang kurang|{skema FTA).

dibayar,

7 (Klasifikasi Psl 13 Pst 17 Ayat |Dalam hal penetapan sebagaimana|Resiko Pemberitahuan impor] SPKTNP [Pembatalan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|salah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-04
dengan penetapan sebagaimanalkriteria  perfanjian  dan/atau
dimaksud dalam Pasal 16, Direkturikesepakatan  terkait  tarif
Jenderal memberitahukan secara)menyebabkan kekurangan
tertulis kepada importir untuk: a.|pembayaran bea  masuk

melunasi bea masuk yang kurangj(skema FTA).
dibayar;
7 |Klasifikasi Psl 13 Psl 17 Ayat |Dalam hal penetapan sebagaimana|Resiko Pemberitahuan Impor] SPKTNP [Pembatalan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2{a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|salah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-05

dengan penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada importir untuk: a.
mejunasi bea masuk yang kurang
dibayar;

kriteria  perjanjian  dan/atau
kesepakatan terkait  tarif|
menyebabkan kekurangan
pembayaran hea  masuk
{skema FTA).




NG Resiko Pe:a:f?gar Sanksi Sanksi Sub Resiko pen[;?:pan Temuan Audit | Kodifikasi
7 |Klasifikasi Psi13 Psl 17 Ayat |Dalam hal penetapan sepagaimanalResiko Pemberitabuan Impor| SPKTNP |Pembatalan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2(a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|salah karena tidak mernenuhi FTA 0017.2-06
dengan penetapan sebagaimanalkriterta perjanjian dan/atau
dimaksud dalam Pasal 16, Direkturikesepakatan  terkait tarif
Jenderal memberitahukan secaraimenyebabkan kekurangan
tertulis kepada importir untuk: a.pembayaran bea  masuk

melunasi bea masuk yang kurangl(skema FTA).
dibayar;
7 |Klasifikasi Psl 13 Psl 17 Ayat |Dalam hal penetapan sebagaimana]Resike Pemberitahuan Impor| SPKTNP |Pembatalan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|salah karena tidak memenuhi FTA 0017.2-07
dengan penetapan sebagaimanajkriteria  perjanjian  dan/atau 7
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur|kesepakatan terkait  tarif
Jenderal memberitahukan secaraimenyebabkan kekurangan
tertulis kepada importir untuk: a.|pembayaran bea  masuk
melunasi bea masuk yang kurang](skema FTA).
dibayar;
7 |Kiasifikasi Psl 13 Psi 17 Ayat |Dalam hal penetapan sebagaimana|Resiko Pemberitahuan Impor] SPKTNP | Temuan PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbedalsalah karena tidak memenuhi Lainnya 0017.2-08
dengan penetapan sebagaimanalkriteria  perjanjian  dan‘atau :
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur|kesepakatan  terkait  tarif
Jenderal memberitahukan secaral|menyebabkan kekurangan
tertulis kepada importir untuk: a.[pembayaran  bea  masuk
melunasi bea masuk yang kurang|{skema FTA).
dibayar;
7 |Klasifikasi Psl 13 Psl 17 Ayat|Dalam hal penetapan sebagaimana|Apabila mengakibatkan| SPKTNP |Kelebihan BM |PAB-0013.1
dan Tarif Ayat 1 2 j.o. Psl 27)dimaksud pada ayat (1) berbedajadanya kelebihan bea masuk 0017.2-02
ayat1(a) |dengan penetapan sebagaimanayang dibayar
dimaksud dalam Pasal 18, Direktur
Jenderal memberitahukan secara
teriulis kepada importir uniuk: b.
mendapatkan pengembalian  bea
masuk yang lebih dibayar. !
8 |Klasifikasi PSL 14  |Psl 17 Ayat|Dalam hal penetapan sebagaimana|Resiko Pemberitahuan Imparl SPKTNP |Kesalahan PAB-0014.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbedalsalah karena tidak tepat Klasifikasi 0017.2-01
dengan penetapan sebagaimanalklasifikasi barang yang :
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur|menyebabkan kekurangan
Jenderal memberitahukan secaralpembayaran bea masuk.
tertulis kepada importir untuk: a.
melunasi bea masuk yang kurang
dibayar;

8 |Klasifikasi PSL 14 Psl 17 AyatiDalam hal penetapan sebagaimana|Restko Pemberitahuan Impor] SPKTNP [Temuan PAB-0C14.1
dan Tarif Ayat 1 2 (a) dimaksud pada ayat (1) berbeda|salah karena ftidak tepat Lainnya 0017.2-02
dengan penetapan sebagaimanalkiasifikasi barang yang
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur|menyebabkan kekurangan

Jenderal memberitahukan secara|pembayaran bea masuk.
fertulis kepada importir untuk: a.
melunasi bea masuk yang kurang
dibayar;
8 |Klasifikasi PSL 14|Psl 17 Ayat|Dalam hal penetapan sebagaimanalApabifa mengakibatkan] SPKTNP (Kelebihan BM |PAB-0014.1
dan Tarif Ayat 1 2 j.0. Psl 27)dimaksud pada ayat (1) berbedaladanya kelebihan bea masuk 0017.2-03
ayat 1(a) |dengan penetapan sebagaimanalyang dibayar

dimaksud dalam Pasal 16, Direktur
Jenderat memberitahukan secara
tertulis kepada importir uniuk: b.
mendapatkan pengembalian bea
masuk yang lebih dibayar.
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Nilati Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psi 17 Ayat
2jo.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat {(2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan  pembayaran  bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%(seratus persen) dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% ({seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.

Reslko Pemberitahuan tmpor
salah karena tidak tepat Nilai
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Adanya Biaya
yang dibayar
pembeli

PAB-0015.1
0017.2-01

Nilai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2j.0.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan  pembayaran  bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%(seratus persen) dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen} dari bea masuk yang
kurang dibayar,

Resika Pemberitahuan Impor
salah karena tidak ‘tepat Nilai
Pabean yang manyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Nifai dari barang
dan jasa

PAB-0015.1
0017.2-02

Nilai Pabean

Psi 15
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2jo.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan  pembayaran bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%{seratus persen} dar bea
masuk vyang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.

Resiko Pemberitahuan Impor
satah karena tidak tepat Niai
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Royalti dan
Lisensi

PAB-0015.1
0017.2-03

Nilai Pabean

Pslt 15
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2jo.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%{seratus persen) dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk vyang
kurang dibayar.

Resiko Psamberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nilai
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Proceeds

PAB-0015.1
0017.2-04

Nilai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2j0.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakipatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%(seratus persen) dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar,

Resiko Pemberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nilat
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Freight

PAB-0015.1
0017.2-05
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Nilai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psi 17 Ayat
2j0.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat {(2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nital transaksi vang diberitahukan
sehingga - mengakibatkan
kekurangan  pembayaran  bea
masuk, dikenai sanksi adminisirasi
berupa denda paling sedikit
100%(seratus persen) dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% {seribu
persen} dari bea masuk yang
kurang dibayar.

Resiko Pemberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nilai
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Biaya
pemuatan,
pembongkaran,
dan
penanganar
barang impar

PAB-0015.1
0.01 7.2-08

Nilai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2jo.4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi vang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan  pembayaran  bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit
100%(seratus persen) dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk vang
kurang dibayar.

Resiko Pemberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nilai
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Biaya Asuransi

PAB-0015.1
0017.2-07

Nilzi Pabean

Pst 15
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2j0. 4

Penetapan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), apabila
diakibatkan oleh adanya kesalahan
nilai transaksi yang diberitahukan
sehingga mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea
masuk, dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikir
100%(seratus persen) dari bea
masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1000% (seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar,

Resiko Pemberitahuan Impor
salah karena tidak tepat Nilai
Pabean yang menyebabkan
kekurangan pembayaran bea
masuk.

SPKTNP

Temuan
Lainnya

PAB-0015.1
0017.2-08

Nilai Pabean

Psl 15
Ayat 1

Pst 17 Ayat
2j.0. Psl 27
ayat 1(a)

Dalam hal penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbeda
dengan penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada importir untuk; b.
mendapatkan pengembalian  bea
masuk yang lebih dibayar.

Apabila mengakibatkan
adanya kelebihan bea masuk
yang dibayar

SPKTNP

Kelebihan BM

PAB-0015.1
0017.2-09

Nilal Pabean

Psl 156
Ayat 1

Psl 17 Ayat
2j0.4jo
Psl 114

Dafam hal penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbeda
dengan penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, Direktur
Jenderal memberitahukan secara
tertulis kepada importir untuk: b.
mendapatkan pengembalian bea
masuk yang lebih dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPKTNP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-01

10

BMAD

Pslt 18

Psl
ayat 2

23D

Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan
BMP sebagiamana dimaksud pada
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri

Resiko tidak dibayarnya Bea
Masuk Aanti Dumping {BMAD)
menyebabkan kekurangan
pembayaran bea masuk.

SPKTNP

Kesalahan Trf
BMAD

PAB-0018.0
023D.2-01

10

BMAD

Psl 18

Pst
ayat 2

23D

Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan
BMP sebagiamana dimaksud pada
avat 1 ditetapkan oleh Menteri

Resiko tidak dibayarnya Bea
Masuk Aanti Dumping (BMAD)
menyebabkan kekurangan
pembayaran bea masuk.

SPKTNP

Temuan
Lainnya

PAB-0018.0
023D.2-02




NO Resiko Peiaanr?gar Sanksi Sanksi Sub Resiko PenDe?:pan Temuan Audit | Kodiftkasi
11 |BMI Psl 21 Ps| 23D Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan|Resiko tidak dibayarnya Bea| SPKTNP |Kesalahan Trf |[PARB-0021.0
ayat 2 BMP sebagiamana dimaksud pada|Masuk Imbalan (BMI) BM! 023D.2-01
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri menyebabkan kekurangan
pembayaran bea masuk, :
11 |BMI Psi 21 Psl 23D Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan|Resiko tidak dibayarnya Bea| SPKTNP {Temuan PAB-0021.0
ayat 2 BMP sebagiamana dimaksud pada)Masuk Imbalan (BMI) Lainnya 023D.2-02
ayat 1 ditetapkan oleh Menteti menyebabkan kekurangan
pembayaran bea masuk.
12 [BMTP Psi 23 A |Psl 23D Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan|Resiko tidak dibayarnya Bea| SPKTNP [Kesalahan Trf |PAB-
ayat 2 BMP sebagiamana dimaksud padajMasuk Tindak Pengamanan BMTP 0023.A-
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri (BMTP) menyebabkan 0230D.2-01
kekurangan pembayaran bea
masuk. )
12 |BMTP Psi23 A |Psl23D Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan|Resiko tidak dibayarnya Bea] SPKTNF |Temuan PAB-
ayat 2 BMP sebagiamana dimaksud padajMasuk Tindak Pengamanan Lainnya 0023.A-
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri {BMTP) menyebabkan 023D.2-02
kekurangan pembayaran bea
masuk.

13 |BMP Ps| 23 C |23 D ayat 2 [Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, dan|Resiko tidak dibayarnya Bea] SPKTNFP |Kesalahan Trf |PAB-
BMP sebagiamana dimaksud pada|Masuk Pembalasan (BMP) BMP 0023.C-
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri menyebabkan kekurangan 023D.2-01

pembayaran bea masuk, :

13 |[BMP Psl 23 C |23 D ayat 2 |Besar tarif BMAD, BMI, BMTP, danlResikeo tidak dibayarmya Bea| SPKTNP |Temuan PAB-
BMP sebagiamana dimaksud pada|Masuk Pembalasan (BMP) Lainnya 0023.C-
ayat 1 ditetapkan oleh Menteri menyebabkan kekurangan 023D.2-02

pembayaran bea masuk.

14 |Pembebasan |Psi 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1

Impor Ayat1hrf |4 keteniuan tentang pembebasan bea |pembebasan brang perwakilan Ketentuan 0025.4-01
a masuk yang ditetapkan menurut negara asing beserta para :
undang-undang ini wajib membayar |pejabatnya tidak memenuhi
bea masuk yang terutang dan ketentuan, yaitu tidak sesuai
dikenai sanksi administrasi berupa |dengan tujuan dan tidak
denda sebesar paling sedikit 100% {memenuhi persyaratan,
{seratus persen) dari bea masuk menyebabkan kesempatan
yang seharusnya dibayar dan paling jnegara untuk memperoleh bea
banyak 500% (lima ratus persen}  |masuk menjadi hilang.
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 [Pembebasan |Psl 25 Psi 25 Ayat [Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrf {4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan barang Ketentuan 0025.4-02
b masuk yang ditetapkan menurut keperluan badan internasional :
undang-undang ini wajio membayar Jdan para pejabatnya tidak
bea masuk yang terutang dan memenuhi  Ketentuan, yaitu
dikenai sanksi administrasi berupa {tidak sesuai dengan tujuan
denda sebesar paling sedikit 100% |dan yidak memenuhi
(seratus persen) dari bea masuk persyaratan, menyebabkan
yang seharusnya dibayar dan paling |kesempatan  negara  untuk
banyak 500% (lima ratus persen)  |memperoleh bea  masuk
dari bea masuk yang seharusnya  |menjadi hilang.
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
tmpor Ayat 1 hrf |4 ketentuan tentang pembebasan bea [pembebasan buku ilmu Ketentuan 0025.4-03
C masuk yang ditetapkan menurut pengetahuan tidak memenuhi
undang-undang ini wajib membayar |ketentuan, yaitu tidak sesuai
bea masuk yang terutang dan dengan Wjuan dan yidak
dikenal sanksi administrasi berupa |memenubhi persyaratan,
denda sebesar paling sedikit 100% |menyebabkan kesempatan
(seratus persen) dari bea masuk negara untuk mempercieh bea
yang seharusnya dibayar dan paling |masuk menjadi hilang.
banyak 500% (lima ratus perseny
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.




Pelanggar
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14 |Pembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat (Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPR Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrf 14 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan barang kiriman Ketentuan 0025.4-04
d masuk yang ditetapkan menurut hadiahfhibah  utk  keperluan :
undang-undang ini wajib membayar |ibadah utk umum, amal, sosiat,
bea masuk yang terutang dan kebudayaan atau
dikenai sanksi administrasi berupa |penanggulangan bencana
denda sebesar paling sedikit 100% jalam tidak memenuhi
(seratus persen) dari bea masuk ketentuan, vyaitu tidak sesuai
yang seharusnya dibayar dan paling {dengan  tujuan  dan  yidak
banyak 500% {lima ratus persen) memenuhi persyaratan,
dari bea masuk yang seharusnya menyebabkan kesempatan
dibayar. negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.
14 |Pembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
tmpor Ayat 1 hrf (4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan barang museum, Ketentuan 0025.4-05
e masuk yang ditetapkan menurut kebun bianatang, tempat lain
undang-undang ini wajib membayar [tk umum  atau  konservasi
bea masuk yang terutang dan alam tidak memenuhi
dikenai sanksi administrasi berupa [ketentuan, yaitu tidak sesuai
denda sebesar paling sedikit 100% |dengan tujuan dan yidak
{seratus persen) darf bea masuk memenuhi persyaratan,
yang seharusnya dibayar dan paling |menyebabkan kesempatan
banyak 500% (lima ratus persen)  |negara untuk memperaleh bea
dari bea masuk yang seharusnya  |masuk menjadi hilang,
dibayar.
14 |Pembebasan |[Ps| 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resike pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrf f|4 ketentuan tentang pembebasan bea [pembebasan  barang  utk Ketentuan 0025.4-06
masuk yang ditetapkan menurut penelitian dan pengembangan
undang-undang ini wajib membayar [iimu pengetahuan tidak
bea masuk yang terutang dan memenuhi  ketentuan, yaitu
dikenai sanksi administrasi berupa |tidak sesuai dengan tujuan
denda sebesar paling sedikit 100% |dan yidak memenuhi
{seratus persen) dari bea masuk persyaratan, menyebabkan
vang seharusnya dibayar dan paling |kesempatan negara  untuk
banyak 500% (lima ratus persen} memperoleh  bea  masuk
dari bea masuk yang seharusnya  |menjadi hitang,
dibayar.
14 |Pembebasan {Psl 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
fmpor Ayat 1 hrf |4 ketentuan tentang pembebasan bea [pembebasan  barang  utk Ketentuan 0025.4-07
g masuk yang ditetapkan menurit tunanetra dan penyandang
undang-undang ini wajib membayar |cacat tidak memenuhi
bea masuk yang terutang dan ketenfuan, yaitu tidak sesuai
dikenai sanksi administrasi berupa [dengan tujuan dan yidak
denda sebesar paling sedikit 100% |[memenuhi persyaratan,
{seratus persen) dari bea masuk menyebabkan kesempatan
yang seharusnya dibayar dan paling [negara untuk mempercleh bea
banyak §00% (lima ratus persen)  |masuk menjadi hitang.
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl-25 Psi 25 Ayat |Crang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrf |4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan persenjataan, Ketentuan 0025.4-08
h masuk yang ditetapkan menurut amunisi, perlengkapan militer, :

undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% {lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

kepolisian, dan suku
cadangnya utk pertahanan dan
keamanan fidak memenuhi
ketentuan, yaitu tidak sesuai
dengan fujuan dan fidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara uniuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.




Pelanggar

ND Resiko an Sanksi Sankst Sub Resiko Penzct):pan Ternuan Audit | -Kodifikasi
14 |Pembebasan |Pst 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPp Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrfi|4 ketentuan tentang pembebasan bea [pembebasan  barang  utk Ketentuan 0025.4-09
masuk yang ditetapkan menurut menghasilkan barang .
undang-undang ini wajib membayar |pertahanan keamanan fidak
bea masuk yang terutang dan memenuhi ketentuan, yaitu
dikenai sanksi administrasi berupa Jtidak sesual dengan tujuan
denda sebesar paling sedikit 100% |dan yidak mementuhi
(seratus persen) dari bea masuk persyaratan, menyebabkan
yang seharusnya dibayar dan paling [kesempatan negara  untuk
banyak 500% (lima ratus persen) |memperoleh bea  masuk
dari bea masuk yang seharusnya  |menjadi hitang.
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
impor Ayat 1 hrf j|4 ketentuan tentang pembebasan bea \pembebasan barang contoh Ketentuan 0025.4-10
masuk yang ditetapkan menurut tidak memenuhi  ketentuan,
undang-undang ini wajib membayar |yaitu tidak sesuai dengan
bea masuk yang terutang dan tujuan dan ftidak mermenuhi
dikenai sanksi administrasi berupa |persyaratan, menyebabkan
denda sebesar paling sedikit 100% |kesempatan negara  untuk
{seratus persen) dari bea masuk mempercleh bea  masuk
yang seharusnya dibayar dan paling [menjadi hilang.
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl 25 Pst 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resikc pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
tmpor Ayat 1 hrf |4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan peti kemasan utk Ketentuan 0025.4-11
k masuk yang ditetapkan menurut jenazah atau abu jenazah
undang-undang ini wajib membayar [tidak memenuhi  ketentuan,
bea masuk yang terutang dan yaitu tidak sesuai dengan
dikenai sanksi administrasi berupa |tujuan dan tidak memenuhi
denda sebesar paling sedikit 100% |persyaratan, menyebabkan
(seratus persen) dari bea masuk kesempatan negara untuk
yang seharusnya dibayar dan paling [memperoleh  bea  masuk
banyak 500% (lima ratus persen)  |menjadi hilang.
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 [Pembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrf |14 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan barang pindahan Ketentuan 0025.4-12
masuk yang ditetapkan menurut tidak memenuhi  ketenfuan, ‘
undang-undang ini wajib membayar |yaitu tidak sesuai dengan
bea masuk yang terutang dan tujuan dan tidak memenuhi
dikenai sanksi administrasi berupa [persyaratan, menyebabkan
denda sebesar paling sedikit 100% |kesempatan negara  untuk
(seratus persen) dari bea masuk memperoleh bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling |menjadi hitang.
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 |Pembebasan [Psl 25 Psl 25 Ayat |Qrang yang tidak memenuhi Resike pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor ayat 1 nf |4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan barang Ketentuan 0_025.4—13
m masuk yang ditetapkan menurut penumpang, awak  sarku,

undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%

l(seratus persen) dari bea masuk

yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

pelintas batas, dan kiriman
sampai limit nilai dan jumiah
fertentu  tidak  memenuhi
ketentuan, yailu tidak sesuai
dengan tujuan dan tidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.




NO Reasiko Pelaannggar Sanksi Sanksi Sub Resiko Pen[;ltj:pan Termuan Audit | Kodifikasi
14 |Pembebasan |Psl 26 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
impor ayat 1 hef |4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan obat dg Ketentuan 0025.4-14
n masuk yang ditetapkan menurut anggaran negara quna ’
undang-undang ini wajib membayar |masyarakat tidak memenuhi
bea masuk yang terutang dan ketentuan, yaite tidak sesuai
dikenai sanksi administrasi berupa |dengan tujuan dan  yidak
denda sebesar paling sedikit 100% |memenuhi persyaratan,
{seratus persen) dari bea masuk menyebabkan kesempatan
yang seharusnya dibayar dan paling {negara untuk memperoleh bea
banyak 500% (lima ratus persen) masuk menjadi hilang.
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 |Pembebasan |Psi 25 Psi 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor ayat 1 hrf |4 ketentuan tentang pembebasan bea [pembebasan  ekspor  utk Ketentuan 0025.4-15
o] masuk yang ditetapkan menurut perbaikan, pengerjaan , '
undang-undang ini wajib membayar [pengujian  tidak  memenuhi
bea masuk yang terutang dan katentuan, yaitu tidak sesuai
dikenai sanksi administrasi berupa [dengan lwujuan  dan  tidak
denda sebesar paling sedikit 100% |memenuhi persyaratan,
{seratus persen) dari bea masuk menyebabkan Kesempatan
yang seharusnya dibayar dan paling |negara untuk memperoleh bea
banyak 500% (lima ratus persen}  |masuk menjadi hilang.
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl 25 {Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPF Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor ayat 1 hrf |4 ketentuan tentang pembebasan bea |pembebasan impor  kembali Ketentuan 0025.4-18
p masuk yang ditetapkan menurut dengan kualitas dan kuantitas
undang-undang ini wajib membayar |sama saat ekspor tidak
bea masuk yang terutang dan memenuhi  ketentuan, yaitu
dikenai sanksi administrasi berupa tidak sesuai dengan tujuan
denda sebesar paling sedikit 100% (dan tidak memenuhi
{seratus persen) dari bea masuk persyaratan, menyebabkan
yang seharusnya dibayar dan paling |kesempatan negara  untuk
banyak 500% (lima ratus persen) mempercleh  bea  masuk
dari bea masuk yang seharusnya menjadi hilang.
dibayar.
14 IPembebasan |Psl 25 Psl 25 Ayat |Orang yang tidak memenuhi Resiko pemanfaatan fasilitas SPpP Tidak sesuai PAB-0025.1
Impor ayat 1 hrf |4 ketentuan tentang pembebasan bea |[pembebasan  barang terapi Ketentuan 0025.4-17
q masuk yang ditetapkan menurut manusia, pengelompokan Lo
undang-undang ini wajib membayar |darah, penjenisan jaringan
bea masuk yang terutang dan tidak memenuhi  ketentuan,
dikenai sanksi administrasi berupa |[yaitu tidak sesuai dengan
denda sebesar paling sedikit 100% (tujuan dan tidak memenuhi
(seratus persen) dari bea masuk persyaratan, menyebabkan
yang seharusnya dibayar dan paling |kesempatan negara  untuk
banyak 500% (lima ratus persen}) |memperoleh  bea  masuk
dari bea masuk yang seharusnya  |menjadi hilang.
dibayar.
14 |Pembebasan |Psl| 25 Psl 114 Orang yang tidak memenuhi Apabila tidak mengakibatkan SPP Tarif BM =0 % {PAB-0025.1
Impor Ayat 1 hrf ketenfuan tentang pembebasan bea |kekurangan bea masuk (tarif 0114.0-01
a masuk yang ditetapkan menurut BM = Q %) ‘

undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen)} dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% {lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

Kodifikasi

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
Ayat 1 hrf
b

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajlb membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
hanyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

TariiBM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-02

14

Pembebasan
fmpor

Psl 25
Ayat 1 hrf
C

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-03

14

Pembebasan
Impor

Psi 25
Ayat 1 hrf
d

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM = 0 %)

SPP

Tarif BM =0%

PAB-0015.1
0114.0-04

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
Ayat 1 hef
e

Psi 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang inj wajib membayar
hea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM = 0 %)

SPP

Tarf BM =0 %

PAB-0015.1
0114,0-05

14

Pembebasan
fmpor

Psi 25
Ayat 1 hrf f

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
tea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apahila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-08




NO

Resiko

Petanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

Kedifikasi

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
Ayat 1 hrf

g

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0%

PAB-0015.1
0114.0-07

14

Pembebhasan
Impor

Psl 25
Ayat 1 qrf
h

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen) dari bea masuk
yang seharusrya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabiia tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk {tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-08

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
Ayat 1 hifi

Psl 114

Grang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM = 0 %)

SPP

Tarit BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-09

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
Ayat 1 hrf j

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dar bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-10

14

Pembebasan
fmpor

Psl 25
Ayat 1 hrf
k

Psi 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM=0 o/l:n)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-11




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resike

Dak
Penetapan

Temuan Audit

Kodifikasi

14

Pembebasan
impor

Psl 25
Ayat 1 hrfl

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi adminisirasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

5PP

Tarf BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-12

14

Pembebasan
Impor

Psi 25
ayat 1 hrf
m

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =Q %

PAB-0015.1
0114.0-13

14

Pembebasan
Impor

Psi 25
ayat 1 hrf
n

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi adminjstrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk {tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM=0%

PAB-D015.1
0114.0-14

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
ayat 1 hrf
o

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenal sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk {tarif
BM =0 %}

SFP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-15

14

Pembebasan
Impor

Psl| 25
ayat 1 hrf
P

Psi 114

Orang yang fidak memenuhi
ketentuan tentang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang ini wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
{seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen}
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (farif
BM =0 %)

SPP

TarifBM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-16




NO

Resike

Petanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dak
Penstapan

Temuan Audit

Kodifikast

14

Pembebasan
Impor

Psl 25
ayat 1 hrf
q

Psl 114

Orang yang tidak memenuhi
ketentuan tenfang pembebasan bea
masuk yang ditetapkan menurut
undang-undang inl wajib membayar
bea masuk yang terutang dan
dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar paling sedikit 100%
(seratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar dan paling
banyak 500% (lima ratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk {tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0015.1
0114.0-17

15

Pembebasan
dan
Keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
a

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wafi membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen}
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang  yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
BARANG UTK
PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTR!
tidak memenuhi ketentuan,
yaitu tidak sesuai dengan
tujuan dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh  bea  masuk
menjadi hilang,

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-01

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
b

Psl 26 Ayat
4

Orang vyang tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk vyang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% {seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan pating banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
MESIN UTK PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI tidak’ memenuhi
ketentuan, yaitu tidak sesuai
dengan tujuan dan tidak
mermenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-02

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Pst 26
ayat 1 hrf
C

Psl 26 Ayat
4

tidek  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% ({seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen} dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau ketinganan
BARANG DAN BAHAN UTK
PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
UTK  JANGKA  WAKTU
TERTENTU tidak memenuhi
ketentuan, yaitu tfidak sesual
dengan tujuan dan tidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-03

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
d

Psi 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk vang
ditetapkan menurut undang-undang
ini waijib membayar hea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Crang vyang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
peralatan dan  bahan utk
mencegah pencemaran
lingkungan tidak memenuhi
ketentuan, yaitu tidak sesuai
dengan fujuan dan tidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-04




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resike

Dck
Penatapan

Temuan Audit

';Kodiﬁkasi

156

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psi 26
ayat1 hrf
e

Psl 26 Ayat
4

Orang vyang tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk vyang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib rnembayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar|
paling sedikit 100% {(seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(fima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
BIBIT DAN BENIH UTK
PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
PERTANIAN, PETERNAKAN,
PERIKANAN tidak memenuhi
ketentuan, yaitu tidak sesuai
dengan tujuan dan  tidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk mernperoleh bea
masuk menjadi hitang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-05

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hri
f

Psl 26 Ayat
4

tidak  ememenuhi
ketentuan pembebasan -atau
keringanan bea masuk vang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
HASIL LAUT DARI SARKU
YG MENDAPAT JJIN tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh  bea  masuk
menjadi hilang,

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-06

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
g

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang yg mengalami
kerusakan, penurunan mutu,
kemushahan atau penyusutan
volume atau berat sebab
alamiha saat timbun sd saat
sppb impor tidak memenuhi
ketentuan, yaitu tidak sesuai
dengan tujuan dan fidak
memenuhi persyaratan,
menyebabkan kesempatan
negara untuk memperoleh bea
masuk menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0028.4-07

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
h

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pernbebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima rafus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Crang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang pemerintah utk
kepentingan  umum  tidak
memenuhi  ketentuan, vaitu
tidak sesual dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-08




NO

Resike

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penelapan

Temuan Audit

Kodifikasi

156

Pembehasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
i

Psl 26 Ayat
4

fidak  memenunhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang  dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen}
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar,

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang keperluan olah raga
diimpor oleh induk organisasi
olahraga nastonai tidak
memenuhi  ketentuan, vaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memeanuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara uniuk
mempergleh bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-09

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Ps| 26
ayat 1 hrf
j

Psl 26 Ayat
4

tidak  rmemenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Qrang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang proyek pemerintah
pembiayaan pinjaman
dan/atau  hibah dr Intidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan Tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh bea masuk
menjadi hilang.

SPP

Tidak sesuai
Ketentuan

PAB-0026.1
0026.4-10

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hef
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan ekspor  tidak
memenuni  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
mempercieh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

TIDAK SESUAI
JENIS DAN
SPESIFIKASI

PAR-0026.1
0026.4-11

15

Pembebasan
dan
keringanan
impar

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sankst
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% {seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{fima ratus persen) dari bea masuk
yang seharushya dibayar.

Orang vyang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
harang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, vyaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara  untuk
memperoleh bea  masuk
menjadi hitang.

SPP

QVERQUQOTA

PAB-0026.1
0026.4-12

16

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Ps| 26 Ayat
4

Orang vyang tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan pating hanyak 500%
(lima ratus persen) dart bea masuk
yang seharusnya dibayar,

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diociah,
dirakit, atau dipasang pada brg

lain  Wwjuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperaleh  bea  masuk

menjadi hitang.

SPP

TIDAK SESUAL
DENGAN
PERIODE
WAKTU (86A)

PAB-0026.1
0026.4-13




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

. Kodifikasi

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

Orang vyang tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk vyang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharushya
dibayar dan paling banyak 500%
(ima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, vaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyshabkan
kesempatan negara untuk
mempetoleh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

SELISIH
KURANG
BAHAN BAKU

PAB-0026.1
0026.4-14

15

Pembebasan
dan
keringanan
impar

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% {seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
fain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, vyaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh bea  masuk
menjadi hitang.

SPP

SELISIH
KURANG
BARANG JADI

PAB-0026.1
0026.4-15

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psi 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% {seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

QOrang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
fain  tujuan ekspor  tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesual dengan tujuan
dan tidak memenuhl
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara unfuk
memperoleh bea masuk
menjadi hilang.

SPP

SELISIH
KURANG
BARANG SISA

PAB-0026.1

|0026.4-18

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% {seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
({lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Crang vyang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diglah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, vyaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh bea masuk
menjadi hilang.

SPP

LEWAT
WAKTU 12
BULAN

PAB-0026.1
0026.4-17

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psi 26
ayat 1 hrf
K

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk  yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikil 100% {(serafus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg

lain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, vyaitu
tidak sesuai dengan fujuan
dan tidak mementthi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh  bea  masuk

menjadi hilang.

SPP

PENJUALAN
LOKAL

PAB-0026.1
0026.4-18




NG

Reslko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

Kodifikasi

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 106% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

QOrang vang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  fujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara uniuk
memperoleh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

SUBSTITUSI
BARANG
FASILITAS

PAB-0026.1
0026.4-19

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenunhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk  yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dicayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
harang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh  bea  masuk
menjadi hilang.

SPP

KETIDAKSESU
AIAN JAMINAN

PAB-0026.1
0026.4-20

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Ps| 26 Ayat
4

tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
pating sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
vang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resiko pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
fain tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan fidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh bea  masuk
menjadi hilang.

sPP

KELEBIHAN
PENGEMBALIA
N BEA MASUK

PAB-0028.1
0026.4-21

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resikc pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diolah,
dirakit, atau dipasang pada brg
fain  tujuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
tidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenubhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara untuk
memperoleh  bea masuk
menjadi hilang.

SPP

NON KUOTA

PAB-0026.1
0026.4-22

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 268 Ayat
4

tidak  memenuhi
keteniuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
ferutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen}
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Resikc pemanfaatan fasilitas
pembebasan atau keringanan
barang dan bahan utk diotah,
dirakit, atau dipasang pada brg
lain  tWjuan ekspor tidak
memenuhi  ketentuan, yaitu
fidak sesuai dengan tujuan
dan tidak memenuhi
persyaratan, menyebabkan
kesempatan negara uniuk
memperoleh  bea  masuk
rmenjadi hitang.

SPP

DISEWAKAN/TI
DAK SESUAI
PERUNTUKAN

PAB-0026.1
0026.4-23




NO Resiko Pelaanr;qgar Sanksi Sanksi Sub Resiko Penzct):pan Temuan Audit |  Kodifikasi

16 |Pembebasan |Psl 26 Ps| 26 Ayat [Orang yang tidak memenuhi|Resiko pemanfaatan fasiltas SPP TiDAK SESUAI |PAB-0026.1
dan ayat 1 hrf 4 ketentuan pembebasan ataulpembebasan atau keringanan PELABUHAN |0026.4-24
keringanan |k keringanan bea masuk yang[barang dan bahan utk diolah, BONGKAR
impor ditetapkan menurut undang-undang|dirakit, atau dipasang pada brg :

ini wajib membayar bea masuk yang(lain  tujuan  ekspor  tidak
terutang dan  dikenal  sanksiimemenuhi ketentuan, yaitu
administrasi berupa denda sebesar|tidak sesual denmgan tujuan
paling sedikit 100% (seratus persen)|dan tidak memenuhi
dari bea masuk yang seharusnya|persyaratan, menyebabkan
dibayar dan pating banyak 500%kesempatan negara  untuk
{lima ratus parsen) dari bea masuk|mempercleh  bea  masuk
yang seharusnya dibayar. menjadi hilang,

15 |Pembebasan |Psl 26 Psl 26 Ayat |Orang  yang tidak memenuhi|lResiko pemanfaatan {fasilitas SPP TIDAK SESUAI |PAB-0026.1
dan ayat 1 hrf 14 ketentuan pembebasan ataulpembebasan atau keringanan PELABUHAN |0026.4-25
keringanan [k keringanan bea masuk yang|barang dan bahan utk diolah, MUAT :
impor ditetapkan menurut undang-undang|dirakit, atau dipasang pada brg

ini wajib membayar bea masuk yang{lain  tujuan  ekspor  tidak
terutang dan  dikenai  sanksi|memenuhi ketentuan, yaitu
administrasi berupa denda sebesaritidak sesuai dengan tujuan
paling sedikit 100% (seratus persen)|dan tidak memenuhi
dari bea masuk yang seharusnya|persyaratan, menyebabkan
dibayar dan paling banyak 500%|kesempatan negara untuk
{ima ratus persen) dari bea masuk{memperoleh bea  masuk
yang seharusnya dibayar, menjadi hilang,

16 |Pembebasan |Psl 26 Psl 26 Ayat |Orang  yang tidak memenuhi|Resiko pemanfaatan fasilitas SPP Temuan PAB-0026.1
dan ayat i hrf |4 ketentuan pembebasan atau|pembebasan atau keringanan Lainnya 0026.4-26
keringanan [k keringanan bea masuk yang|barang dan bahan utk diolah,
impor ditetapkan menurut undang-undang|dirakit, atau dipasang pada brg

ini wajib membayar bea masuk yang|lain  tujuan  ekspor  tidak
terutang dan  dikenai  sanksilmemenuhi  ketentuan, yaitu
administrasi berupa denda sebesar|tidak sesuai dengan tujuan
paling sedikit 100% (seratus persen)|dan tidak memenuhi
dari bea masuk yang seharusnya|persyaratan, menyebabkan
dibayar dan paling banyak 500%|kesempatan negara untuk
(ima ratus persen) dari bea masuk{mempercleh bea  masuk
yang seharusnya dibayar. menjadi hilang.

15 {Pembebasan |Psl 26 Psl 26 Ayat |Orang  yang tidak memenuhifApabila tidak mengakibatkan] SPP  |TarifBM =0 % |PAB-0026.1
dan ayat1 hrf |4 ketentuan pembebasan atautkekurangan bea masuk (tarif 0114.0-01
keringanan |a keringanan bea masuk yang|BM =0 %) ‘
impor ditetapkan menurut undang-undang

ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% {seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{ima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

15 |Pembebasan |Psl 26 Psl 26 Ayat |Orang  yang tidak memenuhijApabila tidak mengakibatkan SPP Tarif BM = 0% |PAB-0026.1
dan ayat1 hrf |4 ketentuan pembebasan ataulkekurangan bea masuk (tarif 0114.0-02
keringanan b keringanan bea masuk vyang|BM =0 %) '
impor ditetapkan menurut undang-undang

ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.




NO

Resiko

Petanggar
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Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

‘Kodifikasi

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hif
c

Psl 26 Ayat
4

Orang vyang tidak memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administras| berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-03

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Ps| 26
ayat 1 hrf
d

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
keteniuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharushya dibayar,

Orang yang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk {tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-04

18

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Ps| 26
ayat 1 hrf
e

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
ferutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)}
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang sehiarusnya dibayar.

QOrang yang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-05

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hef
f

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk vang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Crang yang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM=0 0/u)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-06

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
g

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenunhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
adrministras) berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen}
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(ima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang vyang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM = 0 %

PAB-0026.1
0114.0-07




NO

Resiko

Pelanggar
an

Sanksi

Sanksi

Sub Resiko

Dok
Penetapan

Temuan Audit

“Kodifikasi

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
h

Psl 26 Ayat
4

Orang vyang tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang  dan  dikenal  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

TarifBM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-08

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psi 26
ayat 1 hrf
i

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk vyang
ditetapkan menurut undang-undang
inj wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
(lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar,

Orang yang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-09

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
i

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan  bea masuk  yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan dikepai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
dari bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Orang yang

Apabila tidak mengakibatkan
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

TartBM=0%

PAB-0026.1
0114.0-010

15

Pembebasan
dan
keringanan
impor

Psl 26
ayat 1 hrf
k

Psl 26 Ayat
4

tidak  memenuhi
ketentuan pembebasan atau
keringanan bea masuk yang
ditetapkan menurut undang-undang
ini wajib membayar bea masuk yang
terutang dan  dikenai  sanksi
administrasi berupa denda sebesar
paling sedikit 100% (seratus persen)
darl bea masuk yang seharusnya
dibayar dan paling banyak 500%
{lima ratus persen) dari bea masuk
yang seharusnya dibayar,

Crang vyang

Apabila tidak mengakibatkar
kekurangan bea masuk (tarif
BM =0 %)

SPP

Tarif BM =0 %

PAB-0026.1
0114.0-11

16

Pengembalia
n

Psl 27
ayat 1 jo
psi
12,13,14,
15di

Pmk
pengambali
an

Bila permohonan pengembalian
tidak memenuhi kriteria , ditolak,

Bila permohonan
pengembalian tidak memenuhi
kriteria , ditotak,

SPP

PAB-0027.1
0060.0-01

17

Tanggung
Jawab BM

Pasal 30
ayat 4

PMK ttg
Bunga

Resiko kesalahan penetapan
NDPBM yang berakibat kurangnya
BM (PiB berkaia)

Resiko kesalahan penetapan
NDPBM yang berakibat
kurangnya BM (PIB berkala}

SPKNTP

PAB-0030.4
0000.0-01




Pelanggar

NO Resiko an Sanksi Sanksi Sub Resiko PenE;?:pan Temuan Audit Kodifikasi
18{TPS Psl 43 Psl 43 Ayat [Pengusaha tempat  penimbunan{Resike barang impor hilang di SPP PENGUSAHA |PAB-0043.1
Ayat 1 3 sementara  yang tidak dapat| TPS TPS TIDAK 0043.3-01
mempertanggungjawabkan  barang DAPAT
yang seharusnya berada di fempat MEMPERTANG
tersebut dikenai sanksi administrasi GUNGJAWARBK
berupa denda sebesar dua puluh AN BARANG
lima persen dari bea masuk yang YANG
seharusnya dibayar. SEHARUSNYA
ADA
18 |TPS Psl 43 Psl 43 Ayat |Pengusaha tempat  penimbunan|Resiko barang impor hilang di SPP Temuan PAB-0043.1
Ayat 1 3 sementara yang tidak dapat|TPS Lainnya 0043.3-02
mempertanggungjawabkan  barang ‘
vang seharusnya berada di tempat
tersebut dikenai sanksi adminisirasi
berupa denda sebesar dua puluh
lima persen dari bea masuk yang
seharusnya dibayar.
19 |TPB Psl 44 Psl 45 Ayat [Risiko pengelyaran barang impor|Risiko pengeluaran - barang| SPSA |PENGELUARA |PAB-Q044.1
ayat 1 3 yang mendapat Penangguhan BM|impor yang mendapat N BARANG 0045.3-01
dari TPB tanpa persetujuan Pejabat |Penangguhan BM dari TPB DARI TPB
tanpa persetujuan Pejabat SEBELUM
PERSETUJUA
N PEJABAT
19 |TPB Psl 44 Psl 45 Ayat [Risiko pengefuaran barang impor|Risikc pengeluaran barang] SPSA | Temuan PAB-0044.1
ayat 1 3 yang mendapat Penangguhan BMjimpar yang mendapat Lainnya 0045.3-02
dari TPB tanpa persetujuan Pejabat (Penangguhan BM dari TPB
tanpa persetujuan Pejabat
19|TPB Psl 44 Psl 45 Ayat [Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP PENGUSAHA |PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat TPB TIDAK 0045.4-01
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak DAPAT ‘
yang seharusnya berada di ternpat|dapat dipertanggung] awabkan MEMPERTANG
tersebut  wajib membayar bea GUNGJAWABK
masuk yang ferutang dan dikenai AN BARANG
sanksi administrasi berupa denda YANG
sebesar 100% (seratus persen} dari SEHARUSNYA
bea masuk vyang seharusnya ADA
dibayar.
191TPB Psl 44 Psl 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0044 1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat KURANG 0045.4-(2
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak BAHAN BAKU
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut  wajib  membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
19| TPB Psl 44 Psl 45 Ayat (Pengusaha tempat penimbunan|Risiko sefisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0044 .1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat KURANG 0045.4-03
mempertanggungjawabkan barang|Penangguban BM dan tidak BARANG JADI | -

yang seharusnya berada di tempat
tersebut  wajib  membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea wmasuk vyang seharusnya
dibayar.

dapat dipertanggungj awabkan




NO Resika Pelaannggar Sanksi Sanksi Sub Resiko Penl?a?:pan Temuan Audit | Kodiftkasi
19(TPB Psi 44 Psl 45 Ayat (Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat| - KURANG 0045.4-04
mempertanggungjawabkan barangjPenangguhan BM dan fidak BARANG SISA | -
yang seharusnya herada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut  wajib  membayar bea
masuk yang fterutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
19|TPB Psl 44 Pst 45 Ayat [Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP SELISHH PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat]impor yang mendapat KURANG 0045.4-05
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak MESIN DAN
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan PERALATAN
tersebut wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.
19{TPB Psl 44 Psi 45 Ayat {Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP PENJUALAN  [PAB-0044.1
ayaft 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat LOKAL $045.4-06
mernmpertanggungjawabkan barang!Penangguhan BM dan tidak
yang seharusnya berada di tempat{dapat dipertanggungj awabkan
tersebut  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
191TPB Psl 44 Psl 45 Ayat (Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP KETIDAKSESU [PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat AIAN 0045 4-07
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak SUBKONTRAK
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi Derupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
19|TPB Psl 44 Psl 45 Ayat |Pengusaba tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP SUBSTITUSI  |PARBR-0044.1
ayat 1 4 berikat yang fidak dapatjimpor yang mendapat BARANG 0045.4-08
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak FASILITAS Co
yang seharusnya berada di tempatidapat dipertanggungj awabkan
fersebut  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
19(TPB Pst 44 Psl 45 Ayat (Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP NILAL PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang fidak dapat]impor yang mendapat TRANSAKSI 0045.4-09
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak PENJUALAN :
vang seharusnya berada di tempat|{dapat dipertanggungj awabkan LOKAL

tersebut  wajib membayar bea
masuk yang ferutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.




NQ Resiko Pe!aanr?gar Sanksi Sanksi Sub Resiko Penl?a?:pan Temuan Audit | . Kodifikasi
19(TPB Psl 44 Psi 45 Ayat |Pengusaha  tempat  penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP Temuan PAB-0044.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat]impor yang mendapat Lainnya 0045.4-10
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak
yang seharusnya berada di tempatidapat dipertanggungj awabkan
tersebut  wajib membayar bea
masuk yang teruiang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
18 |TPB Psl 45|Psi 45 Ayat|Orang yang mengeluarkan barangiRisiko pengeluaran barang| SPSA |PENGELUARA IPAB-0045 .1
ayat 1 3 dari tempat penimbunan berikat|impor yang mendapat N BARANG 0045.3-01
sebelum diberikan persetujuan oleh|Penangguhan BM dari TPB DARI TPB
pejabat bea dan cukai tanpaltanpa persetujuan Pejabat SEBELUM
bermaksud mengelakkan kewajiban PERSETUJUA
pabean, dikenai sanksi administrasi N PEJABAT
berupa denda sebesar
Rp75.000.000,00 {tujuh puiuh lima
juta rupiah).
19{TPB Psi 45|Pst 45 Ayat|Orang yang mengeluarkan barang|Risiko pengeluaran barang] SPSA  |Temuan PAB-0045.1
ayat 1 3 dari tempat penimbunan berikat|impor yang mendapat Lainnya 0045.3-02
sebelum diberikan persefujuan oleh|Penangguhan BM dari TPB :
pejabat bea dan cukai tanpa|tanpa persetujuan Pejabat
bermaksud mengelakkan kewajiban
pabean, dikenai sanksi adminisirasi
berupa denda sebesar
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima
juta rupiah).
18|TPB Psl 45(Psl 45 Ayat |Pengusaha  tempat  penimbunan|Risiko sefisih kurang barang SPP PENGUSAHA |PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat TRPB TIDAK 0045.4-01
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak DAPAT
yang seharusnya berada di tempat{dapat dipertanggungj awabkan MEMPERTANG
tersebut wajib membayar bea GUNGJAWARK
masuk yang terutang dan dikenat AN BARANG
sanksi administrasi berupa denda YANG
sebesar 100% (seratus persen) dari SEHARUSNYA
bea masuk vyang seharusnya ADA
dibayar.
19|TPB Psl 45|Ps| 45 Ayat [Pengusaha tempat penimbunan{Risiko selisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapatjimpor yang mendapat KURANG 0045.4-02
mempertanggungjawabkan barang{Penangguhan BM dan tidak BAHAN BAKU | |
yang seharusnya berada di tempat)dapat dipertanggung] awabkan
tersebut wajib membayar bea
masuk yang ferutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.
191TPB Psi 45)Psl 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat KURANG 0045.4-03
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak BARANG JADI '

yang seharusnya berada di tempat
tersebut wajib membayar bea
masuk vyang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.

dapat dipertanggungj awabkan




NO Resiko Pelaanr?gar Sankst Sanksi Sub Resiko Pen[;?:pan Temuan Audit Kodifikasi
19|TPB Ps) 45|Pst 45 Ayat |Pengusaha  tempat  penimbunan)Risiko selisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat KURANG 0045.4-04
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak BARANG SISA
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% {seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.
19 |TPB Pslt 45|Psl 45 Ayat [Pengusaha tempat penimbunan{Risiko selisih kurang barang SPP SELISIH PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang fidak dapat|impor yang mendapat KURANG 0045.4-05
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak MESIN DAN '
yang seharusnya berada di tempatjdapat dipertanggungj awabkan PERALATAN
fersebut wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.
19|TPB Psi 45]Psl 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunan|Risiko selisih kurang barang SPP PENJUALAN  |PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang fidak dapat|impor yang mendapat LOKAL 0045.4-06
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggung] awabkan
tersebut wajib  membayar bea
masuk vang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar,
19 [TPB Psl 45|Psl 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunan|Risike selisih kurang barang SPP KETIDAKSESU |PAB-0045.1
ayat 4 4 berikat yang tidak dapat{impor yang mendapat AlAN 0045.4-07
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak SUBKONTRAK
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan |.
tersebut  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
19|TPB Psl 45(Ps] 45 Ayat |Pengusaha  tempat  penimbunan|Risiko sefisih kurang barang SPP SUBSTITUSE |PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang mendapat BARANG 0045.4-08
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak FASILITAS )
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan
tersebut wajib  membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sehesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
19|TPB Psl 45/Psl 45 Ayat |Pengusaha tempat penimbunan|Risitko selisih kurang barang! SPP  [NILAI PAB-0045.1
ayat 1 4 berikat yang tidak dapat|impor yang raendapat TRANSAKSI 0045.4-09
mempertanggungjawabkan barang|Penangguhan BM dan tidak PENJUALAN ‘
yang seharusnya berada di tempat|dapat dipertanggungj awabkan LOKAL

fersebut  wajib membayar bea
masuk yang terutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% {seratus persen) dari
bea masuk vyang seharusnya
dibayar.
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19

PR

Psl
ayat 1

45

Psi 45 Ayat
4

Pengusaha temnpat penimbunan
berikat yang tidak dapat
mempertanggungjawabkan barang
yang seharusnya herada di tempat,
tersebut wajib  membayar bea
masuk yang ferutang dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang seharusnya
dibayar.

Risiko selisih kurang barang
impor yang mendapat
Penangguhan BM dan tidak
dapat dipertanggungj awabkan

SPP

Temuan
Lainnya

PAB-0045.1
0045.4-10

19

TPB

Psl 46
ayat 2 dan
4

Psl 47

Bilamana izin tempat penimbunan
berikat telah dicabut sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 486,
pengusaha dalam batas waktu tiga
puluh hari sejak pencabutan izin
harus : a. melunasi semua bea
masuk yang terutang; b.
mengekspor kembali barang yang
masih ada di tempat penimbunan
berikat, atau c. memindahkan
barang yang masih ada di tempat|
penimbunan berikat ke tempat
penimbunan berikat Iain,

Risiko pencabutan penetapan
TPB

SPP

PAB-0046.2
0047.0-01

19

TPB

Psl 46
ayat 2 dan
4

Psi 47

Bilamana izin tempat penimbunan
berikat telah dicabut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48,
pengusaha dalam batas waktu tiga
puluh hari sejak pencabutan izin
harus : a. melunasi semua bea
masuk yang terutang; b,
mengekspor kembali barang yang
masih ada di tempat penimbunan
berikat; atau c. memindahkan
barang yang mmasih ada di tempat
penimbunan berikat ke tempat
penimbunan berikat lain.

Risiko pencabutan penetapan
TPB

SPP

Temuan
Lainnya

PAB-0046.2
0047.0-02

20

Pembukuan

Psl 49

Psl 52 Ayat
1

Orang yang tidak
menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 49 dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar|
Rp50.000.000,00 {lima puluh juta

rupiah).

Resiko entitas tidak
menyelenggarakan

pembukuan

SPSA

TIDAK
MENYELENGG
ARAKAN
PEMBUKUAN

PAB-0049.0
0052.1-01

20

Pembukuan

Psl 49

Ps] 52 Ayat
1

Orang yang tidak
menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiahy).

Restko entitas tidak
menyelenggarakan

pembukuan

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-0049.0
0052.1-02

20

Pembukuan

Psl 50
Ayat1

Psl 86 Ayat
2

Orang sebagaimana  dimaksud
datam Pasal 49 yang menyshabkan
pejabat bea dan cukai tidak dapat
menjalankan  kewenangan  audit
kepabeanan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
Rp75.000.000,00 {tujuh puluh Jima
juta rupiah).

Resiko entitas tidak
menyerahkan pembukuannya

SPSA

Tim Audit tidak
dapat
menjalankan
kewenangan
audit

PAB-0050.1
0086.2-01

20

Pembukuan

Psl 50
Ayat 1

Psl 86 Ayat
2

Orang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 yang menyebabkan
pejabat bea dan cukai tidak dapat
menjalankan  kewenangan audit
kepabeanan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima
juta rupiah).

Resiko entitas tidak
menyerahkan pembukuannya

SPSA

Temuan
Lainnya

PAB-0050.1
0086.2-02




NO|  Resiko Pe'aa"fgar Sanksi Sanksi Sub Resiko Pengi’:pan Temuan Audit | Kodifikasi
20 |Pembukuan [Psl 51 Psl 52 Ayat |Orang  yang tidak  memenuhi|Pembukuan sebagaitmanal SPSA |PEMBUKUAN {PAB-0051.1
Ayat 1 2 ketentuan sebagaimana dimaksud|dimaksud dalam Pasal 49 TIDAK 0052.2-01
dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2},|wajib diselenggarakan dengan MENGGAMBA
atau ayat (3) dikenai sanksilbaik agar menggambarkan RKAN
administrasi berupa denda sebesar|keadaan atau kegiatan usaha KEGIATAN
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima|yang sebenarnya, dan USAHA
juta rupiah) sekurang-kurangnya terdin
dari catatan mengenai harta,
kewajiban, madal,
pendapatan, dan biaya.
20 {Pembukuan [Psl 51 Psl 52 Ayat |Orang yang tidak memenuhi|Pembukuan sebagaimana] SPSA  |Temuan PAB-0051.1
Ayat 1 2 ketentuan sebagaimana dimaksud|dimaksud dalam Pasal 49 Lainnya 0052.2-02
dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2),{wajib diselenggarakan dengan :
atau ayal (3} dikenai sanksilbaik agar menggambarkan
administrasi berupa denda sebesar|keadaan atau kegiatan usaha
Rp25.000.000,00 {dua puiuh limalyang sebenarnya, dan
juta rupiah} sekurang-kurangnya terdiri
dari cataian mengenai harta,
kewajiban, modal,
pendapatan, dan biaya.
20 |Pembukuan |Ps| 51 Psl 52 Ayat |Orang  vang tidak  memenuhi|Pembukuan wajibl SPSA  |HURUF, PAB-0051.2
Ayat 2 2 ketentuan sebagaimana dimaksud|diselenggarakan di Indonesia ANGKA DAN  }0052.2-01
dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2),|dengan menggunakan huruf BAHASA YANG
atau ayat (3) dikenai sanksijlatin, angka Arab, mata uang DIGUNAKAN
administrasi berupa denda sebesartrupiah, dan bahasa Indonesia, TIDAK SESUAI
Rp25.000.000,00 (dua puluh limajatau dengan mata uang asing DENGAN
juta rupiah) dan bahasa asing vang YANG
diizinkan oleh menteri. DIlJINKAN
20 {Pembukuan |Psl 51 Psl 52 Ayat |Orang vyang tidak  memenuhi|Pembukuan wajib| SPSA |Temuan PAB-0051.2
Ayat 2 2 ketentuan sebagaimana dimaksud|diselenggarakan di Indonesia lLainnya 0052.2-02
dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2),|dengan menggunakan huruf]
atau ayat (3} dikenai sanksi|latin, angka Arab, mata uang
administrasi berupa denda sebesar|rupiah, dan bahasa indonesia,
Rp25.000.000,00 {dua puluh lima)atau dengan mala uang asing
juta rupiah) dan bahasa asing vyang
diizinkan oleh menteri.
20 |Pembukuan  [Psl 51 Psl 52 Ayat [Orang yang tidak memenuhilLaporan keuangan, buku,| SPSA [JANGKA PAB-0051.3
Ayat 3 2 ketentuan sebagaimana dimaksudlcatatan dan dokumen vang WAKTU 0052.2-01
dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2),|menjadi bukti dasar PENYIMPANA | -
atau ayat (3) dikenai sanksi|pembukuan, surat yang N SELAMA 10
adminisirasi berupa denda sebesar{berkaitan dengan kegiatan TAHUN
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima|usaha termasuk data
juta rupiah) elektronik, surat yang
berkaitan dengan kegiatan di
bidang kepabeanan wajib
disimpan selama 10 (sepuiuh)
tahun pada tempat usahanya
di Indonesia,
20 |Pembukuan  [Pst 51 Psl 52 Ayat [Orang  vang tidak memenuhilLaporan  keuangan, buku,| SPSA |[Temuan PAB-0051.3
Ayal 3 2 ketentuan sebagaimana dimaksud|catatan dan dokumen yang Lainnya 0052.2-02
dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2),|menjadi bukfi dasar
atau ayat (3) dikenai sanksi|pembukuan, surat  yang
administrasi berupa denda sebesar(berkaitan dengan kegiatan
Rp25.000.000,00 {dua putuh lima)usaha termasuk data
juta rupiah) elektronik, surat yang
berkaitan dengan kegiatan di
bidang kepabeanan wajib
disimpan selama 10 (sepuluh)
tahun pada tempat usahanya
di Indenesia.
21 [Lartas Psl 53 - - - - PAB-0053.0
0000.0-01
22 |Terorisme  [Psigd4A |- - - - PAB-
(064A.0-

0000.0-01




NO Resiko Pela:nggar Sanksi Sanksi Sub Resiko Pen[?e?:pan Temuan Audit Kodifikasi
23 |Pemeriksaan |Psl 86 Psl 85 ayat |Pejabat bea dan cukai berwenang|tmportir, eksportlr, pengusaha PAB-0086.1
Pembukuan |Ayat1jo |3 menolak memberikan pelayanan|tempat penimbunan 0085.3-01
Psl 48 jo kepabeanan dalam hal orang yang|sementara, pengusaha tempat
Psl A bersangkutan  belum  memenuhi{penimbunan berikat,
Ayat 1 kewaijiban kepabeanan berdasarkan|pengusaha pengurusan jasa
undang-undang ini. DAPAT |kepabeanan, atau pengusaha
DIBLOKIR pengangkutan wajib
menyelenggarakan
pembukuan. WAJIB
REGISTRASI
23 |Pemeriksaan |Psl 86 Psl 86 ayat [Orang  sebagaimana  dimaksud|Resiko Pejabat tidak dapat| SPSA  |Tim Audit idak {PAB-0086 1
Pembukuan |Ayatt A |2 dalam Pasal 49 yang menyebabkan|menialankan kewenangan dapat 0086.2-1
pejabat bea dan cukai tidak dapat|audit ; Meminta Pembukuan, menjatankan
menjalankan  kewenangan  auditjMeminta keterangan, kewenangan
kepabeanan dikenai sanksi|Memasuki Bangunan, audit
adminisirasi berupa denda sebesar|Melakukan Tindak
Rp76.000.000,00 {tujuh puluh lima|Pengamanan
juta rupiahl,
23 [Pemeriksaan |Pst86 A |Psl 86 Aj.o.|orang wajlb membayar bea masuk|Risiko kurang bayar Bea SPR SALAH PAB--
Pembukuan Psl 82 Ayat |yang kurang dibayar dan dikenailMasuk  akibat  kesalahan JUMLAH 086A.0-
5 sanksi administrasi berupa denda]pemberitahuan jumlah BARANG 0082.5-01
sebagaimana dimaksud dalam|dan/atau jenis barang impor IMPOR
Pasal 82 ayat (5) dan sanksi|dalam Audit Kepabeanan
administrasi berupa denda paling
sedikit 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1.000% {seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.
23 |Pemeriksaan (Ps186 A |Psl 86 Ajo.(orang wajib membayar bea masuk|Risiko kurang bayar Bea 3PP SALAH JENIS [PAB-
Pembukuan Psi 82 Ayat |vang kurang dibayar dan dikenailMasuk  akibat  kesalahan BARANG 086A.0-
5 sanksi administrasi berupa dendal|pemberitahuan jumiah IMPOR 0082.5-02
sebagaimana dimaksud dalam|dan/atau jenis barang impor ‘
Pasal 82 ayat {8) dan sanksi|dalam Audit Kepabeanan
administrasi berupa denda paling
sedikit 100% {seratus persen) dari
bea masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1.000% (seribu
persen) dari bea masuk yang
kurang dibayar.
23 |Pemerikgsaan |Psl86 A |Psl 86 A j.0.|orang wajib membayar bea masuk|Risiko kurang bayar Bea SPP Temuan PAB-
Pembukean Ps| 82 Ayat |yang kurang dibayar dan dikenai|Masuk  akibat  kesalahan Lainnya 086A.0-
5 sanksi administrasi berupa dendalpemberitahuan jumlah 0082.5-03
sebagaimana dimaksud dalam|danfatau jenis barang impor
Pasal 82 ayat (5) dan sanksijdalam Audit Kepabeanan
administrasi berupa denda paling
sedikit 100% (seratus persen) dari
bea masuk yang kurang dibayar dan
paling banyak 1.000% (seribu
persen) dari bea masuk vyang
kurang dibayar.
23 |Pemeriksaan |Psl 93 Psi 93 ayat|Apabila keberatan sebagaimana)Apabila keberatan| SPP PAB-0093.0
Pembukuan 3 dimaksud pada ayat (1) ditolak ofeh[sebagaimana dimaksud pada

Direktur Jenderal, jaminan dicairkan
umuk membayar bea masuk
dan/atau sanksi administrasi berupa
denda yang ditetapkan, dan apabila
keberatan  dikabulkan  jaminan
dikembalikan.

ayat (1) ditolak oleh Direktur
Jenderal, jaminan dicairkan
unfuk membayar bea masuk
danfatau sanksi administrasi

berupa denda yang ditetapkan,
dan apabila keberatan
dikabulkan Jaminan

dikembalikan.

0093.3-01




NO Resiko Pe'a:r?gar Sanksi Sanksi Sub Resiko Penz?:pan Temuan Audit | ‘Kodifikasi
23 |Pemeriksaan |Psl 93A  |Psl 83A[Apabila keberatan sebagaimana|Apabila keberatan SPP PAB-
Pembukuan ayat (5) dimaksud pada ayat (1) ditolak olehjsebagaimana dimaksud pada 0083A.0-
Direktur Jenderal, jaminan dicairkan|ayat (1) ditolak oleh Direkiur 093A.5-01
untuk  membayar bea masuk|Jenderal, jaminan dicairkan .
dan/atau sanksi administrasi berupajuntuk membayar bea masuk
denda yang ditetapkan, dan apabila|dan/atau sanksi administrasi
keberatan  dikabulkan  jaminanlberupa denda yang ditetapkan,
dikembalikan. dan apabila keberatan
dikabutkan jaminan
dikembalikan.

23 [Pemeriksaan |Ps] 94 Psl 94 ayat|Apabila keberatan sebagaimana)Apabila keberatan SPP PAB-0094.0
Pembukuan {3} dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh|sebagaimana dimaksud pada 0094.3-01
Direktur Jenderal, jaminan dicairkan]ayat {1) ditolak oleh Direkiur
untuk membayar sanksi administrasilJenderal, jaminan dicairkan
berupa denda yang ditetapkan, danfuntuk  membayar  sanksi
apabila  keberatan  dikabulkan,|administrasi berupa denda
jaminan dikembalikan. yang ditetapkan, dan apabila

keberatan dikabulkan, jaminan
dikembalikan. .
1[Pembayaran |Pasal 7A |Pasal 7A  |10% dari nilai cukai yang terutang  |Pengusaha pabrik atau STLHC Keterlambatan |CUK-
Cukai ayat (2} |ayat(B) importir BKC yang mendapat Pembayaran 007A.2-
penundaan yang tidak Cukai Secara  [007A.8-01
membayar cukai sampai Berkala
dengan jatuh tempo
penundaan .
STLHC Tidak CUK-
Melakukan 007A.2-
Pembayaran Q07A.B-02
Cukai Sampai
Dengan Jatuh
Tempo
Penundaan
STLHC tidak diangkut |CUK-
terus atau O07A.2-
diangkut lanjut  |0D7A.8-03
STLHC tidak diekspor |CUK-
007A2-
007A.8-04
STLHC tidak CUK-
dimasukkan ke (007A.2-
dalam pabrik 007A.8-05
atau tempat ‘
penyimpanan
STLHC tidak digunakan [CUK-
untuk barang 007A.2-
akhir non bkc  |007A.8-08
STLHC fidak musnah |CUK-
atau rusak 007A.2-
007A.8-07
STLHC termuan lainnya |CUK-
007A.2-
007A.8-08
Pasal 7A |Pasal 7A  |10% dari nilai cukal yang terutang STLHC keterlambatan  |CUK-
ayat (3) ayat (8) pembayaran 0D7A.3-
cukai secara 007A.8-01
berkala
STLHC tidak melakukan|CUK-
pembayaran 007A.3-
cukai sampai  |00TA.8-02
dengan jatuh
fempo
penundaan
STLHC tidak diangkut |CUK-
terus atau 007A.3-
diangkut lanjut  |007A.8-03
STLHC tidak diekspor |CUK-
007A.3-
007A.8-04




NO Resiko Pelaannggar Sanksi Sanksi Sub Resiko Pen[;?:pan Temuan Audit | Kodifikasi
STLHC tidak CUK-
dimasukkan ke [007A.3-
dalam pabrik C07A.8-05
atau tempat )
penyimpanan
STLHC tidak digunakan |CUK-
untuk barang  |007A.3-
akhir non bkc  |D07A.8-06
STLHC fidak musnah  |CUK-
atau rusak 0G7A.3-
007A.8-07
STLHC temuan lainnya |CUK-
007A.3-
007A.8-08
2|Fasilitas Pasal8 |Pasal 8 Pengusaha pabrik, pengusaha Menilai resiko penggunaan EA |STLHC tidak diangkut |CUK-
Cukai ayat (2) |ayat (3) tempat penyimpanan, importir dan TIS yang fidak sesuai terus atau £008.2-
barang kena cukai, atau setiap peruntukan diangkut lanjut  |0008.3-01
orang yang melanggar ketentuan :
tentang tidak dipungutnya cukai
sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dikenai sanksi adminisirasi
berupa denda paling sedikit 2 (dua)
kali nilai cukai dan paling banyak 10
(sepuluh) kali nitai cukai yang
seharusnya dibayar,
STLHC tidak diekspor  |CUK-
0008.2-
0008.3-02
STLHC tidak CUK-
dimasukkan ke [0008.2-
dalam pabrik 0008.3-03
atau tempat
penyimpanan
STLHC tidak digunakan [CUK-
untuk barang  |0008.2-
akhir non bke  |0008.3-04
STLHC tidak musnah  |CUK-
atau rusak 0008.2-
0008.3-05
STLHC ternuan lainnya {CUK-
0008.2-
0008.3-06
3|Fasilitas Pasal @ |Pasal 9 denda paling sedikit 2 {dua} kali nilai |[Penyalahgunaan fasilitas STLHC tidak digunakan |CUK-
Cukai ayat (1) [ayat(3) cukai dan paling banyak 10 Pembebasan cukai untuk barang  |0009.1-
{sepuluh) kali nilai cukai yang akhir nen bke  [0009.3-01
seharusnya dibayar
STLHC tidak untuk CUK-
penelitian dan  |0009.1-
ifmu 0009.3-02
pengetahuan
STLHC tidak untuk CUK-
keperiuan 0009.1-
perwakilan 0009.3-03
negara asing
yang timbal
bhalik
STLHC  [tidak untuk CUK-
kepertuan 0009.1-
tenaga ahli 0009.3-04
hangsa asing .
STLHC tidak dibawa CLUK-
oleh 0009.1-
penumpang, 0009.3-05
awak sarana '
pengangkut
datam jumlah
yang ditentukan




NO|  Resiko Pe‘a;fgar Sanksi Sanksi Sub Resiko Penzt]:pan Temuan Audit | Kodifikasi
STLHC tidak untuk CUK-
tujuan sosial  |0009.1-
0009.3-06
STLHC tidak CUK-
dimasukkan ke |0009.1-
tph 0008.3-07
STLHC temuan lainnya (CUK-
0009.1-
0009.3-08
Pasalg@ |Pasat9 STLHC tidak digunakan |CUK-
ayat (2) (ayat (3) untuk barang  }0009.2-
akhir non bkc  {0009.3-01
STLHC tidak untuk CUK-
penelitian dan  j0009.2-
ilmu 0009.3-02
pengetahuan
STLHC tidak untuk CUK-
keperiuan 0009.2-
perwakilan 0009.3-03
negara asing
yang timbal
balik
STLHC tidak untuk CUK-
keperiuan 0009.2-
tenaga ahil 0009.3-04
bangsa asing
STLHC tidak dibawa CUK-
oleh 0009.2-
penumpang, 0009.3-05
awak sarana :
pengangkut
dalam jumiah
yang ditentukan
STLHC tidak unfuk CUK-
tujuan sosial 0009.2-
0009.3-06
STLHC tidak CUK-
dimasukkan ke |0009.2-
tpb 0009.5-07
STLHC temuan lainnya JCUK-
0009.2-
0009.3-08
4lPembukuan |pasal 16 |pasal 16 denda sebesar Rp. 50.000.000,00 |Resike entitas tidak SPSA tidak CUK-
ayat 1 ayat 4 {lima puluh juta rupiah} menyelenggarakan menyelenggara |0016.1-
pembukuan kan pembukuan |0016.4-01
SPSA ternuan lainnya {CUK-
0016.1-
0016.4-02
5|Pencatatan |pasal 16 |pasal 16 denda sebesar Rp. 10.000.000,00 |Resiko entitas tidak SPSA tidak C.UK-
ayat2 ayat s (seputuh’juta rupiah) menyetenggarakan pencatatan menyelenggara |0016.2-
kan pencatatan {0016.5-01
SPSA temuan lainnya (CUK-
0016.2-
0016.5-02
6{Produksi pasal 16 |[pasal 16 denda sebesar 2 {dua) kali nilai tidak melakukan STLHC tidak metakukan|CUK-
ayat 3 ayat 6 cukai dari barang kena cukai yang |pemberitahuan barang yang pemberitahuan [0016.3-
tidak diberitahukan selesal dibuat (secara berkala) barang yang 0016.6-01
selesai dibuat ‘
(secara berkala)
STLMC teruan tainnya |CUK-
0016.3-
0016.6-02
7|Pembukuan |pasal 16A |pasal 16B |denda sebesar Rp25.000.600,00 tidak menyelenggarakan SPSA tidak CUK-
{dua puluh fima juta rupiah) pembukuan dengan baik menyelenggara [016A.0-
kan pembukuan |016B.0-01
dengan baik




NO|  Resiko Pe"“;”rf’gar Sanksi Sanksi Sub Resiko PenDe?:pan Temuan Audit | -Kadifikasi
SPSA ternuan fainnya |GUK-
016A.0-
0168.0-02
8|Produksi Pasal 21 |pasal 23 denda paling banyak sepuluh kali  [selisih lebih/kurang STLHC selisin kurang  |[CUK-
ayat 2 ayat 2 nilai cukai dan paling sedikit dua kali 0021.2-
nilai cukai dari Barang Kena Cukai 0023.2-01
vang kedapatan kurang atau lebih
STLHC selisih lebih CUK-
0021.2-
0023.2-02
STLHC femuan lainnya |CUK-
0021.2-
0023.2-03
Pasal 22 |pasal 23 denda paling banyak sepufuh kali  [selisih lebih/kurang STLHC selisih kurang  |CUK-
ayat 2 nilai cukai dan paling sedikit dua kali 0022.0-
nilai cukai dari Barang Kena Cukai 0023.2-01
yang kedapatan kurang atau lebih
STLHC selisih lebih CUK-
0022.0-
0023.2-02
STLHC temuan lainnya |CUK-
0022.0-
0023.2-03
9|Mutasi BKC [pasal 25 |pasal 26 denda sebesar 2 {dua) kali nilai Pengeluaran BKC tanpsa STLHC pengeluaran CUK-
ayat (1) |ayat4 cukai dari barang kena cukai yang |dokumen cukai dan izin kepala bkc tanpa 0025.1-
dikeluarkan kantor dokumen cukai {0025.4-01
10|Mutasi BKC  |pasal 25  |pasal 25 denda paling sedikit Pemasukan BKC tanpa SP3A pemasukan bkc |CUK-
ayat (1) |ayatda Rp10.000.000,00 {sepuluh juta dokumen cukai dan izin kepala tanpa dokumen |0025.1-
rupiah) dan paling banyak kantor cukai dan izin  |0025.4-02
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta kepala kantor
rupiah)
SPSA temuan lainnya |CUK-
0025.1-
0025.4-03
11iMutasi BKC |pasal 25 |Pasal 52 Pengusaha pabrik atau pengusaha |Pengeluaran BKC tanpa STLHC CUK-
ayat {1) tempat penyimpanan yang dokumen cukai dan izin kepala 0025.1-
mengeluarkan barang kena cukai  |kantor dengan maksud 0052.0-01
dari pabrik atau tempat mengelakkan pembayaran
penyimpanan tanpa mengindahkan |cukai
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat {1) dengan
maksud mengelakkan pembayaran
cukai
dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling sedikit 2 (dua)
kali nilai cukai dan paling banyak 10
(sepuluh) kaii nitai cukai yang
seharusnya dibayar,
STLHC temuan lainnya JCUK-
0025.1-
0052.0-02
12|Mutasi BKC Pasal 26 |pasal 26 denda paling sedikit tidak melaporkan pemindahan |SPSA tidak CUK-
ayat 2 ayat 3 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)  [barang kena cukai yang belum meltaporkan 0026.2-
dan paling banyak Rp10.000.000,00 |dilunasi cukainya karena pemindahan 0026.3-01
{sepuluh juta rupiah} keadaan darurat barang kena
cukai yang
belum dilunasi
cukainya karena| .
keadaan darurat
SPSA temuan lainnya |CUK-
0026.2-

0026.3-02




NO|  Resiko Pe'aa”r?gar Sanksi Sanksi Sub Resiko Pen‘i‘t‘:pan Temuan Audit | Kodifikasi
13|Mutasi BKC |pasal 27 |pasal 27 denda paling sedikit 2 {dua) kali nilai | Pengangkutan barang kena  |[STLHC pengangkutan {CUK-
ayat 1 ayat 3 cukai dan paling hanyak 10 cukai tidak dilindungi dengan barang kena 0027.1-
(sepuluh) kali nilai cukai yang dokumen cukai cukai tidak 0027.3-01
seharusnya dibayar (ayat 3) dilindungi :
dengan
dokumen cukai
STLHC temuan lainnya [CUK-
0027.1-
0027.3-02
pasal 27 |pasal 27 denda paling sedikit Pengangkutan barang kena  {SPSA pengangkutan {CUK-
ayat 2 ayat 4 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)  |cukai tidak dilindungi dengan barang kena 0027.2-
dan paling banyak Rp50.000.000,00 |dokumen cukai cukai tidak 0027.4-01
{lima puluh juta rupiah) {ayat 4} dilindungi :
dengan
dokumen cukai
SPSA temuan lainnya [CUK-
0027.2-
0027.4-02
14|Tarif dan HJE |Pasal 29 |pasal 29 Pengusaha pabrik atau impartir Menilai resiko ketidaksesuaian |STLHC CUK-
ayat 1 ayat (2a)  |barang kena cukal yang melekatkan {tarif dan HJE pita cukai 0029.1-
pita cukai atau membubuhkan tanda |dengan ketentuan dan strata 0029.2-01
pelunasan cukai lainnya pada produksi
barang kena cukai yang tidak sesuai
dengan pita cukai atau tanda
petlunasan cukai lainnya yang
diwajibkan, yang menyebabkan
kekurangan pembayaran cukai,
wajib melunasi cukainya dan dikenai
sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit 2 {dua) kali nilai cukai
dan paling banyak 10 (sepuluh) kali
nilai cukai dari nilai cukai yang
seharusnya dilunasi.
STLHC temuan fainnya |CUK-
0029.1-
0029.2-02
151Pita Cukai Pasal 29 |Pasal 54 Sefiap orang yang menawarkan, Penjual HT dengan tidak STLHC CUK-
ayat 1 menyerahkan, menjual, atau ditindungi pita cukai 0029.1-
menyediakan untuk dijual brang 0054.0-01
kena cukai yang tidak dikemas 5
untuk enjualan eceran atau tidak
dilekati pita cukai atau fidak
dibubuhi tanda pelunasan cukai
tainya sebagaimana dimaksud
datam Pasal 29 ayat {1) dipidana
dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 5 {lima) tahun dan/atau pidana
denda pating sedikif 2 {dua) kali nilai
cukai dan paling banyak 10
{sepuluh) kali nilai cukai yang
seharusnya dibayar,
STLHC temuan lainnya |CUK-
0029.1-
0054.0-02
Pasal 29 |pasal 29 STILHC CUK-
ayat 2 ayat (2a) 0029.2-
0029.2-01
STLHC termuan lainnya |CUK-
0029.2-
0029.2-02
18|NPPBKC pasal 30 |pasal 14 lzin dapat dicabut memproduksi BKC tidak STLHC CUK-
ayat 4 sesuai izin, kecuali produksi 0030.0-
terpadu dan atau ada 0014.4-01

pemisahan antara produk BKC
dan Non BKC




NO|  Resiko Pe'aa”rf‘gar Sanksi Sanksi Sub Resiko Penlg?:pan Temuan Audit | Kodifikasi
STLHC temuan lainnya |CUK-
0030.0-
0014.4-02
17}Pita Cukai pasal 32 |pasal 32 denda paling sedikit 2 {dua) kali nilai| menyimpan atau menyediakan {STLHC CUK-
ayat 1 Ayat 2 cukai dan paling banyak 10 . |pita cukai dan/atau tanda 0032.1-
(sepuluh) kali nilai cukai dari pita pelunasan cukai lainnya yang 0032.2-01
cukai atau fanda pelunasan cukai  |telah dipakai; dan/atau
lainnya yang didapati telah dipakai
STLHC temuan lainnya | CUK-
0032.1-
0032.2-02
18|Pemeriksaan |pasal 36 |pasal 36 Minimum Rp, 25.000.000,- tidak menyediakan tenaga SPSA CUK-
BKC ayat 1 ayat2 Maksimum Rp. 250.000.000,- atau peralatan atau tidak 0036.1-
menyerahkan buku, catatan, 0036.2-01
dan/atau dokumen pada wakiu
dilakukan pemeriksaan
SPSA temuan lainnya {CUK-
00386.1-
0036.2-02
19{Pembukuan |pasal 36 |pasal 53 dipidana dengan pidana penjara menyeraghkan buku, catatan, [SPSA CUK-
ayat 1 pating singkat 1 {satu) tahun dan dokumen paisu 0036.1-
paling lama 6 (enam) tahun dan 0053.0-01
pidana denda paling sedikit :
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima
juta rupiah} dan paling banyak
Rp750.000.000,00 {tujuh ratus lima
puluh juta rupiah)
SPSA temuan lainnya |CUK-
00386.1-
0053.0-02
201Audit pasal 39  |pasal 38 Denda sebesar Rp. 75.000.000,- Menyebabkan pejabat bea SPSA CUK-
Ayat 1 dan|Ayat 2 cukai tidak dapat melakukan 0039.1-
1a kewenangan audit 0039.2-01
SPSA termuan lainnya |CUK-
0039.1-
0039.2-02
21|Pembukuan |pasal 39 |(pasal 53 dipidana dengan pidana penjara menyerahkan buku, catatan, |SPSA CUK-
ayatthb paling singkat 1 {satu) tahun dan dokumen palsu 0039.1-
paling lama & {enam) tahun dan 0053.0-01
pidana denda paling sedikit
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima
juta rupiah) dan paling banyak
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus [ima
puluh juta rupiah)
SPSA temuan fainnya |CUK-
0039.1-
0053.0-02
221Pita Cukai pasal 58 |[Pasal 68 |pidana penjara paling singkat 1 Menilai resiko penyalahgunaan|STLHC CUK-
(satu) tahun dan paling lama 5 pita cukai tidak semestinya 0058.0-
(lima) tahun dan/atau pidana denda 0058.0-01
paling sedikit 2 {(dua) kali nilai cukai
dan paling banyak 10 (sepuluh) kali
nilai cukai yang seharusnya dibayar.
STLHC temuan lainnya JCUK-
0058.0-
0058.0-02




Angka (1}
Angka (2)
Angka (3a)

Angka (3b)

Angka (4)
Angka (5)

Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)

Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)

Angka (18)

Angka (19)

Angka (20)

Petunjuk Pengisian
Laporan Hasil Audit berdasarkan BAHA

Diisi Nomor Laporan Hasl Audit
Diisi Tanggal Laporan Hasil Audit

Diisi dengan Nomor Penugasan Audit yang diterbitkan oleh
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai

Diisi dengan Jenis Nomor Penugasan Audit apakah Terencana
atau Sewaktu-waktu

Diisi dengan Nama dan NPWP Auditee yang diaudit

Diisi dengan Alamat Kantor Auditee dan alamat Pabrik Auditee
(jika ada)

Diisi dengan Jenis Audit seperti Audit Umum atau Audit Khusus

Diisi dengan Periode Audit dalam hal audit yang terdapat permde
auditnya

Diisi dengan unit audit yang melaksanakan audit contoh ¢
Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai” atau “Kantor Wilayah
Jakarta” atau yang lainnya

Diisi dengan Tahun terbitnya Laporan Hasil Audit
Diisi dengan Nomor Surat Tugas Audit
Ditsi dengan Tanggal Surat Tugas Audit

Diisi dengan Nama Tim Audit sesuai dengan Jabatan dalam Tim
Audit

Diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan Surat Tugas Audit
Diisi dengan Nomor Surat Tugas Audit dan tanggalnya

Diisi dengan Nama Auditee yang sedang diaudit _
Diisi dengan Nama Alamat Kantor Auditee yang sedang diaudit

Diisi dengan ruang lingkup audit Seperti “KITE”, “Kawasan
Berikat”, “Importir Umum” atau bisa dalam hal audit umum bisa
juga menyebutkan beberapa yang menjadi sasaran audit seperti
“KITE sekaligus sebagai Importir Umum”, “Penerima Fasilitas
BKPM sekaligus sebagai penerima Fasﬂltas Gudang Berikat dan
sebagai Importir Umum”

Diisi dengan periode audit dalam hal Audit memiliki periode audit.
Periode audit dapat lebih dari satu jika audit memiliki periode
audit yang berbeda yang disesuaikan dengan ruang lingkup audit.
Dalam hal audit tidak memiliki periode audit seperti dalam audit
khusus maka disebutkan dokumen kepabeanan dan tanggal yang
menjadi sasaran pemeriksaan

Diisi dengan nomor dan tanggal Peraturan Standara Audit
Kepabeanan dan Audit Cukai yang berlaku saat LHA disusun

Diisi dengan Dasar Hukum Pelaksanaan audit seperti Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, peraturan Menteri Keuangan,
Peraturan Direktur Jenderal, Surat Edaran yang terkait dengan
pelaksanaan audit tersebut.



Angka (21)
Angka (22)
Angka (23)
Angka (24)

Angka (25)

Angka (26)

Angka (27)

Angka (28)

Angka (29)
Angka (30)

Angka (31)

Angka (32)

Angka (33)

Angka (34)

Angka (35)

Diisi dengan Tujuan Audit
Diisi dengan Sifat dan Luas Audit
Diisi dengan Prosedur Audit

Diisi dengan Tindak Lanjut atas Rekomendasi oleh Tim Audit
sebelumnya seperti Rekomendasi atas perbaikan pengendalian
Internal apakah telah ditindaklanjuti atau tidak, Rekomendasi
terkait tagihan Audit apakah sudah dibayar, keberatan atau
banding, dalam hal Rekomendasi telah ditindaklanjuti atau belum
ditindaklanjuti maka harus dijelaskan.

Diisi dengan hasil pengendalian intern auditee dan hasil
pengujiannya termasuk dalam hal auditee tidak memiliki
pembukuan atau pembukuan yang tidak sesuai dengan ketentuan
serta pengenaan sanksi administrasinya

Diisi dengan sasaran pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
tentang program audit.

Diisi dengan Jenis Dokumen atau jenis laporan yang akan diaudit
contoh: Jika sasarannya adalah Nilai Transaksi dalam Impor maka
diisi Jenis Dokumen diisi dengan Dokumen PIB atau Jika
Sasarannya adalah Uji Eksistensi Bahan Baku fasilitas maka diisi
dengan jenis laporan diisi dengan Laporan Saldo Fisik Bahan
Baku

Diisi dengan Jumlah Dokumen atau Laporan sesuai periode audit
atau ruang lingkup audit

Diisi dengan Jumlah Dokumen atau Laporan yang diperiksa

Diisi dengan nilai pabean atau nilai ekspor atau nilai lainnya. Jika
dalam sasaran pemeriksaan tidak terdapat nilai dalam mata uang
maka tidak perlu diisi :

Diisi dengan dokumen, buku, catatan, dan laporan yang dijadikan
sebagai penguji contoh: Jika sasarannya adalah nilai transaksi
maka sebagai pengujinya adalah Buku Kas, Bukti Transfer
Payment/LC, Buku Pembelian dan lainnya '

Diisi dengan hasil pengujian seperti “ Sesuai” dalam hal sesuai
atau “Selisih Kurang” dalam hal terdapat selisih kurang, etc

Diisi dengan Ketentuan yang dilanggar apabila hasil pengujian
menunjukan ketidaksesuaian contoh: apabila terdapat selisih
kurang dalam audit kawasan berikat maka ketentuan yang
dilanggar adalah pasal 45 ayat (4) UU No. 17 tahun 2006 Jo PP No.
28 tahun 2007 Jo Pmk...

Diisi dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut. Contoh:
dalam Pengujian Nilai Transaksi terdapat nilai pembayaran yang
belum termasuk dalam nilai pabean maka kesimpulan dapat diisi
“Terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan Pajak dalam
rangka impor serta denda” atau jika hasil pengujian “sesuai” maka
kesimpulan dapat diisi dengan “Tidak terdapat kekurangan
pembayaran bea masuk dan Pajak dalam rangka impor serta
denda yang disebabkan karena kesalahan nilai transaksi”

Diisi dengan nomor kodifikasi tagihan berdasarkan daftar
kodifikasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari lampiran
ini, Apabila dalam satu dokumen pabean terdapat lebih dari satu
jenis temuan maka kodifikasi yang dituliskan adalah atas temuan



Angka (36)
Angka (37)
Angka (38)

Angka (39)

Angka (39a)
Angka (40)
Angka (41)

Angka (42)

Angka (43)

Angka (44)

Angka (45)
Angka (46)
Angka (47}
Angka (48)
Angka (49)
Angka (50)
Angka (51)
Angka (52)
Angka (53)
Angka (54)

Angka (55)
Angka (56)
Angka (57)

Angka (58)

Angka (59)

yang paling dominan

Diisi dengan ringkasan uraian terjadinya temuan pelanggaran
sesuai kodifikasi

Diisi dengan ]umlah kekurangan atau kelebihan dalam mata uang
rupiah sesuai jenis penerimaan

Diisi dengan jumlah kekurangan atau kelebihan dalam mata Liang
rupiah atas jenis penerimaan lainnya

Diisi dengan total kekurangan atau kelebihan bea masuk, bea
keluar, cukai ,dan/atau pajak dalam rangka impor , dan/atau
Denda, dan/atau Bunga, dan/atau sanksi administras dan/ atau
denda

Diisi dengan hal-hal yang perlu ditambahkan oleh Tim Audit
Diisi dengan NPWP atau identitas lainnya

Diisi dengan NPPBKC atau NPP atau NPPPJK/NIPER atau la.lnnya
(jika ada)

Diisi dengan nomor dan tanggal Pengukuhan sebagai pengusaha
Kena Pajak (jika ada)

Diisi dengan Kelompok Lapangan Usaha (KLU} yang ditetapkan
oleh Dirktur Jenderal Pajak. Hal ini dapat dilihat pada SPT Masa
PPN atau SPT Tahunan

Diisi dengan jenis industri sesuai dengan kelompok industri
auditee

Diisi dengan Nama Auditee

Diisi dengan Alamat Kantor

Diisi dengan Nomor Telelpon atau Faks Kantor (jika ada)
Diisi dengan Alamat Pabrik (jika ada)

Diisi dengan Nomor Telelpon atau Faks Pabrik (jika ada)
Diisi dengan Email Auditee

Diisi dengan Nomor dan Tahun Akte Pendirian yang pertama
Diisi dengan Notaris pertama

Diisi dengan Kota tempat Notaris yang mengesahkan

Diisi dengan Surat Keputusan Menkumham (jika ada). Dalam hal
perusahaan berbentuk CV atau perseorangan maka diisi dengan
nompo dan tanggal pengesahan dari pengadilan negeri setempat

Diisi dengan nomor dan tahun akte perubahan terakhir sebelurn
surat tugas audit ditandatangani

Diiisi dengan Notaris akte perubahan terakhir sebelum Surat
Tugas Audit Ditandatangani

Diisi dengan Kota tempat Notaris yang mengesahkan sebelum
Surat Tugas Audit Ditandatangani

Diisi dengan Surat Keputusan Menkumham yang terakhir sebelum
Surat Tugas Audit ditandatangani (jika ada). Dalam hal
perusahaan berbentuk CV atau perseorangan maka diisi dengan
nomor dan tanggal pengesahan dari pengadilan negeri setempat

Diisi dengan Nomor dan tanggal SIUPP terakhir sebelum Surat



Angka (60)
Angka (61)
Angka (62)

Angka (63)

Angka (64)

Angka (65)

Angka (66)

Angka (72)

Angka (73)
Angka (74}
Angka (75}

Angka {76)
Angka (77)
Angka (78)
Angka (79)
Angka (80)

Angka (81)
Angka (82)

Tugas ditandatangani

Diisi dengan Nomor dan tanggal TDP terakhir sebelum Sﬁrat
Tugas ditandatangani

Diisi dengan Nomor dan tanggal API terakhir sebelum Surat Tugas
ditandatangani

Diisi dengan Nomor dan tanggal NPIK terakhir sebelum Surat
Tugas ditandatangani

Diisi dengan Nomor dan tanggal Perijinan lainnya terakhir sebelum
Surat Tugas ditandatangani ( jika ada dan bisa lebih dari satu
sesuai kebutuhan)

Diisi dengan jenis fasilitas seperti “Kawasan Berikat”, “KITE” dan
bisa lebih dari satu

Diisi dengan Nomor Skep Fasilitas Terakhir. Contoh “Kawasan
Berikat” maka diisi dengan “Skep Pendirian Kawasan Berikat”.
Dalam hal perusahaan seperti KITE atau BKPM atau f{asilitas
lainnya yang memiliki skep lebih dari satu maka nomor skep
fasilitas diisi dengan nomor skep fasilitas terakhir sebelum periode
audit berakhir”

Diisi dengan instansi penerbit fasilitas minimal yang disebutkan
adalan nama unit eseleon I. Contoh”™ Kawasan Berikat” walaupun
ditandatangani oleh Direktur Fasilitas maka pada kolom ini diisi
dengan “DJBC” atau Fasilitas BKPM maka yang diisi adalah
“BKPM”

Diisi dengan nama jabatan seperti Direktur Utama atau Komiséris
Diisi dengan nama orang |
Diisi dengan alamat sesuai Identitasnya.

Diisi dengan Nomor KTP atau ID lainnya

Diiso dengan Jabatan yang menandatangani dokumen
kepabeanan dan/atau cukai. Contoh penandatangan PIB bisa
dilihat pada API/APIT

Diisi nama orang yang menandatangani Dokumen Kepabeanan
dan/atau cukai

Diisi dengan alamat sesuai Identitasnya
Diisi dengan Nomor KTP atau ID lainnya

Diisi- dengan jumlah audit yang mendapat NPA termasuk audit
yang sedang dilakukan. Untuk Audit Keberatan Nilai Pabean atau
Audit Investigasi tidak perlu dihitung

Diisi dengan nama kantor yang melakukan audit

Diisi dengan Nomor dan Tanggal LHA

Diisi dengan Tagihan Audit

Diisi dengan Periode audit atau ruang lmgkup audit lainnya

Diisi dengan tanggal dan tahun laporan keuangan sebelum perlode
audit berakhir Ditandatangani

Diisi dengan Periode laporan sesuai angka (80)

Diiisi dengan Nama KAP yang melakukan audit sesuai angka (80]

jika ada



Angka (83)
Angka (84)

Angka (85)
Angka (86)

Angka (87)
Angka (88)
Angka (89)
Angka (90)

Angka {91)
Angka (92)
Angka (93)
Angka (94)
Angka (995)
Angka (96}
Angka (97)

Angka (98)

Angka (99)

Angka (100)

Angka (101)
Angka (102)

Diisi dengan nilai yang terdapat dalam laporan keuangan

Diisi dengan Nomor HS barang impor maksimal 5 jenis yang
dominan

Diisi dengan nama barang impor maksimal 5 jenis yang dominan

Diisi dengan Nomor HS barang ekspor maksimal 5 jenis yang
dominan

Diisi dengan nama barang ekspor maksimal 5 jenis yang dominan
Diisi dengan jenis barang kena cukai
Diisi dengan nama merek BKC jika ada

Diisi dengan nomor HS barang jadi untuk auditee yang bertindak
sebagai produsen maksimal 5 jenis yang dominan

Diisi dengan Nama barang jadi untuk auditee yang bertindak
sebagai produsen maksimal 5 jenis yang dominan

Diisi dengan temuan terkait Sistem Pengendalian Internal sesuai
dengan hasil audit.

Diisi dengan temuan terkait kebijakan/ pelaksanaan peraturan.

Diisi dengan total kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran
dalam mata uang rupiah sesuai jenis penerimaan, seperti bea
masuk, bea keluar, cukai, PDRI, denda, bunga, dll

Diisi dengan jenis temuan sesuai dengan Bab I, seperti Royalti,
Freight, Kesalahan pemberitahuan form SKA, dil.

Diisi dengan jenis pungutan pabean dan PDRI, seperti bea masuk,
bea keluar, cukai, PDRI, denda, bunga, dll.

Diisi dengan Nama Kantor Pengawasan dimana dokumen pabean
terdaftar

Diisi jenis pelangaran sesuai dengan program audit pemeriksaan.
Misalnya kesalahan pemberitahuan nilai pabean, Selisih kurang
Bahan Baku, Ketidaksesuaian pemberitahuan form SKA, dll.

Diisi dengan pasal dan ayat dalam Undang-undang yang
dilanggar.

Diisi dengan kodifikasi jenis temuan sesuai dengan Daftar
kodifikasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
lampiran ini

Diisi dengan jenis surat penetapan sesuai dengan temuan audit.

Diisi dengan jumlah pungutan pabean dan PDRI, seperti bea
masuk, bea keluar, cukai, PDRI, denda, bunga, dll.
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LAMPIRAN LIIT

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

NOMORLHA  :.....{1).....
TANG GAL )

NPA e (38)
JEN!S NPA Cre3b)n

LAPORAN HASIL AUDIT

Nama Auditee (4)

NPWP Auditee (4)
Alamat Auditee (5)

Jenis Audit (6)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



1. Uraian Kegiatan
2. Kesimpulan
3. Rekomendasi

Nomor ST

Tanggal ST

Pengawas Mutu Audit
Pengendali Teknis Audit
Ketua Auditor

Auditor

Ketua Auditor

Nama Lengkap
NIP ...

DAFTAR ISI

Halaman

SUSUNAN TIM AUDIT

: ST- (9)
: (10)
{11)
(11)
: (11)
1. (11)
2. {11)
3 (11

Pengendali Teknis Audit

Nama Lengkap
NIP ...

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP ...



BAB [

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Surat Tugas ......... (12).......... Nomor:......... {(13).......... . Kami telah -
melakukan audit atas SUUNUURURINE € I 3 T dengan '
alamat............{18) e deNgaN. {(16)........

Tim Audit bertanggung jawab terhadap kesimpulan dan/atau rekomendasi audit -
berdasarkan data yang telah diserahkan oleh auditee pada saat pelaksanaan audit. Sedangkan Auditee .
bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data yang telah diserahkan kepada Tim Audit -
pada saat pefaksanaan audit

Tim Audit telah melakukan audit sesuai dengan Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
yang ditetapkan oleh ........... {17).............dengan Peraturan............... (18} ...l tentang
Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai mengharuskan -
Tim Audit untuk merencanakan dan melaksaksanakan audit untuk menguji kepatuhan Auditee terhadap
ketentuan kepabeanan dan/atau cukai. Audit Kepabeanan dan/atau  Audit Cukai meliputi pemeriksaan -
atas dasar pengujian terhadap bukti-bukti audit yang diterima oleh Tim Audit selama penugasan audit -
dan membandingkan dengan ketentuan kepabeanan dan cukai

1.1. Uraian Pelaksanaan Audit
a ) P P SN
D (10 e e e
G e e {(19)
d. etc

1.2 Kesimpulan

Berdasarkan Berita Acara Penghentian Audit tersebut, Tim Audit menyimpulkan bahwa Audit

tidak dapat dilaksanakan dengan
= (=11 o O PO :
................................................... (20 e
1.3. 'F-{'e:i(.t').mendasi
Berdasarkan kesimpulan diatas, Tim Audit merekomendasikan sebagai berikut:
1. (2
2. 1
3 (21
4. Etc
Ketua Auditor PengendalnTekms Audlt
Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP ... NIP ...

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP ...



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3a)

Angka (3b)

Angka (4)
Angka (5)
Angka ()
Angka (7)

Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11}
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14}
Angka (15)
Angka (16)

Angka (17)
Angka (18)

Angka (19)

Angka (20}
Angka (21)

Petunjuk Pengisian
Laporan Hasil Audit berdasarkan BAPA

Diisi nomor Laporan Hasil Audit
Diisi tanggal Laporan Hasil Audit

Diisi dengan Nomor Penugasan Audit yang diterbitkan oleh
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai

Diisi dengan Jenis Nomor Penugasan Audit apakah Terencana
atau Sewaktu-waktu

Diisi Nama]|[ dan Nomor NPWP Auditee
Diisi Alamat Audite
Diisi Jenis Auditee

Diisi nama unit audit yang melakukan audit contoh “ Kantor
Wilayah Jakarta”

Diisi tahun pelaksanaan Audit

Diisi Nomor Surat Tugas Audit

Diisi tanggal Surat Tugas Audit

Diisi Nama Tim Audit sesuai jabatan dalam Tim Audit

Diisi dengan penerbitan Surat Tugas/Surat Perintah

Diisi dengan Nomor dan tanggal Surat Tugas/Surat Perintah
Diisi dengan Nama Auditee

Diisi dengan Alamat Auditee

Diisi dengan “periode audit “ dalam hal audit umum, dalam hal
audit khusus diisi dengan “ lingkup terbatas Dokumen ...... 7

Diisi dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Diisi dengan Nomor dan tanggal ketentuan tentang Standar Audit
Kepabeanan dan Audit Cukai

Diisi dengan kronoligis dalam

pelaksanaan audit

dan kondisi yang terjadi

Diisi dengan kesimpulan hasil audit

Diisi dengan Rekomendasi audit

Salinan sesuai dengan aslinya

. u.b.
{2 Bagian Umum
: \\_‘

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-
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LAMPIRAN LIV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35 /BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

NOMORLHA  :....(1) ...,

TANGGAL e d2),

NPA {3a)

JENIS NPA e (3D)

LAPORAN HASIL AUDIT

Nama Auditee (4)

NPWP Auditee (4)
Alamat Auditee (5)
Jenis Audit (6)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



DAFTAR ISI

Halaman
Uraian Kegiatan dan Kesimpulan
1.Uraian Kegiatan
2.Kesimpulan
SUSUNAN TIM AUDIT
Nomor ST : 8T- (9
Tanggal ST : {10)
Pengawas Mutu Audit : (11)
Pengendali Teknis Audit : (11)
Ketua Auditor : (11)
Auditor e (11)
2. (t1)
3 {11)
Ketua Auditor Pengendali Teknis Audit
Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP ... NIP ...

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP ...



BABI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Surat Tugas/Surat Perintah ......... (12).......... Nomor:..........(13).......... , Kami
telah melakukan audit - atas ... (14).coin dengan -
alamat..................... (15) i dengan lingkup terbatas pada -

Tim Audit berlanggung jawab terhadap kesimpulan dan/atau rekomendasi audit -
berdasarkan data yang telah diserahkan oleh auditee pada saat pelaksanaan audit. Sedangkan Auditee -
bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan data yang telah diserahkan kepada Tim Audit

pada saat pelaksanaan audit

Tim Audit telah melakukan audit sesuai dengan Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai
yang ditetapkan oleh ............ ) dengan Peraturan...............(18).......................tentang
Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Standar Audit Kepabeanan dan Audit Cukai mengharuskan -
Tim Audit untuk merencanakan dan melaksaksanakan audit untuk menguji kepatuhan Audifee terhadap
ketentuan kepabeanan danfatau cukai. Audit Kepabeanan dan/atau Audit Cukai meliputi pemeriksaan
atas dasar pengujian terhadap bukti-bukti audit yang diterima oleh Tim Audit selama penugasan audit -
dan membandingkan dengan ketentuan kepabeanan dan cukai

1.1. Uraian Pelaksanaan Audit
a.
B o
B et e e e s
Aol

1.2, Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Audit dapat disimputkan bahwa:

B e e e e {19)
B, e (19)
OO (19 e e
d. etc
Ketua Auditor Pengendali Teknis Audit
Nama Lengkap Nama Lengkap
NIP ... NIP ...

Pengawas Mutu Audit

Nama Lengkap
NIP ..



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3a)

Angka (3b)

Angka (4}
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)

Angka (9)

Angka (10)
Angka (11)
Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)

Angka (17)
Angka (18)

Angka (19)

Petunjuk Pengisian
Laporan Hasil Audit berdasarkan KKA

Diisi nomor Laporan Hasil Audit
Diisi tanggal Laporan Hasil Audit

Diisi dengan Nomor Penugasan Audit yang diterbitkan oleh
Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai

Diisi dengan Jenis Nomor Penugasan Audit apakah Terencana
atau Sewaktu-waktu

Diisi Nama dan NPWP Auditee
Diisi Alamat Auditee
Diisi Jenis Auditee

Diisi nama unit audit yang melakukan audit contoh “ Kantor
Wilayah Jakarta”

Diisi tahun pelaksanaan Audit

Diisi Nomor Surat Tugas Audit

Diisi tanggal Surat Tugas Audit

Diisi Nama Tim Audit sesuai jabatan dalam Tim Audit

Diisi dengan penerbitan Surat Tugas/Surat Perintah

Diisi dengan Nomor dan tanggal Surat Tugas/Surat Perintah
Diisi dengan Nama Auditee

Diisi dengan Alamat Auditee

Diisi sesuai dengan permintaan unit yang meminta dilakukan
audit contoh diisi dengan nomor dan tanggal PIB, diisi dengan no
dan tanggal PEB atau lingkup lainnya sesuai permintaan”

Diisi dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Diisi dengan Nomor dan tanggal ketentuan tentang Standar Audit
Kepabeanan dan Audit Cukai

Diisi dengan kesimpulan hasil audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

430,
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LAMPIRAN LV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... ) T
Nomor PSPPSR 2) Tanggal, bulan,tahun
Sifat O SPP P 3)
Lampiran @ .. (4)
Hal :  Tindak Lanjut Hasil Audit Kepabeanan terhadap ...... (5)
Yth.
................................. (6)

Berdasarkan Surat Tugas nomor. ST-...... (7), Tim Audit ......... (8) telah melaksanakan
audit terhadap ......... 65} T untuk periode ............... sd.......... (9) dengan Laporan
Hasil Audit Nomor.....tanggal............... (10)

Dari hasil audit itu tersebut, direkomendasikan bahwa................................(11).

Demikian disampaikan.

Direktur Jenderal
u.b.

Nama Lengkap
NIP ...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal

2. Direktur Audit Kepabeanan dan
Cukai/ Kepala Kantor Wilayah .../
Kepala Kantor Pelayanan
Utama...(13)

3. Pimpinan........ (5)



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka {6)

Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10}
Angka (11)

Angka (12)

Angka (13)

Petunjuk Pengisian

Surat Tindak Lanjut atas Hasil Audit Kepabeanan

Diisi kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor surat
Diisi sifat surat
Diisi jumlah dan satuan lampiran
Diisi nama Auditee yang diaudit
Diisi nama pihak terkait yang direkomendasikan seperti
Auditee, direktorat lain, KPU/KPPBC atau instansi lain)
Diisi nomor dan tanggal surat tugas
Diisi kantor DJBC yang melakukan audit.
Diisi periode audit
Diisi nomor dan tanggal LHA
Diisi rekomendasi ke pihak terkait. Misal untuk rekomendasi
kepada auditee dapat direkomendasikan untuk
mempertahankan SPI, terkait penetapan ulang atas tarif
dan/atau nilai pabean, rekomendasi untuk dilakukan
penyelidikan dalam hal terdapat indikasi tindak pidana atau
rekomendasi lainnya yang dianggap perlu pada pihak yang
terkait.
Diisi
1. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai dalam hal audit
dilaksanakan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC dalam hal audit dilakukan
oleh Kantor Wilayah.
3. Kepala Kantor Pelayanan Utama dalam hal audit
dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama
Diisi |
1. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai dalam hal audit
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan
Utama
2. Kepala Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Utama dalam
hal audit dilaksanakan oleh Direktorat Audit

Kepabeanan dan Cukai



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... () PR
NOTA DINAS
Nomor : ND-.......... (2)
Kepada Kepala Bidang............. (3)
Dari Kepala Kantor Pelayanan Utama
Hal Tindak Lanjut atas hasil audit Kepabeanan
terhadap ...... (4) '

Tanggal

Berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-...... (5), Tim Audit ......... (8) telah melaksanakan
audit terhadap A, untuk periode ............... sd......... (7) dengan Laporan -
Hasil Audit Nomor... .tanggal............... (8)

Demikian disampaikan.

Direktur Jenderal
u.b.

Nama Lengkap
NIP ...



Angka (1)

Angka (2)
Angka (3)

Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)

Petunjuk Pengisian

Nota Dinas Tindak Lanjut atas Hasil Audit Kepabeanan

Angka (10)

Diisi Kop surat Kantor Pelayanan Utama yang
melakukan audit

Diisi nomor Nota Dinas

Diisi nama pihak terkait yang direkomendasikan
seperti Auditee, unit lain yang ditunjuk oleh Kepala
Kantor Pelayanan Utama/Kepala Kantor Wilayah atau
instansi lain)

Diisi nama Auditee

Diisi nomor dan tanggal surat tugas

Diisi kantor DJBC yang melakukan audit

Diisi periode audit

Diisi nomor dan tanggal LHA

Diisi rekomendasi ke pihak terkait. Misal untuk
rekomendasi kepada auditee dapat direkomendasikan
untuk mempertahankan SPI, terkait penetapan ulang
atas tarif dan/atau nilai pabean, rekomendasi untuk
dilakukan penyelidikan dalam hal terdapat indikasi
tindak pidana atau rekomendasi lainnya yang dianggap
perlu pada pihak yang terkait.

Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama yang melakukan

audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
== Sekretaris Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN LVI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-35/BC/2017
TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT

CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... (1)

Nomor PP (2)
Sifat e (3)
Lampiran @ . (4)
Hal :  Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai terhadap ...... (5)
Tanggal
Yth (6)

Berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-...... (7), Tim Audit telah melaksanakan audit
terhadap .........................untuk periode ...............s.d......... (B) dengan Laporan Hasil Audit
Nomor.....tanggat............... (9}

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk menindaktanjuti
dengan melakukan ................. (10).

Demikian disampaikan dan agar pada kesempatan pertama menyampaikan laporan
hasil pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
u.b.

Nama Lengkap
NIP ...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal

2. Direktur Audit Kepabeanan dan
Cukai/ Kepala Kantor Wilayah .../
Kepala Kantor Pelayanan
Utama...(12)

3. Pimpinan........ (5)



Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

Angka (11)

Angka (12)

Petunjuk Pengisian :
Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai
Diisi kantor DJBC yang melaksanakan audit
Diisi nomor surat
Diisi sifat surat
Diisi lampiran
Diisi nama perusahaan yang diaudit
Diisi KPU/KPPBC terkait -
Diisi nomor surat tugas
Diisi periode audit
Diisi nomor dan tanggal LHA
Diisi dengan wuraian tagihan yang mengakibatkan
kekurangan pembayaran pungutan Negara di bidang
cukai atau rekomendasi lainnya yang terkait Audit
Cukai
Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai/ Kepala
Kantor Wilayah/ Kepala KPU
1. Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai
dalam hal audit dilaksanakan oleh Kanwil/ KPU
2. Diisi Kepala Kantor Wilayah /Kepala KPU dalam
hal audit dilakukan oleh Direktorat Audit

Kepabeanan dan Cukai.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... (Dt
NOTA DINAS
Nomor : ND-.......... (2)
Kepada : Kepala Bidang.............(3)
Dari . Kepala Kantor Pelayanan Utama
Hal :  Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai terhadap ...... (4)
Tanggal

Berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-...... (5), Tim Audit telah melaksanakan audit
terhadap ........................(4) untuk periode ............... s.d......... (8) dengan Laporan Hasil
Audit Nomor... . .tanggal............... (7) '

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti :
dengan melakukan .................(8).

Demikian disampaikan dan agar pada kesempatan pertama menyampaikan laporan
hasil pelaksanaannya. '

Direktur Jenderal
u.b.

Nama Lengkap
NIP ...



Petunjuk Pengisian
Nota Dinas Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai

Angka (1) :  Diisi Kop surat Kantor Pelayanan Utama yang

melakukan audit

Angka (2) :  Diisi nomor Nota Dinas

Angka (3) :  Diisi Kepala Bidang yang melakukan penagihan

Angka (4) :  Diisi nama Auditee

Angka (5) :  Diisi nomor dan tanggal surat tugas

Angka (6) :  Diisi periode audit

Angka (7) :  Diisi nomor dan tanggal LHA

Angka (8) :  Diisi dengan Diisi dengan wuraian tagihan yang

mengakibatkan kekurangan pembayaran pungutan
Negara di Bidang Cukai atau rekomendasi lainnya yang
terkait Audit Cukai

Angké (9) :  Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama yang melakukan

audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
: Eukfetarls Direktorat Jenderal
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LAMPIRAN LVII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... T
Nomor O S P (2) Tanggal, bulan,tahun
Sifat PR (3)
Lampiran @ . (4)
Hal » Penyampaian Surat Penetapan atas Hasil Audit
YHh, oo (6)

Berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-...... (7), Tim Audit telah melaksanakan audit

terhadap ...............o untuk periode ...............s.d..........{8) dengan Laporan Hasil Audit
Nomor....tanggal............... (9)
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan................ (10). diminta

kepada Saudara untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan penagihan terhadap Surat

Penetapan tersebut.

Demikian disampaikan dan agar pada kesempatan pertama menyampaikan laporan

hasil pelaksanaannya.
Direktur Jenderal

u.b.

Nama Lengkap

NIP ...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal

2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai/
Kepala Kantor Wilayah .../ Kepala Kantor
Pelayanan Utama...(12)

3. Pimpinan........ (5)



Petunjuk Pengisian
Penyampaian Surat Penetapan Atas Hasil Audit

Angka (1) : Diisi kantor DJBC yang melaksanakan audit

Angka (2) : Diisi nomor surat

Angka (3) : Diisi sifat surat

Angka (4) : Diisi lampiran

Angka (5) : Diisi nama perusahaan yang diaudit

Angka (6) : Diisi KPU/KPPBC terkait

Angka (7) : Diisi nomor surat tugas

Angka (8) : Diisi periode audit

Angka (9) : Diisi nomor dan tanggal LHA

Angka (10) : Diisi dengan nomor dan tanggal SPKTNP, SPKPBK, SPP

dan/atau SPSA
Angka {11) : Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai/ Kepala
Kantor Wilayah/ Kepala KPU
Angka (12) : 1. Diisi Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai
dalam hal audit dilaksanakan oleh Kanwil/ KPU
2. Diisi Kepala Kantor Wilayah /Kepala KPU dalam
hal audit dilakukan oleh Direktorat Audit

Kepabeanan dan Cukai.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..................... N T
NOTA DINAS
Nomor : ND-.......... (2)
Kepada . Kepala Bidang.............(3) Tanggal, bulan,tahun
Dari :  Kepala Kantor Pelayanan Utama
Hal . Penyampaian Surat Penetapan atas Hasil Audit

Berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-...... (5), Tim Audit telah melaksanakan audit

terhadap ...l (4) untuk periode ...............s.d..........(6) dengan Laporan Hasil
Audit Nomor.....tanggal............... (7)
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan................ (8). diminta

kepada Saudara untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan penagihan terhadap Surat
Penetapan tersebut. ‘

Demikian disampaikan dan agar pada kesempatan pertama menyampaikan laporan .
hasil pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
u.b.

Nama Lengkap
NIP ...

Tembusan:

1. Direktur Jenderal

2. Direktur Audit Kepabeanan dan
Cukai

3. Pimpinan........ (4)



Angka (1)

Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)

Angka (9)

Petunjuk Pengisian

Penyampaian Surat Penetapan Atas Hasil Audit

Diisi Kop surat Kantor Pelayanan Utama yang
melakukan audit

Diisi nomor Nota Dinas

Diisi Kepala Bidang yang melakukan penagihan

Diisi nama Auditee

Diisi nomor dan tanggal surat tugas

Diisi periode audit

Diisi nomor dan tanggal LHA

Diisi dengan nomor dan tanggal SPKTNP, SPKPBK, SPP
dan/atau SPSA

Diisi Kepala Kantor Pelayanan Utama yang melakukan

audit

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

_ Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN LVII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC/2017

TENTANG
EXECUTIVE SUMMARY TATALAKSANA AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Audit CUKAI
Surat Tugas Nomor: ......oeccevrciieeeenn.. {1)
2. Profil Singkat Auditee
a. Nama Auditee PSP (2)
b. NPWP e (3)
c. Kegiatan Usaha L PO {4)
d. Fasilitas Kepabeanan SRR (5)
e. Jumiah Dokumen e e, (8)
3. Periode Pemeriksaan
............................................................................... {7
4. Nomor Laporan Hasil Audit @ ... (8)
5. Materi Temuan
No. Jenis Pelanggaran Detail Petanggaran Keterangan Nilai Tagihan
6. Kertas Kerja Audit
No. Lampiran Pemeriksaan Uraian Kegiatan Temuan Tim Audit Rekomendasi
Ketua Auditor Pengendali Teknis Audit Pengawas Mutu Audit
............................. (9) vereeremareseennneeeneennnns (10) ISUUPNRUPSRRUPPRE & it B




Petunjuk Pengisian
Executive Summary

Angka (1) : Diisi nomor Surat Tugas

Angka (2) Diisi nama Auditee

Angka (3) Diisi nomor NPWP Auditee

Angka (4) : Diisi jenis kegiatan Auditee

Angka (5} Diisi fasilitas kepabeanan yang dimiliki oleh Auditee

Angka (6) Diisi jumlah dokumen pabean yang dilaporkan Auditee
selama periode audit

Angka (7) : Diisi tanggal mulai dan selesai periode pemeriksaan

Angka (8) : Diisi dengan nomor LHA

Angka (9) : Diisi nama dan NIP Ketua Auditor

Angka (10) : Diisi nama dan NIP Pengendali Teknis Audit

Angka (11) : Diisi nama dan NIP Pengendali Mutu Audit
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LAMPIRAN LIX

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-35/BC /2017

TENTANG

TATALAKSANA AUDIT KEPAREANAN DAN AUDIT CUKAIL

TATACARA PENATAUSAHAAN HASIL AUDIT

Dalam rangka tertib administrasi terhadap hasil audit yang berupa LHA dan KKA

dilakukan penatausahaan yang meliputi :
A. Penyampaian LHA dan KKA ke Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

1.

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan LHA
kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai dalam bentuk data fisik (hardcopy) dan
data elektronik {softcopy).

. LHA dalam bentuk data elektronik (soffcopy) sebagaimana dimaksud pada angka 1

(satu), disampaikan dengan rincian antara lain sebagai berikut:

a. Cover LHA;

b. ODaftar Isi;

c. Susunan Tim Audit;

d. Bab |. Uraian Hasil Audit;

e. Bab . Profil Auditte;

f. Bab Ill. Kesimpulan dan Rekomendasi; dan/atau

g. Lampiran Saldo Fisik Barang Fasiltas dan/atau Saldo Barang yang Harus

Dipertanggungjawabkan.

. Penyampaian LHA dalam bentuk data elektronik {softcopy) sebagaimana dimaksud pada

angka 2 (dua) disertai dengan lampiran dalam bentuk data elektronik (softcopy), antara
lain:

a. Rencana Kerja Audit (RKA);

Surat Permintaan Data,;

Surat Pernyataan Penyerahan Data;

Penyerahan/ Pengembalian Data Audit;

Pakta Integritas (PI});

Surat Rekomendasi;

Surat Pernyataan Penclakan Diaudit*;

S@ ™~ 0o a o 0T

Berita Acara Penolakan Diaudit™;

Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Audit®;

Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Audit*;

—

k. ljin Perpanjangan ST/ Surat Perintah®,

ST Pengganti/ Penambahan Tim Audit”;
. Berita Acara Penggantian Tim Audit*;
Surat Peringatan®;
jjin Perpanjangan Batas Waktu Penyerahan Data Audit*;

ljin Perpanjangan Periode Audit*;

£ v o 3 3

ljin Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Audit*;



4.

r. Surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Pencacahan Fisik Sediaan Barang*;

s. Berita Acara Pencacahan Fisik Sediaan Barang™;
t. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian DTS*;
u. Berita Acara Penghentian Audit (BAPA)*;

v. Pembahasan Akhir*;

1) Undangan;
2) ljin Perubahan Waktu;
3) Risalah Pembahasan Akhir;
4) Hasil Pembahasan Akhir;
5) Surat Kuasa;
6) Daftar Kehadiran;
w. Risalah Penelaahan*;
x. Lembar Daftar Temuan Sementara (DTS},
1} Surat Pengantar;
2} Lembar Pernyataan Persetujuan DTS;
3) Surat Tanggapan DTS;
y. Berita Acara Hasil Audit (BAHA);
z. Surat Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai™;
aa. Surat Penetapan;
bb. Executive Summary.

*bersifat opsional

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan KKA
kepada Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai dalam bentuk data fistk (hardcopy) dan .
data elektronik (softcopy).

Rincian data LHA sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan lampiran
sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), disimpan masing-masing dalam 1 (satu) file

data dengan format portable document format (pdf) minimal versi 10.1.0.

. KKA sebagaimana dimaksud pada angka 4 {empat), disimpan masing-masing dalam 1 '

(satu) file data dengan format file asal (misainya: ms excel,ms access) dan masing- -
masing dalam 1 (satu) file data dengan format porfable Vdocument format (pdf) minimal
versi 10.1.0.

. LHA dan KKA dalam bentuk data elekironik (softcopy) dikirim dalam 1 (satu) media :

penyimpanan data berupa Flashdisk.

. Flashdisk sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh} diberi tulisan kode 7 (tujuh) digit

angka dan dikat dengan /abel tag sebagaimana dimaksud dalam Lampiran | Surat
Edaran Direktur Jenderal ini.

. Validasi atas kelengkapan dan kebenaran file-file yang disimpan dalam Flashdisk yang -

akan dikirim dilakukan oleh:
a. Kepala Seksi yang berada di bawah Subdirektorat Pelaksanaan Audit, untuk unit
kerja pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai; dan



b. Kepala Seksi yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan dan Cukai, untuk unit |
kerja pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama. :

10. Validasi atas kelengkapan dan kebenaran file-file yang disimpan dalam Flashdisk yang -
akan dikiim sebagaimana yang dimaksud pada angka (9) menggunakan formulir :
validasi pengiriman LHA dan KKA data elektronik (softcopy) sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

g

FORMULIR VALIDASI PENGIRIMAN
LHA DAN KKA DATA ELEKTRONIK (SOFTCGPY)

A. Data Umum
1 [ 2
1. Nama Perusahzan (2)

2. Nomor / Tanggal LHA 3

3. Nomor / Tanggai Surat 7))
Tugas

B. LHA
No. | Nama File i Validasi

i T 3 3
(5) 6) ("
C. KKA —

No. | Nama File Validasi
1 ] 2 3

r——~—l

() (6) 7)

B. Lampiran
No. | Nama File T Validasi

{5) (€ )

Catatan :
(8)

Dibuat oleh : Disetujui oleh :
9 (10)

Nama ; Mama :
NIP NIP




Petunjuk Pengisian Formulir Validasi Pengiriman LHA dan KKA Data Elektronik

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)

Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)

(softcopy)

: diisi kop surat dan alamat Kantor Pusat/Kantor Wilayah/KPU
. diisi nama perusahaan

: diisi nomor dan tanggal LHA

: diisi nomor dan tanggal surat tugas

: diisi nomor urut

: diisi nama file

. diisi paraf Kepala Seksi yang menangani kegiatan Audit Kepabeanan

dan Cukai

: diisi uraian dalam hal diperlukan penjelasan lanjutan.
: diisi tanda tangan, nama dan NIP Ketua Auditor

: diisi tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi pada unit kerja

Pelaksanaan Audit



11. Desain atas label tag dan pengkodean Flashdisk adalah sebagai berikut;

Cesain Label Tag dan Flashdisk

1— Label Tag Flashdisk

-

4+—{3CM -

Hede Flashdisk : D3-001-12

Nama
Ko dan Tgl LHA
I. LHA, fetdir dari :
. KKA, wrdin dasi
WM. Lampiran
5Ch ) Dtbual Olah Disatujul (eh © LAgE;, [ £ ) SO i.,—1
(&) i
Nama © Nama :
P HiP T
. — {1.5CM)
Kede + Kode Flathdsk.
1. Tardin dani 7 digit anylka
2. Dun angka pedama kpde Wanwd 7
FPU { Dit Audit
3 Tipa angka kedua adalsh nomar urat
fashdisk
4, Due angks kebga adalah kode tahun
5. ¥ode Nashosk diwis dengan spidel

permanen

Jenis kertas  : Buffalo, 150 gr
Warna kertas : Putih




Petunjuk Pengisian Desain Tag Label dan Flashdisk:

Angka (1}
Angka (2}
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka {7)

Angka (8)
Angka (9)

: diisi nama perusahaan

: diisi nomor dan tanggal LHA

- diisi jumlah file LHA

: diisi jumlah file KKA

. diisi jumlah file Lampiran

: diisi tanda tangan, nama dan NIP Ketua Auditor

. diisi tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi pada unit kerja

Pelaksanaan Audit

: diisi kode penyimpanan
. diisi kode Flashdisk dengan formula 7 (tujuh) angka, yaitu :

- 2 (dua} angka pertama diisi kode kantor, yaitu :
1. 01 : Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
02 ; Kantor Wilayah DJBC Aceh
03 : Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
04 : Kantor Wilayah DJBC Riau
05 : Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau
06 : Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur
07 : Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat
08 : Kantor Wilayah DJBC Banten
09 : Kantor Wilayah DJBC Jakarta
. 10 : Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat
. 11 ; Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah & DIY
. 12 : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur |
13 : Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur |i
14 : Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT
. 15 : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat
. 16 : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan
. 17 : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur
. 18 : Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan
19 ; Kantor Witayah DJBC Sulawesi Bagian Utara
. 20 : Kantor Witayah DJBC Maluku
. 21 : Kantor Wiltayah DJBC Khusus Papua
. 22 : Kantor Pelayanan Utama Tanjung Priok

© ®© N o O kDN

N N NN 2,2 =@ a2 a A A =2 a2 =

. 23 ; Kantor Pelayanan Utama Batam

24. 24 . Kantor Pelayanan Utama Soekarno Hatta
- 3 (tiga) angka kedua diisi nomor urut pengarsipan Flashdisk
- 2 (dua) angka ketiga diisi 2 digit tahun pengarsipan



B. Penyimpanan LHA dan KKA

1. Arsip LHA dan KKA pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai disimpan oleh
Kepala Subdirektorat Evaluasi Audit.

2. Arsip LHA dan KKA pada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama disimpan
oleh Kepala Seksi Evaluasi Audit.

3. Arsip penyimpanan LHA dan KKA menggunakan formulir daftar penyimpanan LHA
dan KKA sebagai berikut:
DAFTAR PENYIMPANAN LHA DAN KKA

Petugas

Kade Lokasi Penyimpa
ade i Penyimpanan Arsi

Tanggall Kode Nama No / Tgl| Kantor
Tetima | Flashdisk|Perusahaan| LHA | Asal | Data elekfronik
{softcopy)

T 2 1 5 | 4 [ 5 6 7 5 1 9 110
: | i . ! ’
3) @ [ 5 © [ () (8) (9) (10) [(11)

No.

Hardcopy |Nama Pafaf

1
2
3

dst

Petunjuk Pengisian Daftar Penyimpanan LHA dan KKA:

Angka (1) : diisi nama unit eselon |l yang melakukan penyimpanan

Angka (2) : diisi tahun arsip penyimpanan

Angka (3) : diisi tanggal penerimaan

Angka (4) : diisi kode Flashdisk

Angka (5) : diisi nama perusahaan

Angka (6) : diisi nomor dan tanggalt LHA

Angka (7) : diisi nama Kantor asal

Angka (8) : diisi kode lokasi penyimpanan LHA dan KKA Data elektronik {(softcapy)
Angka (9) : diisi kode lokasi penyimpanan LHA dan KKA Hardcopy

Angka (10) : diisi nama petugas yang melakukan penyimpanan arsip LHA dan KKA
Angka (11) : diisi paraf petugas yang melakukan penyimpanan arsip LHA dan KKA

C. Administrasi Peminjaman dan Pengembalian LHA

1. Administrasi peminjaman dan pengembalian LHA pada Direktorat Audit Kepabeanan -
dan Cukai dilakukan oieh Kepala Subdirektorat Evaluasi Audit.

2. Administrasi peminjaman dan pengembalian LHA pada Kantor Wilayah dan Kantor -
Pelayanan Utama dilakukan oleh Kepala Seksi Evaluasi Audit. ‘




3. Administrasi
berikut:

Peminjaman dan pengembalian LHA menggunakan formulir sebagai

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

(1)

FORMULIR PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN LHA

Nomor {2)
Tanggal : ..ecrireeees ) T——
A. Pihak Peminjam Data
1. | Nama Unit / instansi 4
2. | Data yang Dipinjam ﬂ mgmgrizr:‘sahaan : Eg;
c. Tanggal LHA (N
3. | Dasar Peminjarnan a. Nomor (8)
b. Tanggal (9)
¢. Otorisator {10}

B. Kelengkapan LHA yang dipinjam

B[s
B[E

=[]

20, LainDnyYa et

= = Catatan :
(11 {12)
Nama :
NIP
D. Tanda Terima Data
Nama NIP Tanda Tangan
1. Peminjaman Yang Menyerahkan (15) {186) (17)
Tanggal - {13)
Yang Menerima (18) (19) (20)
2. Pengembalian | vyang Menyerahkan (15) (18) a7
Tanggal : (14)
Yang Menerima (18) {19) 20




Petunjuk Pengisian Formulir Peminjaman dan Pengembalian LHA:

Angka (1)
Angka (2)
Angka (3)
Angka (4)
Angka (5)
Angka (6)
Angka (7)
Angka (8)
Angka (9)
Angka (10)
Angka (11)

Angka (12)
Angka (13)
Angka (14)
Angka (15)
Angka (16)
Angka (17)
Angka (18)
Angka (19)
Angka (20)

: diisi kop surat dan alamat Kantor Pusat/Kantor Wilayah/KPU
: diisi nomor formulir peminjaman dan pengembalian

- diisi tanggal formulir peminjaman dan pengembalian

: diisi nama unit atau instansi peminjam

: diisi nama perusahaan dari LHA yang dipinjam

: diisi nomor LHA yang dipinjam

: diisi tanggal LHA yang dipinjam

: diisi nomor surat peminjaman LHA

: diisi tanggal surat peminjaman LHA

- diisi nama yang memberikan persetujuan peminjaman LHA

- diisi jabatan unit kerja pada evaluasi audit, nama, NIP dan tanda

tangan pejabat

: diisi uraian yang dalam hal diperiukan penjelasan lanjutan.
: diisi tanggal penyerahan LHA

: diisi tanggal pengembalian LHA

: diisi nama yang menyerahkan LHA

: diisi NIP yang menyerahkan LHA

: diisi tanda tangan yang menyerahkan LHA

: diisi nama yang menerima LHA

: diisi NIP yang menerima LHA

: diisi tanda tangan yang menerima LHA

Kolom B: diisi dengan tanda centang ( V) pada kotak sesuai dengan nomor sebagai

berikut :

N ok LN

Cover LHA.
Daftar Isi.

Susunan Tim Audit.

Bab |. Uraian Hasil Audit.

Bab Il. Profil Auditte.

Bab Ill. Kesimpulan dan Rekomendasi.

Lampiran Saldo Fisik Barang Fasilitas dan/atau Saldo Barang yang Harus l

Dipertanggungjawabkan.
8. Rencana Kerja Audit (RKA).
9. Surat pengantar Daftar Temuan Sementara (DTS)
10. Daftar Temuan Sementara (DTS).
11. Lembar Persetujuan DTS.
12. Berita Acara Hasil Audit (BAHA).
13. Berita Acara Penghentian Audit (BAPA).
14. Risalah Pembahasan Akhir.








